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Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

(l) Barangsiapa dengan sengaia dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 ayat (l) atau pasal 49 ayat (l) dan ayat (2) dipidana dengao pidana peniara

masing-masing psling siugkat I (satu) bulan dao'/atau denda paling sedikit Rpl'000'000O0

(satu iuta rupiah), 
"oo 

pii"* p"niara paling lama 7 (tuiuh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp5.000.000-000,00 (tima miliar rupiah)'

(2) Barangsiapa deagan sengaia menyiarkan, menamerkan' mengedarkan atau meniual kepada

umum suatu ciptean atau barang hasil pelanggpran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagSimana

dimaksud pada ayat (l) dipidana dengan peniara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus iuta rupiah)'

(3) Barangsiapa dengan sengaia dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan

komersial suatu program Komputer dipidana dengan pidana peniara Paliag lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp5()o'()o0'000'00 (lima ratus iuta rupiah)'

(4) Barangsiapa dengan sengaii melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana peniara paling

lama 5 (lima) tahun da=n/atau aenJa paling banyak RpI.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).
(5)BarangsiapadengansengaiamelanggarPasallg,Pasal20,atauPasal2gayat(3)dipidana

dengan pidana peniari paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

RpI50.000.000,00 (seratus lima puluh iuta rupiah)'

(6) Barangsiapa dengan sengaia dan tanpa hak melanggar Passl 24 atau Pasal 55 dipidana

dengan pidana peniara-paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp150.000'000,00 (seratus lima puluh iuta rupiah)'

(7) Barangsiapa dengan sengaia dai taopa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana
-.penjarapalinglama2(dua)tahundarr/ataudendapalingbanyakRpt50.000.000,00(seratus

lima puluh iuta ruPiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaia dan tanpa hak melanB,sar Pasal 27 dipidana dengan pidana
.-peniarapalinglama2(dualtahundan/ataudenrlapalingbanyakRpl50.000.000,00(seratus

lima puluh luta ruPiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaia melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana peniara palirU lama

5 (lima) tahun dan/atau ienda paling banyak Rpl'500'000'000'00 (satu miliar lima ratus iuta

rupiah).
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KATA PENGANTAR
HIKMAHANTO JUWANA

GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UI

Association of South-East Asian Nations yang disingkat IISEAN' bukanlah istilah
asingbagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Namun demikian apa itu ASEAN
sebenarnya masih banyak pihak, para mahasiswa, ynng tidak tahu secara persis.

Tentu tidak dapat disalahkan bila masih banyak yang tidak mengetahui secara

akurat tentang ASEAN.
Sumber kekurang-tahuan karena kurangnya referensi yang memaparkan

secara padat namun komprehensif apa itu ASEAN, terlebih lagi dalam bahasa

Indonesia.
Padahal pemahaman tentang ASEAN di Indonesia sangadah penting karena

ASEAN akan memasuki'masyarakat'ASEAN yang didahului dengan ASEAN
Economic Community (AEC) atas Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015-

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan banyak terdampak dengan

kehadiran masyarakat ASEAN. Berbagai pihak tidak mungkin mengabaikan

ASEAN dengan segala aspeknya.
Ke depan ASEAN tidak lagi menfadi isu yang diperbiacangkan antar peiabat

dari negara-negara anggota ASEAN, tetapi juga pada levd masyarakat. Masyarakat
yang akan merasakan betul dampak dari keberadaan ASEAN.

Bila masyarakat Indonesia, khususnya para intelektual, abai terhadap ASEAN
maka Indonesia akan banyak dirugikan dengan keberadaan ASEAN. Tetapi
sebaliknya bila masyarakat Indonesia sangat mengetahui (zaell informed) tentang

ASEAN, Indonesia pasti akan mendapat banyak keuntungan dari keberadaan

ASEAN.
Buku ini merupakan nutshcll tentang apa itu ASEAN dalam bahasa Indonesia.

Memang perspektif hukum lebih dominan meniadi pembahasan mengingat penulis

buku ini berlatar belakang hukum.
Dalam buku ini bila dicermati ada tiga hal penting dari ASEAN yang

dibahas. Pertama, terkait dengan keberadaan ASEAN dalam perspektif hukum
organisasi internasional dan seiarah pembentukan dari ASEAN- Kedua tentang
profil dan konstitusi masing-masing negara anggota ASEAN. Terakhir adalah

tx



kapita selekta tentang keriasarna antar anggota ASEAN dibidang ekonomi, politik

dan sosial budaya.
Mengingat buku ini merupakan pengantar maka pendalaman terhadap

berbagai hal yang meniadi bahasan dalam buku ini harus dilakukan melalui

literatur-literatur yang membahas secara khusus.

Kekuatan dari buku pengantar adalah fangkauan pembaca sangat luas dan

tidak memerlukan suatu ilmu tertentu untuk memahaminya- Di samping itu

bahasa yang digunakan pun tidak merupakan bahasa ilmiah sehingga mudah

untuk dipahami oleh siapapun yang memiliki minat terhadap ASEAN'

oleh karenanya saya menyambut baik buku yang beriudul ASEAN: Sefarah

Konstitusi dan Integrasi ASEAN yang ditulis oleh Saudari Koesrianti SH., LL.M,

Ph.D seorang pengafar hukum internasional dan hukum negara-negara ASEAN.

Saya berharap sidang pembaca akan memetik manfaat saat membaca buku ini
sehingga lebih mengenal dan memahami ASEAN yang berkaitan dengan hukum'

Buku ini tennr sangat bermanfaat tidak saia bagi mereka yang sedang mempelaiari

ilmu hukum namun ilmu lain yang terkait dengan ASEAN'

Jakarta, April 2014

Prof. HikmahantoJuwana, SH-, LL.M, Ph-D

Guru Besar Fakultas Hukum UI

x ASEAN: Seiarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan xt

SEKAPUR SIRIH

Untuk mengawali sekapur sirih ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan
selamat dan rasa bangga saya atas rampungnya buku.,{sElN : sejarah Konstiusi
dan lttegrasi Kmoasan yang ditulis oleh lbu Koesrianti, S.H. LL.M, ph.D. Buku
ini saya nilai isinya berbobot tinggi dan sangat komprehensifdan disafikan dengan
struktur ielas dan runut dalam rangkaian bab per bab. Dengan gaya bahasa yang
mudah dimengerti dan alur yang ielas, saya yakin pembaca akan mendapatkan
manfaat dan pemahaman mendalam tentang ASEAN.

ASEAN memasuki usia yang ke-47 pada tahun 2014. Sejak dideklarasikan
berdirinya di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 196Z ASEAN telah mengalami
kemaiuan yang reramat signifikan dan mencapai banyak bagi kemaslahatan
masyarakat, khususnya di wilayah Asia Tenggara. ASEAN telah semakin dewasa
dan memiliki ketahanan dalam menghadapi segala perkembangan dan tantangan
baik ditingkat regional maupun global yang sangat dinamik. ASEAN iuga terbukti
mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian selama 47 tahun tersebut.

situasi global diwarnai dengan ketidakpastian seperri perekonomian dunia,
krisis pangan, energi dan air; perubahan iklim; bencana alam, serta dampak
revolusi teknologi informasi pada kehidupan masyarakat kita. Di tengah pancaroba
ini, banyak harapan ditumpukan pada kawasan Asia Tenggara. Sejarah telah
menguii dan membuktikan bahwa ASEAN kian menjadi asosiasi yang matan&
yang mampu terus menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan, mampu
meningkatkan kekuatan ekonominya, serta mampu meniadi komunitas yang
semakin people-centered dan mampu pula menjalin kerukunan antar identitas dan
peradaban yang beragam. Dengan modal dan posisi ini, ASEAN dipercaya mampu
berkontribusi dalam merespon berbagai dinamika global tersebut.

Era globalisasi yang tengah terfadi, telah meniadikan keterganrungan anur
bangsa di dunia semakin besar. ASEAN dalam hal ini. juga telah mempersiapkan
diri untuk berintegrasi ke dalam masyarakat global melalui Komunitas ASEAN.
Untuk menuiu ke Komunitas ASEAN 2015, ASEAN telah berhasil meletakkan
fondasi kokoh yaitu kondisi wilayah yang aman, damai dan stabil serta berbagai
mekanisme kerjasama konkret untuk pembangunan masing-masing negara
anggotanya.

Untuk menuiu kepada pembentukan Komunitas ASEAN seiak ASEAN lahir
tahun 1967, telah mengalami berbagai transformasi menuju ke arah kerjasama yang
melembaga. Dengan telah diberlakukannya Piagam ASEAN tahun 2008, ASEAN



semakin memantapkan langkahnya mengantarkan masyarakat ASEAN meoyultu

dalam sebuah komunitas. Piagam dimaksud memberikan kekuatan hukum bagi

ASEANsehinggamekanismekeriasa.adidalamASEANberdasarkanpadaasas
landasan hukum.

Kerja sama ASEAN kini menuiu tahapan baru yang lebih integratif dan

berwawasan ke depan dengan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015'

Selain sudah dilengkapi dengan landasan hukum Piagam ASEAN ASEAN telah

pula menyiapkan Cetak Biru sebagai peta ialan (toad ma7) untuk membentuk

Komunitas ASEAN 2015. Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dilandaskan pada

3 (tiga) pilar cetak Biru, yaitu cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN

(ALSEAN Political-Security community Blucpritrt\ cetak Biru Komunitas Ekonomi

ASEAN (/4SE14N Econamic conrunity Bfuqrbu)dan (itak Biru Komunitas scial

BudayaASEAN(ASEANSeb-CulurutCottlmunityBlucprin,.ASEANiugatelah
merancangkan langkah-langkah strategis untuk mengisi visi Komunitas ASEAN

pasca 2015 yang diharapkan dapat menciptakan kawasan yang secara politik dan

k""*"o"r, kohesif, secara ekonomi terintegrasi, dan secara sosial dan budaya

bertanggung iawab.
Seialan dengan cita-cita untuk membentuk Komunitas ASEAN yang

bersifat people-centered, maka masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan

di negara anggota ASEAN harus dilibatkan di dalamnya' ASEAN juga harus

mampu menampung aspirasi luas seluruh kelompok kepentingan yang ada' Untuk

menyukseskan cita-cita ASEAN, negera-negara ASEAN harus dapat menyadari

agar .solidaritas, kohesivitas, dan efektivitas keria sama dapat ditingkatkan. ASEAN

harus dapat melakukan pelbagai penyesuaian seiring dengan perkembangan

yangpesatdibidangpolitikrkeamanan,ekonomirsosialbudaya'tekaologi'dan
pengetahuan, serta bidang-bidang lain'

Buku ini kiranya diterbitkan pada momentum yang tepat, di saat masyarakat

dituntut untuk lebih memahami ASEAN dan berperan dalam mengisi segala

peluang yang ditawarkan Komunitas ASEAN. Buku ini, dengan muatan seiarah,

konstitusi dan integrasi kawasan, akan mampu memberikan pemahaman yang

mendalam bagi masyarakat tentang ASEAN dan sekaligus menarik minat

masyarakat mengikuti perkembangan yang teriadi di ASEAN' bukan saia di masa

lalu, masa kini dan tentunya masa yang akan datang, khususnya terkait dengan

Komunitas ASEAN 2015.

Buku ini juga saya nilai sebagai penuniang upaya Pemerintah RI yang

telah, sedang dan terus gencar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

ASEAN, khususnya Komunitas ASEAN agar mereka dapat siap berinteraksi, saling

mengisi dan bekerlasama dengan saudara-saudaranya dari kawasan Asia Tenggara

urrtuk me.r.iptakan keamanan dan kesejahteraan bersama dan membanguo uuse

feeting' ASEPTN. Untuk itu sekali lagi, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-

xll ASEAN: Seiarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan xllt

tingginya dengan terbitnya buku ini, dan sekaligus mendoakan sukses bagi ibu
Koesrianti, S.H, LL.M, PhD untuk ieniang karier selanfutnya.

Jakarta, April 2014

I Gusti Agung Wesaka Puia
DirekturJenderal Keria Sama ASEAN
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PENDAHULUAN

ASEAN: ORGANISASI REGIONAI Dl KAWASAN ASIA IENGGARA

ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari sepuluh negara di
Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada lima negara
penggagas, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam
perkembangannya, keanggotaan ASEAN berkembang meliputi Brunei Darussalam,
Burma (Myanmar), Kamboja, Laos dan Vietnam. Anggota lama ASEAN biasa
disebut dengan ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura, dan Thailand) dan aoggota baru disebut sebagai CLMV, singkatan dari
Cambadia (Kamboia), Laos, Myanmar, dan Vietnam.
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Gambar 1.1 Negara-negara ASEAN (Wikipedia, 2014)r

I Lihar http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations (Dikuniungi
12/O3120t4)
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Tuiuan berdirinya ASEAN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

sosial, budaya di antara negara-negara anggota, meniaga perdamaian dan stabilitas

kawasan, serta sebagai forum untuk menyelesaikan berbagai masalah negara

a1ggota secara damai. Luas wilayah ASEAN adalah 4,46 iuta kmz atau 3 persen

dari total daratau di seluruh dunia, dan mempunyai penduduk sekitar 600 iua jiwa

atau 8,8 perseo dari penduduk dunia. Adapun bahasa Pengantar ASEAN adalah

bahasa inggris, dan kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia'

ASEAN merupakan salah satu organisasi regional dari sekian banyak

organisasi di dunia yang diikuti Indonesia. Tidak seperti organisasi internasional

publik seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sudah terkenal' ASEAN

relatif tidak dikenal masyarakat umum. Padahal, tidak sedikit sumbangan dan

kontribusi ASEAN di dunia dan bagi Indonesia-salah satunya dapat meniaga

stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan

organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang sangat berpengaruh dan

diperhitungkan di perpolitikan dan perekonomian dunia. Sebagai sebuah

orgatilsasi, ASEAN telah mampu bertahan dari segala gempuran masalah yang

melanda-baik perbatasan wilayah negara, krisis hubungan diplomatik antarnegara

anggota, maupun krisis ekonomi tahun 1997-1998, yang sempat memorak-

porandakan hampir seluruh negara anggota ASEAN. Banyak yang berpendapat

bahwa untuk tetap eksis dan bertahan, maka ASEAN harus melakukan inovasi.

Setelah melalui berbagai dinamika sebagai organisasi, ASEAN kini diakui

telah berhasil mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang kondusif, stabil, aman, dan

relatif tanpa konflik, yang semula penuh konflik dan perebutan pengaruh negara-

negara besar.2 Dengan demikian, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat

memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi dan kesefahteraan rakyat'

Namun, tetap masih diperlukan suatu kekompakan, kohesivitas dan efektivitas

keria sama di antara negara anggota ASEAN-seperti adanya keterbukaan politik,

stabilitas keamanan, solidaritas sosial, dan identitas bersama. Kenyataan ini dapat

dipahami mengingat masing-masing negara anggota ASEAN mempunyai tingkat

perekonomian dan demokrasi yang tidak sama, serta kepentingan yang beragam.

Ke depan, ranrangan ASEAN bukan saja datang dari dalam, tetapi iuga dari luar

ASEAN. Bab ini membahas mengenai perkembangan ASEAN sebagai sebuah

organisasi regional yang telah berperan besar dalam meniaga stabilitas politik dan

ekonomi di kawasan.

2 N Hassan Wir aiuda,40 Tahun ASEAN: Dai Kerjasama Rtgioul Menuju Komunitas, ASEAN Mmup
Masa Depan,Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2007, h. l.

2 ASEAN: Seiarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan Bab I - Pendahuluan

ASEAN DAN ISU.ISU GTOBAL

Saat ini dunia menghadapi perubahan yang sedemikian cepat dalam semua zrspek

kehidupan. Banyak isu-isu global yang mau tidak mau meniadi masdah semua

negara, tak terkecuali negara-negara anggota ASEAN. Misalnya, kerusakan

lingkungan, masalah pengungsi, terorisme, taftcking, keiahatan transrational,
pekerfa migran, keiahatan telematika, masalah kemiskinan, dan penyebaran

penyakit menular-seperti SARS, HIV/AIDS, flu burung-yang semuanya

meperlukan penanganan secara menyeluruh dan terarah dari semua negara

anggota ASEAN. Dalam beberapa kasus, problem yang dihadapi oleh salah satu

negara anggota bisa iadi problem negara lainnya sehingga diperlukan kebersamaan

untuk menemukan solusi yang lebih baik daripada diselesaikan sendiri oleh

masing-masing negirra anggota.
Sebagai organisasi regional, ASEAN sudah banyak menghasilkan

kesepakatan-kesepakatan-baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, tnaupun

keamanan. Misalnya, dengan disepakatinya perdagangan bebas ASEAN atau

ASEAN fiee TradeArea (AFTA), ASEAN telah berhasil mewuiudkan suatu area

perdagangan bebas dengan tarif 0-5 persen.3 Kemudian, pada Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) ASEAN IX tahun 2003, ASEAN telah mencapai perkembangan

keria sama yang lebih substansial. Ketika itu, para Kepala Negara ASEAN
menandatangani Deklarasi ASEAN Concord ll (Bali Conard ID yang bertekad

untuk membentuk Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2020,

yaitu komunitas yang aman, damai, stabil, dan seiahtera.4 Sebagai bukti keseriusan

negara-negara anggota ASEAN, pada awal tahun 2007, tenggat waktu ini dimaiukan

menjadi 2015.

Perkembangan terbaru ASEAN adalah pembentukan Piagam ASEAN
(ASEAN Chaner) yang selesai disusun pada akhir tahun 2007, dan sudah

diratifikasi semua negara anggora ASEAN pada akhir tahun 2008.s Inilah hasil

proses paniang perjuangan negara-negara anggota melalui negosiasi dengan

mengedepankan kepentingan bersama. Dengan harapan, ASEAN menjadi sebuah

organisasi yang relevan bagi negara-negara anggotanya di kawasan Asia Tenggara.

Agar cita-cita ASEAN meniadi suatu komunitas yang sangat tergantung satu sama

3 Untuk pembahasan lebih mendalam lihat Bab 6. Keriasama Negara-negara ASEAN di Bidang

Ekonomi.
a Bali Concord II (meruluk pada Bali Concord I, yang merupakan hasil KTT I ASEAN tahun 1975),

teks Deklarasi Bali Concord II, lihat <http://www.asean.org/news/item/declaration-of-asean-concord-

ii-baliconcord-ii> dikuaiungi 04l08l2Dl3.
5 Ratifikasi Singapura 18 Desember 2OO7, Brunei Darussalam 3l Januari 2008, Malaysia 14 Februari

2008, Laos 14 Februari 2008, Kamboia 25 F-ebruari 2008, Vietnam 14 Maret 2008' Myanmar 21 Juli
2008, Thailand 16 September 2008, Filipina 7 Oktober 2008, dan Indonesia 21 Oktober 2008. Lihat
<http://id.wikipedia.org/wikVPiagam-ASEAN> dikuniungi (X/08/2013.
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lain layaknya sebuah keluarga, maka dibutuhkan suatu ekuilibrium baru sehingga

terdapat keseimbangan antara kepentingan ASEAN dan kedaulatan nasional negara

"oggoa". 
Untuk itu, Piagam ASEAN melnuat aturan-aturan secara jelas yang

aip"f.ri sebagai landasan hukum bagi keria sama ASEAN' Piagam fuga mengatur

k"ie-Uagaan ASEAN yang terpusat dau efisien untuk mengimbangi keriasama

ASEAN yang semakin luas, mendalam, dan intens' Hal ini seperti dikatakan

oleh Termmsak chalermpalanupap berikuu 'Anottut important reqtisiu of becmring

more rules-based is having an efficient cznfiul body n kap thc tules, fociliuu tulfilbnent

of commitnents and enstre compliance aAdapun implikasi dari Piagam ASEAN

adalah:hubunganantarnegaraanggotadiperkuatsecarahukum,pembuktian
bahwa ASEAN merupakan ,orynrcgionalism'yang terbuka bagi berbagai negara dari

luar ASEAN, dan mendorong integrasi ekonomi, prinsip demokrasi' pedindungan

HAM serta lingkungan hidup.T Bahkan Piagam ASEAN didesain sebagai ialan

untuk menca pai'a peoplz'orienud ASEAN\ yaitu Piagam harus meniamin adanya

interaksi antara seluruh stakeholder dengan adanya satu bab dalam Piagam

tentang 'Entitbs associated. w;th ASEAN'.s Ini merupakan sebuah Piagam yang

akan meniadi semacam'konstitusi'bagi ASEAN' Dengan adanya konstitusi ini'

seluruh mekanisme dan aturan yang telah ada dan yang akan ada akan meniadi

formal, dan bersifat mengikat secara hukum. Dengan kata lain, ada sanksi bagi

negara anggota yang terbukti melakukan penyimpangan atas kesepakatan yang

telah disetrriui atau pelanggaran terhadap perianiian tersebut, yang sebelumnya

tidak diatur dengan jelas.

SEJARAH PERKEMBANGAN ASEAN

Secaragarisbesar,tuiuanawalberdirinyaASEANadalahmemperkuatkeria
sama ekonomi dan stabilitas sosial di kawasan Asia Tenggara sehingga tercipta

perdamaian di kawasan yang memungkinkan bagi negara anggota untuk

menyelenggarakan pembangunan' Namun secara bertahap' ASEAN terus

berkembang dan kini menjadi salah satu organisasi regional yang mapan dan

disegani oleh negara-negara dan organisasi internasional lainnya di dunia.

6 Termsak Chalermpalanupap, The ASEAN Secretariat and Legal Issues Arising from the ASEAN

Charter, Indonesian Jounal of intenatbnal Law,Vol' 6' No' 2' 2 January 2009' hlm' 183

7 Zainuddin Diafar, piagam ASEAN Legalitas Tonggak Baru Menuiu Integrasi Re giotr,al?, Iulonesior

Journal of Intenational Law,Yol- 6, No' 2, 2 January 2009' hlm' 195

E Bab V, pasal 16 dan Annex 2 yang berisi daftar lembaga terkait ASEAN dan daftar ini dapat dirubah

dikemudian hari,lihat iuga Diauhari Oratmangun, ASEAN Charter: A New Beginning for Southeast

Asian Nation, In donesian Journal of Intentational Lat:, Vol' 6, No' 2,2 lanuary 200% hlm' f93
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Gambar 1.2 ASEAN dalam Peta Percaturan Dunia (Dian Triansyah Diani,2007)

Pada waktu pembentukannya, organisasi regional yang menjadi model
ASEAN adalah Masyarakat Ekonomi Eropa (thc European Ecowmic Community)
yang terbentuk pada tahun 1957. Namun pada tahun-tahun awal berdirinya(1967-
1976), ASEAN lebih banyak disibukkan dengan berbagai masalah politik dan
keamanan daripada keria sama di bidang ekonomi. Misalnya, menghebatnya
Perang Vietnam (yang baru berakhir pada tahun 1976), pendudukan Kamboia
oleh Vietnam dan proses perdamaian Kamboja. Sebagai konsekuensinya,
seiak terbentuk sampai dengan tahun 1976, ASEAN relatif tidak mengadakan
kesepakatan apapun.

Selain itu, ASEAN banyak mencurahkan perhatiannya untuk membangun
rasa saling percaya di antara sesama anggota (confidence building measures). Rasa
ini perlu dipupuk mengingat sebelumnya negara-negaia anggota ASEAN tidak
mempunyai hubungan komunikasi karena masing-masing negara dijaiah oleh
negara yang berbeda-beda. Indonesia diiaiah Belanda, Malaysia dan Singapura
difafah Inggris, serta Filipina diiaiah Amerika. Ketika itu, negara-negara anggota
berusaha mengembangkan itikad baik dan kebiasaan-kebiasaan untuk bekeriasama
secara terbuka dan dinamis. Hal ini wajar saia, sebab situasi persaingan, pengaruh
ideologi dan kekuatan militer pada waktu itu dikhawatirkan dapat menyeret negara-
negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik berseniata yang mengganggu

5Bab I - Pendahuluan



stabilitas kawasan. Hal-hal inilah yang mendorong para pemimpin negara-negara

di kawasau uiluk menciptakan suasana aman dan damai, sehingga memungkinkan

terbentuknya suatu keria sama yang dapat meredakan sikap saling curiga di antara

negara anggota dan bekeria sama membangun kawasan.e

Saat ini Eegara-negara anggota ASEAN telah berhasil membentuk rasa saling

percaya yang tinggi di antara mereka, yang terlihat dengao adanya keriasama

ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kalaupun terdapat konflik-konflik,
seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan (antara Indonesia dan Malaysia) dan

kasus Pulau Batu Puteh (antara Malaysia dan Singapura), kasus-kasus ini
merupakan warisan kolonial negara bekas penjaiah dahulu dan tampaknya sudah

terselesaikan dengan baik.Negara-negara pendiri ASEAN-tndonesia, Malaysia,

Filipina, Singapura, dan Thailand-dalam Deklarasi ASEAN 1967 bersepakat

bahwa keanggotaan ASEAN terbuka bagi semua negara yang ada di Asia Tenggara.

Namun, tahun-tahun pertama berdirinya ASEAN tidak memungkinkan untuk

melakukan hal itu. Memerlukan waktu tiga dasawarsa untuk merangkul negara-

negara di kawasan Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahwa bergabunguya kesepu,uh

negara ASEAN seperti saat ini merupakan akumulasi faktor-faktor domestik,

regional, dan global.
Brunei bergabung pada tahun 1984 setelah mendapatkan kemerdekaannya

dari Inggris. Pada periode 1995-1999, normalisasi hubungan di Kamboia menjadi

faktor pendorong bergabungnya negara-negara Indochina, yaitu Vietnam, Laos,

Myanmar, dan Kamboia. ASEAN mengembangkan sebuah organisasi yaigpeople

orienud, dengan moto,one visbn, orc ldentity, one conmunity'.Io Motto tersebut

diwujudkan dalam bendera dan emblem ASEAN seperti di bawah ini'll

Gambar 1.3 Logo ASEAN (ASEAN !(/ebsite,2014)

e Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, ASEAN Selayang Pandang, Edisi

ke-19,2010, hlm I
ro Pasal 36 Piagam ASEAN
ll Annex 3 dan Annex 4 Piagam ASEAN
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Berikut ini merupakan rangkaian tahun perkembangan ASEAN dari seiak
didirikan sampai dengan sekarang.

Tabel l.l Periodisasi Integrasi ASEAN (Koesrianti,2005)

KEUA SAMA ASEAN DENGAN MITRA WCARA ID,ALOCUE
PAR'NERs)

Hubungan ASEAN dengan pihak eksternal, yaitu pihak mitra wicara (dialogue
partnfrs), ternyata berlangsung lebih cepat daripada bergabungnya negara-negara

7

lbhun Perkembanpn
t967 ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi ASEAN 1967
1976 KTT ASEAN I (The lst ASEAN grrmgril), pelandatanganan Bdi C-oncord I, rlu

Tieaty of Amity and Cooperation in Soutluast Asia (TAC), dan pendirian Sekretariat
ASEAN di lakarta

ASEAN hefemtial Tiade Arangenenrs (PTAs)1977

1984 Brunei Darussalam bergabung sebagai anggota ASEAN
1992 ASEAN secara formal membeotuk ISE{ N Fret 7i& Arac (AF[A)
t995 pembentukan I SEAN Franuunrh Aereerrunt or Savier (AFAS)
1995 Vietnam bergabung sebagsi rnggota ASEAN
1996 Pembentukan ISEAN Industritl Cooperation Sclunc (AICO) dat the ASEILN

honcol on Dbpuu Settlanent Meclunevz (the ASEAN DSM)
t9y7 Penandatanganan ASEAN Visi ot 2020
1997 Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota ASEAN
1998 A S EA N Ino es tmerx Are a ( Al A)

t997-t999 Asian Financial Crisis

t999 Hanoi Plan of Action (HP A, 1999 -20M)
t9B9 Kamboia diterima sebagai anggora ASEAN
2m0 The Initiathns for ASEAN Intcgation (l&l)
2W3 Tlu RoadtruO for Inteeration of AS EAN (RIA)
2m.3 ASEAN Bali Concord II: menyetuiui pembentukan lGmunitas ASEAN (ASMN

Communiry)tahun 2020

2W lfuntiaru Actioa hogramtrc (Y AB 200,1-2008)

2W4 ASEAN Proocol oa Enhanced Distute Settlemew Mecluniszr (Protokol 2004)
2@7 Piagam ASEAN(ISEI N Chdtet)
2008 Piagam ASEAN berlaku; tahun I AEC Blueprint
2W9 ATIGA, AEC Score Card; Roadmap ASEAN Community 2009 - 2015

2010 Connectivity Master Plan
201 l ASEAN Framework for Equitable Economic Development
201 I Bali Concord III

2015 Komunitas ASEAN (ASEAN Community



angBota ASEAN yang baru.lz Keria sama ASEAN-Mitra lTicara sudah dimulai

seiak 1974 yang perrama kali dengan Australia. Kemudian diikuti oleh Selandia

Baru pada 1975, dan pada 1977 kerfa sama dengan Amerika serikat, Kanda, Jepang,

Uni iropa dan United Nations Development Programme/UNDP sebagai mitra

wicara. Kemudian disusul oleh Republik Korea (1991). Setelah Perang Dingin

berakhir, ASEAN membangun hubungan dengan India (1995), Cina dan Rusia

pada tahun 1996. sementara itu pada 1997 Pakistan menjadi mitra wicara sektord.

Keria sama miua wicara ini diatur dalam Bab XII Piagam ASEAN yang mengatur

tentang pelaksanaan hubungan eksternal. Dalam hal ini ditentukan antara lain

bahwa ASEAN akan mengembangkan hubungan persahabatan dan dialog, keria

sama, serta kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara, organisasi'

kelembagaan sub-kawasan, kawasan, dan internasional'

Terdapat beberapa kriteria yang ditetapkan oleh ASEAN atas sebuah ne8ara

yang akan aii"aiUo mitra wicara ASEAN, yaitu sebagai berikut:r3

i. C"loo negara mitra harus menganut prinsip-prinsip dasar yang tercakup dalam

dokumen.dokumen dasarASEAN, seperti Deklarasi Bangkok, TAC, zoPFAN
dan SEANVFZ. Calon negara mitra wicara dapat memberikan bantuan teknis

dan/atau pembangunan.

2. Pertimbangan politik, anrara lain, memiliki perbatasan langsung dengan ffryara

anggota ASEAN atau merupakan bagian dari Asia Timur, memiliki perwakilan

diplomatik di semua negara anggot ASEAN dan sebaliknya memiliki keria

sama politik dan keamanan dengan salah satu negara anggota ASEAN, serta

memiliki potensi meniadi aktor utama dalam kawasan'

3. Kerja sama ekonomi, antara lain, adanya peningkatan hubungan perdagangan

yang positif, peningkatan hubungan investasi yang positif' dan perfaaiian

investasi, serta pengaturan pajak ganda atau perjaniian ekonomi lainnya antara

ASEAN dan negara terkait.
4. Hubungan sosial budaya, antara lain, melalui pertukaran budaya, ilmu

pengetahuan atau riset dan pengembangan selama lima tahun terakhir, adanya

hubungan antara organisasi non-Pemerintah ASEAN dari negara terkait, dan

adanya warga negara ASEAN yang bekeria atau belaiar di negara tersebut dan

sebaliknya.

Seiak tahun 199% ASEAN memberlakukan moratorium penambahan

hubungan kemitraan baru hingga wakru yang tidak ditentukan.la Hal ini bertuiuan

agar ASEAN dapat mengintensifkan dan mengonsolidasikan hubungannya dengan

12 Dir. Keriasama ASEAN, Kemenlu, ASEAN Selayang Pandang Edisi 20'2012'hlm79

r3 Ibid
la Ibid, hlm 80
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mitra wicara yang telah ada. selain itu, fuga dimaksudkan agar ASEAN dapat
memfokuskan pada upaya integrasi kawasan.

Di bidang keamanan, ASEAN membentukr{SEAN Regioflal Forum (ARF)
pada tahun 1994 untuk meningkatkan dialog politik dan keamanan di antara
negara-negara di kawasan Asia Fasifik. ARF ini terdiri atas seluruh negara ang:gora
ASEAN dan seluruh negara mitra wicara serta negara-negara lain yang peduli
dengan masalah-masalah Asia Pasifik. Di kawasan Asia terdapat banyak keriasama
regional dan subregional yang aeilapping yang membentuk integrasi Asia saat
ini. Negara-negara ASEAN berperan aktif dalam keria sama ekonomi di Asia,
seperti Asia Pacifrc Economic coopation (APEC), Asia-Europe Meetings (ASEM),
ASEAN plus Three, EAS (Easr ,4sia summit) dan Asia Latin America Economic
Forum. Gambar di bawah ini menuniukkan organisasi regional dan transregional
yang membenruk integrasi asia dan sekaligus menuniukkan peran fundamental
ASEAN yang mendukung penuh integrasi se-Asia, karena ASEAN merupakan
motor penggerak dari major goups,seperti ASEAN+3 dan EAS.

ASEn AFEC

,- r!.'.a : illc-1 '. Els

.asr*f*t#,

. hdr
, ,..-..'=-

CAREC sMnc HT

Gambar 1.4 ASEAN dan organisasi Regional Lainnya (capannelli and ran, 2012)

catatan: APEC : Asia-Pacific Economic cooperation; ASEAN+3 : ASEAN countries
plus the People's Republic of china, Japan, and the Republic of Korea; ASEM = Asia-
Europe Meeting; cAREC:central Asia Regional Economic cooperation; EAS : East Asia
Summit (includes ASEAN+3 countries, plus Australia, India, New Zealand, the Russian
Federation, and the United States); FSM : Federated States of Micronesia; Lao pDR:Lao

9



People's Democratic Republic; PIF : Pacific Islands Forum; PRC : People's Republic of
china; SAARC : South Asian Association for Regional cooperation. (i). A$EM includes

the European union as a member (2014: 28 members). (ii). PRC's membership in CAREC

is focused on the Xingiiang Uygur Autonomous Region.

ASEAN: ANTARA ORGANISAS! ANTARPEMERINTAH DAN

SUPRANASIONAT

Untuk memahami ASEAN sebagai organisilsi internasional, maka perlu dipahami

konsep organisasi antarpemerintab (intcrgooerttneilA dan supranasional. Istilah

organisasi internasional biasanya digunakan unruk menggambarkan sebuah

organisasi yang dibentuk oleh perianiian (agreement) antara dua negara atau

lebih.rs
organisasi internasional publik, yang iuga dikenal sebagai organisasi

intergovernmental (inter-state organization), mempunyai ciri-ciri, yaitu: Pertama,

merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan perjaniian internasional (treaty)-

terkadang dibentuk berdasarkan piagam (chattn) yang berfungsi sebagai'konstitusi'

organisasi tersebut. Kedua, terdiri atas anggota yang berupa negara-negara atau

organisasi internasional. Ketiga, diatur oleh hukum internasional. Keempat,

mempunyai personalitas hukum (legal penonaldry) sehingga dapat membuat

kontrak, dapat digugat dan menggugar di lingkup pengadilan nasional dengan

beberapa kekebalan sebagai kekecualian.l6Sebuah organisasi internasional biasanya

mempunyai beberapa'organ' yang secara kolektif melakukan kegiatan organisasi

tersebut. Organ standar yang dipunyai oleh organisasi internasional tersebut terdiri

atas perwakilan dari seluruh anggota organisasi yang mengadakan pertemuan

setiap tahun. Setiap organisasi internasional mempunyai sekretariat dan struktur

organisasi yang menialankan fungsi administrasi dan operasional organisasi dan

dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.lT Terkait dengan ini, maka dalam

praktiknya ASEAN mempunyai personalitas hukum yang terbatas.l8

15 Berbeda dengan Non-Goaernmenral Organizariazs (NG0), yang dibentuk individu atau sekelompok

individu (misalnya, Amnesti Internasional, atau Greenpeace), Peter Malanczuk, Akehunt's Modern

Intoduaion to International Lazu, Seventh revised ed, Routledge, (2002), hlm' 92'

16 Thomas Buergenthal dan Sean D. Murphy llDlb Interaatbnal l-au in a Nutshell, Thomson !7est,

(2007),hlm.4Z;BacaiugaAdvisoryOpiniononReparationforlniuriesSufferedintheServieofthe
United Nations, 1949, I.CJ. 174 (Apr.l1)
17 H Schermers & N Blokker,In temational Institutional Lau: IJniE lYihia Dioersi4r, 3'd ed 1995

ls Koesrianti, Personalitas Hukum Internasional Association of South East Asian Nations (ASEAN)

Menurut Piagam ASEAN, dalam Pe ran Huhum Dalam Penfungunor di Indonesia: Kenyaman, Haapan,

dan Tanungan (Liber Amicorum Prof. Dr. Etty R Agoes, S.H.,LL.M), Bandung: Rosda, 2013, hlm

269-291
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ASEAN merupakan organisasi antarpenerintah (;narWemwtat). Deklarasi
Bangkok 1967 mengatur suatu mekanisme kelembagaan ASEAN yang sangat
sederhana. Institusi kelembagaan ASEAN berupa KTT, AMM, AEM, ASC,
dan sekretariat nasionalle yang sebenarnya hanya merupakan suatu sidang atau
pertemuan dari wakil negara-negara anggota-bukan suatu badan tetap orgaoisasi.
Deklarasi tidak menetapkan secara terperinci kewenangan dari masing-masing
lembaga tersebut.

Hal ini berbeda dengan struktur organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa
(selanjutnya disebut MEE). Ada lima institusi tetap di MEE yang pembentukannya
diatur secara terperinci dalam Perjanjian Roma (Tieaty of Rome) yang merupakan
landasan berdirinya Masyarakat Eropra (ME) atau Uni Eropa (selaniutnya disebut
UE;.zo Lima institusi tersebut antara lain: Komisi Eropa (tlu &noptn Commissior)
yang mempunyai kekuasaan legislatif (legidatioe poruers>, Dewan Eropa (the

European Courcil) pertemuan para kepala negara atau pemerintahan negara-negara
anggota sebagai institusi tertinggi, Parlemen Eropa(the European Parliament)yang
merupakan representasi dari bangsa yang ada di negara-negara anggota, Mahkamah
Eropa atau the European Court of Justice (EC) dan the Cotrt of First Insunce (CFI)
sebagai lembaga yudikatif organisasi.2l

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Piagam ASEAN, "ASEAN sebagai
sebuah organisasi antarpemerintah dengan ini diberikan status hukum".
rllenurut kaiian teori hukum organisasi interaasional, organisasi internasional
antarpemerintah adalah organisasi yang mempunyai struktur organisasi,
yang dirancang untuk mengadakan keriasama autauregnra atau pemerintahan

Qntagarnmental co-operatbn). Biasanya terdapat Dewan (council) yang menjadi
representasi dari negara anggota, dan Sekretariat untuk menyelenggarakan
serangkaian pertemuan/sidang dan melaksanakan keputusan-keputusan yang
telah dibuat atau dihasilkan. Aturan umumnya, uegara anggota tidak terikat
oleh keputusan yang dibuat Dewan, kecuali iika negara anggota tersebut
menyetuiuinya (consent). Jadi, keputusan Dewan harus diputuskan secara bulat
atau secara konsensus (unanimous) agar keputusan tersebut mengikat seluruh negara

anggota.22

Jika dilihat dari struktur kelembagaannya, ASEAN termasuk jenis organisasi
antarpemerintah karena pada dasarnya ASEAN dibentuk untuk mengadakan
keria sama antara negara-negara anggota. Di samping itu, pengambilan keputusan

re Pembahasan lebih derail dibahas di bab 3: Struktur Organisasi ASEAN.
zo Ralph H.Folsom,European Union Lau in a Nut Shell,Tth ed.20ll, hlm 49 - 60
2r Untuk struktur organisasi Uni Eropa tlhat EU Sttucture <http://www.dadalos-europe.org/int/
grundkurs4/eu-struktur_l.htm>atau lihat situs resmi Uni Eropa di <http://europa.eu/index_en.htm>
dikuniungi 04/08/2013.
22 Lihat <http:./www.asean.orglarchive/publications/ASEAN-Charter.pdf> dikuniungi O4|OB|Z0l3.



di ASEAN didasarkan pada mekanisme konsensus, sehingga keputusan ASEAN

merupakan keputusan seluruh negara anggota' bukan keputusan ASEAN

sendiri. Dengan demikian, dalam banyak perianiian yang dibentuk oleh ASEAN

ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN' Dengan kata lain' ASEAN bukan

organisasi yang independen karena keputusan ASEAN masih tergantung pada

kehendak bersama negara-negara anggota. Singkatnya, dalam organisasi yang

bersifat antarpemerintah seluruh aktivitas organisasi dijalankan secara kolektif

yang meruPakan gabungan (coalitimi dari seluruh negara-negara anggota tanpa

ada unsur suPranasional.
Berbedadenganorganisasiantarpemerintah,UEadalahsuatuorganisasi

supranasional. Kalau dilihat dari seiarah terbentuknya, para pendiri uE memang

tiiak menghendaki konsep organisasi anrarpemerintah. Seiak awal, uE dirancrng

sebagai sebu"h organisasiyang lebih dari sekadar organisasi internasional biasa.

Para-pendiriKomunitasg"tog"."danBesiEropaatauthcEurcpeanCmlandSt/4/l
Conmunity(Ecsc)sebagaicikalbakalUniEropa'merancangkomunitasinisebagai
sebuah organisasi yangf,erada di bawah kekuasaan sebuah institusi, yaitu Otoritas

Terirry6a,QtuHigh,Authority)yangkemudiandalamperialanannyaberubahmeniadi
Komisi Etopa (European-Cimmissioa)'23 Komisi Eropa merupakan suatu badan

yang bebas dari pengaruh negara anggota, bahkan mempunyai kewenangan penuh

"a"Jo"g"." 
anggota. Komisimerupakan lembaga legislatif yang dapar membuat

prog."i kebiialan dan ketentuan bagi komunitas yang akan diberlakukan di

seluruhnegaraanggotasebagaiHukumKomunitas(Communityl-ctd.z4Semua
negaraanggotaharusmelaksanakanprogramkebi|akandanmenaatiketentuan
y"og tt"n aigariskan Komisi Eropa' Kebiiakan dan ketentuan yang dihasilkan

ko-iri adalah kebiiakan dan ketentuan Komunitas atau UE. Negara anggota

bersedia melaksanakan seluruh kebiiakan dan tunduk pada ketentuan yang telah

dihasilkan karena pada saat menandamngani Traktat Roma untuk meniadi anggota

UE, negara sudah mengetahui dengan ielas program dan tuiuan uE.dan (dianggap)

-.rry"irl,rirya. Ketika-sebuah netara sudah menandatangani Traktat Roma dan

meniadianggotaUE,makanegaraaDggotatersebuttidakakanmenghalangi
implementasiprogramatauketentuanyangdibuatolehKomisi,sekalipunprogram
atau ketentuan ini tidak sesuai dengan kepentingan negaranya'

Jadi,UEsamasekalibukanorganisasiinternasionalbiasa,yangpada
umumnyabersifatantarpemerintahkarenakekuasaannyasangatbesarterhadap
negara-negara anggotanya. UE adalah organisasi supranasional' yaitu sebuah

o.g".rir"riyang bukan merupakan sebuah kerja sama antara (bet:ween) negara

23PaulCraigdanGrainnedeBlrcz,EIJl-alo:Texr,Cases,andMateials,Edisi3,200S'hlm8-9
2aUntukhukumkomunitasEropa,bacaPaulCraigdanGrainnedeBurca,ibid;Folsom,op.cit,hlm.

94-96
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anggota tetapi merupakan organisasi yangmempqnyai kekuasaan atas (ooer)Wara'

negara atggotanya.z5 Hukum Komunitas (Community Laat) akan mempunyai

kekuatan untuk diberlakukan di negara-negara anggota secara langsunlg (dbect

ffict)rtanpaharus melalui proses pengubahau sebagai hukum nasional'26 Hukum
Komunitas mengikat negara-negara anggota dan harus diberlakukan badan
peradilan nasional dari negara-negara anggotanya. Selain itu, badan peradilan

regional, yaitu Mahkamah Eropa dipat memutus perkara yang berasal dari badan

peradilan nasional negara anggota.zT Negara anggota tunduk pada yurisdiksi
memaksa Mahkamah Eropa atas kasus-kasus yang menyangkut Tieaty dan
ketentuan Hukum Komunitas.

Secara sederhana, kata supranasional dapat diartikan sebagai sebuah

organisasi yang mempunyai kekuasaan penuh secara mandiri yang terlepas dari
negara anggotanya. Orpnisasi ini bukan merupakan kumpulan negara-neg:rrelzrng

bertindak bersama-sama, tetapi organisasi ini mempunyai kekuasaan sendiri. IIal
ini tergambar pada hubungan UE dengan pihak luar/eksternal. Untuk hubungan

keluar, UE cukup diwakili Dewan Eropa(Council). Sebagai contoh, ketika bersidang

di PBB atau di \U[TO, UE diwakili Dewan Eropa, bukan seluruh ke'27 ryata
anggota UE. Dengan kata lain, Dewan Eropa mengantongi atau mewakili 27

suara. Hal ini berbeda dengan ASEAN. Di forum-forum internasional, ASEAN
belum terwakili oleh sebuah institusi ASEAN, masing-masing negara anggota

ASEAN merupakan wakil dari negaftrnya sendiri-sendiri. Demikian iuga yang

berkaitan dengan kekuasaan untuk menandatangani perianfian atau kontrak (rzogi,

making pau*) dengan subiek hukum lainnya. ASEAN tidak mempunyai suatu

institusi tunggal yang bertindak atas namanya sendiri, seperti Dewan Eropa.

Dalam perianjian-perjaniian yang ditandatangani ASEAN, masing-masing Degara

anggota ASEAN harus membubuhkan tanda tangan mereka masing-ruasing. Hal
ini menuniukkan bahwa perjaniian-perianiian yang dibuat ASEAN disepakati oleh

dan atas nama negara anggota, bukan atas nama ASEAN.
Hal ini berbeda dengan UE, karenamdalui Dewan Eropa, UE telah mernpunyai

treaty making poaw dengan subjek hukum lainnya. Jadi, iika UE berkeinginan

untuk membuat perianlian kesepakatan dengan subiek hukum lain, cukup Derran

Eropa yang membubuhkan tanda tangan- Dengan kata lain, negara anggota UE
mendelegasikan sepenuhnya kewenangan mereka kepada Dewan Eropa.28

25 Buergenthal & Murphy, op.cit, hlm. 59
26 Folsom, op.cit, hlm. 95-97
27 Trevor C. IJa:,tley, European IJnion Lsl in a Ghbol Context: Text, Cases, and Materials,20(X, hlm.
166
28 Marise Cremona, EC Extcrnal Commercial Policy after Amsterdam: Authority and Interprctation

wirhin Interconnected Legal Orders, dalamJ.H.H.Yelle4The EU,the WTO, and the NAFTA: Tiruards

a Conmon Law ofInternaional Trade,Oxford Univ Press,200l' hlm. 5-
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Jadi ielas bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak mendelegasikan

wewenang dan kedaulatan mercka kepada institusi ASEAN. Dengan kata lain,

ASEAN tidak mempunyai treaty mahittg pwet, yaitu kekuasaan atau kewenangan

u1ruk membuat perianiian dengan subiek hukum lainnya. Dari gambaran di
atas dapat disimpulkan bahwa negara-nqgara anggota ASEAN tidak atau belum

mendelegasikan kedaulatan dan kewenangan negara mereka kepada ASEAN dan

ASEAN tidak mempunyai sebuah institusi yang dapat mewakili seluruh negara

anggota ASEAN. ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah dipertegas lagi

di Piagam ASEAN ya1g menyatakan bahwa ASEAN sebagai sebuah organisasi

antarpemerintah dengan ini diberikan status hukum (pasal 3)'

ASEAN SEBAGAI ORGANISAST BERDASAR HUKUftl IRUTE BASED

ORGAT{'Z,,IIONI

Selama hampir dua dasawarsa terakhir, diakui atau tidak, Perkembangan ASEAN

sudah mengarah pada suatu organisasi berdasarkan aturan hukum Qule-based

oryanizatiol)yang sifatnya mengikat. Sebagai contoh' peneraPan ketentuan tentang

AFTA yang disepakati pada tahun 1992, untuk membentuk suatu area perdagangan

bebas di ASEAN dalam kurun waktu 15 tahun. Perianiian perdagangan AFTA ini
mengikat negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan sesuai langka waktu

yang disepakati. Dan AFTA telah terwuiud Pada tahun 2002. Keria sama AFTA ini
bukan sekadar keria sama ekonomi (ecorcmb coopratiot), seperti halnyazlSE4N

Indusffiat Project atau ASEAN Industtial Joint Venturc yang dibentuk pada tahun

1970-an, namun sebuah integrasi ekonomi (economic inwgration) yang bertuiuan

menyatukan seluruh wilayah ASEAN ddam suatu area perdagangan bebas. Dengan

perfaniian AFTA, negara-negara anggota ASEAN berusaha mengintegrasikan

ekononri mereka dan menghapus hambatan tarif, yaitu dengan mengurangi atau

menghapuskan tarif sampai 0-5 persen'

Perianlian AFTA ini ditempuh melalui skema Cotnmon Effectioe heferential

Taiff(CElPT) sebagai mekanisme utama perianiian AFTA dengan qrra dan fadwal

tertentu yang disepakati bersama. Pelaksanaan AFTA ini diawasi, dikoordinasikan,

dan dikaii oleh Dewan AFTA (AFIA Council), terdiri atas para menteri

perdagangan negara-negara anggota ASEAN, yang tugasnya dibantu Pejabat Senior

Ekonomi ASEAN (SEOM). Dewan AFTA mempunyai tugas mencari penyelesaian

atas berbagai sengketa perdagangan yang teriadi di antara negara-negara anggota

ASEAN dan bertanggung iawab kepada sidang ASEAN Economic Ministers

(AEM). Di bawah sEoM terdapat piranti hukum untuk pemberlakuan AFTA

(I*gal Enactmcnl) yang kemudian diubah namanya meniadi Coordinating Commitue

on CEPT for AFTA (CCCA) untuk menangani masalah-masalah implementasi

CEPT:-terutama segi kepabeanan. Dalam penerapan AFTA ini, negara-negara

anggota berkewaiiban untuk mematuhi iadwal penurunan tarif, menempatkan
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produk-produk pada Tbmporary Exclusion List, Irclusiott Zest, serta Sensitioe and
Gennol Exception Lists.

Berdasarkan paparan di atas, ielas bahwa penerapan kesepakatan AFTA
didasarkan pada ketentuan-ketentuan detail yang harus dipatuhi negara-negara
anggota. Hal ini terbukti dengan terealisasinya AFTA pada tahun 2O02, yang
hampir seluruh produk ASEAN (99 persen) masuk dalam daftar Inclasion List
bertarif 0-5 persen. Terwuiudnya perianiian AFTA merupakan bukti bahwa
ASEAN sudah bekeria berdasarkan aturan-aturan formal yang mengikat secara
hukum.

Setelah berhasil mewuiudkan AFT& pada tahun 2003, kepala pemerintahan
negara-Degara ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu Komunitas ASEAN
(ASEAN Community) pada tahun 2020. Komunitas ASEAN ini terdiri atas
tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Seanrity Communt),
Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan Komunitas
Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socb-Cubural Community). Tiga pilar tersebut
tidak menggambarkan satu pilar lebih penting dari pada pilar lainnya, tapi tiga
pilar tersebut terikat secara erat dan saling memperkuat satu sama lain untuk
mewuiudkan perdamaian, kestabilan, dan keseiahteraan bersama yang abadi. Pada
April tahun 2007 lalu, tenggat waktu ini dimaiukan menfadi 2015. Komunitas
ASEA\ khususnya Komunitas Ekonomi ASEAN, merupakan langkah sangat
penting karena akan menempatkan ASEAN pada posisi yang saugat menianiikan
untuk bersaing secara efektifdi era ekonomi global seperti sekarang ini. Rencana
pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN harus didukung oleh seluruh negara
anggota ASEAN dan dengan mekanisme yang lebih efisien.

Dari uraian perkembangan seiarah ASEAN maka dapat dikutip pendapat
Sumaryo Suryokusumo yang menyatakan bahwa dalam pembentukan suatu
organisasi internasional ada empat aspek penting yang menfadi ukurannya, yaitu:
aspek filosofis, hukum, administratif dan struktural.ze Berkenaan dengan falsafah
dan tema pokok suatu organisasi internasional masuk dalam aspek filosofis
dan dalam konteks ASEAN termasuk dalam tema perdamaian. Aspek hukum
merupakan aspek yang berhubungan dengan permasalahan konstitusional dan
prosedural misalnya diperlukan constituent instrument, seperti conoenan, charter,

atau stctfiile atau lainnya dan ini merupakan prinsip hukum internasional dalam
berbagai instrumen hukum (treaty-naking pouters) dari organisasi tersebut yang
memungkinkan sebuah organisasi internasional mempunyai personalitas dan
kemampuan hukum.3o Dalam konteks ASEAN, maka terbentuknya Piagam
ASEAN merupakan pemenuhan aspek hukum dari organisasi. Selain itu, ASEAN

P SumaryoSuryokusumo,F/ukumOrganbosilnurna-sbnal,UlPress,Jakarta,2O04,hlm.l5
* Ibid



Eempunyai sekretariat permanen dan anggaran (fudsetting) yang diatur secara

propo.sional maka ASEAN telah memenuhi aspek administratif dari sebuah

organisasi internasional. Demikian iuga ASEAN telah memilikip;nc;pt ofgafls'

*iriAl"a, org"ns, commissions dan lain-lain sehingga dapat dikatakan ASEAN telah

memenuhi aspek struktural yang merupakan aspek kelembagaan yang dimiliki

oleh organisasi internasional-
Pengambilan keputusan dengan konsensus yang selama ini dipraktikkan

ASEAN seharusnya dapat menumbuhkan komitmen kuat dari negara anggota

untuk melaksanakan setiap keputusatr tanpa ada reservasi. Sebenarnya iika rasa

percaya negara anggota sudah tebal, maka keyakinan yang tinggi iuga akan

ierbentut p"a" aSeeN-mosusnya ketika keputusan tersebut telah dilaksanakan

negara-Degara aDggota. Jadi, ketika ketergantungan antaranggota satu sama lain

telah tumbuh, secara otomatis komitmen dan tanggung iawab di antara negAra-

negara anggota akan tumbuh-bukan hanya sesuatu yang ditentukan dalam

perianiian. Namun harus disadari bahwa setiap negara anggota mempunyai

kepentirrgao sendiri-sendiri-kebijakan politik sendiri dan cara pandang sendiri'

Dengan demikian, terfadinya konflik masih tak terelakkan dan ialan menuiu

pembentukan Komunitas ASEAN tidak akan berialan mulus tanpa riak-riak

perselisihan. Dengan kata lain, konflik atau perbedaan pendapat di antara negara

,rrggo," diprediksi akan lebih sering teriadi. Situasi ini tidak hanya teriadi di

aSSAN, tapi iuga di organisasi regional lainnya' Untuk itu' diperlukan suatu

mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN'

PENYELESA1AN SENGKETA DAGANG DI ASEAN

saat ini ASEAN telah mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa dagang,

yaitu Protokol ASEAN tentang Pertraikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

(ASEAN hotocol on Enlwnced Dispute settlement Mechanism) yang ditetapkan pada

tahun 2004.31 Protokol ini hampir sama dengan kesepakatan \urTO mengenai

penyelesaian seng$eta(undersnnding on Rulcs and Procedtttes Gwatfugtlu settlcrntttt

of ti;_rp"urtOSU)12 p,-,onol ini menandai dimulainya proses penyelesaian sengketa

vanglebihterstrukturdanmempunyaitahap-tahapproseduryanglebihjelas.
Sampaidenganakhirtahun200g,terdapatlebihdari350kasusyangdibawa

ke IVTO dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan

I Lihat.dsEu{N Promcol on Enhanced Dispute Senlenent Mechanism di <http://wwwasean'org/news/

item/asean-protocol-on-enhanced-dispute-settlement-mechanism>dikuniungi 
0410812013'

32 Lihat (Jnderctanding o1 Rules and Prucedures Gaerning the Settlement of DipaUs di< http://wwwwto'

org:/english/docs_e/t.gat-e/zg-asu-e.htm> atau di <http://www.wto.org/englisly'docs-e/legal-e/28-dsu'

pdf> dikuniungi 04l08l20l3.
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DSU.33 Sengketa dapat timbul ketika suatu negara anggota menetaPkan suatu
kebiiakan perdagangan tertentu yangbertentangan dengan komitmennya di WTO
atau melakukan kebiiakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain
yang melanggar ketentuan pasal 23 GATT 1947 yaitu ruWfriot and imphmnt
(penghilangan dan perusakan).34 Negara yang merasa dirugikan kebiiakan negara

tersebut dapat membawa perkara ini ke I[TO. Di I[TO, negara-negara telah
bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan sistem
penyelesaian muhilateral dalam wadah WTO, bukan dengan cara sepihak (uniIaEA-
Banyak prosedur penyelesaian sengketa menurut DSU ini yang mirip dengaa proses

pengadilan. Namun, masih dimungkinkan negara-negara yang bersengketa untuk
menyelesaikan sengketa melalui jalur perundingan (negosiasi). Prosedur penyelesaian

sengketa di \U7TO menggunakan prosedur Panel yang berfungsi seperti pengadilan.

Akan tetapi tidak seperti peradilan yang normal, para panelis dipilih sendiri oleh
negara-negara yang bersengketa berdasarkan konsultasi di antara mereka. Panel

terdiri atas 3 atau 5 orang ahli dari berbagai negara. Kemudian, Panel menyampaikan

laporan kepadaDisptte Smlarcnt hdy (DSIi).:: DSB inilah yang akan menetapkan

keputusan perkara tersebul Secara empiris, banyak kasus sengketa dagang yang

diselesaikan rtr7'TO-dengan memakan waktu kurang dari I tahun dan sekitar 15

bulan untuk kasus yang dilaniutkan ke tingkat banding.36 Ini merupakan sebuah
proses penyelesaian sengketa yang singkat sehingga akan menguntungkan dari segi

waktu dan biaya, serta bagi para pengusaha.

ASEAN mengusung prosedur penyelesaian sengketa VTO ini di lingkup
regional karena mekanismenya terbukti ef'ektif dan efisien. Negara yang
kalah, yaitu yang terbukti telah diputuskan bersalah melakukan pelanggaran

terhadap perjaniian YfrTO (VTO Agreemcnt) diberikan suatu rekomendasi untuk
mengoreksi atau mengubah kebiiakan ekonomi pemerintahnya agar sesuai

dengan komitmennya sebagai negara anggota $fTO, yaitu sesuai dengat IYTO
Agreement.3T Para ahli hukum perdagangan internasional berpendapat bahwa
prosedur penyelesaian sengketa di '$fTO secara efektif dan mengagumkan telah

berhasil menyelesaikan banyak sekali sengketa di antara negara-negara anggota

B Lihat <http://www.wto.org:/englisb/res-e/booksp-e/anrep-e/anrepl0-chap4-e.pdf> dikunlungi
04lo8l2013.
3a Huala Adol{, Huhum Penyelzsaian Senghcta Intemasinnal, Sinar Grafika, fakarta, 2006, hlm. 132

35 Lihat Dispute Settlemezr<http://www.wto.org/english/tratop-e/dispu-e/dispu_e.htm> dikunjungi
04/0812013.
& Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi,
Keuangan, dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri RI, Selila WTO (lVorld Tiade Oganization),
Edisi Ketiga, hlm.48
37 Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph rf(/ira Koesnaidi, Pengantar Huhum VTO
(World Trade Organization), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 20I0, hlm. 99
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WTO melebihi apa yang telah dicapai oleh Mahkamah Internasiond.s Prmedur
ini seringkali ditempuh negara-negara anggota, dan pada umumnya negara-

negara melaksanakan putusan yang dihasilkan oleh Panel. Jadi, meski prosedur
penyelesaian sengketa di WTO tidak secara formal mengandung kata'pengadilan'
atau'court', namun dalam praktiknya prosedur ini memaksa dan mengikat secara

hukum. Artinya, ketentuan !7TO dapat dipaksakan berlaku di lingkup nasional

negara anggota \fTO. Dengan kata lain, prosedur penyelesaian sengketa VTO
bersifat supranasional. Ketika prosedur ini fijahnftas f,SEAN, paling tidak dalam

lingkup penyelesaian sengketanya, ASEAN telah menerapkan unsur-unsur yang

terdapat dalam lembaga supranasional.

Jika dikatakan bahwa pembentukan badan supranasional akan mengancam

kedaulatan negara anggota, ini tidak seratus persen benar. Justru pembentukan

badan semacam ini dapat menyetarakan posisi negara-&ryara anggota-khususnya
negara anggota yang lemah posisinya-baik secara ekonomi maupun politik.
Dengan demikian, negara yang lemah masih memungkinkan untuk menegosiasikan

kepentingan mereka dengan negara an8Bota lain yang lebih kuat posisinya. Ketika
ASEAN mengadopsi prosedur penyelesaian model IVTO memungkinkan ASEAN
dapat menggunakan sistem dan mekanisme organisasinya secara efisien. Deogan

sistein penyelesaian sengketa 'pengadilan' dan bersifat supranasional ini, maka akan

memberikan kewajiban hukum bagi negara pelanggar untuk mematuhi putusan-

putusan yang telah dikeluarkan. Tindakan yang cepat dalam mematuhi dan
melaksanakan putusan tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa putusan

tersebut terukur Gnedictable), efektif, dan menguntungkan semua anggota.

Pembentukan Komunitas ASEAN meruyakan suatu langkah awal ASEAN
untuk merengkuh sukses di masa depan demi kemaiuan dan kemakmuran negara

anggota. Tufuan yang mulia ini perlu didukung seluruh negara anggota dan
mekanisme penegakannya di ASEAN. Dengan menggunakan prosedur penyelesaian

sengketa yang mirip dengan di \trtrTo, ASEAN dapat mengimplementasikan
program dan kesepakatan-kesepakatan yang telah diputuskan bersama secara

efektif dan efisien. Ketika ASEAN mendeklarasikan Piagam ASEAN pada akhir
tahun 2007, maka tahun 2007 akan dikenang sebagai titik awal yang menandai

mulainya ASEAN menapaki babak baru dalam seiarah perialanannya sebagai suatu

komunitas negara-negara Asia Tenggara yang beridentitas, disegani, dan solid.

Suatu babak perialanan seiarah baru yang akan penuh dengan kerikil-kerikil taiarr,
namun dengan seluruh mekanisme yang ada di ASEAN, maka Komunitas ASEAN
yang dicita-citakan tidak akan sulit untuk diwuiudkan.

,8 Robert Howse, Adiudicative Legitimacy and Treaty Interpretation in International Trade Law:
the Early Years of WTO Jurisprudence, dalam J.H.H. Veiler (ed), The EU, the IYTO, and the NAFTA:
touards a Common Lau of Intenational Trade,OxfordUniv. Press, 2001, hlm. 35

18 ASEAN: Seiarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan

./jun 2

SEJARAH
TERBENTUKNYA ASEAN

Secara historis, eksistensi negara-neganr di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh
negara peniaiah-baik dalam bidang ekonomi, hukum, maupun sosial-budaya.
Bahkan, istilah Asia tenggara sendiri merupakan warisan dari Inggris yang mulai
memopulerkannya saat membentuk Komando Inggris untuk Asia Tenggara
atau thc Brirish Southcast Asian commafld (SEAC) pada bulan Juli I945.ASEAN
bukanlah organisasi regional perrama yang ada di Asia Tenggara. Sebelum itu,
sudah ada ASA, Maphilindo, dan sEATo. Namun, ketiga organisasi regional ini
tidak berumur panjang karena konflik anuun negara-negara anggota dan adanya
carnFur tangan asing yang belum tentu sesuai dengan kepentingan kawasan. untuk
itu, negara-negara di Asia Tenggara berinisiatif menbentuk organisasi regional
yang benar-benarbaru dan mampu mengakomodasi semua aspirasi negara-negara
anggotanya.

KOLONIAUSTIE DI ASIA IENGGARA

Selama berabad-abad, kawasan Asia Tenggara meniadi ialur perdagangan
internasional karena posisinya yang terletak di antara rute perdagangan cina
dan India. Para pedagang Eropa melakukan perdagangan minyak dan komoditas
lainnya, termasuk bahan baku mentah dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia
Tenggara, melewati Lauran Pasifik dan Lautan Hindia. Selain itu, kawasan Asia
Tenggara, khususnya Indonesia, fuga kaya akan remgah-rempah, obat-obatan, kayu
cendana, dan produk tropis lainnya. Karena perminaan komoditas ini meningkat
tajam di Eropa, tenrtama rempah-rempah, maka harganya pun semakin naik.
Apalagi setelah pasokan ke Eropa terhambat oleh tentara Tirrki dan iatuhnya raja
Konstantinopel pada tahun 1453. Untuk itu, Eropa berusaha mencari cara agar
dapat berhubungan langsung dengan Asia Tenggara. Dengan begitu, para pedagang
Eropa memiliki dua keunrungan, yaitu meniamin adanya suplai dan memperoleh
komoditas yang dibutuhkan dengan harga murah.

Masyarakat di kawasan Asia Tenggara mengalami perkembangan berabad-
abad sehingga membentuk kebudayaan yang komplek dengan tingkatan yang
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berbeda yang dipengaruhi oleh dua budaya yaitu India dan China. Keraiaan kuno

di kawasan ini dapat dikelompokkan meniadi dua yaitu keraiaan agraris yang

menyaud:rrkan penghasilan mereka kepada pertanian sebagai kegiatan ekonomi

utama. Negara negara agraris terletak di daratan Asia Tenggara, contohnya,

keraiaan Van Lang (Viet Nam) yang terletak di delta sungai Merah (Red Rioe) dan

Kerafaan Khmer yang terletak sekirar Timb Sap-3e Kerajaan Khmer ini merupakan

keriaan terluas di Viet Nam pada masa Sebelum Masehi yang meliputi kawasan

Malaysia. Luas keraiaan Khmer dituniukkan pada gambar di bawah ini (Gambar

2.1)40

Southeost Asia. historY of: Khrner
ernPire. c- 72oo C3

Gambar 2.1 Kerajaan Khmer (Viet Nam) dalam seiarah Asia Tenggara (Britanica'2014)

Sedangkan kelompok yang kedua merupakan negara maritim yang

menggantungkan penghasilannya pada perdagangan laut. Sebagai contoh dari

kelompok ini adalah Sriwijaya dan Malaka. Peta keraiaan di Asia tenggara pada

Abad V dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini (Gambar 2.2)'

3e Keraiaan Van Lang konon adalah kerajaan pertama dari negara Viet Nam yang didirikan pada

2879 SM dan eksis sampai 258 SM. Lihat di Ancient and Classical Kingdoms, http://en-wikipedia.

ore/wiki/History=of=Southeast-Asia (dikuniungi 17 lOZl2Ol4).

ao Lihat http://www.britannica.com/EBchecked/topic/5565 I 5/history-of-Southeast-Asia/52424l

Tapanese-occuoation (dikuniungi 17 l0ZlZOl4)
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Gambar 2.2 Keraiaan di Asia Tenggara pada abad V (Vikipedia,2014)

Pendudukan oleh bangsa Eropa dimulai pada abad XIV. Pada tahun 1511,

Portugis meuiadi bangsa Eropa perama yang menginjakkan kaki di Asia Tenggara,

berhasil menguasai Malaka yang waktu itu berperan sebagai pelabuhan pentin&

dan meniadi pedagang utama atas produk-produk oriental (Asia) di Eropa. Setelah

itu, Belanda datang dengan usaha dagangny4 Veremigde Oosundisclu Conpgnb
(VOC) a12nt the (fnited East India Compay. Dikemudian hari Kerajaan Belanda

menguasai Indonesia yang pada waktu itu disebut sebagai East Indies. Kemudian
jeiak Portugis dan Belanda ini diikuti oleh Inggris dengan usaha dagangnya,

the East India Compargr, kurang dari seabad kemudian. Kawasan Asia Tenggara

merupakan kawasan yang dilalui oleh pedagang dari China yang akan ke India, dan

sebaliknya pedagang India yang akan ke China. Pada abad XII dan awal abad XIII
kawasan Asia Tenggara sudah terdapat keraiaan-keraiaan besar, seperti Keraiaan

Khmer, Sriwiiaya, Keraiaan Kediri, dan Kerajaan Champa. Rute perdagangan

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini (Gambar 2.3)-ar

ar Lihat, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Southeast-Asia-trade-route-map-Xllcentury.ipg
(dikunf ungi 22/0212014)



Sampai akhir abad ke-18, seluruh kawasan Asia Tenggara, kecuali Thailand,

telah menjadi daerah iaiahan atau daerah protektorat negara-negara barat:

Inggris di Myanmar, Malaysia dan Singapura; Belanda di Indonesia; Prancis

diiaos, Kamboia dan Vietnam; Amerika Serikat di Filipina; dan Portugis di

Timor-Timur.a2 Negara penjajah di kawasan ini terdiri dari Inggris, Belanda,

Prancis,AmerikaSerikat,danPornrgisrdiperlihatkanpadagambarberikutini
(Gambar 2.4).a3 Disebabkan kompleksnya sejarah kolonial, masing-masing negara

di kawasan ini terisolasi satu sama lainnya.aa Sebagai contoh, hukum peniaiah

mempunyai perbedaan dalam hal administrasi, pendidikan, perdagangan, mata

,"rrg, d", pelayaran- Dengan demikian, kawasan Asia Tenggara meniadi sebuah

ka*asan yang paling beragam kultur dan budayanya, terdapat kurang lebih empat

belas agama dan delapan belas bahasa formal yang berbeda- Secara otomatis,

keanekaragaman latar belakang dan seiarah ini mempunyai efek langsung pada

integrasi regional.

Trade Routes of Southeast
Srivijaya, Kediri, Khmer, andChmpa arcund XII to early XUI century"

Gambar2.3RuteperdagangandiAsiaTenggaraabadXll(wikipedia,2014)

a2 D.R. SarDesai, Southeast Asia: Past and hesent, (1997), hlm' 5; Kevin YL Tan,'Comparative

constitutionalisms: The Remaking of constitutional orders in Southeast Asia" (2002)' Singapore

Journal of International f-t Comparatioe Lat! l, hlm. 5. Selaniutnya disebut' Tan (Comparative

Constitutionalism)

2210212014)
aa Sebagai contoh, hukum peniajah mempunyai perbedaan dalam hal administrasi, pendidikan,

perdagangan, uang, dan pelayaran. Lihat SarDesai, 'I6rd, hlm' 6'
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Gambar 2.4 Kolonialisme di Asia Tenggara pada l9l4

Disebabkan kompleksnya seiarah kolonial, masing-masing negara di kawasan

ini terisolasi saru sama lainnya.as Sebagai contoh, hukum peniaiah mempunyai

perbedaan dalam hal administrasi, pendidikan, perdagangan, mata uang, dan

pelayaran. Dengan demikian, kawasan Asia Tenggara meniadi sebuah kawasan yang

paling beragam kultur dan budayanya, terdapat kurang lebih empat belas agama

dan delapan belas bahasa formal yang berbeda. Secara otomatis, keanekaragaman

latar belakang dan sejarah ini mempunyai efek langsung pada integrasi regional'

Kemudian antara tahun 1942-1945, Jepang menguasai Asia Tenggara'

Sebagian orang meyakini, penjaiahan Jepang ini menjadi penyebab (katalist)

proses dekolonialisasi negara-negan di seluruh kawasan.46 Pendudukan Jepang

telah membebaskan negara-negara Asia Tenggara dari pemerintahan kolonial dan

eksploitasi, serta menumbuhkan rasa nasionalisme yang menga[tar mereka ke

gerbang kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, Indonesia dan Vietnam meniadi

negarir kolonial pertama yang memproklamasikan kemerdekaannya, meski

Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 dan Prancis

baru mengakui kemerdekaan Vietnam pada tahun 1954. Sepuluh tahun setelah

bangsa Eropa tiba di Asia Tenggara, Spanyol mengklaim Filipina dan meniaiah

kurang lebih selama 300 tahun, sampai Filipina meniadi bagian dari Amerika pada

tahun 1898. Ketika Perang Dunia II, Jepang menguasai Filipina' Kemudian pada

tahun 1945, Amerika kembali merebutwilayah Filipina dan memberi kemerdekaan

pada tahun 1946.4'1 Sedangkan Burma merdeka pada tahun 1948 dan Malaya

a5 Selain iuga disebabkan oleh faktor geografis yaitu negara-negara di kawasan ini dipisahkan oleh

taut. Lihat SarDesai,lbr.d, hlm. 6.
a6 Untuk penielasan secara terperinci tentang pendudukan Jepang, baca Jan Pluviet, Southeast Asia

from colonialism to Independence, (i977) dail Singh Jessy, ]Ierrory of South - Souheast Aia (1824'1965),

(1e85).
a7 Tan (Comparative Constitutionalism), op crl, hlm.6.
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pada rahun 1957. Negara iaiahan Inggris lainnya, sepeni Singapura, Sabah dan

Serawak, bergabuag dengan Malaya menjadi Negara Federasi Malaysia. Namun

pada tahun 1965, Singapura keluar dari Negara Federasi Malaysia dan meniadi

negara merdeka.

ISNIAH ASIA TENGGARA

Memang sulit untuk mendefinisikan dengan pasti mengenai kawasan "Asia

Tenggard' (Souttunstlsla). Sekitar snam puluh tahun yang lalu, kata 'Asia Tenggara"

sama sekali belum dikenal Namun kini, kata Asia Tenggara sudah lazim digunakan

untuk menuniuk pada sekelompok negara-negara yang terdiri atas Myanmar,

Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Kamboia,

Vietnam, dan Filipina. Sewaktu Perang Dunia II, kata *Asia Tenggara" mulai

populer digunakan, yaim ketika Louis Mountbatten dituniuk sebagai Komando

Inggris untuk Asia Tenggara atau the British Southeast Asian Command (SEAC) pada

bulan Juli 1945. Pembentukan Komando Asia Tenggara ini adalah suatu langkah

penting dalam identifikasi militer dan politik di kawasan ini.48 Sebelum itu, kata
*Furtlwr India" dipakai unruk menggambarkan bagian dari Asia Tenggara karena

kawasan ini terletak setelah teluk Benggala, India, dalam skala yang lebih kecil.ae

Kata'Asia of tlu Morxoorrs,,atau "Nanyang'iuga dipakai untuk menamai kawasan

ini. Selain itu, karena kawasan ini terletak antara India dan Cina, maka ada iuga

yang menamakan sebagai "littlc Chitn'ata'u "littb Indi4"-50

Secara geografis, Asia Tenggara dapat ditiniau dari dua kawasan. Pertama,

kawasan daratan (tnainland) yang terdiri atas negara-negara seperti Myanmar,

Thailand, Laos, Kamboia, dan Vietnam, yang terletak di kawasan yang

berhubungan dengan daratan benua Asia. Kedua, kawasan semenaniung (itl1rul6r.),

yaitu negara-negara yang terletak'di lual daratan benua, yang terdiri atas Malaysia,

Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Filipina. Menurut para peuulis

sejarah, memasukkan Malaysia ke dalam grrtp insular ini dapat dipahami karena

semenanjung Malaya(Malay Pminsala) letaknya meniorok keluar. Selain itu, dilihat

dari segi budaya agama dan pertalian geografisnya, Malaya lebih dekat ke Sumatra

dan Jawa (Indonesia).51

Dibandingkan dengan kawasan dararan, kawasan semenanjung Asia Tenggara

lebih terbuka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, seperti pengaruh dari India,

as pembentukan Komando Asia Tenggara (the Southeast Asia Command/SEAC) adalah suatu langkah

penting dalam identifikasi militer dan politik di kawasan ini, lihat Russell H. Fifield"The Southeast

Asia Command', dalam K.S. Sandhu, et al,(eds),Thc ASEAN Reader, (1992), hlm' 20'

ae M. C)sborne, Southeast Asia: An Intoductory History, (1997)' hlm. 4.

so SarDesai, OP cu, hlm. 5.
5t lbid.

24 ASEAN: Seiarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan Bab 2 - Seiarah Terbentuknya ASEAN 25

Arab, Persia, china, dan Eropa. Akibatnya, penduduk di daerah ini menganut

berbagai agama, termasuk di dalamnya Islam, Buddha, dan Hindu' Agama yang

dominan di kawasan daratan Asia Tenggara adalah Buddha.

ASIA IENGGARA PERIODE SEATO

Ketika Amerika Serikat membentuk the Southeast Asia Tieaty Organization

(SEATO)52 tahun 1950-an, seiak itu mulai ada kerja sama regional di kawasan

Asia Tenggara. Pada bulan September 1954, wakil-wakil dari Australia, Prancis,

Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand dan Amerika Serikat, menandatangani

Perianfian Pertahanan Bersama AsiaTenggara (fic SoutluatAsianCollcak:e Defence

TieaAD diManila sehingga dikenal iugasebagaiManil.aPoct.ssPembentukatManila
Pact i11i merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk membendung

pengaruh komunis di Asia. Perang Koreasa pada tahun 1950-an menandai sebuah

titik penting dari Perang Dingin (dre Cold lf,/ar) pascap€rang Eropa ke wilayah Asia

Timur. Ini merupakan bagian dari eksploitasi Amerika Serikat dan Uni Soviet

atas negara-negara berkembang seLagai bagian dari Perang Dingin mereka.55;adi,

maksud dibentuknya SEATO adalah sebagai tameng untuk melawan ekspansi

pihak komunis di Asia Tenggara. SEATO dibentuk pada tanggal 8 September

1954s6 sebagai bagian dari strategi dibentuknya Organisasi Perianfian Pertahanan

Atlantik Utara atau the North Atlantic Tieaty Organizarloz (NATO) di Eropa yang

ditandatangani pada tanggal 4 April 1949 di t[fl'ashington. Setelah penyimpanan

naskah ratifikasi seluruh negara penanda tangan, pakta pertahanan ini mulai

berlaku pada 24 Agustus 1949.s7

52 Tentang sejarah sEATO, baca Monro Maccloskey, PacU for Peace: uN, NATO' SEATO, CENIO
and oAS, (1967). Sedangkan unruk maksud dan tuiuan organisasi, baca George Modelski,'sEATo:

Its Function and Organization', dalam George Modelski (ed), SEI{IO. Srr Srt d;?s, (1962) hlm.3 dan

hlm.27.
53 Lihat MacCloskey,/&id, hlm. 95.
54 perang Korea dari 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 adalah konflik antara Korea Utara yang

komunis dengan Korea selatan yang antikomunis. Pada kenyataannya, perang ini adalah perang

bayangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
55 Perang Dingin adalah konflik antara Blok Barat-Amerika Serikat dengan North Atlantic Tieaty

Organization (NNIO) dan Blok Timur-Uni Soviet dan Pakta Warsawa (lVarsaw Pact) selama periode

tahun 1945-1990. Sebetulnya Perang Dingin adalah sebuah konflik antara ideologi komunis dan

kapitalis.
56 Southeast Asis Collectioe Defenee Treaty iuga dikenal sebagai Manila Pact ditandatangani pada 8

September 1954 sebagai perianiian SEATO; teks dari Perianiian SEATO, baca Modelski, hlm. 9,

AppendixIV,h. I80.
57 Pada tanggal 4 April 1949, Perianiian pembentukan NATO ditandatangani di Vashington,

dan berlaku pada 24 Agustus 1949 setelah penyimpanan naskah ratifikasi dari seluruh negara

penandatanganl teks dari Perianiian NATO, baca MacCloskey, hlm. 9, Appendix II, hlm.t73.



Namun demikian, ada sedikit perbedaan antara kedua organisasi tersebut.

Tidak seperti di Eropa, ketakutan yang ada di kawasan Asia Tenggara lebih pada

komunis penyusup atau subversi gerakan komunis itu sendiri.ss Menurut Sekretaris

Negara Amerika Serikat untuk masalah-masalah Timur Jath (thc US Assistant

Secretary of State for Far Eastem Affairs), Walter S. Robertson (f955), komunis

bukan merupakan prioritas utama pemerintah negara-negara di Asia Tenggara.

Ancaman komunis tidak lebih dari prioritas kedua karena negara-negara di Asia

Tenggara lebih tertuju pada masalah-masalah seperti kolonialisme, nasionalisme,

dan netralisme.seAlasan ini sangat masuk akal karena pada tahun 1950-an hampir

sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah negara yang

baru merdeka setelah berabad-abad di bawah peniajahan negara barat. Gerakan

perlawanan terhadap kolonisasi dan resistensi ini diwuiudkan dalam gerakan

perlawanan terhadap imperialisme (Yanhee impeialinn). Namun SEATO secara

berlahan-lahan mati di tahun l977,karena kurangnya dukungan dari Thailand

dan Filipina, ditambah lagi dengan kegagalan Amerika Serikat dalam Perang

Vietnam dan terpaksa keluar dari Indochina. Kondisi dan keadaan Amerika

Serikat bukanlah satu-satgnya problem di SEATO. Malaya (nama lama Malaysia)

tidak ingin bergabung dengan SEATO karena sudah bergabung dengan rlz An4lo'

Malay an D efenc e Agr eemen, (AMDA).60

Kemudian pada tahun 195% Malaya bersama-sama dengan Filipina dan

Thailand membentuk sebuah organisasi ekonomi dan sosial regional yang

mengarah kepada terbentuknya the Associatian of Southeast z{sia (A5A).61 Tuiuan

utama organisasi ini adalah membentuk suatu mekanisme komunikasi yang efektif

untuk konsultasi yang bersahabat, adanya kolaborasi dan saling membantu di

bidang ekonomi, sosial dan budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang administratif

lainnya. Namun ternyata, ASA bubar pada Agustus 1967 karena konflik antara

Malaya dan Filipina atas klaim Filipina terhadap Sabah.62 Meski begitu, ASA

meninggalkan dan membentuk sebuah akar identitas regional, yang pada akhirnya

berkembang menf adi ASEAN.

58 LeszekBuszynski,SEzlTO: TheFailureofaaAllianreStrategjt,(1983)'hlm.X(Preface).
e The US Assisnnt Sectemry of Smte for Far Easternzff&in, Walter S Roberrson, "Thc US looks at South

& Southeasr Asia",The Dept of State Bulleti4 22 Agustus 1955, hlm. 295; iuga dikutip oleh Russell H

Fifield,The Diplomaey ofsoutheast Asia: 1945-1958,(1958),h. 74; dikutip dari Justus M van der Kroef,

The Lioes of SEATO, (1976), hlm. 59.

@ Michael Haas,The Asian lYay m Peace: A Stoty of Regioaal cooperation, (1989), hlm. 120-

6l Tentang seiarah ASA, baca Frank Frost,'Introduction: ASEAN since 1967 - Origins, Evolution

and Recent Developments" dalam Alison Broinowski (ei),ASEAN into the 1990s, (1990), hlm. I dan

4; Haas,Ibid.
62 Roger lrvine, 'The Formative Years of ASEAN: 1967'1975', dalam Alison Broinowski (ed),

IJndentandins AS,EIN, (1982), hlm. 9.
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Pada tahun L967, lima negara di kawasan Asia Tenggara-Indoncsia,
Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura-bertekad untuk membentuk sebuah

organisasi regional yang benar-benar baru dan niat ini didukung situasi politik
yang kondusif pada saat itu. Bisa dibilang, kelahiran t}e Assrciation dSouthast Asian
Natiorer (ASEAN) sebetulnya merupakan hasil langsung dari oormalisasi hubungan
lndonesia-Malaysia tahun 1966.63 Selain itu, negara-negara seperti Malaysia,
Singapura dan Brunei yang baru merdeka telah felas dan mapan terbentuk.fl Pada

waktu itu, Negara Federasi Malaysia berhasil didirikan pada tahun 1963, Brunei
memutuskan untuk tetap berada di bawah kekuasaan Inggris untuk 20 tahun lagi,
sedangkan Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Di sisi lain, tidak seperti
organisasi-organisasi yang terdahulu-seperti SEATO, ASA atau Maphilindo-
ASEAN merupakan sebuah perhimpunan regional yang benar-benar baru dan
berasal dari inisiatif negara-negara anggota ASEAN seodiri. Dengan harapan,
ASEAN dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan umum negara penanda

tangan-termasuk komitmen anti komunis. Bahkan, ASEAN mempunyai karakter
sendiri, yaitu seluruh anggota mempunyai kedudukan yang sama.

SUARAH IER,BENruKNYA ASEAN

ASEAN yang terdiri atas sepuluh negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara,
adalah sebuah kelompok negara yang mempunyai posisi yang sangat penting
dalam perekonomian dunia. Pada dasarnya, motif utama pendirian ASEAN addah
politik, yaitu sebagai tameng melarvan kekuatan negara-neg:rra besar di era Perang
Dingin untuk meniaga kemerdekaan negara-negara pendiri ASEAN-Indonesia,
Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand.65 Dengan kata lain, ASEAN dibentuk
sebagai alat untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta sehgai
sebuah forum diskusi dan penyelesaian masalah-masalah regional yang berpotensi
meniadi faktor pengganggu stabilitas kawasan. Sekitar tahun 1967, pada saat

ASEAN dibentuk, masa pergolakan di beberapa negara di kawasan tersebut sudah
berakhir. Pada saat yang sama, negara-negara pemenang Perang Dunia II akan
meninggalkan Asia Tenggara. Di sisi lain, konflik di bekas Indochina juga sedang

menghangat, ditambah munculnya kaum fanatik Mao di RRC. Bahkan, negara
RRC dengan terang-terangan mendukung gerakan komunis bawah tanah atau
subversi yang ada di Malaya, Singapura, Thailand, Filipina, dan aktif mendukung
Partai Komunis Indonesia. Selain itu, terdapat tanda-tanda kebangkitan ekonomi

63 Dewi F Anwa4lndonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism, (1994), hlm. 49.
6a Pada waktu itu, negara federasi Malaysia didirikan pada tahun 1963, Brunei memutuskan untuk
tetap berada di bawah kekuasaan Inggris untuk 20 tahun lagi, dan Singapura keluar dari Malaysia
tahun 1965, baca Haas, Op cit, hlm. 17 dan 126.
65 Shaun Narine, Expl-aning ASEAN: Regionalism in Southeast Asit, (2002), hlm. 12.



Jepang yang menimbulkan kekhawatiran akan kembali meniaiah. Semua peristiwa

di atas merupakan faktor-faktor yang memengaruhi negara-negara ASEAN untuk
membentuk sebuah organisasi regional-

Pada tahun 1950-an, Inggris masih menjajah Malaya dan Singapura yang

sudah berlangsung ratusan tahun. Kata 'Malaya' merufuk pada Federasi Malaya,

yang terdiri dari negara-negara semenaniung Malaka dan Singapura, kecuali

Malaka dan Penang. Seiak dulu, Singapura memang sudah dianggap sebagar bagian

dari Malaya karena keduanya sama-sama diperintah Inggris dan etnis penduduknya

sama. Selain itu, dari segi ekotromi, Singapura selalu tergantung kepada Malaya

yang rermasuk penghasil kayu dan timah terbesar dunia, yang diekspor dari selat

Malaka melewati Singapura. Demikian pula dengan hasil industri lainnya. Hampir

lebih dari seratus tahun, Singapura berperan sebagai pintu masuk pelabuhan

Malaya-termasuk negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada akhir tahun 1950,

Kerajaan Inggris berkeinginan untuk memberikan kemerdekaan pada Malaya.

Artinya, pemberian kemerdekaan iuga kepada negara-Negara Selat (Straits

Senlemmts). Namun, terdapat masalah dengan keseimbangan komposisi penduduk

di negara-negara tersebut. Hampir 75 persen penduduk Singapura berasal dari

etnis China, sedangkan mayoritas penduduk Malaya berasal dari etnis Melayu.

Meski iumlahnya sedikit, etnis China menguasai sekitar 35 persen perekonomian

di Malaya. Jika kemerdekaan diberikan kepada negara-negara ini, dikhawatirkan

akan menimbulkan konflik etnis. Sebagai solusi, Inggris memasukkan wilayah

bekas jajahan lainnya- yaitu Borneo IJtara, Serawak, dan Brunei-ke dalam

suatu negara federasi yang disebut sebagai Malaysia. Setidaknya, dengan masuknya

kelompok non-China dalam negara federasi baru ini akan dapat menyeimbangkan

komposisi penduduk.
Pembentukan Negara Federasi Malaysia ini merupakan cara untuk melawan

ancaman besar stabilitas politik dalam negeri, membentuk suatu front komunis di

Malaya, dan meniaga agar pemerintahan Singapura tidak iatuh pada tangan partai

komunis. Ketika itu, kelompok komunis di Malaya melakukan aksi-aksi teror

untuk membebaskan Malaya dari pengaruh Inggris. Oleh karena itu, pemberian

kemerdekaan kepada Malaya akan secara efektif menghapuskan argumentasi ini' Di
singapura sendiri, partai yang berkuasa Peoplc Actbn Party (PAP) sedang beriuang

melawan faksi yang didukung komunis yang sepertinya akan mendominasi partai.66

Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, serangkaian pemogokan yang

dipelopori komunis dan gelombang demonstrasi mahasiswa telah menggoyang

perekonomian Singapura. Dengan demikian keputusan untuk membentuk sebuah

Negara Federasi Malaysia, yang terdiri atas Malaya, Singapura, Borneo Utara,

Serawak dan Brunei, sepertinya menjadi solusi di Semenaniung Malaka- Meski

65 Tan (Comparative Constitutionalism), Op cir, hlm' 16'
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pembentukan negara federasi ini banyak menimbulkan pendapat pro dan kontra.
Pihak yang pro pembentukan negan federasi dipimpin oleh PAP, sedangkan pihak
yang kontra dimotori oleh Barisan Sosialis.

Pada tahun 1962, Inggris melaksanakan referendum di Borneo Utara
dan Serawak. Hasil referendum menyatakan bahwa mayoritas penduduk lebih
memilih untuk bergabung sebagai Negara Federasi Malaysia. Referendum yang
sama dilakukan di Singapura dan mempunyai hasil yang sama. Setelah tim PBB
menyatakan bahwa mayoritas penduduk di Serawak dan Borneo Utara lebih
memilih membentuk negara federasi, Negara Federal Malaysia pun terbenruk pada
tahun 1963. Negara federal ini meliputi Malaya, Singapura, Borneo Utara (yang
kemudian menjadi Sabah) dan Serawak.6T Brunei membatalkan niatnya untuk
bergabung pada saat-saat akhir proses pembentukan. Mereka sadar bahwa Brunei
nantinya akan kehilangan penghasilan dari hak pengelolaan atas minyaknya, jika
bergabung dengan negara federal yang baru tersebut. Selain itu, Brunei kecewa atas
pembagian posisi Sultan Brunei pada hierarki tradisional keraiaan Melayu.68

Perubahan peta politik di kawasan Asia Tenggara ini membuat Presiden
Republik Indonesia Soekarno marah dan tidak mengakui pembentukan Negara
Federasi Malaysia. Kemudian, Presiden Soekarno melancarkan serangan militer
ke Malaysia, dengan menggunakan slogan "konfrontasil Tentara Indonesia pun
mengambil tindakan invasi ke semenaniung Malaya dan Malaysia Timur, serta
melakukan berbagai tindakan sabotase di Singapura. Filipina yang mengklaim
kepemilikan atas Sabah, iuga menolak mengakui pembentukan Negara Federasi
Malaysia. Pembentukan Negara Federasi Malaysia ini merupakan titik kulminasi
dari upaya-upaya untuk membenntk suatu kelompok regional yrang dapat digunakan
untuk mendiskusikan dan menghapuskan masalah-masalah yang mempunyai
potensi konflik di kawasan. Organisasi regional yang sempat dibentuk pada waktu
itu, yaitu tfu Association of Soutluast Aia (ASA) yang terdiri dari Filipina, Thailand
dan Malaya, dan Maphilindo yang merupakan akronim dari Malaya, Filipina dan
Indonesia. Dua organisasi regional ini hanya berumur pendek karena konflik yang
terjadi di antara negara-negara anggotanya. ASA yang didirikan pada tahun 196l
bubar karena adanya sengketa antara Filipina dan Malaysia mengenai kepemilikan
Sabah. Bukan karena itu saja, ASA dinilai banyak orang sebagai sebuah organisasi
yang hampir menyerupai SEATO yang hanya digunakan sebagai tameng untuk
membendung komunisme.6e Selain diguncang konflik antaranggota, ASA terbukti
tidak dapat memberikan perannya sehingga bubar di tahun 1963. Maphilindo yang
dibentuk pada tahun 1963 fuga bubar karena gerakan konfrontasi yang dilancarkan

67 lbid.
$ Ibid.
@ Haas,Opcit,hlm.23
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Indonesia, hanya sebulau sesudah pembentukannya. Dengan demikian, dip€dukan

organisasi regional yang benar-benar baru yang dapat diterima oleh semua Degar€l

dilawasan sebagai ."."rr" dan wadah untuk mendiskusikan dan menyelesaikan

masalah-masalah regional yang berpotensi mendatangkan konflik. Untuk itu,

berdirilah ASEAN.
Padatahunlg65,kondisipolitikdilndonesiamembaik,setelahPresiden

SoekarnodigulingkandandigantikanPresidensoeharto.Kesempatanuntuk
membeutuk sebuah organisasi regional yang baru pun terbuka lebar.7o Pada awal

tahun 1966, kedua negara_y^iB diwakili Menteri Luar Negeri Indonesia dan

Malaysia-intens melakukan negosiasi untuk mengakhiri politik konfrontasi

y"rrgiil"rr""rkan Soekarno. Pada bulan Agustus 1966' kedua negara mencapai

Lo.p"t"a"o unnrk mengakhiri konfrontasi dan penghentian permusuhan tertadap

Malaysiauntukselamalamanya.SementaradiFilipina,pengangkatanMarcos
sebagaipresidenmenandaidimulainyasuatuperubahanpolitikdomestikdidalam
,r.g"ri untuk menunda klaim Filipina terhadap Sabah' Meski sampai sekarang'

masalah Sabah ini belum betul-betul berakhir'

Pada saat yang sama, Singapura menyatakan keluar dari federasi Malaysia'

Sebelum itu, PAP memang pernah nrelebarkan kegiatannya ke Semenaniung

Malaya untuk memp.rlrr"rrlk"n kepentingan-kepentingan kelompok etnis China

diMalaya,menggantikaop.."'PerkumpulanChinaMalayaatautheMala5lan
Chincse Association (MCA)di sana. Para pemimpin Singapura iuga mulai menekan

dengan ide "Malaysia yang Malay sia,' (Malaysian Malaysia)'kepentingan kelompok

lebiL dikesampingkan daripada kepentingan nasional. Gerakan ini menyebabkan

ketidaknyamanan partai yang berkuasa pada waktu itu, United Malay Ndional

Oryanization(UMNo)y"tgt*"aianjugamelebarkankegiatannyayangmeliputi
etiis Melayu di Singapura yang ridak seperti etnis Melayu di Malaya, tidak

-.-po.ry"i hak khusus di Singapura. Friksi kelompok meniadi berkobar yang

_erryeu"ttan kekacauan_kekacauan di dua negara bagian. Melihat kenyataan

ini, Singapura tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengundurkan diri dari

federasi Malaysia agar konflik kelompok etnis tidak meluas ke mana-mana' Pada

waktuitu,parapemimpinnegara-negaradikawasanAsiaTenggaramemiliki
agenda utama membenruk sebuah organisasi regional yang akan membahas dan

rienyelesaikan masalah-masalah yang berpotensi memicu konflik' Meluasnya

perang Vietnam yang berdampak pada negara-negara Asia Tenggara iuga

memperkuat keinginan untuk membentuk organisasi regional tersebut' Di samping

itu, Revolusi Kebudayaan yang dilancarkan oleh Mao di RRC pada tahun 1966'

telah menyebabkan gelomb"rrg pt"gut'gsi masuk ke Hong Kong dan menyebabkan

keprihatinan yang mendalam di kawasan Asia Tenggara'

70 Dewi Fortuna Anwa\OPcit'
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Pada saat itu pemerintah Partai Buruh Inggris di bawah Harold Wilson,
beriuang memperbaiki perekonomian nasionalDya, menguEtumkan penarikan
seluruh tentaranya dan menutup seluruh pangkalan militernya di Terusan Suez

dan harus terlaksana dalam fangka waktu tiga tahun. Sementara itu, Presiden
Nixon, yang baru berkuasa tahun 1968, mengisyaratkan penarikan pasukan

tentaranya di Asia setelah berakhirnya perang Vietnam. Sepeninggal tentara AS
dari pangkalan militer di Singapura dan Filipina, terfadi kekosongan kekuasaan

Qnuter oactm) dan perubahan keadaan ekonomi di Singapura. Hal itu menfadi
pemikiran yang serius bagi para pemimpin negar:r-negara di kawasan. Ditambah
dengan kebangkitan ekonomi Jepang dan kemungkinan peranan Penting Cina di
Asia di masa mendatang.

Setelah melalui proses negosiasi diplomatik yang intens dan serius, ASEAN
dibentuk pada bulan Agustus 1962 dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok.Tl

Keanggotaan ASEAN terbuka bagi seluruh negara-negar:r di Asia Tenggara. Meski
seluruh negara di kawasan Asia Tenggara diundang untuk meniadi anggota, namun
Burma, Laos, Kamboia, dan Brunei belum tertarik untuk bergabung.

Pada tahun-tahun awal berdiri, ASEAN banyak mencurahkan perhatiannya
untuk membangun rasa saling percaya di antara sesamaanggota(@flfiderue buiWing

measures). Rasa ini perlu dipupuk mengingat negzua-negara anggota ASEAN tidak
mempunyai hubungan komunikasi sebelumnya karena masing-masing negara
dijajah oleh negara yang berbeda-beda-Indonesia diiaiah Belanda, Malaysia dan
Singapura diiaiah Inggris, dan Filipina diiajah Amerika. Ketika itu, negara-negara

anggota mengembangkan itikad baik dan kebiasaan-kebiasaan untuk bekerjasama

secara terbuka dan dinamis. Pada periode ini, ASEAN banyak disibukkan dengan

masalah-masalah politik dan keamanan, seperti menghebatnya Perang Vietnam
yang baru berakhir pada tahun 1976 data proses perdamaian Kamboia. Semua

masalah ini banyak menyita waktu negara-negara ASEAN. Sehingga ASEAN
belum fokus pada tujuan kerjasama ekonomi dan keseiahteraan dan menunda
keinginan untuk menggabungkan semua negara di Asia Tenggara.

Para pendiri ASEAN memang sepakat bahwa keanggotaan ASEAN terbuka
bagi seluruh negara yang ada di Asia Tenggara. Namun, tahun-tahun pertama

berdirinya ASEAN tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut'
Memerlukan waktu tiga dasawarsa untuk merealisasikan tekad tersebut untuk
merangkul seluruh negara Asia Tenggara pada suatu keriasama regional ASEAN.
Bergabungnya kesepuluh negara ASEAN seperti saat ini karena berakumulasinya
faktor-faktor domestik, regional dan global. Brunei bergabung pada tahun 1984

setelah mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris, kemudian dengan berakhirnya

7r Lihat The ASEAN Declaration (Banghoh Declaration) Banghoh, I Augut 1967<httpllwww.asean.
orglnews/item/the-asean-declararion-bangkok-declaration> dikuniungi 04/08/2013.



Perang Dunia II dan adanya normalisasi hubungan di Kamboia merupakan frktor

pendorong bergabungnya o"g"ra-t"guo Indochina-Vietnam' Laos' Myanmar' dan

terakhirKambojamasukmenjadianggotaASEANantaratahun1995_1999.
. Brunei Darussalam secara resmi diterima meniadi anggota ASEAN ke-6 pada

TJanuarilg84dalamsidangKhususMenteri-MenteriLuarNegeriASEAN
di Jakarta.

.Vietnamditerimameniad"ianggotaASEANke-TdalampertemuanparaMenteri

Luar Negeri (AMM) ke-28 pada 29-30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan'

. Laos dan Myanmai dit"'it" sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu

upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para

Menteri Luar Negeri asgaN (AMM) ke-30 di subang Jaya' Malaysia' tanggal

23-28Juli 1997.
. Kamboia diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada KTT ASEAN VI di

HaNoitanggal15-16Desemberlgg8.Dengandemikian,cita-citaparapendiri
ASEANunflrkmewuiudkanASEANyangmencakupseluruhnegara-negaradi
Asia Tenggara telah tercaPai'

ASEAN bisa bertahan sampai sekarang karena memang mampu

mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik semua negara anggotanya'

Bagilndonesia dan Malaysia, asiaN merupakan wadah unruk mengembalikan

hubungan baik dan ,n"r,*op kebiiakan konfrontasi yang diluncurkan Presiden

Soekarno untuk selamalamanya. Bagi Thailand, negara yang sangat dekat dengan

daerahkonflikperangVietnam,ASEANmerupakantempatuntukbergantung
danmemupukdukungaudarinegara-negaratetangganyayangnonkomunis.Bagi
Singapura, ASEAN dapat diladikan sebapi pengaman bagi kelangsungan hidup

dan kedaulatannya di i""r"h yang didominasi oleh etnis Melayu' Bagi Filipina,

ASEANbisadigunakansebagaiforumuntukmendiskusikandanmenyelesaikan
ktaimnya atas Sabah. Selainltu yang lebih penting lagi, negara-negara di Asia

Tenggarasadarbahwapemerintahanpenjaiahantelahberakhirdanmerekaharus
menghadapi-.r"d"p"rryangtidakmenentubersama-sama'dalamsuatuorganisasi
,.giJrral y".rg -"r"k"nkan pada konsultasi' dialog' dan kerja sama'

Selain itu, pembentukan ASEAN merupakan penegasan atas kemerdekaan'

kebebasan dan kedewasaan politik dari para anggotanya, dan komitmen mereka

atas prinsip non-aligtnenr. aigaN merupakan sebuah organisasi regional peftama

yang tidak melibatkan dan tidak disponsori negara-negara adidaya (superpozaets)'

Berbeda dengan SEATO, ASEAN benar-benar sebuah organisasi regional yang

dibentuk oleh negara-rr.g"'" Asia Tenggara tanpa campur tangan pihak luar'

Tujuan dibentuknya AsEiN adalah sebagai forum untuk mendiskusikan problem-

problemregionaldanuntukmendorongkeriasamaregionaldalambidangpolitik,
ekonomidanbudayasehinggaterciptaperdamaiandanstabilitaskawasan.
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Pada tahun-tahun pertama, ASEAN diwarnai berbagai uiian dalam
membina hubungan baik di antara negara-negara anggota. Pada tahun 1!)68,

ASEAN menghadapi ujian pertama yang terkenal dengan "tlw Cortegidor afub"-
Pemerintah Malaysia menuduh bahwa Filipina melatih sekelompok Muslim di
Pulau Corregidor, yang akan disusupkan ke Malaysia lewat Sabah, yang rnasih
dalam sengketa kepemilikan dengan Filipina. Pada bulan September 1968, Dewan
Perwakilan Rakyat Filipina mengeluarkan sebuah resolusi mengulang klaim atas

Sabah. Untuk itu, pejabat diplomatik Filipina menyelenggarakan konferensi pers

internasional mempertanyakan legitimasi hak Malaysia atas Sabah. Pada bulan
November 1968, hubungan diplomatik kedua negara memburuk dan menarik
perwakilan diplomatik di masing-masing ibu kota kedua negara.

Pada waktu yang sama, peristiwa yang lain teriadi yang iuga menguii keutuhan
ASEAN. Pada Oktober 1968, pemerintah Singapura meniatuhkan hukuman
gantung dua anggota Angkatan Laut Republik Indonesia yang terbukti bersalah
atas pembunuhan. Mereka dikirim ke Singapura untuk melakukan sabotase

sewaktu teriadi konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia, dan meletakkan bom
di sebuah bank di Orchard Road. Bom meledak dan menewaskan sejumlah orang.

Gelombang demonstrasi membludak, permintaan resmi Pemerintah Indonesia
untuk menangguhkan hukuman mati tidak berhasil menggoyahkan keputusan
Pemerintah Singapura. Ketika hukuman mati dilaksanakan dan ienazah dibawa
kembali ke Indonesia, timbul gelombang protes yang menuntut pemutusan
hubungan diplomatik dengan Singapura. Namun, pemerintah Indonesia tidak
membiarkan peristiwa ini memperburuk hubungan kedua negara dan mengancam
keutuhan ASEAN. Dalam jangka waktu beberapa bulan, hubungan diplomatik
antara Singapura dan Indonesia telah pulih dan peristiwa tidak menyenangkan
tersebut meniadi bagian dari sefarah ASEAN.

Pada tahun 1969, Presiden Marcos mengumumkan bahwa Filipina tidak akan
melaniutkan klaimnya atas Sabah. Hubungan antara Filipina dan Malaysia pun
mulai membai\ hanya beberapa tahun sebelum KTT ASEAN I berlangsung pada

tahun 1976. Seiak itu, kasus Sabah seolah selesai namun sejatinya seperti sebuah

bisul, yang sewaktu-waktu dapat meletus dan dapat merusak keutuhan ASEAN.
Tahun-tahun pertama merupakan tahap penyesuaian diri di antara negara-nqpra
anggota ASEAN yang diwarnai dengan upaya-upaya mematangkan sikap saling
pengertian (confidence build.ing process) untuk saling bekeriasama. Persamaan
kedudukan dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerja sama,

tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Keria sama regional
yang dikembangkan bukan bersifat integratit tetapi bersifat kooperatif. Negara-
negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun
keluar. Musyawarah, kepentingan bersama, dan saling membantu dengan semangat

ASEAN merupakan ciri kerfa sama ini.



AdapunpendanaankegiatanASEANdibiayaiolehnegaraaaggotaASEAN.
Dalam sidang Komisi Anggaran ke-28 yang membahas anggaran belanja rutin

SekretariatASEAN(ASEC)yangdiselenggarakandiJakartapadatanggal6-8
Juni2005telahmengaiukanusulananggaranbelaniarutinuntuktahunang8aran
iOOSaOOOsebesar US$ 7.991-000 atau meningkat 4,08 persen dari tahun anggarern

zoo4-zool.olehkarenaitu,setiapanggotamemberikankontribusisebesarUS$
Tgg.lOO per tahun. Dilihat dari segi pembiayaan, ASEAN dapat dikategorikan

sebagai suatu organisasi regional yang tidak begitu kuat' Tentu' ini terkait dengan

keanggotaan ASEAN yang mayoritas terdiri atas negara berkembang'

DEKIARASI BANGKOK 1967

Menurut pembukaan Deklarasi Bangkok L967, negara pendiri ASEAN telah

meletakkan landasan yang kuat bagi setiap tindakan untuk meningkatkan

keriasama regional di Asia Tenggara dengan semangBt persamaan dan persahabatan,

serta berkontribusi terhadap perdamaian, kemaiuan, dan keseiahteraan di

kawasan.T2 Caranya, memelihara kesepahaman dan bertetangga yang baik, serta

memahami pentingnya keriasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara

yangsebenarnyasudahsalingterikat_baiksecarahistorismaupunbudaya.
Pembukaan Deklarasi ASEAN ini menunjukkan keinginan negara-negara

di kawasan untuk mewuiudkan stabilitas ekonomi dan sosial serta perdamaian

dan perkembangan nasional yang progresifdan keamanan negara-neSara terlepas

dari intervensi eksternal. Pembukaan ini luga menggarisbawahi pentingnya

kedaulatan nasional dengan mengakui bahwa seluruh pangkalan militer asing

di wilayah negara anggo; ASEAN sifatnya sementara' dan akan tetap ada hanya

dengan izin dan perseiuiuan dari oegara-negara terkait dan tidak dimaksudkan

untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menggulingkan

pemerintah nasional dan kemerdekaan negara-negara di wilayah atau merugikan

proses ketertiban pembangunan nasional'

MaksuddantuiuanASEANyangtercantumdalamDeklarasiBangkok196T
adalah sebagai berikut:73
l.Mempercepatpertumbuhanekonomi,perkembangansosialdanbudayadi

kawasan melalui upaya bersama dengan semangat persamaan dan persahabatan

untuk memperkokotr landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara

yang sejahtera dan damai

2.Meningkatkanperdamaiandanstabilitasregionaldenganialanmenghormati
keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan

ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB'

72 Deklarasi ASEAN, Pasal I, ibid'
73 preambul Deklarasi ASEAN,lihat the ASEAN Declaration 1967, htto://www.aseansec.orgy'l2l2'htm
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3. Meningkatkan keria sama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-

masalah yang menjadi kepentingan bersama-baik di bidang ekonomi, sosial,

teknik, ilmu pengetahuan, maupun administrasi.
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan

dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan
administrasi.

5. Bekeria sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaataa pertanian
dan industri, memperluas perdagangan dan pengkaiian masalah-masalah
komoditas internasional, memperbaiki sarana-sarana transportasi dan
komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat negara-negara anggota.

6. Memaiukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.
7. Memelihara keria sama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi

internasional dan regional yang mempunyai tuiuan serupa, dan untuk meniaiaki
segala kemungkinan untuk saling bekeria sama secara erat di antara negara-

negara anggota.

Dari tuiuan ASEAN di atas, terbentuknya ASEAN diharapkan dapat
memulihkan hubungan-hubungan antarnegara di kawasan yang pada saat itu
bergolak, sekaligus dapat memulihkan hubungan antarkekuatan di luar kawasan.

Secara singkat, tujuan utama ASEAN adalah untuk mempercepat pemrmbuhan
ekonomi, kemaiuan sosial, dan pembangunan kebudayaan di kawasan Asia
Tenggara melalui usaha-usaha bersama dalam semangat persamaan dan
kemitraan (equality and partnership).74 Semangat kebersamaan yang seiafar ini yang
mendasari kesepakatan-kesepakatan ASEAN. Namun, ASEAN bukan organisasi
supranasional, yang kedudukannya di atas negara-negara anggota.

Rodolfo C. Severino, mantan Sekretaris Jenderal ASEAN menyatakan,
pendiri ASEAN pada tahun 1967 dimaksudkan agar ASEAN meniadi sebuah

organisasi S€filuo rregara di Asia Tenggara yang bekeria sama secara sukarela untuk
kebaikan bersama dan damai, demi kemaiuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya

sebagai tuiuan utamanya. ASEAN bukan dan tidak akan menfadi sebuah entitas
supranasional yang bertindak secara independen. Organisasi ini tidak memiliki
dewan legislatif atau dewan menteri dengan kekuasaan pembuatan hukum, tidak
ada kekuatan penegakan hukum, dan tidak ada sistem peradilan.T5 Ciri kerja sama

ASEAN lebih didasarkan pada musyawarah (consensus and consulution), kepentingan
bersama (comrnon interest), dan saling membantu (solidait). Dengan begitu bentuk

74 C.P.F. Luhulima,lSEl N Menuju Posur Ibru, Centre for Strategic and International Studies (CSIS),

Jakarta, (1997), hlm. 5.
Tt RodolfoSeverino,lsraPolicyltcrure:lYhatASEANisandlYhatisSmnblor,(TheResearchlnstitute
for Asia and the Pacific, University of Sydney Australia, 22 Oktober 1998), 1998.
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keria sama seperti tersebut di atas maka masing-masing negara aryBota ASEAN

masih mempunyai kedaulatan ke dalam dan ke luar secarir uruh. Hal ini merupakan

salah satu faktor yang memungkinkan ASEAN meniadi organisasi regional yang

bertahan dan tetap eksis sampai sekarang.

KONFEREN$ NNGKAT NN@I ASEAN I

Sejak pertama didirikan, ASEAN dimaksudkan sebagai organisasi informal

dan bersifat terdesentralisasi (dccantralised). Buktinya, Deklarasi Bangkok tidak

menetapkan sebuah Sekretariat Pusat ASEAN, tetapi hanya rr.enetapkan sebuah

pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri ASEAN (an Annual MeAing of

ASEAN Fmeig, Ministen). Selain itu, ada Komisi Tetap (a Sunding Committee) di

bawah kepemimpinan negara tuan rumah untuk melaksanakan progfam orpnisasi

pada periode di antara Pertemuan Menteri Luar Negeri, Komisi-komisi ad hoc

dan permanen yang sifatnya resmi dan dibentuk untuk program khusus, serta

sebuah Sekretariat Nasional (a National Seoetariat) pada masing-masing negara'

Baru pada tahun 1976, para Kepala Negara bertemu untuk pertama kalinya di Bali

untuk KTT I (ASEAN Summit I). KTT I tahun 1976ini telah menghasilkan tiga

persetuiuan, yaitu Deklarasi ASEAN Concord I atau biasa disebut Bali Concord I/6
-Perianiian 

Persahabatan dan Keriasama di Asia Tenggara atau biasa disingkat TAC

(the Tieaty of Amiyt and Co-operation in Southeast Aia)Jl dan Perianiian Pendirian

Sekretariat ASEAN.
Dari tiga perjanfian tersebut, yang paling penting adalah TAC' Isinya

memperbarui Deklarasi Bangkok, yang mengingatkan kepada negara-negara

anggota bahwa dialog dan keria sama politik dan keamanan harus dimaksudkan

urrt.rt *et;"ga perdamaian dan stabilitas regional dengan cara meningkatkan

ketahanan regional. Hal ini dapat dicapai dengan cara mengpdakan keria sama pada

seluruh bidang yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan, kemandirian,

saling menghormati, keria sama, dan solidaritas (self-conftdence, sef telianrc, mutual

respect, cooperation, and soli"dait). Semuanya dipergunakan sebagai dasar untuk

membentuk komunitas negara-negara yang kuat dan langgeng di Asia Tenggara'

Selain itu, TAC iuga termuat ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian

sengketa melalui cara damai, seperri iasa-iasa baik (good ofltcs), mediasi (mediation),

penyelidikan (inquhy),arau konsiliasi(conciliatbn). Sebagai refleksi visi organisasi

untuk merangkul semua negara di kawasan, TAC fuga membuka diri untuk negara-

negara lain yang berada di Asia Tenggara.

76 The Declaration of ASEAN Concord I, lihat http://www.aseansec.org/l649.htm

77 Treary ofAmity and Cooperation (TAC) ditandatangani tahun 1976dan merupakan produk dari

KTT ASEAN I di Bali, 1i621 http://www.asean.org/news/item/treaty-of-amity-and-cooPeration-in-

southeast-asia-indonesia-24-februarv- 1976-3.
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Sedangkan Bali Concord I mengatur mengenai kerangka keria s{rma ekonomi,
fungsional dan politik ASEAN. Secara umum, deklarasi ini menekankan untuk
menyelesaikao sengketa regional secara damai secepatnya dan pembentukan
lebih awal suatu zona damai, bebas dan netral (rte Zone of Peace, Freedom and
Neutrali4),sertamenyerukan untuk memperkuat solidaritas dengan mengupayakan

harmonisasi pandangan, koordinasi posisi, dan iika memungkinkan mengambil
tindakan bersama-sama. Deklarasi ini merupakan pandangan politik ASEAN
yang sebelumnya tidak tercakup dalam Deklarasi Bangkok. Sebagai kelaniutan
perianjian-perianfian di atas, KTT juga membentuk seiumlah pertemuan Menteri-
menteri ASEAN yang meliputi ekonomi, tenaga keria, pendidikan, kesejahteraan

sosial, kesehatan, dan lingkungan,5rang akan dilibatkan dalam proses pengambilan

keputusan di ASEAN. Yang paling penting, TAC iuga menandatangani perfaniian
pendirian Sekretariat ASEAN di Jakarta pada tahun 1976.

Pada saat KTT I di Bali tahun 1976, Perdana Menteri Singapura, Lee
Kuan Yew mengusulkan agar dibentuk kawasan perdagangan bebas (a free tade
aea) di Asia Tenggara. Namun, usulan ini ditentang Indonesia karena kawasan
perdagangan bebas akan menghancurkan pasar domestik. Demikian iuga negara-

negara anggota lainnya karena masing-masing negara memiliki perbedaan yang

sangat besar-baik tingkat pendapatan, daya asing, maupun disparitas sosial dan
ekonomi. Jadi, usulan tersebut ditolak karena keriasama ekonomi yang lebih erat
bukan prioritas utama ASEAN saat itu. Pada tahun 1992, lebih dari lima belas

tahun kemudian, negara-negara anggota ASEAN akhirnya setuiu membentuk
kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara, dengan menyepakati deklarasi
pembentukan AFTA.
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STRUKTUR ORGANISASI
ASEAN

Pada mulanya, struktur organisasi di ASEAN sangat sederhana yang didominasi

menteri luar negeri negara-negara anggota. Baru pada tahun 1976, Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN atau.dsEr4NSzzzir disepakati sebagai sidangpara

kepala negara dan pemerintahan dan meniadi otoritas tertinggi di ASEAN. Dengan

begitu, ASEAN berubah dari yang sebelumnya sebagai organisasi diplomasi

menjadi suatu rezim regional atau organisasi regional antarpemerintah. Seiring

berjalannya waktu, struktur organisasi dan mekanisme keriasama ASEAN semakin

luas dan kompleks. Saat ini, ada sekitar 20 ienis pertemuan menteri (ministctial

meetings), kurang lebih 29 komite dat L22 kelompok keria (snrhing groups), ya,trg

bersidang dengan interval yang berbeda-beda. Memang cukup "gemuk", tetapi

inilah cara untuk mengakomodasi semua kepentingan negara-[egara anggota.

ASEAN PADA 
'IIA!iA 

PERANG DINGIN

Seperti diielaskan prada bab terdahulu, konsep Asia Tenggara muncul pertama kali
pada akhir Perang Dunia II ketika Inggris membentuk sebuah Komando Asia

Tenggara (SoutheastAsia Command). Oleh karena itu dapat dikatakan kawasan ini
bukan terbentuk oleh hubungan yang erat antara pemerintah negara-negara di

Asia Tenggara, masyarakat, atau sistem politiknya. Secara historis, kawasan Asia

Tenggara ini terbentuk karena campur tangan bangsa asing dan dominasi kaum

peniaiah untuk langka waktu yang lama. Jauh sebelum itu, keraiaan-kerajaan di

Asia Tenggara tumbuh dan berkembang di dalam suatu sistem yang terpisah

satu sama lain. Bisa dibilang, tidak ada kekuasaan bangsa asli yang mendominasi

kawasan. Dengan kata lain, tidak ada kontak atau komunikasi yang tetap atau

reguler di antara negara-negara ASEAN pada masa itu-

Selain itu, secara geografis Asia Tenggara dipisahkan oleh lautan sehingga

menjadi kawasan yang terbuka bagi pihak asing untuk masuk-khususnya kaum

imperialis. Pada abad ke-19, negara-negara Eropa telah mendominasi seluruh

negara-negara di kawasan. Inilah yang meniadi hambatan terbentuknya sebuah

perkumpulan atau organisasi regional yang solid bagi negara-negara di kawasan
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Asia Tenggara. Selain bahasa asli, penduduk negara-negara di kawasan ini

berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda-beda, yaitu Belanda, Inggris dan

Prancis-sesuai dengan bahasa yang ditinggalkan kaum penfajah' Demikian pula

sistem perdagangan, orientasi negara-negara ini masih tertuiu pada negara bekas

peniaiah. Meski komunikasi dan perdagangan telah berkembang' yakni sebagai

negara penghasil produk pertanian, mineral dan produk-produk kehutaoan, namun

o"!r.r-rr.g"o di kawasan ini bersaing satu sama lain. Tidak ada keinginan untuk

saliog bekeriasama di antara negara-negara tersebut. Kegiatan-kegiatan bisnis

komersial pada umumnya berorientasi pada negara-negara yang dahulu meniaiah

masing-masing negara.

Pendudukan Jepang pada tahun 1941-1945, meski terhitung relatifsingkat, tetapi

mempunyai efek yang sangat besar terhadap perkembangan negara-negara di kawasan

ini. Jepang telah menghe*it"n kekuasaan kolonial dan menggantinya dengan rasa

nasionalisme yang tinggi. Setelah Perang Dunia II, semangat antikolonialisme

telah mendominasi kawasan ini. Kemudian, lahirlah negara-negara merdeka

di Asia Tenggara. Pada masa Perang Dingin, Pembentukan organisasi regional

berlangsung sangat lambat. Dua dekade pertama, pembentukan organisasi gm111nnya

dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan kekuatan besar asing. Pada masa ini

terdapat beberapa organisasi regional yang dibentuk, yaitu sebagai berikut:

. SiATO (Tie Southeast Asia Tieaty Oryanizarioz), sebuah organisasi regional

antikomunis yang dilatarbelakangi kepentingan Amerika Serikat-hanya

Thailand dan Filipina yang bergabung'
. ASpAC (Asia pacific Council),sebuah organisasi regional antikomunis lainnya

yang terbentuk tahun 1966. Organisasi ini iuga dipengaruhi Amerika Serikat

pada wattu terlibat perang Vietnam, dan berakhir pada tahun 1972'

Selain dua organisasi di atas, ada beberapa organisasi regional yang terbentuk

atas inisiatifnegara-negara di kawasan, yaitu sebagai berikut:
. ASA (The Associatbn of southeast Asi1) yang dibentuk oleh Malaya, Filipina

dan Thailand pada tahun 1961. Namun, organisasi ini gagal dan berakhir pada

waktuyanghampirbersamaandenganberakhirnyaSEATOdenganadanya
sengketa Sabah antara Filipina dan Malaysia'

. Maptrilin do (Malaysia, Philippincs anil Indonesia), sebuah organisasi yang hanya

berumur pendek yang terbentuk di tahun 1963. organisasi ini berakhir karena

adanya gerakan konfrontasi ganyang Malaysia tahun 1965'

ASA dan Maphilindo merupakan organisasi murni bentukan negara-

negara Asia Tenggara. Seiring berfalannya waktu, kedua organisasi ini terbukti

meniadifaktorpendorongterbentuknyaASEAN'Padatahunlg66'suhupolitik
di kawasan mencapai tahap yang kondusifuntuk terbentuknya suatu organisasi

regional. Indonesia telah mengakhiri kebijakan konfrontasi dan mempunyai

,"o.".rg presiden baru. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia pun berangsur
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mulai kembali pulih. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk memperbaharui
kerjasama regional dengan membentuk sebuah organisasi regional yang beoar-
benar baru dan dengan semangat baru. Ketika itu, ASA diusulkan sebagai nama
organisasi, namun usul ini tidak disetuiui karena nama itu melekat dengan
citra sebuah organisasi antikomunis. Padahal, negara-negara di Asia Tenggara

memerlukan sebuah orgaoisasi yang lebih netral dan mengedepankan perdamaian.

Pada tanggal 8 Agustus 1967, diadakan pertemuan antara Menteri-Menteri Luar
Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailan{ serta deputi Perdana

Menteri Malaysia. Mereka sepakat untuk menandatangani Deklarasi Bangkok
dengan membentuk rlze Associatbn of Soutluast Asian Natiotts (ASfaN).zs

ASEAN PADA }TASA 1967.1975

Pada masa awal berdirinya, ASEAN tidak memiliki tujuan dan peranan yang
pasti di masa depan. Negara-negara pendiri ASEAN hanya berbagi kepentingan
yang sama, yaitu komitmen antikomunis, kekhawatiran tentang prospek iangka
paniang atas intervensi Amerika di Indochina, dan kekhawatiran adanya imbas dari
adanya Revolusi Kebudayaan (Culnral Reoolwion) di Cina. Pada waktu itu ASEAN
dikatakan tidak ada tuiuan yang pasti, hal ini seperti tergambar dari pernyataan

bekas Menlu Singapura pada waktu itu, Mr Rajaratnam, pada pertemuan AMM
tahun 1974 yang menyatakan:

"[yJou may recollect at the frrst ,neeting in 1967, when ue had to draft our
communique, it uas oeqt diffrcult probhm of fiying n soy nothing in abant ten

paga, which we did. Beuuse at that tinc, ue outseloes hming launrhed ASEAN,
uae not quite sure where itasas going orathcther itwas gcing anlruthcre at all"

Sebagai landasan berdirinya ASEAN, Deklarasi Bangkok 1967 mempunyai
tuiuan yaitu memelihara kesepahaman dan hidup bertetangga yang baik, serta

bekerfa sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tuiuan ini secara ielas
tercantum dalam pembukaan Deklarasi Bangkok.

The countries of Southeast Asia share a primary responsbility fm stengthening

the economic and social stability of the region and msuing their peaceful and
progressioe natbnal deoelopmcnt and ... th4t are dcternincd a ensure thcir stabiliryt

an"d security from extertal interference in accordance usith the ideals an aspiratbns

of tfuir peoples

Perkembangan dan kemajuan yang dicapai ASEAN pada awal berdirinya
ASEAN berfalan sangat lambat. Ada beberapa penyebab atas lambatnya

78 Pendirian ASEAN merupakan hasil langsung dari pembicaraan normalisasi hubungan Indonesia

Malaysia, lihat Dewi F Anwar, Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism, 1994, hlm 49
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perkenbangan dan kemaiuan ASEAN' Pertama, sistem pengambilan suara di

isgaN yang masih menggunakan konsensus (a unanimous coflsensus of opiaian).

Sistem ini dipergunakan dengan harapan, ASEAN akan meniadi sebuah

organisasi yang solid mengingat hanya beberapa tahun yang lalo 6i x11131s anggota

aSgAN terlibat sebuah sengketa, dan masih mempunyai kecurigaan satu sama

lainnya.Kedua,ketikaitubelumadakesepakatanyangbulatdanmenyeluruh
di antara negara-negara anggota tentang bagaimana tuiuan Deklarasi Bangkok

akandicapai.Ketiga,tidakadaupayakonkretdarinegara-negaraanggotauntuk
mengimplementasikan persetuiuan-persetuiuan yang telah dibuat ASEAN karena

hampir semua negara anggota tidak mempunyai keseriusan'

Deklarasi Sangkok menyatakan bahwa ASEAN mewakili kehendak

kolektif negara-negara Asia Tenggara untuk mengikat diri bersama-s'-a ddam

persaudar.-an danleria sama, melalui upaya bersama dan pengorbanan' untuk

menciptakan keamanan, perdamaian, kebebasan, dan keseiahteraan rakyat negara

mereka.Te Namun, ,r.rtao. organisasi ASEAN menurut Deklarasi ASEAN

komposisinyasangatlahsederhana,hanyaterdiridariASEANMinistetialMeeting
(efvffvf), UUerapa Komitg dan Sekretariat Nasional' Karena pada awalnya' ASEAN

dimaksudkdnsebagaiorganisasiyangbersifatinformaldankelembagaannya
terdesentralisasi. Karena itu, di tahun-tahun awal berdirinya ASEAN,lang

berperan aktif hanya AMM' Pada kurun waktu L967'L975' ASEAN banyak

didominasi oleh para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara anggota Hal

ini wa|ar karena ketika itu, seperti diatur dalam Deklarasi Bangkok 1967' sidang

tahunan Menlu merupakan suuktur kelembagaan tertinggi yang menentukan arah

kebilakan ASEAN, dalam pertemuan AMM' Ketika bidang keria sama ASEAN

semakinmeluas,makastrukturorganisasidanmekanismeASEANiugabertanbah
dan berkembang dari tahun ketahun'

STRUKTUR ORGANISASI ASEAN

Pada tahun 1975, keria sama ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN

mulai meniadi agenda utama dan dianggap urgen oleh para pemimpin negara-

negaraanggotasehinggamendorongadanyakegiatanyanglebihaktif.Ketikaitu'
rezim komunis di Kalboia dan Vietnam Utara iatuh' Para pemimpin negara-

negara ASEAN khawatir, komunis di Kamboia dan Vietnam akan mendukung

kaum penyusup (in urgrni)di negara mereka, seperti Thailand' Filipina' Malrysia'

dan Indonesia. N"g"ra-rr.gara ASEAN mengembangkan seiumlah rencana untuk

menumbuhkan perkembangan ekonomi kawasan' Dengan kata lain kekuatan

Tg,.theAssociationfp)resenlsthecolbcioewillofnatiolsofSoutheasrAsiatobind,themsebesagdDrin

fiendship and coopnat;on aad, throug| joint eJfotts arul sacifices, secure for rheir peopl* and fm postaity the

blessings of peace, freedom and pospeity!
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ekonomi masing-masing negara merupakau cara yang tepat untuk membangun
perkembangan ekonomi kawasan sehingga sekaligus akan mengurangi golongan
penyusup (ilsargenly) tersebut. Stabilitas dan peningkatan ekonomi negara anggota

akan mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Hal ini disadari dengan baik
oleh negara-negara ASEAN. Seperti dikatakan Presiden Filipina, Ferdinand
Marcos: ntJterc canbe rc searrity uitlmnt emonic stobility and danlopunt... Itwgenql
is the cause of irceatrity and it ...toill fu tlu canse of inseadty in our regiott-.." Jadi, karena

masing-masing negara anggota ASEAN menghadapi masalahinsuryenq pada waktu
itu, maka alat yang paling efektif untuk mencegahnya adalah kekuaan ekonomi
dan peningkatan taraf hidup rakyat melalui keriasama ekonomi.

Pada tahun 1976, sembilan tahun setdah terbentuknya ASEAN baru diadakan

Konferensi Tinekat Tinggi (/4 SEAN S.ozrinit) untuk yang pertama kalinya- Pada KTT
ASEAN I, disepakati perubahan institusional yang sangat penting dalam struktur
organisasi ASEAN, yaitu dibentuknya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT
ASEAN) sebagai sidang para Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN. Sebelumnya,

KTT ASEAN QASEAN Summit)tidak diatur dalam Deklarasi Bangkok 1%7. KTT
ASEAN ini mempunyai otoritas/kekuasaan tertinggi di ASEAN. KTT ASEAN
berfungsi menentukan arahan-arahan kebiiakan bagi kegiatan keriasama ASEAN.

Pada KTT ASEAN I tersebut, para Meoteri Ekonomi ASEAN untuk pertama

kali bertemu. Seiring dengan berialanrya waknr, pertemuan para menteri bidang yang

lainnya iuga menladi agenda ASEAN. Saat ini, ada sekitar 20 ienis pertemuan menteri
(ministeriol neairWl yang bersidang dengan interval yang berbeda. Selain itu, terdapat
kurang lebih 29 komite dar^ 122 kelompok keria (uwrking groups). Dengan komposisi

ini, struktur organisasi ASEAN terlihat sangat'gemuk" dan terdesentralisasi. Pada

tahun yang sama, Sekretariat ASEAN didirikan di Jakarta. Kemudian pada tahun
1987, diputuskan untuk menyelengarakan KTT ASEAN setiap lima tahun sekali.

Pertemuan rutin ini didasari oleh keinginan untuk menghasilkan suant komitmen
yang lebih tinggi antara negara-negara anggota ASEAN.

Pada KTT ASEAN lV 1992, interval waktu untuk KTT tersebut kemudian

diubah meniadi setiap tiga tahun sekali dengan diselingi pertemuan informal tahunan.
Ketika itu, Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN diubah menfadi SekretarisJenderal
(Sekien) ASEAN. Dengan perubahan ini, Sekjen ASEAN menjadi lembagaprofesional
yang diberikan kewenangan untuk menentukan masalah-masalah yang berkaitan
dengan kebijakan administratif ASEAN. Kewenangan yang diberikan kepada

Sekretariat ASEAN dan Sekjen ASEAN hanya terbatas sebagai koordinator kebiiakan

organisasi. Pembuat kebijakan atau kesepakatan tetap terletak pada KTT ASEAN, dan

kemudian kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing negara anggota.

Saat ini, KTT ASEAN diadakan setiap tahun yang diselenggarakan secara bergantian

di negara-negara anggota berdasarkan urutan abiad.

KTT ASEAN menempati urutan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi,

menggantikan AMM, yang tugasnya memberikan arah kebiiakan ASEAN.

Bab 3 - Struktur Organisasi ASEAN 43



Dengan perubahan ini maka ASEAN berubah dari yang sebelumnya sebagai

orgroir"ri diplomasi menjadi suatu rezim yang mengatur masalah-masalah umum

secara regional atau sebuah organisasi regioual antarpemerintah berdasarkan

suatu periani ian (a treaty-based intergooernmental organization). Perubahan ini telah

memberikan t"kaoao p"da orgaoisasi untuk menghasilkan suatu kebiiakan (ozrpar)

yang substansial, yang akan meniadi kontribusi ASEAN-baik bagi negara-negara

anggota mauPun Pihak eksternal'

Berdasarkangambarandiatas,secarainstitusional,ASEANadalahsuatu
organisasi antarpemerintah- Bidang kerjasama yang semula merupakan keriasama

ekonomi (economit cooperatian) meniadi integrasi ekonomi (economic inugration)'

Dari suatu organisasi yang sanSat sederhana yang terdiri atas lima neg3ra anggota,

menjadi suatu organir"sl r"gion"l yang besar dan kompleks yang terdiri atas

sepuluh negara dan dilengkapi dengan struktur kelembagaan yang komprehensif'

Hal ini didasarkan p^ai,SiqA,Irf Vision 2020, yang disepakati oleh pemimpin

ASEANpadatahunlggT.Selaniutnya,atasdasarvisiini'ASEANakanmembentuk
sebuahkawasanekonomiASEANyangstabil,seiahtera,danberdayasaingtinggi
denganarusbarangjasardaninvestasiyangbebas'arusmodalyanglebihbebas'
pembangunan ekonomi yang adil, serta penanggulangan kemiskinan dan disparitas

sosial 
"ionomi.so 

Seiring J".g"r, berialannya waktu dan luasnya masalah yang

dihadapi ASEAN, .t.uklr organisasi ASEAN pun ikut berkembang. Pada awal

seiarabASEAN kelembagaan ini meniadi kelemahan ASEAN karena sifatnya yang

masih relatif longgar 
"ta,, 

kut"ng legal sehingga kurang memberikan tekanan

kepada negara-negara anggota. pi ua,,ah ini akan dirinci struktur organisasi

,rrJo,rrrra Deklarasi ASEAN dan menurut Piagam ASEAN'

AdapunstrukturorganisasiASEANmenurutDeklarasiASEANmeliputi
struktur berikut:8I
1. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN (ASEAN Summit)

KTT merupat"r, p".t -i'L para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN' Badan

inimempunyaiotoritas/keku"t"""tertinggidalamASEAN'Adapunfungsidari
KTT adalah unruk menentukan arahan-arahan bagi kegiatan keriasama ASEAN'

KTTASEANterdiridariKTTformaldaninformal.KTTFormaldiadakan
Setiap3tahundansudahpernahdiadakansebanyak12kali(1967-2006).KTT
Informal diadakan di antara KTT Formal' Namun pada tahun 2000' KTT

Informal ditiadakan.Sebagai gantinya, KTT Formal diadakan setiap tahun'

2. ASEAN Ministeial Meerizg(AMM)

AM-N[ merupakan sidang para Menteri Luar Negeri ASEAN' AMM ini mempunyar

80LihatDeclarationofASEANConcordII(BaliConcotdII),di<httpllwww.asean.org/news/item/
declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii> dikuniungi 04/08/2013'

il Direktorat Jenderal Keriasama ASEAN Deparlu Rl, ASEAN Selayang Pandang, Deplu' Jakarta,

2008, hlm.6.
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peran dan tanggung iaw.ab untuk memmuskito garis kebiiakan dan koordinasi

kegiatan ASEAN yang telah diputuskan dalam KTT. AMM diadakan setahun

sekali, tetapi dalam keadaan khusus dapat diselenggarakan lebih dari sekali.

3. ASEAN Ecottotnic Minirtaial Mutitg (AEM)
AEM merupakan badan tertinggi dalam menentukau kebiiakan keriasama

ekonomi ASEAN. AEM merupakan sidang para Menteri Ekonomi ASEAN.
AEM pada mulanya diadakan 2 tahun sekali, namun sekarang diadakan
setahun sekali. Tugasnya adalah memberikan laporan bersama-sama dengan

AMM kepada para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN (KTT)-
4. Sidang Menteri-menteri Sektoral ASEAN

Terdapat sidang para menteri yang menyangkut bidang-bidang tertentu dalam

kerja sama ekonomi, yaitu bidang investasi, energi, pertatdan, dan kehutanan

Sidang ini dilaksanakan bila diperlukan untuk memberi arahan keria sama

ASEAN pada bidang-bidang tersebut

5. Sidang Menteri-Menteri ASEAN lainnya.
Selain AEM dan sidang menteri-menteri sektoral terdapat sidang menteri-
menteri lainnya yang terdiri atas menteri-menteri bidang:
. Lingkungan Hidup
. Keuangan
. Penerangan
. Tenaga Keria
. Hukum
. Kabut Asap Regional
. Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan
. llmu Pengetahuan dan Teknologi

' Keseiahteraan Sosial
. Keiahatan Lintas Negara
. Kesehatan
. Pendidikan
. Transportasi
. Pariwisata
. Kebudayaan
. Informasi dan Kepemudaan.

Sidang menteri-menteri ASEAN dalam bidang tertentu ini diadakan menurut
keperluan, berkoordinasi dengan AMM, menyampaikan laporan langsung pada

Kepala Negara/Pemerintahan, terdapat 29 komite para pejabat tinggi dan 122

kelompok kerfa teknis.
6. ASEAN Standing Commitue (ASC) atau Komite Tetap ASEAN

ASC merupakan koordinator dari semua kegiatan ASEAN selama setahun

di antara dua AMM. Terdiri atas: Menlu tuan rumah (sebagai ketua), Sekien



ASEAN, dan para Direktur tenderal Sekretariat Nasional ASEAN.Tugas

ASC adalah membuat laporan kepada AMM. Selain itu, tugas ASC meliputi:

mengawasi seluruh kegiatan dari komite-komite fungsional yang ada, menangani

hubungan-hubungan eksternal, dan melaksanakan operasional sekretariat

ASEAN.DalamSetahun,ASCdapatbersidang4_6kalidannegara-negara
anggota ASEAN secarabergantian meniadi ASC berdasarkan urutan alfabet.

7. Senior Offrials Meeazg (SOM)

Sidang ASEAN hinnya, yaitu sidang para pejabat tinggi ASEAN atau Sen'br

Officits Meeting (SOM)- SOM ini secara resmi dilembagakan pada KTT

ASEANke-3diManila.SOMbertanggungjawabuntukmenanganikeriasama
di bidang politik dan keamanan. soM ini diselenggarakan bila diperlukan dan

menyampaikan laPoran kePada AMM'
8. Senior Econotttic afrciok Maazg (SEOM)

Sidang para peiabat tinggi ekonomi ASEAN atau seniot Economic fficiak
Meaine(SFj}M)secararesmidibentuksebagaibagianstrukturorganisasipada
KTT ASEAN ke-3 di Manila. sEoM dapat membentuk kelompok-kelompok

keriaQnorkinggrozps)sesuaikebutuhan.SEoMdapatmengadakansidangsecara
reguler dan memberikan laporan secara langsung kepada AEM'

9. Kerja sama fungsional ASEAN (komite-komite)

StrukturorganisasiASEAN|ugamelibatkankomite-komiteyangterdiriatas:
. Commirae on Cul'urc and Infornatiott (COCI)

. Committee on Science and Technologt (COST)

' Senior Offuiats Meetiw on Youth (SOMY)
. Smior Labwr Offtciols Meetins (SLOM)
. senior wtcials Meztirry on socbl lvelfare and Danelapme* (soMS\rD)
. Senior Officials Meenng on Heahh Deoelapmen' (SOMHD)

. senior officials Meettng on Rural Deoelopment and Pooerty Eradication

(SOMRDPE)

' Senior Offtcials Meeting on Energt (SOME)

. ASEAN Senior Offtciak on Drug Maturs (ASOD)

. ASEAN Smior Offtciak on Environment (ASOEN)

. ASEAN Committee on Disaster Managemen' (ACDM)

. ASEAN Comminee on Educarion (ASCOE)

. ASEAN Conference on Ciail Seroice Marers (ACCSM)'

10. Joint Consuhatioe Mectine $CM)
sia".rg konsultasi gabungan atau Joint consultative Meeting merupakan

sidanjkonsultasi gabungan yang dibentuk pada KTT ASEAN ke-3 di Manila.

Sidanginimerupakansidanggabunganyangterdiriatas:SekienASEAN'
SoM,SEoM,danparaDirekturJenderalASEAN.SidangJCMdiadakan|ika
diperlukan. JCM memberikan laporan kepada AMM dan AEM'
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tt. Sidang ASEAN dengan Mitra Vicara
ASEAN mempunyai sejumlah mitra wicara (ilialogue pattnas) dan ASEAN
menempatkan tiap-tiap Degara anggota sebagai coordinator dari keriasama

dengan dialoguc pamter tersebut, ya[g susunannya sebagai berikut:
. ASEAN-Kanada(koordinator: BruneiDarussalam)
. ASEAN-New Zealand (koordinator: Filipina)
. ASEAN-EU(koordinator: Indonesia)
. ASEAN-China(koordinator:Kamboia)
. ASEAN-India (koordinator: Laos)

' ASEAN-Jepang(koordinator: Malaysia)
. ASEAN-Korsel(kbordinator: Myanmar)
. ASEAN-Rusia(koordinator: Singapura)
. ASEAN-AS(koordinator:Thailand)
. ASEAN-Austrdia(koordinator:Vietnam).

12. Komite-komite ASEAN di negara ketiga.

Pada tiap-tiap negara mitra wicara tersebut ASEAN menempatkan komite-
komite, yang tersusun sebagai berikut:
. ASEAN Brussels Commiuee (ABC)
. ASEAN Canbeta Comminae (ACC)
. ASEAN CommitteeinBeijinC (ACB)
. ASEAN CommitteeinMoscru (ACM)
. ASEAN Committee in Seoul(ACS)
. ASEAN CommitteeinTokyo (ACT)
. ASEAN Comminee ia lVellingmn (ACIU()
. ASEAN Geneua Committee (AGC)
. ASEAN Islamabad Comminee (AIC)
. ASEAN l-ondon Committee (ALC)
. ASEAN NewDelhiCommittee (ANDC)
. ASEAN Neut York Comnittee (ANYC)
. ASEAN OttawaComminee (AOC)
. ASEAN Paris Commitue (APC)
. ASEAN lVashington Committee (ArUfC).

13. Sekretariat ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN
Sekretariat ASEAN dan Sekretaris Jenderal merupakan lembaga yang tidak
diatur oleh Deklarasi ASEAN. Sekretariat ASEAN dibentuk pada24 Februari
1976, berkedudukan di Jakarta.s2 Sekretariat ASEAN merupakan badan

administrasi. Badan ini bertugas menyediakan secara lebih efisien koordinasi

82 Perianiian pendirian Sekretariat ASEAN di Jakarta dengan Pemerintah Indonesia 1979 baca

http://www-asean.org/news/item/asreement-between-the-eovernment-of-indonesia-and-asean-relatins-
to-the-orivileees-and-immunities-of-the-asean-secretariat-iakarta-20-ianuar!'-1979



semuabadan di ASEAN sehing8a semuaprryek dan kqiatan ASEAN meoiadi

lebih efektif, sekretaris Jenderal dibentuk bersamaan dengan Sekretariat

ASEAN di mana Sekretaris Jenderal ASEAN dilenelqpi dengan 2 wakil Sekien,

yaitu sekien Kerjasama Ekonomi AFIA dan Sekien Keria sama Fungsional.

Berikut adalah nama-nama Sekretaris Jenderal ASEAN hingga tahun 2010.

1. Ilarrono Rekso Dharsono (Indonesia), 7 Juni 1976 - 18 Februari 1978;

2. Umarjadi Notowiiono (Indonesia), 19 Februari-3O Juni 1978;

3. Datuk Ali Bin Abdullah (Malaysia), 10 Juli 1978-30 Juni 1980;

4. Narciso G. Reyes (Filipina), I Juli 1980-l Juti 1982;

5. Chan Kai Yau (Singapura), 18 Juli 1982-15 Juli 1984;

6. Phan Vannamethee (Thailand), 16 Juli 1984-15 Iuli 1986;

T.RoderickYong(BruneiDarussalam),16Julil986-f6Juli1989;
8. Rusli Noor (Indonesia), 17 Juli 1989-I lanuari 1993;
g.DatukAjitSingh(Malaysia),1Januari1993-31Desember1997;
l0.RodolfoC.Severino(Filipina),lJanuari1998-31Desember2002;
11. Ong Keng Yong (Singapura), 1 Januari 2003 - 31 Desember 2007;

12. Surin Pitsuwan (Thailand), I Januari 2008 - 31 Desember 2012

13. Le Lurong Minh (Vietnam) seiak l Januari 2013 - sekarang

14. Sekretariat Nasional ASEAN
Sekretaria Nasional ASEAN dibentuk di setiap wilayah negara anggota

ASEAN. Tugasnya adalah melaksanakan tugas organisasi atas nama negara

masing-masing. Melayani sidang tahunan atau sidang khusus para Menlu,

sidang ASC, dan komite- komite ASEAN'

GambardibawahinimerupakanilustrasistrukturorganisasiASEANdan
Sekretariat ASEAN sebelum dan setelah terbentuknya Piagam ASEAN 2008'

Struktur organisasi ASEAN berkembang dari waktu ke waktu menyesuaikan

denganperkembanganASEAN.StrukturorganisasiASEANdibawahASEAN
Summit (KTT ASEAN) terdiri dari : AEM (ASEAN Economic Ministers

Meeting); AMM (ASEAN Ministerial Meeting); AFMM (ASEAN Finance

Ministers Meeting); SEOM (Senior Economic Oflicials Meeting); ASC (ASEAN

Standing Committee); SOM (Senior Officials Meeting); ASFOM (ASEAN Senior

Finance officials Meeting). Demikian iuga dengan struktur organisasi Sekretariat

ASEAN berkembang sesuai dengan perkembangan ASEAN dan yang terakhir

disesuaikandenganPiagamASEAN(Gambar3.3).Berikutdiagramperkembangan
struktur organisasi Sekretariat ASEAN'
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ORGAN BARU BEMUKAN PIAGA'II ASEAN

selain mempertahankan lembaga yang sudah ada, Piagam ASEAN f"ga membentuk

beberapa lembaga baru di ASEAN' Di antara lembaga-lembaga yang ada di dalam

,t..rkt,r. organisasi ASEAN diatur dalam Bab IV: Organ, pasal 7-15, terdapat

beberapa lembaga baru bentukan Piagam ASEAN' yaitu:

a. Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councik)

b. Badan Kementerian Sektoral (ASEAN Sectoral Ministerial Bodics)

c.KomiterVakilTetapASEAN(CommitteeofPermanentRepresentatioesto
ASEAN)

a. Sra"" Hak Asasi Manusia ASEAN QASEAN Human Rishs Body)

e. Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation)
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Lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya tetap dipertahankan, namun
diperinci tugasnya diganti penyebutannya disesuaikan dengan substansi dari
Piagam, meliputi KTT ASEAN (.dStuCN Stmmit), Dewan Koordinasi ASEAN
(ASEAN Coordinating Council) sebelumnya dikenal sebagai AMM, Sekretaris

Jenderal ASEAN (Secreury-General of ASEAN) dan Sekretariat ASEAN (ASEAN
Secretariat), serta Sekretariat Nasional ASEAN (ASEAN Natiorwl Seaeuriat).

Selain itu, Piagam ASEAN iuga mengatur tentang entitas yang berhubungan
dengan ASEAN (pasal 16). Dalam hal ini, ASEAN dapat melibatkan entitas-
entitas yang mendukung Piagam ASEAN, terutama tuiuan-tujuan dan prinsip-
prinsipnya. Daftar entitas ini terdapat dalam Lampiran 2 Piagam, yang terdiri
atas parlemen, organisasi-organisasi bisnis, lembaga-lembaga penelitian dan
akademik ASEAN, organisasi-organisasi masyarakat madani yang terakreditasi,
dan para pemangku kepentingan di ASEAN lainnya. Aturan pelaksanaan dan
kriteria keterlibatan entitas-entitas ini diatur oleh Komite Wakil Tetap ASEAN
atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN. Lampiran 2 ini dapat diperbarui
oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi dari Komite \UTakil Tetap tanpa
meruiuk ketentuan mengenai Amandemen dalam Piagam.

Adapun struktur Organisasi ASEAN menurut Piagam ASEAN dapat
diperinci sebagai berikut:
l. ASEAN Summit
2. ASEAN Coordinatbn Council
3. ASEAN Community Council
4. ASEAN Sectoral Ministerial Bodics

a. Sectoral Senior Offtcials Meaing (SOM)
b. Sectoral Comtnitteeslsub-Commitue, lVorking Groups, Expert Groups, Tasks

Forces, Project Steering Cornmitue, Project Coordinating Bodics, dan lain-lain.

Sedangkan badan yang berfungsi sebagai koordir,ator, yaitu:
l. Committee of Permanent REtresenatioes (CPR) to ASEAN
2. ASEAN Seaetariat (ASEC)
3. ASEAN Natbnal Secretariats.

Di luar badan tersebut, masih ada organ penting dalam struktur organisasi
ASEAN, yaitu ASEAN Centra, ASEAN Foundatbn, dala Entitics Associated with
ASEAN. Sedangkan yang berhubungan dengan Yayasan ASEAN (ASEAN
Foundation) dapat diperinci sebagai berikut:
l. Opoational budged and Fairness of the ASEAN Seoetariat
2. ASEAN Danelopment Fuzd(ADF)
3. Tiast Funds for Dialogue and Deoelapment Cooperation

4. Sectoral Cooperatbn Funds.
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Tabel di bawah berikut ini adalah perkembangan ASEAN pada 2011

Tabel4.lJumlahPenduduk,Luas\UTilayah,danEkonomiASEAN(ASEANFinance
and Macroeconomic Surveilence Database and IMF-Vorld Economic outlook,

20ll)

NamaNegara Luas
Wilayah

(km1

Jumlah
Penduduk

GDP Harga Pasar
Saat ini

GDP PerKaPita

ruS$Mn) PPP$Mtr US$ PPP$ T

Brunei Darussal"m 5J65 415 12fiz 19,406 ze9r5 ,{6,81I

Kamboia l8l,o35 15,269 I I,168 28985 731 1,898

Indonesia 1.860360 234,181 708,032 1,030,998 3,023 4,403

Lao PDR 236$00 6230 6230 r6,105 1,045 2,585

Malaysia 3t02s2 28,909 238,E49 415,157 8262 14361

Myanmar 6765n 60,163 43,025 76,60r 715 r?73

Filipina 300,000 94p13 189,326 351,686 2,0t4 3:141

710 5,077 223,015 29t934 4392e 57,505

Thailand 513,120 67,312 318,709 585,698 4J35 8,701

Vietnam 33r212 86830 107,650 291,260 r238 3,351

ASEAN 4.435,670 598,498 r,85&683 3,t07$29 3,1(r 5,L93

CLMV** 1,425,624 168,592 16&35r 4t2951 v99 2,U9

ASEAI{6*** 3.010207 429,907 t.690332 2,694,E78 3932 62$

Keterangan:

* GDP perkapita dalam PPP$ adalah GDP dikonversi kedolar berdasarkan tingkat

t.-"-po"r, diaya beli ata]u Purchasing Pouer Paity (PPP)' Artiny"' PI!! I pada suatu

".g*q 
ii Kamboja -irJrv", memil-iki daya.beli yang sama dengan PPP-$I di semua

negara lain di dunia. prr ri.-prtan indeksdaya beli, menuniukkan daya beli us$ I di

,"i* r.g"*aibandingkan dengan USg I di negara patokan (Amerika Serikat)'

""Curri, Cambadia (Kamboia), Laos, Myanmar' dan Vietnam
*i*ASEAN 6: Brunei O"r*.rf"-,-Inionesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan

Thailand

Dilihatdarisisikepemerintahan,negara-negaraanggotaASEANSangat
beragam, dari yang masih belaiar berdemokrasi seperti Filipina dan Indonesia,

Sampaiyangmendapatiulukansebagai..macanekonomi.(economicrigers)seperti
Si.rj"pu." dan Malaysia, dari negara yang berbentuk keraiaan seperti Brunei'

sampainegaray"rg-"rrg",,utpahamkomunissepertiVietnamdanLaos'dan
,.g"." y"rrg kurang berkembang yang dikendalikan iunta militer seperti Myanmar'

Berdasarkanperbedaan-perbedaanitu,negara-negaraASEANdibagimenjadi
duakelompok,yaitu"r,ggor"lama(theoldmemben)yangterdiriatas:Brunei
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura' dan Thailand; dan anggota

baru (the neut members)yang terdiri dari: Kamboia' Laos' Myanmar dan Vietnam

atau biasa disebut sebagai ri.g"'-"tg"a CLMV' Bisa dibilang kedua kelompok ini
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memiliki keseniangan yang lebar-baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun
liberalisasi. Hal ini biasa disebut sebagai struktur dua tingkat ASEAN (trrro-ticr

stucture). Selain sangat beragam tingkat ekonominya, negara-negara anggota
ASEAN iuga mempunyai perbedaan dalam bidang potitik, budaya, bahasa, agarna,

dan kondisi geografis. Namun, mereka bergabung sebagai suatu kelompok karena
mempunyai tuiuan bersama untuk memaiukan perekonomiar, perdamaian, dan
stabilitas regional.

Tentu, perbedaan-perbedaan ini berimplikasi bagi perkembangan integrasi
ekonomi ASEAN. Sebagai contoh, karena tingkat perekonomian negara-negara

anggota sangat beragam, maka sangat sering teriadi perjaniian perdagangan

disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemampuan masing-masing
negara anggota. Sebelum membahas lebih mendalam tentang berbagai keriasama

negara-negara yangtergabung ddam ASEAN akan digambarkan profil dan seiarah

konstitusi masing-masing negara. Berikut uraian profil singkat berdasarkan urutan
abiad.

l. Brunei Dqrussqlsm

Brunei Darussalam adalah sebuah Negara Kesultanan Islam yang sangat kaya

akan minyak dan terkenal dengan Sultannya yang kaya raya. Negara ini adalah

negara bebas paia\ masyarakatnya disubsidi, dan pendapatan per kapitanya di
atas rata-rata negara berkembang lainnya (di tahun 2011 pendapatan per kapitanya
US$ 4%900) dengan Gross Domestic Product (GDP) sebesar US$ 15,6 Miliar
(2011). Brunei adalah negara kecil yang luasnya hanya 5.765 kilometer persegi dan
penduduknya 408.786 jiwa.

Brunei adalah negara kerajaan (monnrclE) dan meniadi salah satu keraiaan
tertua di dunia yang masih bertahan. Kepala Pemerintahan dan Perdana
Menterinya adalah Sultan (Sir) Hassanal Bolkiah. Sistem hukumnya berdasarkan
sistem hukum Anglo Saxon, namun bagi masyarakat muslim, Syariah Islam berlaku
dalam beberapa bagian hukum. Produk utama Brunei adalah minyak mentah dan
gas alam yang menyumbang hampir separo dari pendapatan kotor nasionalnya
(GDP).

2. Komboic

Kamboja rnemperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun l953-termasuk salah

satu dari tiga negara Indochina bekas jafahan Prancis. Jumlah penduduk Kamboia
14 iuta iiwa yang tinggal di wilayah seluas 181.035 kilometer persegi. Sistem hukum
utama adalah Ciail Law yang mendapat pengaruh sistem kodifikasi Prancis pada

masa The United Nations Tiansitbnal Authoity in Cambodia (UNTAC), keputusan
Mahkamah Agung, dan undang-undang yang dipengaruhi oleh hukum kebiasaan,



sisa-sisa teori hukum komunis, dan akhir-akhir ini dipengaruhi sistem hukum

Anglo Saxon.
Infrastruktur perekonomiau negara hancur karena perang saudara pada awal

tahun 1970-an, pemerintahan Khmer Merah (Khmer Rouee) tahun 1975-l979,dan

berlanjutnya perang saudara pada tahun 1980-an. Ketika kebijakan politik isolasi

Kamboia berakhir pada awal tahun 1980-an, pemerintah secara bertahap bergerak

menuiu kebiiakan ekonomi pasar bebas sehingga pertumbuhan ekonomi mulai

meningkat. Bahkan selama kurun waktu lggt-1993, pertumbuhan ekonomi ini

makin meningkat dengan adanya UNTAC, yang banyak membantu mendorong

peningkatan ekonomi.- 
Kemudian, perekonomian Kamboia iatuh secara dramatis karena krisis

ekonomi tahun 1997-1998, kekerasan-kekerasan sipil, dan perseteruan politik dan

sektor garmen sebagai produk ekspor utama yang tidak menentu. Pada tahun 2011,

GDP Kamboia sebesar uS$ 13,2 Milyar dengan pendapatan per kapita sebesar uS$

2.300.

3. lndonesio

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memPunyai wilayah

seluas 1.904.569 kilometer persegi dengan iumlah penduduk 248 iuta fiwa. Dengan

penduduk beragama Islam sebanyak 87 persen, Indonesia meniadi Negeri Muslim

ierbesar di dunia. Sistem hukumnya berdasarkan hukum Belanda, meski secara

substansi telah dimodifikasi dengan konsep hukum adat dan Kitab Undang-

UndangHukumPidana(KUHP)yangbaru.Industriutamaadalahminyak,gas,
tekstil, kayu, kopi, karet, batu bara, timah, tembaga, beras, merica' dan kelapa

sawit.
Karena krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia mengalami masa politik

yang labil. Selama periode 1998-2001, Indonesia mengalami pergantian presiden

seuanyat tiga kali. Kalau dahulu presiden dipilih lembaga legislatif, Susilo

BambangYudhoyonomen|adipresidenke.6untukpertamakalidipilihsecara
langsung oleh rakyat pada oktober 20o4. Pemerintahan Indonesia bertekad untuk

*.*p.rtriti pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi-termasuk memperbaiki

infrastruktur, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan pemerintahan

yang baik (good gooemance)-untuk menarik lebih banyak investor asing masuk

ke Indonesia. Besarnya GDP Indonesia pada 20ll adalah us$ 834,3 Milyar dan

pendapatan per kapita sebesar US$ 4'700'

4. Loos

Secara resmi, Laos dikenal dengan rtama The l-ao Peopte\ Democratic Republic

(LaoPDR).LaosbergabungdenganASEANpadatahunlggT'Sebagainegara
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belum berkembang atau I*a$ Deuelopeil Country (LDC), Laos merupakan salah

satu dari sepuluh negara termiskin di dunia dan sangat bergantung pada baotuan

luar negeri. Laos dibentuk pada tanggal 2 Desember 1975, setelah bertahun-tahun

meniadi negara iaiahan, perang saudara, keadaan politik dalam negeri yang tidak
menentu, dan enam abad di bawah kekuasaan keraiaan.

Laos adalah sebuah negara komunis yang diperintah oleh partai tunggal-
Partai Revolusi Rakyat Laos atau The I4o People's Reoofutionnry ParrJ GPRP)'
Kesepuluh anggota Politburo LPRP adalah kunci penentu pengambil keputusan-

Mafelis Nasional (NationalAssembll yang diPilih rakyat harus disetuiui oleh partai,

mengadakan sidang dua kali dalam setahun, dan bertanggung iawab atas seluruh

usulan pembentukan undang-undang.
Laos termasuk negara anggota ASEAN yang memPunyai jumlah penduduk

terkecil kedua setelah Brunei Darussalam, yaitu hanya 85 iuta fiwa yang mendiami
wilayah seluas 236,800 kilometer persegi. Produk utamanya adalah beras, tembakau,

kopi, timah, kayu, dan opium. Sistem hukum Laos berlandaskan pada hukum adat,

norma hukum Prancis, dan hukum acara negara sosialis. GDP sebesar US$ Z9
Milyar dan pendapatan per kapitanya sebesar US$ 2.700.

5. Molcysio

Malaysia merupakan negara anggota ASEAN yang tingkat perekonomiannya

berada di urutan kedua setelah Singapura. Beberapa tahun di bawah kepemimpinan
Perdana Menteri Mahathir Mohammad, kini Malaysia menikmati pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas politik yang berkelaniutan, dan meniadi salah satu negara

paling makmur di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara dengan pendapatan

tingkat menengah (middle income counttTt), Malaysia berubah secara cepat dari
sebuah negara agraris ke sebuah negara industri yang membukukan sekitar 82

persen barang ekspor-70 persen produk elektronik, barang kimia, dan produk

kayu olahan. Malaysia iuga termasuk negara pengekspor minyak sawit terbesar.

Malaysia adalah sebuah negara keraiaan konstitusional dan anggota dari
Negara Persemakmuran Inggris (The British Commonzaeahi). Sistem hukum
Malaysia menganut sistem Anglo Saxon. Selama tuiuh tahun terakhir, ekonomi

Malaysia tumbuh secara cepat, terlepas dari adanya krisis ekonomi yang melanda

kawasan Asia, dan menyebarnya penyakit respirasi akut atau The Seoere Acute

Respiranry Syndrome (SARS). Dengan perencanaan ekonomi yang matang dan

manaiemen yang bagus, pemerintah Malaysia melakukan privatisasi sebagai tiang

utama perkembangan nasional dan menekankan pada investasi asing sebagai

landasan utama industrialisasi. GDP Malaysia adalah sebesar US$ 2426 Miliar
dan pendapatan per kapita sebesar US$ 15.600.



6. Myonmor

Myanmar (nama resminya Republic of the Union of Myanmar) diiaiah Inggris mulai

tahun 1885 sampai tahun 1948. Setelah melewati masa periuangan paniang mdawan

kolonialisme, Myanmar memperoleh kemerdekaan pada 4 Januali 1948. Seiak tahun

1962, negara ini di bawah pemerintahan junta militer Dewan Perdamaian dan

Perkembangan Negara atau TheSrare Peace {s Deoeloltlnent Council (SPDC), yang

dahulu terkenal dengan Thc Snu Laut €c Otdo Restoration Courcil (SLORC)-

Ketika diselenggarakan pemilu pada bulan Mei 1990, partai oposisi National

League for Demoaaey NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang Eutlak-
Akan tetapi, militer dan SLORC menolak mengakui hasil pemilu dan Aung San

Suu Kyi ditempatkan sebagai tahanan rumah (1989-1995)-terlepas dia pernah

menerima Nobel di tahun 1991. Selama 2000-2002, dia ditetapkan sebagai tahanan

rumah lagi. Kemudian, ia ditetapkan sebagai tahanan terlindungi (poUAioe qstdy)

oleh pemerintah Myanmar, sesudah dituduh mendukung sebuah konvoi massal

pada bulan Mei 2003. Inilah masalah kontroversial yang lama menjadi pembicaraan

di mana-mana.
Pada KTT IX di Bali pada Oktober 2003, Myanmar masih menfadi persoalan

bagi ASEAN rerkait dengan penahanan Suu Kyi. Tindakan boikot perdagangan

telah dilakukan Amerika Serikat pada Juli tahun 2003 sebagai respons atas

berlaniutnya penahanan Aung San Suu Kyi. Boikot ini menyebabkan sektor ekspor

Myanmar hancur, terutama garmen dan tekstil. Meski Myanmar kaya akan SDA,

tetapi penduduknya hidup dalam kemiskinan karena iumlah hutang neg:ara yang

sangat besar, runtuhnya nilai tukar uang di pasar dunia, manaiemen ekonomi

yang buruk, dan inflasi yang tidak terkendali. Hingga kini, semua itu tetap hlum
terselesaikan. Produk utama Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, gula tebu,

tembaga, minyak wijen, timah, besi, semen, pupuk, ikan dan produk ikan olahan.

GDP Myanmar US$ 50,2 Miliar dan pendapatan per kapita US$ t-300.

7. Filipino

Filipina adalah bekas negara iaiahan Spanyol dan Amerika, sebuah negara

kepulauan yang terdiri dari 7.100 pulau, dan mendapatkan kemerdekaannya

pada tahun 1946. Perekonomian Filipina adalah campuran antara bidang

pertanian, industri kecil, dan didukung sektor iasa produk elektronik dan

pakaian. Perekonomian Filipina berkontraksi lebih dari 10 persen karena adanya

resesi ekonomi tahun 1984-1985 dan kondisi politik yang tidak stabil pada era

pemerintahan Presiden Aquino (1986-1992). Namun pada masa pemerintahan

Presiden Ramos (1992-1998), ekonomi tumbuh karena keberhasilan kebifakan

reformasi ekonomi yang banyak mendorong dunia usaha dan masuknya investor

asing. Meski jatuh lagi karena krisis ekonomi 1998, tetapi kini perekonomiannya
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telah pulih kembali. Pada tahun 200d pertumbuhan ekonomi tumbuh secara
dramatis karena kondisi iklim dunia usaha yang bersahabat, pernrmbuhan ekonomi
global yang meoguat, dan intervensi politik program-program pemerintah.
Ekspor Filipina meningkat berkat permintaan kebutuhan produk elektronik
semikonduktor dan investasi di bidang penyediaan outsourcing dan call centres

semakin meningkat. Ekspor utama Filipina meliputi elekuonik semikonduktor,
produk jadi mesin elektronik, dan garmen. Penduduk Filipioa 103 iuta, dan GDP
sebesar US$ 216,1 Miliar dan pendapatan per-kapita US$ 4.100. (2011)

8. Singopuro

Pada mulanya, Singapura didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris pada

tahun 1819, bergabung dengan Negara Federasi Malaysia pada tahun 1963, tetapi
keluar dua tahun kemudian dan meniadi uegara merdeka. Singapura adalah negara
kota yang tumbuh dengan cepat dan dapat mengatasi keterbatasan SDA yang
dimiliki, untuk meniadi salah sanr kereta raksasa ekonomi Quggemaut economy) di
Asia. Singapura terkenal dengan jasa teknologi tinggi. Negara ini menjadi salah
satu negara paling kaya di dunia karena memiliki pelabuhan yang meniadi ialur
perdagangan internasional. Selain itu, perekonomiannya sangat tergantung pada

ekspor, terutama produk elektronik, bahan kimia dan manufaktur, di samping
produk-produk iasa di bidang bisnis dan keuangan, pelayaran, konstruksi, dan
pariwisata. Singapura merupakan negara kota yang luasnya hatya697 km2, dan
penduduknya beriumlah 5.353.494 iiwa (2011). Singapura merupakan negara
anggota ASEAN yang mempunyai pendapatan per-kapitanya terbesar yaitu US$
59.900 dengan GDP sebesar 2665 Miliar (2011).

Sistem hukum Singapura berdasarkan sistem hukum Anglo Saxon, sebuah
negara republik dengan sistem parlementer yang dipilih dalam pemilu setiap lima
tahun sekali. Presiden adalah kepala negara dan dipilih rakyat untuk fangka waktu
enam tahun. Sementara itu, kabinet dipimpin Perdana Menteri yang dituniuk oleh
Presiden.

9. Thqilqnd

Thailand-dahulu dikenal dengan nama Siam-adalah satu-sanrnyanegara di Asia
Tenggara yang tidak pernah dijaiah bangsa asing. Thailand merupakan sebuah
negara kerajaan yang berdasarkan konstitusi. Secara historis, kerajaan Thailand
didirikan pada pertengahan abad ke-14, dan berakhir pada tahun 1932 setelah
terjadi revolusi berdarah yang menggulingkan keraiaan absolut di Siam. Seiak itu,
Thailand menfadi sebuah negara kerajaan berdasarkan konstitusi dengan sistem
dewan legislatif dua kamar (bicameral legislature).

Thailand termasuk negara yang paling terpukul oleh krisis ekonomi pada

tahun 1998 karena tekanan spekulatifmata uang di tahun L997.Pada tahun 1999,



Thailand mulai bangkit, meski belum sepenuhnya pulih- Produk utama Thailand

adalah komputer, garmen, batu mulia dan perhiasan, elektronik, dan sepatu-

Penduduk Thailand beriumlah 67 iuta dengan wilayah 513.120 km2 dan GDP

sebesar US$ 345,6 Miliar dan pendapatan per kapita sebesar US$ 9'700 (20U)'

lO. Vietnom

Vietnam adalah negara anggota ASEAN yang paling baru' Meski sudah

memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II, Vietnam tetap di bawah

pemerintahan Prancis sampai tahun 1954 saat dikalahkan tentara komunis

pimpinan Ho Chi Minh, yang mengambil alih Vietnam Utara. Pada tahun 1960-

an, Amerika Serikat memberikan bantuan dana dan seniata pada Viemam Selatan

sebagai upaya untuk menggulung pemerintahannya, tetapi tentara Amerika Serikat

ditarik mundur menyusul perianjian gencatan senjata tahun 1973. Dua tahun

kemudian, tentara Vietnam Utara menyerbu Vietnam Selatan'

NegaraRepublikSosialisViemammerupakansebuahneSarayangdiperintah
oleh pariai tunggal-Partai Komunis Vietnam (The Conmunist Party of Viznwmy

Dari sisi ekonomi, viemam termasuk negara miskin, sangat padat penduduk yang

tengah beriuang dari reruntuhan bekas peran& dan berdasar pada perencanaan

ekonomi terpusar yang diialankan secara rigid. Sistem perekonomiannya saat ini

ust s
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Gambar 4.1 Peta dan Fakta ASEAN (ASEAN Statistic Yearbook,2007)
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dalam masa transisi dari perekonomian yang tenenqula berdasar pada pertanian

menuiu ke sistem perekonomian pasar sosialis. Produk uAma Vietnam adalah

beras, kopi, teh, karet, sepanr, produk makanan olahan, gula, tekstil, dan bahan

kimia. Luas wilayah negara Vietnam adalah 331-2L0 ftrn2, dengan pcnduduk

seiumlah 91,519,289 !iwa. GDP sebesar US$ 123,6 Miliar dan pendapatan per

kapita sebesar US$ 3.300.

Pada 2011 gabungan ekonomi negara-negara ASEAN berada pada angka 3,1

o/o dari total pendapatan dunia. Dari total ini Indonesia merupakan terbesar, yaitu

sebesar 39o/o dari pendapatan regional, sedaugkan Thailand 16 o/o, Melaysia l3o/o,

Singapura l2o/o, dan Filipina l0%. Angka gabungan ekonomi diprediksi akan naik
pada periodisasi 2012-2016 sampai dua kali nya yaitu 6,5o/o-u
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ARTI DAN IUJUAN KONSTITUSI

Bagian ini akan digambarkan seiarah konstitusi dari seluruh anggota negara

ASEAN, terutama hal yang terkait dengan sistem hukum negara tersebut yang

sedikit banyak dipengaruhi oleh peniaiahan kolonial. Ketika para peniaiah

menduduki negara-negara di kawasan Asia Tenggara, mereka membuat aturan dasar

tr htto://wwwinternationalbusinessreport.com/files/ib120l2olo20-olo20g2%o20aseano/o20focus.pdf (diakses

23 Januari 2014)



yang mengatur hubungan antara konstitusi sebagai perwuiudan karakter dasar

Degara dan beqtuk pemerintahan yang diinginkan rakyau Masa dekolonialisasi

merupakao masa penting bagi negara-negara di kawasan bagi pembentukan

konstitusi negara.
Menurut John Alder, konstitusi adalah seperangkat aturan yang paling

penting untuk mengatur hubungan antarlembaga pemerintahan dan hubungan

antara lembaga pemerintah dengau rakyat dalam suanr negara.85 Menurut tradisi

dan pemahaman ko1stitusionalisme negara barat, sebuah konstitusi bernriuan

ugruk membatasi dan mengatur kekuasaan penguasa dan melindungi hak-hak dan

kemerdekaan w:rrgA negara. Menurut Daniel Elazar terdapat lima model konstitusi

di dunia ini yang mempunyai tuiuan sebagai berikut;86

a. Sebagai kerangka kerja tata pemerintahan dan pelindung hak-hak rakyat,

seperti di Amerika Serikat.

b. Sebagai kodifikasi, seperti di negara-negara Eropa Barat'

c. Sebagai manifestasi sebuah revolusi, seperti di negara-negara sosialis dan

komunis.
d. Sebagai cita-cita politis suatu negara, seperti di negara-negara dunia ketiga.

e. Sebagai adaptasi terhadap konstitusi tradisional, seperti di Inggris dan Israel.

Pembentukan konstitusi di Asia Tenggara pascakolonial termasuk pada

kategori (a), (c) dan (d) karena hampir semua negara-negara Asia tenggara tidak

Eempunyai tradisi pemerintahan yang konsUtusiontl (cotstirutional gooument).

Konstitusi di negara-negara Asia Tenggara pada dasarnya merupakan refleksi

seiarah perkembangan politik dan konflik negara yang bersangkutan. Sebelum

diiaiah bangsa Eropa, hampir seluruh negara di Asia tengSara dahulu adalah

kerajaan otokratis atau koloni suatu keraiaan-

Dari sepuluh negara-negara Asia tenggara, setidaknya Thailand, Malaysia,

Kamboia dan Brunei masih meneruskan pemerintahannya sebagai negara keraiaan.

Ketika penjajahan berakhir, konstitusi baru dibentuk untuk menjalankan suatu

pemerintahan transisi yang baru dan untuk melindungi hak-hak rakyat minoritas'

Secara tradisional, konstitusi merupakan hukum yang tertinggi di suatu negara

dan merupakan sumber hukum dari aturan yang lebih rendah dan/atau aturan

organik di bawahnya.

ss ]shn Alder, General Pinciples of Constitutional and Ailminisfiatioe Laztt, Fourth ed, Palgrave

MacMillan, (2002), hlm. 4.

t6 Daniel J Elazar,'Constiturion-making: The Pre-eminently Political Act'dalam Keith G Banting &

Richard Simeon,ThtPolitirsofConstintbnalChangeinlnd.ustriolNatiotts:RedetigningtheSatesLondon:
MacMillan, (198 6),h\m.232-248; lihat luga Kevin YL Tan, The Making and Remaking of Constitution

in Southeast Asia: An Overview, 6 SinS. J. Int'l €t Comp' L' 1,2002,h1m' 4
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SEJARAH KONSIIn'SI NEGARA.NEGARA AN(XrcTA ASEAN

Hampir semua kekuatan kolonial merasa lebih tinggi atau superior dibandingkan
dengan bangsa asli yang diiaiah. Oleh karena itu, mereka merasaberhak lDelindungi
dan membuat bangsa asli agar lebih'beradab' (cioilized). Dengan harapan, mereka

dapat memaiukan keseiahteraan bangsa asli. Tindakan ini banyak dilakukan pada

masa sebelum Perang Dunia II berakhir. Dekolonialisasi merupakan dorongan
utama pembuatan konstitusi di seluruh wilayah di Asia tenggara. Berbeda dengan

Inggris dan Belanda, Prancis tidak mempunyai'company'seperti milik Inggris
atau Belanda , the Eost Indfu Comparry (Inggris) atau the Dutch Ee* Ifldio Cottgany
(Belanda) yang melakukan pendudukan atas nama negara atau keraiaan. Prancis
memperoleh daerah secara hrtahap sedikit demi sedikit, dan menguasai dacrah

iaiahan secara administratif dan militer sementara waknr saia Prancis meniaiah tiSa

negara di Asia Tenggara yang dikenal sebagai negara-negara Indochina, yaitu Laos,

Kamboia, dan Vietnam. Tujuan pendudukan adalah untuk kemafuan ekonomi dan
pembangunan manusia (econonb benerment and human deoelapmmt).

Pada tahun l94Q Prancis kalah perang, Maielis Konstituante Pertamt(Tlu
First Constiuent Assembb) membuat draf Konstitusi 1946: yang menyatakan bahwa

seluruh daerah iaiahan di luar negeri dan negara bagian akan membentuk Uni
Prancis (French Union) berdasar pada free consent.sT Namun, rencana ini tidak
mendapatkan persetujuan atau ditolak. Kemudian, Maielis Konstituante Kedua

Qhc Second ConstiwentAssenbly) dibentuk, dan mengusulkan suatu bcntuk federal,

tetapi sruktur ini sebenarnya menyangkal adanya kewenangan penuh atas daerah

iajahan.
Beberapa alasan kegagalan dari Uni Prancis adalah sebagai berikut :88

. Masyarakat yang tinggal di kota-kota metropolitan Prancis sangat
menginginkan agar Prancis memperhatikan tuntutan gerakan pembaharuan

antikolonialisme.
. Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai organisasi internasional yang baru dibentuk

iuga menganut pandangan antikolonialisme.
. Prancis gagal membuat sebuah lembaga Uni Prancis yang dapat diterima oleh

pemerintahan di negara iaiahannya.
. Ketika itu, masyarakat Prancis tidak tertarik derlgan masalah-masalah luar

negeri.

Selanjutnya, akan dibahas sejarah pembentukan konstitusi di negara-negara

bekas Indochina dan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

87 lbid,hlmlT
88 lbid



I. Loos

Di antara negara-negara Indochina, Laos dan Kamboja dianggap sebagai negara

yang lebih miskin dari Vietnam atau saudara miskinnya (2oorer cousins) Vietnam'8e

Perkembangan politik di kedua negara ini fuga lebih lambat daripada vietnam

oleh karena itu Prancis menganggap, kedua negara ini tidak penting karena tidak

memiliki sumber daya yang potensial-baik secara ekonomi maupun politik'

Sebaliknya, Kamboja dan Laos iustru menganggap pendudukan Prancis itu lebih

baik daripada pendudukan Vietnam atau Thailand.

Pada tahun 1941, mulai muncul gerakan antikolonialisme di Laos. Asal mula

Keraiaan Laos sebetulnya merupakan sekelompok keraiaan kecil yang merdeka yang

berpusat di vientiang Luang Prabang, dan champassak.s Pada abad ke-lt keraiaan-

kerajaan ini meniadi bagian dari keraiaan Thailand- Ifilayah Laos yang seklrang

merupakan hasil pendudukan Prancis pada akhir abad ke-19. Seperti halnya vietnam,

Laos juga perrrah diiaiah Jepang semasa perang Dunia II. Di bawah tekanan Jepang,

Raia Sisavangvong menyatakan kemerdekaaa I-aos pada bulan April 1945. Kemudian

pada bulan September 1945, Pangeran Phetsarath, pemimpin Pembebasan I-aos atau

Lao Issara (Free Inos)sebuah gerakan nasionalis menyatakan kembali kemerdekaan

Laos. Setelah Jepang kalah perang, Prancis kembali ke Laos, dan pemimpin Lao

Issara padawaktu itu mengungsi ke Thailand-termasuk Pangeran Souphanouvong,

saudaia pangeran phetsarath. Ketika Prancis mencoba untuk menduduki Laos

kembali, timbul perang kemerdekaan di I-aos. Pada tanggal 11 Mei t94Z konstitusi

yang baru dibentuk diproklamasikan Raja sisavangvong. Pada tahun 194% Prancis

menyatakan bahwa Laos adalah negara merdeka dan bergabung dalam uni Prancis.

Pada bulan oktober 1953, Laos resmi meniadi sebuah negara yang berdaulat penuh

dengan status keraiaan berdasar konstitusi (a constitwional morurcl\t), yaircu Pemerintah

Keraiaan Laos atauthc Royal Lao Gm:emnmt (R.LG)

2. Komboio

Gerakan nasionalisme abad ke-20 di Kamboia dipimpin oleh Raia Kamboia yang

terkenal, yaitu Raia Norodom Sihanouk, yang diberi gelar raia oleh Prancis pada

tahun 1941. Ia adalah seorang raia sekaligus pemimpin politik yang diterima

semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan oposisi sehingga menjadikannya

sebagai seorang raia pilihan. Posisi ini meniadikan sihanouk sebagai pemimpin

potitlt yang tangguh. Ketika itu, semua partai yang ada, termasuk partai komunis'

merupakan partai antikolonialisme.

8e lbil
m Nick J Freeman, Laos: Timid Transition, dalam lohn Funston (ed), Goaemment and Politbs in

Southeasi Asia (Sinsapore: ISEAS, 2001), f20 - 15% hlm 120, dikutip dari Tan' Ibid'
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Pada tahun 1953, Kamboja diberikan kemerdekaaq oleh Prancis dan Raja

Norodom Sihanouk menladi raja dan memerintah sampai tahun 1955. Sihanouk

mendirikan partai politik yang diberi rrama SangWtum Reastr NUurn (People\

Socialist Community), dan menjadi Perdana Menteri Kamboia yang pertama.

Kemudian pada tahun 1970, teriadi kudeta militer yang dipimpin oleh kepala

angkatan darat kerajaan, Jenderal Lon Nol yang mengusir dia dari Kamboja-

Sihanouk mengungsi dan hidup di China untuk beberapa tahun.

Jenderal Lon Nol didukung oleh orang-orang Amerika yang Pro Lon Nol.
Pemerintahan di bawah Lon Nol menyebabkan ekonomi Kambofa hancur dan

negara terpecah akibat perang dari tahun 1970-1975. Bom yang diiatuhkan
Amerika di Kamboia ditambah dengan dampak perang Vietnam telah
mempengaruhi keadaan politik dan wilayah Kamboia. Pada bulan April 1975,

kelompok antipemerintah yang beraliran komunis, Khmer Merah atauthc Khmer

Rouge (Red Cambodians), mengusir Lon Nol. Pendudukan Khmer Merah ini
didukung oleh Sihanouk dari tempat pengasingannya di China.

Lon Nol kemudian digantikan oleh Pol Pot. Khmer Merah di bawah rezim

Pol Pot melancarkan suatu program rekonstruksi sosial (social reconsffuction),

yang membawa Kamboja pada tahun-tahun kegelapan (the Datk Ages) di mana

terjadi peristiwa yang sangat tragis yang dikenal dengan 'killing fields', suatu

pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang yang berpendidikan tinggi.
Pada masa ini, konstitusi Kamboia dicabut, hukum tidak berlaku, dan lembaga

hukum dihapuskan.
Pada bulan Desember 1978, tentara Vietnam menginvasi Kambola dan

berhasil mengusir rezim Pol Pot. Kemudian terbentuk sebuah pemerintahan baru
yang dipimpin Hun Sen yang memerintah Kamboia daril979-L989. Pemerintahan

baru ini didukung oleh tentara Vietnam. Namun, rezim Hun Sen harus beriuang

melawan tiga kelompok antipemerintah yang masih bertahan, yaituel
. Pihak kerajaan FUNCINPEC (yang didirikan oleh Sihanouk).
. Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer atau The Khmer People\ National

Liberation Frozr (KPNLF) yang dipimpin oleh bekas Perdana Menteri Son

Sann.
. Para pemimpin tentara Khmer Merah yang masih hidup.

Keadaan Kamboia makin tidak terkendali sehingga mengundang masyarakat

internasional untuk campur tangan menangani masalah Kamboia ini, salah satunya

PBB yang diundang untuk menangani masalah Kamboia ini di tahun 1991 dan

membentuk suatu badan untuk masa transisi di Kamboia ata.u the UN Transitianal

el Sorpong Peou, Cambodia: After the Killing Fields, dalam John Funston (ed), Governmenr and

Politics in Southeast Asia (Singapore, ISEAS),2001, hlm 38 dikutip dari Tan, ibid



Authority in Cambodia (UNTAC). Badan ini ditugasi untuk membentuk suatu

kondisi lingkungan yang netral untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan

fair-
Pada tahun 1993, UNTAC menyelenggarakan pemilu dan FUNCINPEC

menang deugan memperoleh 58 dari 120 kursi' Khmer Merah memboikot

pemilu. Pada tahun itu juga lembaga legislatif yang baru terbentuk menyiapkan

draf konstitusi. Konstitusi ini dipersiapkan oleh sebuah komite yang terdiri dari

26 anggotayang berasal dari partai-partai yang ada setelah pemilu usai. Setelah

melatui debat yang ddak terlalu lama, konstitusi baru disetufui dan diumumkan

oleh Raja Sihanouk sebagai kepala negara'

Pada bulan Juli 1992 rentara yang dipimpin Hun Sen menghukum kubu

Khmer Merah, yang menyebabkan Pol Pot melarikan diri dari Kamboia Parlemen

kemudian memilih Hun Sen sebagai Perdana Menteri baru dengan menghapus

cara-cara demokrasi. Pada bulan Desember 1997, pemerintah membentuk

MahkamahAgung'PadatahunlggS,Kamboiakembalimenyelenggarakan
pemilihan umum.

Pada bulan Maret 199% Konstitusi diamandemen setelah pihak oposisi

menuntut 'cluchs and balnntes' dalampemerintahan. Perubahan yang pokok adalah

pembenrukan senat. Konstitusi 1993 telah diganti dengan sebuah konstitusi yang

L"og"rdurrg aspirasi dan nilai-nilai demokrasi, serta menolak adanya otoriter

politik.
Secara resmi, pemerintah Kamboia saat ini terdiri atas Raia Norodom

Sihamoni sebagai raia (seiak 14 oktober 2004) dan Hun Sen sebagai Perdana

Menteri (sejak 1985). Perdana Menteri adalah wakil dari partai yang memerintah,

secafa resmi merupakan kepala pemerintahan. Perdana Menteri dituniuk oleh Raia

berdasarkan rekornendasi dari Presiden dan wakil dari Dewan Nasional- Di lain

pihak raja adalah kepala negara, simbol persatuan dan keabadian bangsa Norodom

Sih"rrouk meniadi raia pada periode 1993 sampai 2004, dan Norodom Sihamoni

dari 2004 sampai sekarang.

Keraiaan Kambofa bukan didasarkan pada keturunan dan raia tidak

diperkenankan unruk memilih penggantinya. seorang raia baru dipilih oleh Dewan

Kerafaan Ketahtaan. Dewan ini terdiri atas Presiden Dewan Nasional, Perdana

Menteri, dan ketua ketertiban dari Mohanikay dan Thatnmayut, serta wakil kesatu

dan kedua dari Dewan Nasional.

Lembaga legislatif Kamboia menggunakan sistem bikameral. Dewan

Nasional Kamboja terdiri aras 122 anggota, yang dipilih setiap lima tahun sekali

dengan sistem proporsional. Di lain pihak Senat mempunyai 6l anggota. Dua

or"rrg 
"rrggota 

dari Senat dipilih oleh raia, dua dipilih oleh Maielis Rendah' dan

sisanya lima puluh tuiuh dipilih dengan cara konstituen fungsional (funuional

constiruenries). Anggota Senat meniabat selama lima tahun'
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3. Vietnom

Pada tahun 193O pemimpin nasional Vietnam Ho Chi Minh mendirikan Partai
Komunis Indochina ataru The hdodrincse Communist Party (ICP) di Hong Kong.
Pada tahun 194Q Ho Chi Minh iuga membentuk the Wtnhh atau Persatuan untuk
Kemerdekaan Vietnam (ka&o fo Vutnarrcw Independmce) untuk memperjuangkan
kemerdekaan Vietnam. Pada tahun 1945 di bawah pendudukan Jepang, Raia
Vietnam Bao Dai memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dari penguasaan

Prancis, tetapi turun tahta lima bulan kemudian.
Ho Chi Minh sebagai Pemimpin Komite Pembebasan Nasional (tle Natioflal

Liberation Committee) kemudian memproklamasikan pemerintahannya dengan
nama Republik Demokrasi Vietnem atauthe Demooatic Repblic of hetnan (DRV)
di Hanoi. Namun, tahun 1946 Prancis kembali ke Indochina, dan mengumumkan
Vietnam sebagai negara bebas di bawah Uni Prancis dan menianiikan sebuah
referendum untuk memutuskan apakah seluruh wilayah negara, yaitu Tonkin di
utara, Annam di tengah, dan Cochin China di selatan harus bergabung kembali
menfadi satu negara.

Perong Vietnom Pertomo

Pada bulan Mei-September 1946, Ho Chi Minh berunding dengan Prancis
mengenai kemerdekaan Vietnam. Pada tanggal I Juni 1946, Gubernur Jenderal
Admiral memproklamasikan Republik Cochin China(thc Repblic dcehin Chiru).
Pada bulan November 1946, Gubernur Jenderal memerintahkan penyeraugan di
Haiphong. Pada bulan Desember l946,,tlu Vietminlt membalas dengan melakukan
peayerangan di pusat pembangkit tenaga listrik di Hanoi. Ho Chi Minh
mendeklarasikan perang nasional melawan Prancis yang dikenal sebagai perang
Vietnam Pertama.

Solusi Boo Doi

Pada perang Vietnam melawan Prancis, the Vietminh menguasai seluruh wilayah
bagian utara. Untuk mengatasi dan menghentikan perlawanalthe Wtminh,Prancis
menawarkan solusi yang dinamakan Bao Dai Solutbn.e2 Pada bulan Desember l94Z
Prancis dan Raia Bao Dai mencapai suatu kesepakatan mengenai kemerdekaan
terbatas bangsa Vietnam (limited Wtnamcse independence). Pada bulan Maret 1949,

Bao Dai dan Presiden Prancis Vincent Auriol sepakat bahwa Vietnam merupakan
sebuah lA,ssociated State' dalam lingkup French Union, bahwa Vietnam menjadi

e2 RF Holland, European Decolonisation l918-1981: An Introductory Survey (London, MacMillan),
1985, hlm 98 dikutip dari Tan, ibid
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Degara bagian Uni Prancis, yaitu Prancis Eengontrol keuangan, kebiiakan luar

negeri, dan pertahan"o-L#"o"tl Pada bulan April tahun itu' Bao Dai kembali

keVietnam.
PadabulanJanuarilg50'HoChiMinhmendeklarasikanbahwaRepublik

Demokratik Vietnam merupakan satu-satunya pemerintah y"ry-!g'l di Vietnam'

dan ini diakui Uni So'i"t-i"o Cnio"' Pemerintahan Bao Dai diakui Inggris dan

Amerika Serikat. ct io" m"-"sok seniata kep adathc vrettuinh, sedangkan Amerika

Serikat melalui foog;-;.oy..uiui untuk memberikan bantuan pada Prancis

sebesar US$ 15 iuta dalam bentuk bantuan militer untuk perang di lndochina' yang

mengakibatk"r,..,i"aioy"-pt'*gdalamskalabesarantaruVietninftdanPrancis'

Viernom TerP'isoh tvteniodi Duo

Padatahunlg5dPrancismenderitakekalahanpadaseranganmiliteryangterbesar
di Dien Bien Phu, k;;;;; bersedia melakukan gencatan seniata di Vietnam'

Kambola dan Laos. pada bulan Juli 1954, suatu perianjian berhasil disepakati

cliJenewabahwaVietnamterbagiatasutaradanselatan.Setelahitu,Prancis
meninggalkan Vietnam'

Berkaitan a""g; seiarah pernbentukan konstitusi Vietnam' konstitusi

yang sekarang u.,"'"t'a"'i;T+"" konstitusi tahun 1946 (the 1946 Constiutbn

draft)ketikapemerintahan DRV menguasai provinsi bagian utara' Konstitusi ini

t"-*ai"r, disetuiui oleh Maielis Nasional'

Konslitusi Vietnom 1946

Konstitusi Vietnam I'946 merupakan konstitusi yang bersifat sosialis' Konstitusi

mengatur -".rg"rrri,- kebebasan berdemokrasi, perrunya suatu koalisi semua

angkatanuntukbedua"g.oa"'"t"francis'meniaminadanyakepemilikanpribadi'
Intinya, konstitusi vi.tiam ini merupakan suatu dokumen moderat yang disusun

untuk mewaa"ni 'pttt*- l"og to"' dari semua penduduk Vietnam' Karena

terjadi perang vi.trrr- p..t"ir",-korrrtitosi ini tidak mendapatkan tanggapan dari

^"t'TiIX'", akhirnva pada tahun 1954' vietnam terbagi meniadi dua wilavah'

yaitu Vietna* ,r,".r'iio vi.,o"* selatan. vietnam Utara yang komunis tetap

memakai Konstitusi tg+0, drn memiliki konstitusi baru pada 31 Desember 1959.

Republik Vietnom (Vietnom Seloton)

Pada tahun 1954, Ngo Dinh Diem dituniuk sebagai Perdana Menteri' Pada

bulan Oktober 1955, dia mengalahkan Bao Dai dalam suatu referendum' meski

sarat dengan p.,'ipt'""' fig" t"ri setelah.referendum' Diem mernproklamasikan

Republik vietnam J"r, *Irrr".rgkat dirinya menjadi presiden. Kemudian, dia
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menumpas pendukungrle vietrrrirrh di bagian selatau. Setelah memegang iabatan,

Diem mengumumkan sebuah keputusan darurat yang sangat paniang yang

bertuiuan untuk mengawasi penduduk sipil dan melindungi negara dari kaum

penyusup.
Perkembangan pembentukan konstitusi di vietnam Selatan berlangsung

dengan kacau karena Pergantian kekuasaan. Selama ini sudah ada tuiuh konstitusi

yang berbeda satu sama lain. Ketujuh konstitusi tersebut diumumkan dan dicabut

karena kudeta.
Pada masa tahun pertama pemerintahallnya, Diem mengumumkan konstitusi

yang pertama (26 Oktober 1956), yang mengatur mengenai pemisahan kekuasaan

antara eksekutif dan legislatif, tetapi tidak mengatur kekuasaan kehakiman. Dalam

praktiknya, kekuasaan legislatif tidak berperan penting, dan eksekutif melalui

b.p".,.*"., Kehakiman mengawasi seluruh pengadilan. Presiden sebagai kepala

negara mempunyai kekuasaan darurat yang sangat luas yang dapat memerintah

.o.lrt.ri keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Pada waktu perang kekacauan

internal, atau krisis ekonomi, Presiden dapat menialankan kekuasaan luar biasa

untuk mengeluarkan tindakan-tindakan apapun yang dianggap tepat atau pantas.

Pada masa pemerintahan Diem ini, tidak ada sistem kontrol efektif terhadap

penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

Pada 1 November 1963, rezim pemerintahan Diem yang represif ini berakhir

ketika dia terbunuh dalam suatu kudeta. Setelah itu, Konstitusi 1956 diganti

dengan Piagam Peralihan (Prooisimat Chartet). Kekuasaan legislatif dan eksekutif

berada di tangan Dewan Revolusi Militer (theRnolutionary Miliwy Council)yang

diketuai Ma-Gen Duong van Minh. Selama masa ini, konstitusi telah diganti

dengan Piagam Peralihan'
PiagamPeralihanpertamadigantidenganyangkedua(2Juli1964),dan

digantide,,ga.'yangketiga(16Agustus1964).Keduapiagaminirnenekankanhal
yang Sama, yaitu supremasi kepemimpinan militer. Akhirnya, kedua piagam ini

dicabut karena dikritik sebagai piagam yang bersifat diktator'

Pada oktober 1964, konstitusi yang kelima diumumkan yang mengatur

mengenai pemindahan kekuasaan negara kepada pemerintahan rakyat. Akan tetapi

p"aa uut"n Juni 1965, pemerintahan rakyat ini tidak efektif dan menyerahkan

kekuasaannya kepada pihak militer, dan Jenderal Nguyen Cao Ky diangkat sebagai

perdana Menteri. Kemudian, dia mengumumkan konstitusi yang keenam-

PadatahunLg66_|g6T,diadakanpemiluuntukmemilihanggota
lembaga konstitusi yang akan menyusun konstitusi baru, yaitu konstitusi yang

mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Komite penyusun konstitusi mempelajari

beberapa model konstitusi dari beberapa negara, yaitu Praucis, Jepang' Korea' dan

Amerika Serikat. Pada tahun 1967, konstitusi yang ke tujuh diumumkan yang

meniru model Amerika.



Konstitusi yang ke tuiuh mengatur sistem pemerintahan yang terdiri atas

presideD, badan legislatif bikameral dan kekuasaan kehakiman yaug bebas.

Keputusan-keputusan yang ada tetap berlaku bersama-sama dengan Konstitusi ini.

Keputusan-keputusan tambahan iuga diumumkan, yang mdaniutkan supremasi

lembaga eksekutif. Pada tahun 1972, Presiden Nguyen van Thieu mengumumkan

keadaan darurat perang Qnartial laza).

Republik Demokrutik Vetnom (Vietnom Utorol

Sementara di Vietnam Utara, Pemerintahan Republik Demokratik Vietnam atau

Detnoaatb Republb of Wetnam (DRV) mengumumkan dua konstitusi yangberbeda.

Konstitusi 1959 merupakan konstitusi yaug berkarakter komunis. Seperti yang

tergambar pada pembukaannya bahwa Republik Demokratik Vietnam merupakan

negara demokrasi yang diperintah oleh rakyat yang dipimpin oleb kelas pekeria.

Ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara tiga lembaga pemerintahan.

Fungsi legislatif difalankan oleh Maielis Nasional (tlrc NationalA$enbly)- Lembaga

ini bertugas membuat hukum dan memilih pefabat negara, sepeni presiden, wakil

presiden, dan kabinet dengan membentuk suatu Dewan Menteri (the Council of

Ministers). Dewan menteri ini diawasi oleh Maielis Nasional, sehingga kekuasaan

sebenarnya berada di tangan Biro Politik (the Politi'cal Bureau)'

Bersotunyo Vietnom utoro don Seloron (19761

Dengan bergabungnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, maka Konstitusi 1959

airevisi. Agar seialan dengan ideologi yang dianut Kongres Nasional ke-4 Partai

Komunis Vietnam pada tahun 1976, konstitusi yang baru harus menekankan

pada kedaulatan rakyat, mengugmakan perlunya sebuah sistem politik yang baru,

Lentuk perekonomian yang baru, budaya baru, dan sosialisme yang baru' Pada

tahun 1980 dibuat sebuah drafkonstitusi yang baru, dan pada tanggal l8 Desember

1980 Maielis Nasional memberikan persetuiuan secara bulat terhadap konstitusi

baru tersebut.

Konstitusi Vietnom 1980

Konstitusi 1980 ini secara nyata telah dipengaruhi Uni Sovret, karena kekuasaan

dikonsentrasikan pada sebuah badan bentukan baru yang bernama Dewan

Negara (the councilof state),yatgmirip dengan tlu Presidiumof the Supreme sooict.

Kekuasaan eksekutif ditingkatkan kewenangannya dengan ialan mengurangi peran

Maielis Nasional (the National Assemb$t), sedangkan Dewan Menteri, meskipun

secara nyata berada di bawah Dewan Negara, namun tetap mempunyai kekuasaan

penuh di dalam praktiknYa-
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Hal baru ddam Konstitusi 1980 adalah konsep penguasaan kolekrrt(allstitx
nattql) buah pemikiran bekas Sekretaris Partai Le Duan, yang tertuang dalam
pasal 3 Konstitusi 1980, menyatakan bahwa di dalam negara Republik Sosialis

Vietnam, para penguasa kolektif adalah kalangan buruh, yang beraliansi dengan

kaum petani, yang dipimpin oleh grup pekeria sebagai intinya Negara meniamin
pembentukan dan konsolidasipenguasa kolektif kaum buruh-baik dalam bidang
politik, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang sosial lainnya.

Konstitusi 1980 terdiri at^s L47 Pasal dan 12 Bab. Pasd 67 meniamin hak
setiap warga negara untuk bebas berbicara, pers, berkumpul, dan berserikat, dan

berdemonstrasi, serta tak seorang pun diperbolehkan menyalahgunakan kebebasan

politiknya untuk melanggar kepentingan negara dan masyarakat.

Konsritusi !992

Pada tahun 1986 pada Kongres Partai Nasional yang keenam, pemerintah Vietnam

melancarkan kebiiakan Doi Moi (pembaharuan) untuk mengamandemen Konstitusi
1980. Pada tahun 1992, Vietnam sudah mempunyai Konstitusi baru, meskipun
secara substansial Konstitusi 1992 ini sama dengan Konstitusi 1980, Konstitusi
yang baru ini mempunyai empat aspek yang berbeda.

Pertama, Konstitusi menyatakan bahwa Partai Komunis Vietnam atau the
Victnamese Communist Parat (YCP) adalah salah satu kekuatan partai politik yang

ada, tetapi tidak yang terbesar. lni menggambarkan adanya pembagian kekuasaan,

paling tidak dalam teori, di antara berbagai lembaga politik yang ada di era Doi
Moi. IJal ini memberikan kekuasaan yang lebih kepada Presiden, the Natbnal
Assembly Sundins Comminee, dan Perdana Menteri daripada yang diberikan oleh

Konstitusi 1980.

Kedua, Konstitusi 1992 memperluas karakter rezim, yang menyatakan bahwa

semuanya berdasar pada aliansi para buruh, petani, dan kaum berpendidikan.
Dengan dimasukkannya unsur intelektual menggambarkan perubahan besar dalam

filosofi politik sehubungan dengan kenyataan yang ada bahwa kelompok sosial

tidak pernah mendapatkan pengakuan secara resmi sebelumnya-baik Konstitusi
1959 dan 1980 hanya mengakui keberadaan buruh dan petani saja.

Ketiga, meskipun masih tetap mendefinisikan hak asasi manusia dan hak
warga negara secara luas, yang meliputi aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi'

Konstitusi ini telah memperkuat keberadaan beberapa hak ini. Konstitusi
menekankan pada hak yang sama antara lakilaki dan perempuan, berisi pasal

yang menyatakan perlu adanya undang-undang tentang HAM, dan untuk pertama

kalinya memberikan perhatian terhadap prosedur penangkapan dan penahanan,

dan menghormati prinsip-prinsip praduga tak bersalah (the principle of innocence)-

Keempat, Konstitusi ini mengakui adanya hak tambahan atas harta kekayaan

pribadi dan kegiatan ekonomi, namun menghilangkan penyediaan pemeliharaan



-,1

kesehatan dan pendidikan oleh negera yang sebelumnya diatur oleh kedua

konstitusi. Konstitusi ini juga memperkuat HAM dan hak-hak warga negara di

bidang sosial, politik, dan ekonomi-

4. Molcysio

Malaysia merupakan sebuah kerajaan konstitusional(constitutionalmonadry)yang

dipimpin oleh Yang Dipertuan Agong sebagai penguasa tertinggi Qnramount

,ulrr1, u^uyang biasa disebut sebagai raia. Raia dipilih untuk masa lima tahun di

antara sembilan sultan yang ada di negara bagian Malaysia' Raia iuga merupakan

pemimpin keagamaan di MalaYsia.

Kekuasaan eksekutif berada di tang;an Kabinet yang dipimpin oleh Perdana

Menteri. Perdana Menteri harus berasal dari Maielis Rendah di Parlemen, yang

menurut Yatrg Dipertuan Agong, Ine1getuai mayoritas di parlemen' Kabinet dipilih

dari anggota kedua maielis di parlemen dan bertanggung iawab kepada lembaga

tersebut.
Parlemen Malaysia menganut sistem dua kamar yang terdiri atas Senate

(Dewan Negara) dan the House of Reptesentatioe (Dewan Rakyat)' Terdapat 69

anggota Dewan Negara yang bertugas selama 6 tahun: 26 atggota dipilih oleh 13

peilakilan negara bagian, dan 43 anggota dipilih oleh raja. Dewan Rakyat dipilih

melalui mekanisme pemilu, yang terdiri atas 193 anggota dengan masa iabatan

maksimal 5 tahun.
Sedangkan kekuasaan legislatif dibagi antara negara federal dan negara

bagian. Pemerintahan Federal mempunyai kekuasaan atas: masalah-masalah luar

neleri, pertahanan keamanan, keamanan nasional, keadilan (kecuali kasus-kasus

p..d"o-"rr,".a penduduk Melayu, penduduk muslim, atau penduduk asli l'innya,

mengadili berdasarkan hukum Islam dan hukum kebiasaan), warga negara federal,

keuangan, perdagangan, industri, komunikasi, dan transportasi'

Sistem hukum di Malaysia menganut sistem hukum Anglo Sexon. Pengadilan

Federal (Fe.deralcozrr) menilai keputusan-keputusan yang berasal dari Pengadilan

Banding. Pengadilan Federal mempunyai yurisdiksi atas masalah-masalah

konstitusional dan sengketa-sengketa antara negara bagian atau pemerintah Heral

dan negara bagian. Negara-negara bagian di semenaniung Malaysia dan negara-

negar" bagian Malaysia timur, Sabah dan Sarawak masing-masing mempunyai

Pengadilan Tinggi (hteh cout't)-

Pengadilan Federal Malaysia merupakan otoritas tertinggi dan merupakan

pengadilan banding terakhir di Malaysia. Meski secara konstitusi merupakan

,r.gr." federal, tetapi Malaysia mempunyai struktur peradilan tunggal yang terdiri

atas dua bagian: pengadilan-pengadilan lebih tinggi (superior courts) dan pengadilan-

pengadilan yang lebih rendah (subotdilute courts)'
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Pengadilan yang lebih tinggi (srrrrnirrcoarts) terdiri atas tiga yaitu:
1. Dua Pengadilan Tinggi yang mempunyai koordinasi yurisdiksi dan status:

Semenaniung Malaysia (Pefli&rulo Ma@io) dan Pengadilan Tinggi Negara

bagian Sabah dan Sarawak.
2. PengadilanBanding.
3. Pengadilan Federal, sebelumnya dikenal dengan Mahkamah Agung dan

dinamakan Pengadilan Federal menurut UU A885, yang efektif seiak bulan

Juni 1994.

Pengadilan yang lebih rendah (rubordinau cozrrs) terdiri atas:

1. Pengadilan Negeri.
2. Tlu sessions courts

Sebelum I lanuari 1985, Pengadilan Federal merupakan peradilan tertinggi
di Malaysia, tetapi keputusannya dapat diaiukan banding ke the Prhry Council di
London. Seiak tanggal I Januari 1978, tlu Prfuy Council yang menerima banding
atas kasus-kasus pidana dan konstitusi dihapuskan. Dan pada tanggal I Januari
1985, seluruh bentuk upaya banding telah dihapus, kecuali perkara-perkara yang

dimintakan banding sebelum tanggal tersebut.
Pada tahun l99d setelah Konstitusi Federal diamendemen melalui UU 4885,

pembentukan Pengadilan Banding memberikan pihak yang beperkara untuk satu

kali lagi untuk mengaiukan banding. Artinya, hak untuk mengaiukan bandingke
Prh;y Courcil diganti dalam bentuk Pengadilan Federal.

Di samping pengadilan di atas, terdapat pengadilan bentuk lain, yang disebut

dengantlu Spcial Court (Pengaditan Khusus) yang dibentuk pada tanggal 30 Maret
1993 melalui Act 848 (sekarang diatur di dalam pasal 182 Konstitusi Federal).

Seluruh tindak pidana yang dilakukan pihak keraiaan (the Rulers), diaditi di
Pengadilan Khusus ini. Yang termasuk tie Rul.ers adalah pemimpin keraiaan yang

merupakan komponen dari Negara Federal Malaysia-termasuk yang dihormati
Yang Dipertuan Agong. Pengadilan Khusus ini fuga mengadili seluruh kasus-kasus

perdata yang dilakukan atau yang melawan pihak Keraiaan. Pengadilan ini diketuai
oleh Ketua Pengadilan Federal dan dibantu empat anggota lainnya, yaitu:
. Dua orang dari para hakim ketua dari Pengadilan Tinggi yang berkaitan

dengan kasus tersebut.
. Dua orang lainnya dituniuk oleh rapat pihak keralaan yang bekerja sebagai

hakim atau pernah bekerfa sebagai hakim.

Evolusi Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam
Pada tanggal 16 Septembet 1963, Singapura bersama dengan negara-negara

Borneo Utara (Sabah dan Serawak) dan Federasi Malaya bergabung membentuk
Negara Federasi Malaysia.



5. Singopuro

KetikaSingapuramemutuskanlepasdariFederasiMalaysia,KonstitusiNegara
Bagian Sinlapura 1958 dipakai sebagai landasan untuk membuat konstitusi baru'

Pada waktu bergabung dengan Malaysia, Singapura diberikan status khusus yang

boleh mempunyai Perdana Menteri sendiri, sementara negara bagian lainnya hanya

boleh mempunyai Kepala Menteri (Chief Minisurs) atau disebut dengan Menteri

Besar.
Singapura mempunyai hak otonomi yang lebih besar pada negara bagian

lainnya, mempunyai hak pengawasan atas keuangan' perburuhan' pendidikan dan

perdagangan. Akan ,","pi, *",g" negara Singapura tidak secara otomatis meniadi

*"rg"'o.g"r" Malaysia, dan Singapura mempunyai perwakilan yang lebih sedikit

di Pemerintahan Federal-

Singopuro lePos dori MoloYsio

segera setelah pembentukan Negara Federal Malaysia, terjadi perbedaan pendapat

"oL." 
Singapura dan pemerintah Federal. Singapore\ Peoplc Aaion Parqy (PAP)

beroposisi dengan negara federasi, yang akhirnya Singapura memutuskan untuk

tepas dari Negara Federal Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965'

Pada tahun-tahun pertama, Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew

menian|ikanKonstitusibaru.ParlenrenSingapurarnengamandemenKonstitusi
Negara Bagian Singapura 1963 dan membuat Undang-Undang Kemerdekaan

Ref,ublik Slngapura (the Republic of singapore Independence u{cr). Akan tetapi,

Konstitusi baru yang diianiikan tidak pernah terbentuk'

Pada tahun 1979, Parlemen memutuskan untuk mengadakan amandemen

Konstitusi dan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk berkonsolidasi

dan mengeluarkan sebuah rancangan Konstitusi. Produktepthu pertama Konstitusi

RepublikSingapuradikeluarkanpadalg80.Konstitusilg63diubahsecararasional
dai dipublikasikan di dalam sebuah dokumen tunggal untuk pertama kalinya'

. Konstitusi Federasi Malaya 1957 berlaku untuk seluruh negara aoggota baru

tersebut.
Konstitusi Negara Bagian Singapura, Sabah dan Sarawak harus dibuat

berdasarkan konstitusi tersebut'

Konstitusi Boru SingoPuro

Terdapat dua perubahan besar dalam isi dan semangat Konstitusi Singapura yang

baru, yaitu sebagai berikut:
.Perubahansistemparlemen.DengandikenalkannyaNon-ConstintenrytMembers

of Parliamenr (NCMPs) pada tahun 1984' Group Reptesentation Constituencies
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(GRC^s) pada uhun 1988, d"n Nonbraed Menhers of Polioncnt (NMPS) di tahun

1990 secara radikal telah mengubah sistem Vestminsterparlemen Singapura.

Perubahan iabatan presiden yang dipilih langsung, menyebabkan adanya

kewenangan tambahan untuk mengawasi pemerintah dalnm masalah-masalah

belania negara (trublic sperulind atas pendaparan negirra dan penuniukan peiabat

tinggi penting.

Hukum Singapura dibentuk berdasar pada Konstitusi, peraturan perundang-

undangan, peraturan yang ada di bawahnya, serta yurisprudensi. Konstitusi
meletakkan prinsip-prinsip dan kerangka hukum dasar bagi lembaga-lembaga

negara, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan kehakiman-

Trios Politico di Singopuro:

. Lembaga eksekutif terdiri atas Presiden dan Kabinet. Kabinet terdiri atas para

menteri dan bertanggung iawab atas pembangunan dan menladi bagian dari
pemerintah yang bertanggung iawab kepada Parlemen.

. Parlemen terdiri atas Presiden dan Parlemen dan berwenang untuk membuat

undang-undang.
. Lembaga kehakiman berfungsi untuk menciPtakan keadilan secara

independen.

Sistem hukum Singapura didasarkan pada English oomrum laar. Keputusan

pengadilan yang lebih tinggi mempunyai kekuatan mengikat terhadap pengadilan

yang setara/sama kedudukannya atau pengadilan yang mempunyai kedudukan

yang lebih rendah di dalam wilayah yurisdiksi negafanya- Namun, sistem hukum

ini tidak menggeser kekuatan hukum kebiasaan Melayu dan hukum Islam yang

sudah ada. Jadi, sistem hukum Singapura dapat dikategorikan bersifat pluralistik.

Maksudnya, sistem common lazo berlaku secara dominan pada seluruh segmen

atau lapisan masyarakat, sedangkan hukum Islam mengatur komunitas islam

mengenai masalah-masalah keagamaan dan perkawinan. Hal ini diatur dalam UU
Administrasi Hukum Islam Bab 42 (thc Adminisyation of Muslim Laat Aa' Ch.42).

Sislem Perodilon di Singopuro

Terdapat tiga tingkatan pengadilan yang sama dengan sistem di Inggris, yaitu

sebagai berikut:
l. Komite Yudisial Privy Councll (The ludicial Committee of the hizty Council)

menduduki tempat paling atas dari tingkatan ini.
2. Pengadilan Tinggi (thc Supreme Courts).

3. Pengadilan Tingkat Bawah (the subordinate courts)
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Kekuasaan mengadili terdapat pada Pengadilan Tinggi dan pengadilan di
bawahnya. Sedangkan UU tentang Komite Yudisial menyatakan bahwa untuk
kasus-kasus rertentu ya11g telah dipilih dapat dimintakan upaya bprring kepada /z
Pit4t Council,yang merupakan peradilan banding tertinggi dalam sistem hukum
Singapura.

Peradilan di Singapura dapat digambarkan sebagai berikut;
. Peradilan tertinggi terdiri atas Pengadilan Tinggi, Peradilan Banding dan

Peradilan Banding Perkara Pidana.
. Pengadilan Tinggi mempunyai yurisdiksi yang tidak terbatas atas perkara

pidana dan perdata yang berasal dari peradilan di bawahnya.
. Peradilan Tingkat Bawah terdiri atas Pengadilan Klaim Distrik (thc District

Clains Courts), Pengadilan Hakim (Magistrate Courts), Pengadilan Juvenile
(fwmitc Courts)rPengadilan Coroners(Coronen'Courts), dan Pengadilan Klaim
Kecll(the Small Claims Courts).

. Terdapat 30 District Claims Courts dan Magbtrates Courts, I Juomilc Court, dan
I Coroncr's Court.

6. Filipino

Filipina yang mendapatkan kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946,

negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menikmati rezim demokrasi.

Praktis dari tahun 1946-1972, Filipina menialankan sistem pemerintahan ala

Amerika yang melakukan pembaharuan secara menyeluruh dari sisi sosial dan

ekonomi. Presiden Pertama adalah Ferdinand Marcos yang terpilih Pada tahun

1965 dan dipilih kembali pada tahun 1969. Namun pada masa pemerintahannya

yang kedua, Marcos menghadapi masalah hukum dan ketertiban yang serius

seperti pertikaian antarmiliter dan bangkitnya partai komunis${eut People's Armlt

(NPA).
Di Filipina bagian selatan, gerakan separatis muslim Moro (lluslim Moro

Nationnl Liberatbn FraztlMNLF) mengangkat senjata melawan pemerintah pusat

dan mereka menghendaki untuk pisah dengan Filipina. Pada bulan September

1972, Marcos menyatakan negara dalam keadaan darurat dan diberlakukan hukum

darurat perang. Marcos mengubah konstitusi, meramPas hak kemerdekaan sipil,

dan memenjarakan musuh-musuh politiknya. Marcos mengatakan bahwa semua

ini untuk menekan angka keiahatan dan menumpas NPA'
Secara konstitusional, Marcos tidak diperbolehkan lagi untuk menduduki

iabatan ketiga kali, dan keinginannya untuk tetap berkuasa memengaruhi

keputusannya untuk mengeluarkan hukum darurat perang. Sebelum itu, sebuah

badan Konvensi Konstitusi (a Constitutional Conttention) yang dibentuk pada

November 1970 telah melakukan review atas Konstitusi 1953, dan badan ini
mengadopsi Konstitusi L973 yang isinya sama persis dengan Konstitusi 1953.
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Perubahan yang ada hanya menyangkut pengaturan baru yang menekankan pada

hak-hak sosial dan ekonomi.
Marcos menyelenggarakan pemilu pada tahun 1986 untuk mencegah

tumbuhnya gerakan oposisi terhadap pemerintahannya yang korup, menyusul
peristiwa pembunuhan Benigno Aquiao pada tahun 1983. Janda Aquino, Corazon
'Cory'Aguino memenangi pemilu dengan angka tela\ namun Marcos menyatakan

dirinya akan dipilih kembali sebagai presiden. Kemudian, muncul gcrakan slxlntan
dari masyarakat yang terkenal dengan aaaaPeoplc Poua yang memaksa Marcos
turun dari kedudukannya sebagai presiden dan terusir dari istana Malacanang.

Cory Aquino disumpah sebagai presiden yang baru menggantikan Marcos
dan dengan segera memerintahkan untuk merancang sebuah konstitusi baru.
Berdasarkan keputusan yang ada, Aquino melakukan tindakan revolusioner
pembentukan konstitusi baru ini yang salah satunya memberikan kewenangan
pada Aquino untuk membentuk Komisi Konstitusi yang terdiri atas orang yang
dipilihnya.

Dalam salah satu pernyataan yang dinamakan Proklamasi nomor 3 tentang
Ketenruan Konstitusional Pemerintah Revolusioner (thc Prouisional Con*iational of
thc Reoolutionary Gooerntnnt) Aquino menyatakan, untuk mempercepat pemulihan
pemerintahan konstitusional yang penuh, ia harus memilih, dalam iangka waktu
60 hari, laki-laki maupun perempuan sebagai anggota dari Komisi Konstitusi
yang akan merancang sebuah konstitusi yang akan dilaporkan kepada masyarakat
melalui plebisite nasional. Jangka waktu pembuatan konstitusi adalah satu tahun.

Pada tanggal 23 April 1986, Aquino mengeluarkan Proklamasi nomor 8,

Ketentuan mengenai Komisi Koastitusi 1986, yang menyatakan bahwa Komisi
yang harus dipilih oleh Presiden tidak lebih dari lima puluh wakil-baik dari
tingkat nasional, regional maupun sektoral.

Rancangan Konstitusi 1987 disetuiui pada tanggal 12 Oktober 1986, kemudian
ditandatangani pada 15 Oktober, dan diratifikasi pada 2 Februari 1987. Banyak
orang berpendapat bahwa Konstitusi 1987 ini belum beraniak iauh dari konstitusi
model Amerika yang iuga mempengaruhi Konstitusi 1935 dan L973. Pengaruh
Amerika terlihat pada tiga hal yaitu: pemisahan kekuasaan, thc Bill of RightS, dan
judicial reoiezt. Jika dilihat lebih seksama, Konstitusi 1987 ini lebih menekankan
pada hak-hak sosial dan ekonomi dan meniadikannya sebuah konstitusi yang paling
demokratis di antara konstitusi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Keadilan sosial dan perlindungan hak-hak buruh mendapatkan porsi
yang memadai. Pasal 2 (9) misalnya mengatur tentang bebas dari kemiskinan
(freedom of poaerty) melalui kebijakan-kebijakan yang memberikan pelayanan sosial
yang memadai, meningkatkan lapangan keria, menaikkan standar kehidupan,
dan memperbaiki kualitas kehidupan bagi seluruh masyarakat. Konstitusi iuga
mengatur mengenai pembaharuan peraturan agraria dan SDA, pembaharuan



pertanahan perkotaan dan perumahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, dan olahraga; sedangkan wanita mendapatlan perlindungan tersendiri di

bawah pasal 13 (4).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Filipina 1987 merupakan

konstitusi perta6a di kawasan Asia Tenggara yaDg menuat etos demokratis yang

kuat karena Konstitusi ini memuat mengenai perlindungan hak-hak dari unsur-

unsur penduduk asli Gndigeflout) dan generasi ketiga (dalam hal ini perlindungan

hak-hak sosial dan ekonomi). Aquino meniabat maksimal satu kali masa iabatan

sebagai Presiden, kemudian dilanlutkan oleh Fidel Ramos yang waktu itu meniabat

sebagai wakil presiden. Ketika iabatan Ramos berakhir, Joseph Estrada seorang

bintang film terkenal menggantikannya sebagai Presiden, namun dipaksa turun

dari iabatannya olet Peoplc Poutr 2 dan digantikan oleh wakil presiden waktu itu,

Gloria Macapagal Arroyo.

7. Burmq (Myonmor)

Setelah kemerdekaan, kondisi Myanmar sangat memprihatinkan karena dilanda

banyak masalah serius. Pertama, pertikaian antaretnis dan gerakan pemisahan

diri dari suku-suku minoritas, seperti suku Karen dan Shan. Kelompok suku

minoritas ini menuntut kemerdekaan tersendiri terpisah dari negara kesatuan'

Perang saudara pecah antara kelompok minoritas dan pemerintah pusat' Kedua,

buruknya pelayanan publik yang disebabkan karena kegagalan dari kebiiakan-

kebijakan pemerintah.
Pada tahun 1958, situasi di Burma meniadi semakin runyam, terjadi

kekacauan di mana-mana sehingga Presiden U Nu pada waktu itu secara sukarela

menyerahkan pengelolaan negara kepada pemerintahan militer yang dipi-pin
oleh Jenderal Ne rJfin. Pemerintahan militer ini mengembalikan ketertiban dan

hukum, dan menyusun kembali sistem birokrasi. Dua tahun kemudian, pemilu

digelar dan u Nu kembali menduduki labatannya. Sosok u Nu merupakan seorang

sangat terkenal yang mempunyai dedikasi tinggi pada demokrasi dan menyatakan

rencananya untuk menladikan agaff]€ Buddha sebagai agama resmi negara.

Namun, hal ini telah menyebabkan kecemburuan pada penduduk non-Budha

yang merupakan kelompok minoritas.

Selain itu, u Nu mengumumkan rencananya untuk meniadikan Burma

sebagai negara federal, yang akan memberikan otonomi yang lebih besar kepada

kelompok suku-suku yang berada di bukit-bukit. Rencana ini membuat pihak

militer kecewa karena akan menyebabkan timbulnya perang saudara yang lebih

besar lagi. Pada tanggal 2 Maret 1962, Jenderal Ne Win melakukan kudeta terhadap

pemerintahan U Nu. Ne Win memberhentikan parlemen, melarang adanya

partai politik, menangkap U Nu atas kegagalan pemerintahnya, dan melarang

kemerdekaan sipil.
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Ne Vin kemudian membentuk Dewan Revolusi Burma atalu the

Burmese Reoolutionary Council (BRC) yang terdiri dari 17 pimpinan militer
dan mengumumkan program reformasi radikal ekonomi dan politik yang

di11amakao,Burmese lWoy m Socialism (Cara Burma menuiu Sosialisme). Reformasi

ini merupakan campuran antara prinsip-prinsip agama Buddha dan paham

ekonomi Marxisme. Pada tahun 1974 BRC menyerahkan kekuasaannya kepada

pemerintahan terpilih di bawah Konstitusi baru yang membentuk Burma meniadi

negara kesatuan sosialis satu partai. Negara berada di bawah kekuasaan yang

dipimpin oleh satu partai, yaituthe Burmese Socialist hogramme Party (BSPP) yang

didirikan oleh Ne Vin dan anggota-anggota BRC lainnya.
Menurut Konstitusi baru ini, para wakil dipilih berdasarkan empat lapis

hierarki yang dipilih setiap empat tahun sekali. Badan legislatif terdiri atas Dewan

Rakyat atauthe Peoplc's Council (yang meliputi seluruh penduduk di tingkat desa,

kota, dan provinsi) dan Maielis Rakyat ata:u thc fuithu Hluttsttt (Peoplc Assenbly).

Karena Burma merupakan negara satu partai, maka pemilihan calon lebih
menyerupai pencalonan partai model Stalin. BSPP memerintah Burma dari tahun

1974-l988,yang lebih banyak diwarnai pemberontakan, lebihlebih ketika teriadi
devaluasi mata uang Burma. Demonstrasi tahun 1988 menyebabkan Ne Win
mengundurkan diri sebagai pimpinan BSPP.

Pengganti Ne \$[in, U Sein Lwin hanya bertahan beberapa minggu, dan

Maung Maung seorang pemimpin yang agak moderat bertahao beberapa bulan

lebih lama dari U Sein Lwin. Sampai dengan bulan September 1988, pimpinan
garis keras Jenderal Saw Maung menialankan gaya militer' menumpas seluruh

demonstran. Saw Maung membentuk sebuah junta militer Suu Lato and Oilzt
RestorationCouncil(SLORC) yang terdiri atas seiumlah ienderal yang loyal kepada

Nertrfin.
Pada tahun 1990, pemilu diselenggarakan, dan partai yang baru didirikan,

yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi atau National l*aguefor Democraqt (NLD)
yang diketuai Aung San Suu Kyi (anak perempuan dari Aung San) memenangi
pesta demokrasi tersebut dengan angka telak, yaitu 80 persen dari suara pemilih.
Namun, para ienderal menolak menyerahkan kekuasaan kepada penduduk sipil,
dan menyatakan pemilu batal, menangkap para pemimpin NLD dan menempatkan

Suu Kyi sebagai tahanan rumah.
Pada tahun 1997, Burma diterima sebagai salah satu negara anggota ASEAN,

tetapi Burma tetap diperintah oleh penguasa militer diktator. Aung San Suu Kyi,
yang merupakan pemenang Nobel Perdamaian tahun 1991 dibebaskan dari tahanan

rumah pada tahun 2002. Namun, pada awal tahun 2003 Suu Kyi ditempatkan

sebagai tahanan rumah kembali. Pada 12 November 2010 Pemerintah Burma
akhirnya membebaskan Aung San Suu Kyi atas desakan masyarakat Internasional

termasuk LSM Hak Asasi Manusia.



8. lndonesio

Pada awal abad ke-17, Belanda datang ke Asia Tenggara. Pada tahun 1602,

Belanda menancapkan kedudukannya di Batavia dan mendirikan keraiaannya

di seluruh Kepulauan Indonesia. Motif utama penjaiahan Belanda di Indonesia
adalah ekonomi. Sebagai peniaiah, Belanda menerapkan kebiiakan nonintervensi,
menialankan kepemerintahan secara tidak langsung, mempekerjakan pegawai

lokal dan perangkat desa untuk membantu administrasi. Sesuai dengan pasal

118 Hukum Dasar Hindia Belanda yang menyatakan, "Sepaniang keadaan masih
memungkinkan, penduduk asli akan dipimpin tetuanya sendiri, yang dituniuk atau

diakui oleh Pemerintah."
Belanda membagi daerah iaiahannya berdasarkan distrik, dan masiag-masing

diperintah oleh seorangbupati (regent).Sarangregenl didampingi seorangmsiden
Belanda yang memerintah distrik secara langsung dengan model paternelislift.

Dengan sistem ini, pemimpin tradisioual lokal diasumsikan berkarakter otoriter
dan tidak demokratis.

Untuk merespons tuntutan penduduk lokal atas hak otonomi yang lebih luas,

pada saat Perang Dunia I Belanda berupaya untuk membentuk badan perwakilan
yang disebut sebagai Volhstaad atau Dewan Rakyat. Volhvaad ini dibentuk pada

tahun 1918, dengan 39 anggota, dengan 15 orang Indonesia-sebagian dipilih dan

sebagian lagi dituniuk. Pada tahun 1922, Konstitusi Belanda yang baru menycakan

bahwaDurch hdics (lndonesia) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keraiaan

Belanda. Tiga tahun kemudian, Konstitusi baru untuk Indonesia diundangkan.
Hukum Dasar 1925 ini memberikan otonomi kepada koloni, berupa pemberian

kewenangan keuangan dan legislatif kepada Volkvaad.

Volkstaad baru 1927 mempunyai 60 anggota, 38 dipilih dan 22 dituniuk-
dengan 20 orang Indonesia. Pada tahun yang sama, seorang mahasiswa dari
Bandung, Soekarno, mendirikan National Indonesian Associatbn atau Perserikatan

Nasional Indonesia (PNI) untuk memperiuangkan semangat nasionalisme
Indonesia dengan meningkatkan kesatuan, menghapuskan ketergantungan kepada

Belanda, dan beriuang untuk kemerdekaan. Sebetulnya, bibit antikolonialisme

sudah ada sejak tahun 1912 dengan dibentuknya Muhammadiyah di Yogyakarta.

Pada tahun 1920-an, para mahasiswa Indonesia yang belaiar di negara

Belanda lebih bersikap politis melalui Perhimpunan Indonesia yang dipimpin
oleh Mohammad Hatta. Belanda merasa tidak nyaman dengan adanya gerakan

mahasiswa ini dan menekan mereka dengan cara apapun. Bahkan, Gubernur

Jenderal de Jonge menyatakan, "Kami telah memerintah di sini selama tiga ratus

tahun dengan cambuk dan tongkat dan kami harus tetap melakukannya untuk
tiga ratus tahun lagi."

Pada tahun 1940, sebuah usulan diaiukan kepada Volksraad untuk
mengadakan konferensi untuk mempersiapkan sebuah sistem parlementer yang
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bertanggung iawab- Usulan ini ditolak berkaitan dengan invasi Jerman ke Bclanda.
Dengan demikian, Belanda mulai mengubah arah kebiiakannya. Pada 6 Deseober
1942, Ratu lU7ilhelmina menyatakan bahwa setelah peran& akan diadakan
perombakan tata kerajaan yang lebih solid yang didasarkan pada keriasama unrh
dan komprehensif yang nantinya akan mengarah pada bentuk persemakmuran
(cont rlorrued$ di mana Nederland Indonesia, Suriname dan Curacao akan meoiadi
anggotanya, dan masing-masing negara diberikan kebebasan mengatur urusan
internal sendiri. Pernyataan ini meniadi semacam landasan bagi Belanda pada masa
dekolonisasi setelah tahun 1945.

Namun, pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 telah membuyarkan
rencana ini. Soekarno dan Hatta bekeriasama dengan Jepang membmtuk
pemerintahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya berselang dua hari setdah
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, Soekarno memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia. Sebuah konstitusi baru diumumkan pada keesokan
harinya, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.

Belanda mencoba untuk kernbali menduduki Indonesia, namun mendapmkan
perlawanan sengit dari pihak Indonesia. Pada bulan luli L947, Belanda mencari cara
untuk kembali berkuasa di Indonesia dengan melancarkan aksi polisioner Qnlice
actian) yang mendapat perlawanan dari pasukan nasionalis dan berlangsung sdtma
dua tahun. Peristiwa ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Pada brulan
Desember 1948, Belanda menangkap para pemimpin gerakan seperti Soekarno
dan Hatta, tetapi tindakan ini tidak dapat menghentikan perlawanan tenura
rakyat yang berjumlah 65.000. Mereka telah mendapat latihan militer dari Jepang.
Peristiwa ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda II.

Pada bulan Desember 194% Belanda setuiu untuk tanpa syarat melakukan
penyerahan kedaulatan atas seluruh wilayah Dutch East Indies (kecuali Papua

Nugini Barat) kepada Republik Indonesia Serikatpaling lambat pada 30 Desember
1949. Pada tanggal 27 Desember 194% dilakukan penyerahan kedaulatan. Beberapa
hari sebelumnya, Soekarno telah menyatakan diri sebagai Presiden Republik
Indonesia Serikat. Pendudukan Belanda atas Indonesia dapat dikategorikan sebagai
kegagalan karena eksploitasi ekonomi dan paternalisme sosial benar-benar telah
membayangi kepentingan politik, dan pemerintahan kolonial tidak merencanakan
maupun menyiapkan sistem peralihan pemerintahan secara bertahap.

Seorang sejarawan, Albertini menyatakan, "Belanda tidak mengembangkan
konsep kerajaan dan ideologi yang sesungguhnya. Karena itu tidak merasa
berkewajiban untuk melakukan dekolonialisasi atas Indonesia." Konstitusi RIS
1949 dimaksudkan sebagai konstitusi sementara. Sayangnya, sistem serikat tidak
cocok diterapkan di Indonesia karena keadaan geografisnya. Pada tahun 1950,

negara kesatuan diterapkan di Indonesia.
Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama di tengah

keadaan negara yang tidak stabil. Pada tahun 1948, Partai Komunis Indonesia



(PKI) melakukan pemberontakan Madiun, Darul Islam Tentara Islam Indonesia

iplffll) melakukan pemberontakan untuk membentuk negara Islam di Provinsi

AcehrJawaBarat,danSulawesiSelatan'Padatahun1956'wakilPresidenMoh'
HattaberpisahdenganPresidenSoekarno,dansejumlahkomandantentara
lokal di Sumarera dan Sulawesi memproklamasikan diri sebagai pemerintahan

1x11dingan.
Sampai dengan tahun 1958, lembaga-lembaga negara mulai kisruh

persetisihanpolitis.Pada5Julilg5%SoekarnomengeluarkanDekritPresiden
yangisinya:Pertama,pembentukanMaielisPemusyawaratanRakyatSementara

[rr1Pnsl dan Dewan pertimbangan Agung Semenrara (DPAS) dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya-Kedua,pemberlakuankembaliKonstitusilg45dantidak
berlafunya Konstitusi 1950. Ketiga, pembubaran Konstituante. Pada periode ini'

Soekarno menjadi semakin radikal. Soekarno menialin persahabatan dengan RRC

dan PKI, serta memilih tidak ada oposisi'

Demokrasi Terpimpin ternyata tidak membawa keseiahteraan dan

pertumbuhan ekonomi. Pemerintah meniadi korup dan negara hampir mengalami

icebangkrutan. pada 30 september 1g65, enam ienderal diculik dencln tuduhan

melakukan kudeta- Hanya dalam hitungan iam' Jenderal Soeharto' Komandan

Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), telah dapat menguasai keadaan'

SoehartomenyalahkanrKlsebagaidalangdibalikgerakan30septembertersebut.
Selain itu, Soeharto membiaftn anggota PKI dan pendukungnya dibunuh

kelompok muslim dalam iangka waktu dua tahun' Diperkirakan ada sekitar 500

ribu sampai satu iuta orang terbunuh'

Kemudian,SoekarnodiiatuhitahananrumahdanSoehartolambatlaun
mendapatkan kekuasaan. Pada tahun 1967, Soeharto diberikan wewenang sebagai

pengganti presiden. Soeharto mengumumkan Orde Baru yang menekankan

padapemerintahanyangberkuasapenuhuntukmencapaistabilitaspolitikdan
pembangunanekonomi.Soehartoberhasilmewu|udkankeseiahteraanekonomidan
meningkatkan srandar kehidupan rakyat Indonesia. Namun, korupsi, nepotisme

danrezimyangtidakmenghormatiHAMmembuatpemerintahanSoeharto
iatuh.

PadabulanMeilgg8,setelahmahasiswamelakukandemonstrasianti-Orde
Baruselamasepuluhhari,Soehartopunmengundurkandiri.Kemudian,BJ
Habibieyangmeniabat\TakilPresidenketikaitumenggantikannya.Habibietidak
mempunyaipilihan,selainmelakukanreformasipolitik.Habibiemengubahtata
hukum y"rrl *..oUolehkan dibentuknya partai politik baru dan menianiikan

pemilu leUitr awal. Ratusan tahanan politik dibebaskan'

Pada bulan Juni 1999, diselenggarakan pemilu dan dinyatakan paling

demokratisyangpernahdiselenggarakandilndonesiaseiaklg55.Meskipun
Soeharto lengser, Konstitusi 1945 tetap berlaku' Namun pada bulan Oktober 199%
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Maielis Permusyawaratan Rakyat (MPR) me6utuskar untuk mengadakan sidang

tahunan untuk mengamandemen Koustitusi Sampai saat ini, telah diadakan empat

kali amandemen: pertama pada tahun 199% kedua pada Agustus 2000, ketiga pada

tahun 2001, dan keempat pada tahun 2002.

9. Thoilond

Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Thailand merupakan negara yang

sangat sering membuat dan mengubah konstitusi. Seiak Raia Chakri memerintah

dengan kekuasaan absolutnya pada tahun 1932, Thailand telah mengumumkan dan

mencabut konstitusinya sebanyak 17 konstitusi (clwrter), yaitrt:

l. Ti:mporary Charter for the Adminisuation of Siam Act 1932

2. The Constitution of the Siam Kingdom 1932

3. The Constitution of the Kingdom ofThailand 1946

4. The Constitution of the Kingdom of Thailand (Temporary) 1947

5. The Constitution of the Kiugdom of Thailand 1949

6. The Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. The Constitution of the Kingdom ofThailand 1968

9. Temporary Charter for Administraiton of the Kingdom'1972
10. Constitution for the Adminisration of the Kingdoml9T4
ll. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom ofThailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. The Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. The Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. The Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. The Constitution of the Kingdom of Thailand'2007

Berbeda dengan konstitusi yang merupakan hukum yang tertinggi, di negara

Thailand Charter biasanya hanya meniadi instrumen sementara' yang dibentuk

karena adanya kudeta militer. Konstitusi dalam bahasa Thailand disebut Raria

ThamaNoon, yang secara harfiah berarti mengatur negara dengan dharma (rub of
the s6te uith dharma) atau piagam untuk mengatur negara (charter for tlu rulc of the

sraA). Meski bersifat sementara, namun terdapatcharter yang ternyata diberlakukan

selama bertahun-tahun. Misalnya, Charter 1959 dari diktator militer Sarit

Dhanarajata. Bahkan, pihak yang melakukan kudeta tahun 2006 tidak membentuk

chorter,tetapi memberlakukan konstitusi yang bersifat sementara atau interim.

Banyaknya iumlah charter dan konstitusi ini menuniukkan tingginya
ketidakstabilan politik di Thailand karena kudeta militer-baik langsung



maupun tidak langsung. oleh karena itu, cl' artgr dan konstitusi di Thailand bukan

merupakan alat yang digunakan warga negara untuk mengawasi pemerintah'

melainkan alat pemerintah untuk mengawasi warganya. Seluruh charter dan'

konstitusi Thailand mengakui adanya kerajaan Thailand (constiutional ttonarc'hy),

masing-masing dengan deralat kekuasaan antara kerajaan dan kekuatan lembaga

eksekutif yang berbeda yang tergambar pada porsi jumlah anggota lembaga

legislatif yang dituniuk dan dipilih'- 
Kebanyakan konstitu si dan chartcr yang telah dibentuk tersebut menganut

sistem parlemen, namun ada beberapa yang dicap menganut sistem diktator'

Misalnya,Chartetlg5gyatgmemberikankepadaSaritDhanaraiatakekuasaan
absolutataslembagaeksekutifdanlegislatif.Halinitergambarpadadukungan
y"rrg t r", biasa atas tindakannya melakukan kudeta atas Plaek Pilbulsonggram

y"rr! aiaomng oleh pihak istana' Bentuk unikameral maupun bikameral sudah

p"rtt"t, diberlakukan, demikian iuga anggota parlemen dapat dipilih maupun

iitunluk. Kekuatan langsung istana iuga bervariasi diantatachattq dan konstitusi

yang pernah ada.- - 
P"d" bulan Juni |932,re{adi kudeta tak berdarah yang dilakukan Partai

Rakyat(thePeo\le\Pau),koalisiantarapegawainegeri'pangerandantentara'
PartaiinimemaksaRaiaPrajadhipokuntukmenandatanganiChalr.rrSementara
1g32. Dalam chartq itu dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat

Siam. Lembaga yang diberi kekuasaan untuk menialankan kedaulatan atas nama

rakyatadalahMaietisRakyat(rlrzPeopb'sAssembty)ataulembagapembuatUndang.
,roi"r,g y".rg terdiri atas 70 orang yang dituniuk oleh Khana Ratsadon' yang terdiri

atas li orang Komite Rakyat siam (the executioe), unsur peradilan, dan istana.

Untuk sepuluh tahun masa keria yang pertama, Maielis Rakyat dan Komite Rakyat

ditunjuk. Setelah itu, semua anggotanya dipilih oleh rakyat'

Berkaitan dengan kedudukan Kerajaan Siam, ada beberapa hal yang

membedakannya dengan Keraiaan Inggris' Kedudukan Kerajaan Siam tidak

absolut,meskitidakdapatdiadilidiperadilanbiasa'Rajahanyamemilikikekebalan
hukum yang terbatar,i"...r" Maielis Rakyat dapat melancarkanimpeachment da"^

*."graifi"Vr. Selain itu, Raia tidak mempunyai hak untuk memberikan grasi dan

hakvetoatasundang-undang.semuaundang-undangdikembalikankeMaielis
Rakyatyangakandiputuskanberdasarkanpengambilansuaraterbanyak.Namun
de*ikia.r, Majelis Rakyat secara formal harus menyetuiui pewarisan kepemimpinan

kerajaan.Padakenyataannya,PartaiRakyatyangberkuasamemberikanbeberapa
konsesipolitikkepadapihakistana,yaitudenganmemberikankedudukanPerdana
Menteri dan Menteri Luar Negeri. Selain itu, ada 4 orang dari Komite Rakyat

berasal dari kalangan istana'

Padal0Desemberlg32,KonstitusiKerajaanThailand(theConstitution
oftheKingdomofThaitand)diundangkandanditandatanganiRaiaPraiadhipok
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(Rama VII). Menurut Konstitusi ini, "sebuah Maielis Rakyat dibentuk atas dasar

pemilihan tidak langsung pada desa dan subdistrik, para pemilih yang memilih
anggota Maielis Rakyat." Sama seperti Chorter sebelumnya, Konstitusi menyatakan

bahwa kedaulatan adalah milik rakyat Siam. Namun, tidak seperti Chartn 1932,

Konstitusi baru ini memberikan kekuasaan langsung pada Kerafaan sebagai

pemegang kedaulatan dengan usulan dan persetuiuan dari Maielis Rakyat, Kabinet

Qhc Stau Council), dan Pengadilan.

Sebaliknya, meski pihak istana sakral dan tak tersentuh, tetapi tidak
mempunyai hak veto dan hak untuk menentukan jumlah komposisi anggota di
lembaga pemerintahan. Di bawah Konstitusi baru ini Kabinet terdiri dari 2O

orang yang l0 di antaranya berasal dari Partai Rakyat, sedangkan Maielis Rakyat

iumlahnya bertambah menjadi 156 anggota yang separo dipilih dan separo lagi

ditunjuk.
Baru berjalan setahun, sudah terdapat tuntutan untuk memperbarui

Konstitusi. Pada Januari 1933, Raja berkirim surat kepada Perdana Menteri
untuk menghapus semua partai politik. Pada April tahun yang sama, PM

Pertama Thailand Phraya Mano, membubarkan Partai Rakyat, mengendurkan

legislatif, mereshuffle kepemimpinan militer, dan kemudian membentuk

sistem pemerintahan keraiaan yang absolut (the absolute monarchy). Tindakan
ini menyebabkan anggota Partai Rakyat dari faksi militer yang masih tersisa

melakukan kudeta pada bulan Juni dan mengembalikan fungsi leg;islatif yang pada

bulan Oktober mulai diselenggarakan pemilu'
Di tengah-tengah pemilu, faksi dari kalangan istana yang dipimpin Pangeran

Boworadei dan Phraya Sri Sitthi Songkhram melakukan pemberontakan melawan

pernerintah. Pemberontakan ini bisa ditumpas dalam waktu dua minggu dan

Pangeran Boworadei melarikan diri ke luar negeri, sedang Raia Praiadhipok
yang mengaku netral melarikan diri ke Inggris. Kemudian dari London, dia

mengirimkan ancaman bahwa sebagai ganti iika kembali ke Thailand, dia

menuntut beberapa perubahan konstitusi yang meliputi hak raja untuk memilih
separuh jumlah anggota legislatif, mengawasi keuangan istana, dan hak veto yang

hanya bisa dibatalkan tiga perempat suara lembaga legislatif.

Selain itu, Raia menuntur hak untuk mengadili kasus besar yang terkait

dengan personil militer yang telah melakukan pemberontakan. Partai Rakyat

menolak semua tuntutan Raia tersebut. Pada bulan Maret 1935, Raia Prajadhipok

turun tahta. Pada November 1937, pemilihan langsung yang demokratis untuk
separuh iumlah anggota Malelis Rakyat untuk pertama kalinya dilakukan,
perempuan mempunyai hak pilih dalam pemilihan.

Setelah Perang Dunia II, tuiuan pembentukan konstitusi menfadi berubah

sesuai dengan perkembangan baru dalam faksi politik dan konflik. Jadi,
mempertahankan agar parlemen dan pemerintah tetap stabil meniadi lebih sulit.



Untuk mengatasi permasalahan politik dan ekonomi iuternal dan eksternal, maka

Konstitusi 1946 mengganti parlemen unikameral menfadi bikameral- Badan

Perwakilan Rakyat (the House of Re4resefltarioes) untuk pertama kali seluruh

arggoranya dipilih oleh rakyat (176 anggota). Senat yang terdiri atas 80 orang

dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat untuk masa iabatan 6 tahun- Pegawai

Negeri dan kalangan militer aktif dilarang meniadi anggota parlemen dan kabinet,

sehingga mengurangi kekuatan militer. Konstitusi diundangkan pada 9 Mei 1946.

Namun, satu bulan kemudian Raia Ananda Mahidol diketemukan tewas tertembak'

Kematiannya ini memicu kebangkitan militer untuk melakukan kudeta, YanE

kemudian menarik kembali Konstitusi 1946.

Militer mendepak pemerintah yang sah yang dipimpin Admiral Thamrong

Navasavat pada November 1947. Marshal Plaek kemudian menguasai negara dan

dalam langka waktu 24 iam diakui oleh wakil raia, Pangeran Rangsit yang pada saat

itu masih belaiar di Lausanne, yang juga menerima clwrter yang dibuat oleh pihak

yang melakukan kudeta. Charter L947 ini mengabulkan permintaan lama istana,

yaitu Dewan Negara Tertinggi (the supettu state council). Dewan ini bertugas

untuk memberikan nasihat kepada istana dan mengurus semua kepentingan istana'

Dewan ini terdiri atas lima anggota yang ditunfuk oleh Istana dan bertindak

sebagai wakil Dewan.
Dalam kurun waktu 1947-1958, ada tuiuh kali usaha untuk mendepak

pemerintah yang sah dengan kekerasan, empat di antaranya berhasil yaitu tahun

1947, Lgsl, 1957 dan lgs8.Sedangkan dua pemberontakan lainnya gagal, yaita tfu

Grand Palace Coup of 1949 danthc Manhanan Coup of 1951. Satu usaha kudeta yang

dilakukan oleh kalangan militer muda gagal dilakukan karena keburu ditumpas'

Namun kudeta maupun usaha untuk melakukan makar terhadap rezim pemerintah

di Thailand ini belum sampai membuat hubungan antara masyarakat sipil dan

militer meniadi berseberangan.
Pada kurun waktu ini unsur pemerintah terdiri atas militer dan masyarakat

sipil, tidak ada golongan yang menoniol, demikian luga pihak oposisi mempunyai

komposisi yang sama. Unsur pemerintah tidak menggunakan konstitusi sebagai

alat untuk melindungi dan mengamankan kedudukan mereka. Dari empat kali

pemerintahan, dua di antaranya menyusun konstitusi baru, yaitu 1947 da71 1949,

sedangkan yang lainnya hanya merevisi dan mengamandemen konstitusi yang

ada.
Pada September 1952 Jenderal Sarit Dhanaraiata merebut kekuasaan dari

pemerintahan Marshal Plaek. sarit menyatakan Konstitusi 1952 tidak berlaku

dan membubarkan Lembaga Nasional, menyatakan negara dalam keadaan

darurat perang, dan memerintah melalui Dewan Revolusi. Sarit dan pengganlinya

memperdewakan kalangan istana dan berlindung di bawah istana untuk

melegitimasi kekuasaan diktatornya. Charter sementara disusun pada Februari
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1959 dan masih tetap dipakai sampai 9 tahun, bahkan sampai Sarit meninggal
pada 1964.

Charter 1959 yang hanya terdiri atas 20 pasal----+harto yang paling singkat
dan paling represif dalam seiarah Thailand. Chatta ini memberikan kekuasaan
hampir absolut kepada Perdana Menteri, termasuk kewenangan memberikan
putusan eksekusi. Charter ini melarang adanya partai politik dan membentuk
sistem parlemen unikameral yang terdiri atas 240 anggota yang kebanyakan berasal
dari kalangan militer.

Pada kurun waktu 1957-1992, Konstitusi Thailand mengalami masa naik
dan turun. Pada masa Perang Dingin ini, para elite politik Thailand menganggap
konstitusi negara barat sebagai konstitusi asing yang tidak cocok diterapkan dalam
budaya Thailand. Anggapan ini tetap dipegang meski hubungan Thailand dan
Amerika Serikat pada kurun waktu tersebut sangat dekat. Hubungan ini semata-
mata karena kedua negara mempunyai keperluan dan kepentingan yang saling
menguntungkan dalam memerangi bahaya komunis di kawasan Asia.

Dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, para pemimpin
politik, terutama yang dari kalangan militer, tidak memakai konsep negara barat
melainkan memakai konsep konstitusi tradisional Thailand, yaitu paternalisme dan
hubungan patron-klien antara pemerintah dan rakyat. Pernrmbuhan demokrasi asli
Thailand tumbuh sebagai akibat kegagalan penerapan bentuk liberal demokrasi.
Konsep tradisional ini didefinisikan pada saat rezim Sarit sebagai Thai-style
demooaqt, yaitu lebih menekankan lembaga eksekutif daripada legislatif dan
yudikatif. Sarit menuniuk Maielis Konstituante yang bertugas sebagai penyusun
konstitusi dan legislatif. Mafelis merancang konstitusi dan membuat undang-
undang untuk pemerintah. Institusi pendukung demokrasi dihapuskan. Partai
politik, serikat buruh, organisasi, kebebasan pers dan berpendapat dilarang demi
keamanan dan ketertiban nasional.

Sarit memperkenalkan demokrasi asli Thailand seperti layaknya hubungan
bapak dan anak, pemerintah berlaku sebagai bapak dan rakyat sebagai anak,
dan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membimbing dan
memelihara demi kesejahteraan bersama, dan pemerintah tidak perlu mengambil
konsep demokrasi negara barat. Pemerintahan Sarit dikenal sebagai paternalisme
despotik (despotic pauraalism). Sistem ini dilanjutkan oleh pengganti Sarit, yaitu
rezim Thanom Kittikachorn sampai tahun 1973 ketika rakyat mulai menuntut
pemerintahan yang demokratis. Kemudian dibentuklah Konstitusi 1974 sebagai

landasan fundamentai untuk perkembangan demokrasi di Thailand. Namun
Konstitusi ini mengalami nasib yang sama dengan Konstitusi 1946, tak berapa
lama dibatalkan kudeta militer pada Oktober 1976.

Pada tahun l980-an, pada masa pemerintahan Prem Tinsulanond, bentuk
konstitusi dengan gaya Thailand (Thai-style of half-fruit democrac) teriadi lagi.



MenurutKonstitusilgTS,terdapatmasaEansisiyaugberakhirpada2lAprill9S3.
Menjelang masa transisi itu uerathir, prem yang nantinya menurut ketentuan

yangadadilaranguntukmeniabatlagisebagaiPerdanaMenteri,merencanakan

-.ig"m..rde-en Konstitusi untuk membuat masa transisi meniadi permanen'

KakitanganPremmengancamakanmengadakankudetajikaamandementidak
disetuiui.

Pada 19 Maret 1983, Prem membubarkan Parlemen dan meniadwalkan

pemilihan Maielis Rakyat pada 18 April 1983- sehingga pemerintahan yang baru

dibentukdibawahklausultransisi,yangmembolehkanPremmelaniutkaniabatan
PMselama4tahunkedepan.PadazamanrezimPreminiterdapatpelarangan
partai politik, gerakan buruh, dan media massa'

Hasil Pemilu tahun 1986 ternyata tidak ada partai tunggal yang menang

sehinggaharusdibuatkoalisi.DarikoalisiinirencananyaakanmemilihPrem
sebagaiPM.Namun,ribuandemonstranmengaiukanprotesdidepanpinturumah
Prem menentang rencana PM yang tidak melalui proses pemilihan' Kemudian

PremmengumumkanbahwadiatidakakanmenerimatawaranmeniadiPMdan
terpilihlah Chatichae sebagai PM yang baru' Kemudian pada masa 1990-an' arti

Konstitusi berubah lagi, telutama setelah peristiwa Mei Berdarah 1992 (thc BINdy

May 1992). Peristiwa irri ,,,""v"a"rkan rakyat bahwa keberadaan parlemen dan

pemilu tidak selalu bermanfaat bagi rakyat'

Teriadinya kudeta yang tidak diinginkan di tahun 1991 membuat sebagian

masyarakatThailandpesim-istentangkemaiuandanperkembangandemokrasi
di negara mereka. Hatini dikarenakan adanya intervensi militer terhadap politik

nasional dan pemerintah sehingga harapan terakhir hanya tergantung pada sistem

demokratisasipemerintah""y"tgnyatadanefisien'Namunpemilutahun1995
yangdiadakansetelahr.,,o'"tipemerintahsipil'hampirmenghilangkanharapan
ini karena terjadi pembelian ,u"r" yrrrg meluas ke seluruh negeri yang dibarengi

denganbentukkorupsisuarapemilihlainnya.Politikelektoraliniakhirnya
berkembang yang diklndalikan oleh sebuah aliansi yang dikenal sebagai politikus

profesional Qtofessional politicians): Mafia provinsial' kepentingan bisnis busuk'

perusahaan-perusahaan^raksasa,dankelompokmantantentaradanbirokrat.
Rakyat sadar bahwa untuk mengatasi tren baru demokratisasi dalam masa

globalisasi ekonomi, maka diperlukan sebuah pemerintahan dan parlemen yang

lebih responsif dan aafat dipercaya. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi

dan perbaikan institusi ya,,g aa". Contohnya, Maielis Perwakilan Rakyat, Senat,

lembaga peraaiu.r, p".i"ipoiitik, d"' pemdrintah daerah' sehingga mereka meniadi

lebih bertanggung iawab ia., dapat dipercaya oleh rakyat. Dalam jangka paniang,

reformasi politik ini akan menghasilkan sisrem politik yang kebal sehingga

inrervensi yang tidak konstitusional tidak dapat dibenarkan' Dengan diliputi

harapandankekhawatiran,rakyatmulaimencarireformasisesungguhnyadalam
sistem politik Thailand'
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Pefuang reformasi dan perubahan yang mengusung sistem half-fruit denmaq

menuntur untuk diadakan penyusunan konstitusi kembali. Akhirnya dibentuklah

Konstitusi 1997. Dengan Konstitusi 1997 ini maka wacana konstitusionalisme

dimunculkan lagi dalam sistem politik Thailand. Konstitusi diharapkan dapat

membawa perubahan politik melalui penerapan pemerintahan demokrasi liberal

di Thailand. Dengan begitu, Konstitusi diberikan kewenangan yang luas untuk

mengatur dan mengawasi peme.intah dan lembaga-lembaga publik sekaligus

memberikan perlindungan hak dan kemerdekaan individu' Konstitusi 1997

tidak hanya sebagai perwuiudan aspirasi rakyat Thailand atas sistem demokrasi

p.merintahan, tetapi juga refleksi dari periuangan rakyat untuk memajukan dan

mewuiudkan demokrasi di Thailand. Konstitusi mengidentilikasikan prinsip-

prinsip pokok pemerintahan, yaitu: bentuk negara, strukntr pemerintah, pemisahan

t.to"r""rr, perlindungan hak dan kernerdekaan individu, dan amandemen

konstitusi.
Perubahanyangsignifikanataskonstitusiberkaitandenganstruktur

politik negara terlihat pada perubahan demokrasi perwakilan meniadi

demokrasi partisipasi. Hal ini dapat dilihat pada bab-bab Konstitusi L997 yang

memperkenankan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penuniukan

komisi-komisi independen, seperti Komisi Pemilihan, Pengadilan Administrasi,

dan lembaga ombudsman. Selain itu, Konstitusi iuga membolehkan rakyat untuk

memanggil anggota parlemen dan menteri-menteri dan mengajukan rancangan/draf

undang-undang pada Parlemen-

Konstitusimenyatakandenganielasbahwakedaulatanadalahmilikrakyat
dan hanya rakyat yang dapat menggunakan legitimasi kekuasaan ini. Tiriuan uama

Konstitusi adalah untuk menegakkan prinsip demokrasi pemerintahan dengan raia

sebagai kqrala negara dan mewuiudkan kebahagiaan, keseiahteraan dan kemuliaan

rakyat. Konstitusi iuga mengakui bahwa kedaulatan berasal dari rakyat Thailand'

oleh sebab itu, Konstitusi 1997 secara luas dikenal sebagai landmark reformasi

politik demokrasi. Diundangkan pada ll oktober 1997, Konstitusi ini merupakan

konstitusi pertama yang dirancang oleh lembaga yang dipilih oleh rakyat' yaitu

consdrution Drafiing Aximbly (cDA) yang beranggotakan gg orang: 76 orang dipilih

dat 23 ditunjuk oleh parlemen. oleh karena itu, Konstitusi ini terkenal sebagai

'Konstitusi Rakyat'.
KelebihanKonstitusiLggT,yaiudimasukkannyapartisipasirakyatdalam

proses perancangannya, pengaturan HAM, dan pengaturan mengenai kemaiuan

yang signifikan aras refoimasi politik. Konstitusi lggT dianggap berhasil dalam

mendorong perkembangan demokrasi dan memperkuat stabilitas politik. Konstitusi

ini juga mendapatkan 
".,r.rg"r, 

jempol atas usahanya secara politis memberdayakan

dan melindungi warga. Pemilu Maielis Rakyat pada Januari 2001' yang merupakan

pemilu Maielis yang pertama kali diadakan di bawah Konstitusi 1997 diarygap

sebagai pemilu yang paling terbuka, pemilu yang bebas dari pengaruh korupsi
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(cotrttption-free ebaion)dalam seiarah Thailaud. Di samping itu, partai politik secara

efektif diperkuat oleh Konstitusi.
Namun, Konstitusi lggT ini masih mendapatkan kritikan yang didasarkan

pada perspektif bahwa beberapa bagian perubahan Konstitusi ini terlalu kaku.

i"hfr ..or"og aoggota Komite Rancangan, Amorn Chantarasomboon menyatakan

bahwa pemerintah yang terlalu kuat dan stabil akan menladi tirani mayoritas

(wanfuy of the majon$dan akan menjadi sebuah parlemen yang diktator. Konstitusi

{ggl iue" dikritik berkaitan dengan posisi raia yang tidak lelas dalam politik

nasional. Peran Senat yang ikut campur dalam penunfukan hakim Pengadilan

Konstitusi juga mendapatkan kritikan.
sebulan sebelum pemilihan Maielis Rakyat yang sudah diiadwalkan

di seluruh negeri pada Aprit 2006, militer Thailand memimpin kudeta atas

pemerintahan Thaksin Shinawatra. Setelah kudeta, Junta militer kemudian

menarik kembali Konstitusi 1997, menunda pembentukan Parlemen, melarang

demonstrasi dan kegiatan-kegiatan politik, melakukan sensor pada media, dan

membubarkan Pengadilan Konstitusi, Komisi HAM, dan lembaga lainnya yang

dibentuk berdasarkan Konstitusi 1997. Pada minggu-minggu pertama berkuasa,

Junta mengendalikan negara bersandarkan pada keputusan (deaee)' Junta tetap

melakukan hal-hal tersebut, meski terdapat kecaman dari dunia internasional

dan mendapat protes keras dari masyarakat. Dalam hitungan minggu, kecaman-

kecaman terhadap kudeta tersebut berubah menladi kritik keras terhadap Junta atas

penunjukan Jenderal Surayud chulanont dan proses penyusunan konstitusi.- 
Junta menunfuk sebuah panel hukum untuk merancang sebuah chatter

sementara (yang kemudian disebut sebagai 'konstitusi'). Tim ini diketuai oleh

mantan juru bicara Senat Meechai Ruchuphan dan ahli hukum Borwornsak

Uwanno dan \(issanu Kreangam. Dua orang ini mendapat kritikan pedas dari

masyarakat sehingga keduanya mundur dari panel dan menolak untuk berperan

serta membantu Junta Militer.
Sebuah rancangan daricharta sementara diterbitkan pada27 September 2006

yangjugabanyakmendapatkankritikan.Rancangancharteritumemperkenankan
jrrrl, y".g nantinya akan berubah meniadi Dewan Keamanan Nasional Permanen

atau courcilfm National Securior (cNS), untuk menuniuk sebuah badan eksekutif

yangsangatberkuasa.Juntajugaakanmenun|uk250orangsebagaianggota
legislatif unikameral.

Proses penyusunan konstitusi permanen dan isi konstitusi mendapat kritikan

publik. Namun, ada inovasi demokrasi dalamcharter sementara tersebut: konstitusi

p".-r.,.r, nantinya harus mendapatkan ratifikasi dari publik yang dilakukan

melalui referendum. Referendum inilah yang mendapat kecaman masyarakat

karena pada akhirnya Juntalah yang akan mempunyai kewenangan penuh untuk

mengusulkan konstitusi permanen alternatit jika rancangan konstitusi ternyata

ditolak untuk diratifikasi.
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Akhirnya rancangan charter interim diundangkan tanpa perubahan pada 1

Oktober 2006. Charter interim ini selaniumya disebut sebagai Konstitusi Sementara

2006 yang mencantumkan persyaratan untuk perancangan konstitusi permanen.

Untuk keperluan tersebut dibentuk sebuah badan, yaiu National People\ Axefubly
yang beranggotakan 2000 orang. Sebagian besar dari 2000 anggota Naional People\

Assembly telah disetujui oleh Raja Bhumibol pada Desember 2006. Dari 2000 orang
ini akan dipilih 200 orang sebagai caloa Constitutbn Drafting Assembly (CDA).

Kemudian CNS akan memilitr 100 dari para calon tersebut sebagai perwakilan
istana di CDA. CNS juga akan memilih ketua CDA. Kemudian CDA ini akan
memilih 25 dari anggotanya sebagai penulis konstitusi dengan 10 penulis konstitusi
lainnya yang dituniuk oleh CNS. Proses ini secara efektif memberikan Junta
kekuasaan penuh untuk mengawasi proses perancangan konstitusi permanen
tersebut.

Dipersyaratkan bahwa iika konstitusi permanen ternyata tidak dapat
diselesaikan sesuai dengan dcodline dari CNS, maka negara akan menggunakan
Charter lama yang pernah digunakan. Namun, persyaratan itu tidak menentukan
Clwrter tersebut secara spesifik karena CNS dan Kabinet akan memilih Clwrter
tersebut dari 16 Chatter dan Konstitusi yang pernah ada sebelumnya. Persyaratan

itu fuga tidak menentukan secara ielas batas fangka waktu pembuatan konstitusi
permanen tersebut.

Ketentuan ini fuga memberikan status legal/sah kepada pernyataan-
pernyataan dan perintah-perintah dari Junta yang dikeluarkan setelah kudeta-
termasuk pelarangan terhadap demonstrasi dan kegiatan-kegiatan politik.
Ketentuan tersebut juga memberikan amnesti kepada Junta atas tindakannya
melakukan kudeta. Dan yang terakhir, persyaratan itu menentukan bahwa publik
tidak diperkenankan memberikan komentar dan masukan pada proses pembuatan

undang-undang di parlemen.
Praktis seiak Perdana Menteri Thaksin Sinawatra digulingkan pada 2006,

situasi politik di Thailand tidak pernah benar-benar stabil. Dalam pemilu yang

diselenggarakan setahun setelah tentara menialankan pemerintahan transisi,
pendukung Thaksin meraih suara terbanyak dan membentuk pemerintahan
koalisi. Pada akhir tahun 2008, penguniuk rasa dari Partai Aliansi Rakyat untuk
Demokrasi (PAD) sebuah kelompok yang anti:Thaksin menduduki sejumlah kantor
pemerintahan dan Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok.

Namun, posisi Perdana Menteri jatuh ke tangan Abhisit Veiiaiiva. Pada April
2009, ratusan pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra memenuhi halaman
depan hotel tempat diselenggarakannya KTT dan mengancam menyerbu lokasi
KTT ASEAN plus tiga kepala negara yang dilaksanakan di kawasan pantai Pattaya,

iika PM Abhisit tidak mundur. Peristiwa ini menyebabkan KTT ASEAN plus tiga
negara batal dilaksanakan.



Dapat disimpulkan bahwa arti penting sebuah konstitusi dalam seiarah politik

dan pemerintahan Thailand adalah untuk meniaga stabilitas sebuah rezim' Seiarah

konstitusi-konstitusi yang pernah ada lebih menggambarkan kenyataan hubungan

kekuasaan daripada sebagai sumber legitimasi politik'

tO. Brunei Xlqrussolom

Bruaei Darussalam merupakan negara kecil yang wilayahnya hanya seluas 5'765

kilomerer persegi yang terlerak di Pulau Kalimantan dan berpenduduk sekitar

390.000 iiwa. Brunei Darussalam beribukota di Bandar Seri Begawan dan terdiri

atas 4 wilayah, yaitu Brunei-Muara, Belait, Tutong, dan Temburong. Sistem

pemerintahan adalah Keraiaan Islam. Brunei memperoleh kemerdekaan dari

inggris pada 1 Januari 1984, namun konstitusi neg.ra sudah ada tahun 1959.

Selagai lembaga eksekutif adalah Sultan yang bertindak selaku Kepala

Negara sekaligus Perdana Menteri, yang membawahi 14 menteri' Dewan legislatif

telah diaktifkan kembali setelah selama 20 tahun ditangguhkan merupakan sebuah

dewan yang bertugas memberikan nasihat kepada Sultan. Sedangkan sistem

yudikatifberdasarkan pada campuran antara kitab undang-undang hukum India

dan hukum cofnfnon lazo lnggris. Negara Brunei merupakan salah satu negara

anggota ASEAN yang mempunyai GDP tertinSgi kedua setelah Singapura, yaitu

US$ 12.341 triliun (tahun 2007)-

Di bawah Konstitusi 1959, Sultan merupakan Kepala Negara dengan

kewenangan eksekutif penuh-termasuk kekuasaan menyatakan negara dalam

keadaan darurat seiak tahun 1962. Sultan dibantu dan diberikan advis oleh lima

dewan yang dia tunjuk. Dewan Menteri atau kabinet yang saat ini terdiri dari

14 menteri membantu Sultan untuk urusan kepemerintahan. Sultan memimpin

kabinet sebagai Perdana Menteri, di mana dia iuga menjadi Menteri Pertahanan

dan Menteri Keuangan. Putra Sultan, Putra Mahkota, merupakan Menteri Senior'

Sedangkan saudara Sultan, Pangeran Mohamed bertindak sebagai Menteri Luar

Negeri.
Sistem hukum negara Brunei didasarkan pada sistem hukum Anglo Saxon,

dengan lembaga peradilan yang merdeka, bebas, seiumlah putusan pengadilan

berdasar comrnon law dan peraturan perundang-undangan, dan peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sultan. Pengadilan Negeri lokal

merupakan peradilan yang mengadili kasus terbanyak. Kasus yang lebih serius

dibawa ke Pengadilan Tinggi yang bersidang selama 2 minggu dalam setiap

beberapa bulan. Brunei mempunyai semacam perfaniian dengan Inggris, yaitu

hakim Inggris ditunfuk sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi dan Lembaga

Banding Brunei. Banding yang paling akhir bisa diajukan kepada Komisi Yudisial

d1fr Pigy Council di London untuk perkara perdata bukan kasus pidana' Brunei

juga mempunyai sistem terpisah untuk Pengadilan Islam yang menerapkan hukum
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Syariah dalam hukum keluarga dan hal-hal lain yang salah satu pihaknya adalah

muslim.
Pemerintah menjamin keseiahteraan umum masyarakatnya dengan

menyediakan bantuan ekonomi berupa makanan yang bersubsidi, bahan bakar

dan perumahan, pendidikan dan kesehatan bebas biaya, dan piniaman lunak bagi
pegawai pemerintah. Berdasarkan interview dengan Sultan tahun 198% Sultan

tetap akan melanjutkan untuk membentuk lembaga-lembaga pemerintah yang

lebih liberal dan Sultan akan mengenalkan kembali adanya pemilu dan lembaga

legislatif iika: dapat melihat bukti bahwa betul-betul ada kepentingan politik yang

berasal dari mayoritas masyarakat Brunei.
Pada tahun 2004 Sultan melakukan perubahan atas konstitusi (amandemen)

dan mengenalkan kembali Dewan Legislatif yang dituniuk dengan kewenangan

terbatas. Saat ini, lima dari 3l kursi di Dewan diduduki oleh orang yang dipilih
secara tidak langsung oleh pemimpin wilayah. Negara y:rng makmur ditambah

dengan keanggotaannya di PBB, ASEAN, forum the Asia Pactftc Economic

Coopaation (APEC), dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) meniadikan Brunei

diperhitungkan di percaturan dunia terlepas dari ukuran negaranya-

Pendapatan utama negara berasal dari minyak dan gas alam. Brunei
merupakan negara produser minyak terbesar ketiga di ASEAN yang menghasilkan

rara-rata 193.832 barel per hari (2007). Negara ini merupakan negara eksporter gas

alam cair terbesar kesembilan di dunia. Hal ini menyebabkan ekonomi Brunei
rergantung pada harga minyak di pasar dunia. Brunei diperkirakan mempunyai

cadangan sumur minyak untuk kira-kira 25 tahun dan cadangan gas alam cair

untuk 40 tahun.
Brunei Shell Petroleum (BSP) merupakan perusahaan produsen minyak dan

gas alam utama di Brunei yang merupakan perusahaan panrngan (ioint oenture)

dengan saham patungan antara pemerintah Brunei danthe RoylDurc[ (perusahaan

grup dari Shell). Australia, Indonesia, dan Korea merupakan negara konsumen

minyak mentah (67 persen dari iumlah total) Brunei. Jepang Amerika dan China

mengimpor masing-masing sekitar 5 persen dari ekspor minyak mentah Brunei.

Gas alam cair Brunei sekitar 90 persennya terjual ke Jepang di bawah perlaniian

kontrak fangka panfang yang diperbarui tahun 1993. Menurut kontrak tersebut

Brunei harus menyediakan sekitar 5 futa ton gas alam cairnya per tahun untuk
dikirim ke Jepang, untuk pembangkit tenaga listrik Jepang, yaitu Tokyo Electric
Power Co (TEPCo), Tokyo Gas Co, dan Osaka Gas Co.

Sedangkan perusahaan Jepang Mitsubishi merupakan perusahaan partner

dalam usaha patungan dengan Shell dan pemerintah Brunei di Brunei LNG,
Brunei coldgas, dan Brunei Shell Thnkers yang memproduksi LNG yang kemudian

dikirim keJepang. Di sampingitu, Brunei juga mengirim sekitarT00 ribu ton LNG
ke Korea Gas Corporation (KOGAS). Seiak 2001, Jepang tetap sebagai pasar ekspor



terbesar bagi LNG Brunei- Brunei merupakan negara terbesar keempatpengekspor

LNG setelah Indonesia, Malaysia, dan Australia'
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PIAGAM ASEAN
DAN KOMUNITAS ASEAN

Seiak tahun 1970-an, para pemimpin ASEAN, khususnya lima negara pendiri
ASEAN, melihat perlu adanya sebuah Piagam untuk memformalkan pembentukan
ASEAN. Karena waktu didirikan, ASEAN didasarkan pada dokumen politik,
bukan dokumen hukum, yaitu Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967. Selain itu,
pada awal berdirinya, tujuan ASEAN adalah melindungi kemerdekaan yang baru
diperoleh negara anggota pendiri ASEAN pada saat itu, yaitu Indonesia, Filipina,
Singapura, Malaysia, dan Thailand.e3

Pada tahun 1990-an, ASEAN mempunyai misi utama untuk menjadikan
ASEAN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kawasan.ea Hal ini tergambar pada

saat KTT Singapura 1992, ASEAN menyatakan bahwa integrasi ekonomi akan
menjamin eksistensi ASEAN. Pada tahun 2000-an, ASEAN sudah beranggotakan
sepuluh negara sehingga menuntut ASEAN untuk lebih solid dengan struktur
organisasi yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan sebuah komitmen yang
dituangkan dalam sebuah perianfian atau piagam, yang memungkinkan ASEAN
dapat memfasilitasi integrasi ekonomi dan meningkatkan keriasama keamanan
antarnegara anggota ASEAN.eS

Berdasarkan Deklarasi Bali Concord II tanggal 7 Oktober 2003 paru Kepala
Negara dan Pemerintahan ASEAN sepakat pada tahun 2020, yang kemudian
dipercepat menjadi tahun 2015, untuk membentuk Komunitas ASEAN (ASEAN
Community) yang terdiri atas tiga pilar yaitu:
l. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (ASEAN Political and Security

Cornmunit)

e3 ShaunNarine,ExrlainingASEAN:RegionalisminSoutheastAsia'(Z002)'hlm. 12

ea Donald E lVeatherbee, International Relations in Southeast Asia: the Struggle for Autonomy, (2O09),

hIm.205.
es Simon S.C. Tay, The ASEAN Charter: Bentpen National Smaeignty and the Region's Corctitutional
Moment,12 Sing. Y.B.International Law, l5l, (2008), hlm. 155.



2. Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN honomic Comnuniryt)

3. Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socb CuhuralCommunity)

Tiga komunitas ini saling mendukung satu sama lain, tidak ada satu yang

lebih penting daripada yang lain. Artinya, komunitas ekonomi tidak akao terwujud

iika tidak didukung komunitas politik dan keamanan. Sebaliknya, komunitas

politik dan keamanan tidak akan ada jika tidak ada komunitas sosial dan budaya

dan komunitas ekonomi.
Koordinasi kerja sama tiga pilar tersebut dilakukan oleh Dewan Koordinasi

ASEAN (ASEAN Coordinating Council/ACC) yang terdiri atas para Menteri Luar
Negeri ASEAN. ACC bertemu sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun dengan

tugas pokok mengkoordinasikan tiga Dewan Komunitas ASEAN yang terdiri
atas Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security

Community Council/APSCC), Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN

Economic Community Council/AECC), dan Dewan Komunitas Sosial Budaya

ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community CounciVASCCC). Dewan Koordinasi

ASEAN didukung oleh pejabat-peiabat tinggi terkait.
Tugas dari Dewan Koordinasi ASEAN: 1. Menyiapkan KTT

ASEAN; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan perjanjian dan keputusan

KTT ASEAN; 3. Berkoordinasi dengan Dewan Komunitas ASEAN untuk

meningkatkan keterpaduan kebiiakan, efisiensi, dan keriasama antar-Dewanl
4. Mengkoordinasikan laporang Dewan Komunitas ASEAN kepada KTT ASEAN;

5. Mempertimbangkan laporan tahunan Sekien mengenai hasil keria ASEAN;

6. Mempertimbangkan laporan Sekfen mengenai fungsi dan kegiatan Sekretariat

ASEAN; 7. Menyetuiui pengangkatan dan pengakhiran masa jabatan para Deputi

Sekretaris jenderal ASEAN berdasarkan rekomendasi Sekien; 8. Menialankan nrgas

lain yang diatur dalam Piagam ASEAN atau fungsi lainnya seperti yang ditetapkan

oleh KTT ASEAN.
Kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN dimulai pada KTT ASEAN

IX 2003 di Bali yang mengeluarkan Deklarasi ASEAN Concord II atau dikenal

iuga dengan Bali Concord II. Adapun penamaan Bali Concord II ini melaniutkan

deklarasi yang sudah pernah ada, yaitu Bali Concord I yang dikeluarkan pada KTT
ASEAN pertama yang dideklarasikan di Bali pada tahun 1976. Hal ini merupakan

tahap berseiarah bagi ASEAN dalam rangka menuiu integrasi regional karena

para pemimpin ASEAN setuju untuk membentuk Komunitas ASEAN (ASEAN

Community) pada tahun 2020. Namun, beberapa anggota, khususnya Singapura dan

Thailand, melihat tempo waktu ini terlalu lama. Akhirnya pada KTT ASEAN XII,
Cebu, Januari 2QQZASEAN sepakat untuk memaiukan pembentukan Komunitas

ASEAN pada tahurn 2015.

Pada tahun 2007 itulah negara-negara ASEAN dapat mewujudkan keinginan

untuk mempunyai sebuah piagam. Piagam ini dirancang dalam bentuk sebuah
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Tieaty (perianiian internasional) yang membutuhkan ratilikasi semua negara

penanda tangan sebelum mempunyai kekuatan hukum berlaku. Piagam ini,akan
berfungsi sebagai konstitusi bagi ASEAN. Pada dasarnya, piagam merupakan
pernyataan pembentukan ASEAN secara formal sebagai sebuah organisasi
antarpemerintah, mengubah status ASEAN yang sebelumnya sebagai entitas

organisasi regional yang longgar. Negara-negara anggota sepakat untuk meniadikan
ASEAN sebagai organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum,
yang terpisah dari pengaruh negara anggotanya. Oleh karena itu, sebuah lembaga

Satuan Tugas Tingkat Tinggi (a High Leoel Task Force) dibentuk pada Januari
tahun 2007 untuk merancang Piagam ASEAN. Terdapat empat sumber sebagai

panduan lembaga ini dalam menyusun rancangan tersebut, yaitu Laporan daithe
Eminent Penons Group on the ASEAN Carter, arahan-arahan dari para Pemimpin
ASEAN, komitmen-komitmen yang terdapat dalam dokumen dan perlaniian-
perjanjian soko guru ASEAN yang terbentuk sefak 1967, dan arahan-arahan dari
para Menteri Luar Negeri ASEAN. Selain itu, lembaga ini iuga mengadakan dialog

dan pertemuan dengan para wakil masyarakat sipil, sektor swasta, parlemen, dan

pejabat tinggi dari berbagai lembaga di ASEAN untuk mendengarkan pandangan-

pandangan mereka mengenai Piagam. Bahkan, ASEAN melakukan pertemuan

secara berkala dengan para stakeholders (pemangku kepentingan), seperti ,re



ASEAN Inter-Parliamentayt Assembll (AIPA), ASEAN-IS6, dan para akadmisi'

Dengan cara ini, ASEAN berusaha memberikan ruang kepada masyarakat yang

berada di kawasan untuk terlibat langsung dalam proses penentuan kebiiakan dan

pengawasan pelaksanaan seluruh keputusan dan komitmen-komitmen yang telah

disepakati negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dilakukan untuk memastikan

bahwa keputusan dan komitmen-komitmen yang dibuat ASEAN bermanfaatbagi

masyarakat di kawasan.
Perlu digarisbawahi bahwa Piagam ASEAN akan menjadi sebuah landasan

yang kuat untuk mencapai satu Komunitas ASEAN dengan melakukan perbaikan

kerangka keria sama institusional dan mernberikan status personalitas hukum pada

ASEAN, seperti dinyatakan negiya-negara ASEAN pada Deklarasi Cebu tegtang

Cetak Biru Piagam ASEAN. Dalam Deklarasi ini iuga dinyatakan bahwa sebagai inti

respons terhadap untangan-tantanganregional yang terus bertambah,makaASEAN

haius berupaya membangun Komunitas ASEAN yang kuat, yang didasarkan

pada ekonomi regional yang terinteglasi erat, dinamis dan menggetarkan, keria

sama politik dan keamanan yang mantap, dan hubungan sosio-budaya yang kuat'

Dalam konteks ini, Piagam ASEAN diharapkan dapat menjadi kerangka legal dan

institusional ASEAN dalam mencapai tujuan-tujuannya.e6 ASEAN telah memasuki

babak baru seiarahnya dengan menyepakati tuiuan-tuiuan baru, mereformasi

struktur organisasi, dan memperkuat proses pengambilan keputusan'

Selama beberapa dekade terakhir ini, organisasi regional memang ada di

seriap benua di dunia ini-baik dalam bidang ekonomi maupun politik (keamanan)'

Integrasi regional ini mempunyai perbedaan tingkatan maupun perkembzngan.

Beberapa contoh integrasi regional ini adalah Uni Eropa (uE), North American

Free Trade Agreement (NAFTA),'Mercado comun del sur (Mercosur), dan

ASEAN. Dahulu, alasan ugma pembentukan integrasi regional adalah faktor-

faktor politik dan militer. Namun dalam dua dekade terakhir ini, aspek ekonomi

sepertinya menjadi pertimbangan pokok bagi negara-negara untuk membentuk

iniegrasi regional. Sebenarnya tidak ada motivasi tunggal yang melatarbelakangi

terblntuknya perianjian formal sebuah integrasi regional. Menurut OECD,

terbentuknya integrasi regional biasanya terdiri dari kombinasi dua atau lebih

motivasi-baik berupa pembangunan ekonomidan efisiensi, persaingan, hubungan

sejarah, stabilitas keamanan dan politik, negosiasidan kekuatanpenyeimbang

maupun keamananakses pasar. Pada NAFTA misalnya, bisa dikatakan bahwa

semakin sedikit pengangguran karena adanya penanaman modal dari luar sekaligus

mengurangi jumlah imigran gelap dari Meksiko yang masuk ke Amerika Serikat'

dan agr. tidak terisolasi-dalam kasus mengapa Kanada bergabung NAFTA'

e6 The Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Chaner, Kuala Lumpur, 12

Desember 2005.
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Latar belakang ASEAN rnembuat Piagam di antaranya karena

memperhatikan pencapaian signifikan ASEAN dan perluasan keanggotaan

ASEAN yang telah mencakup sepuluh negara di kawasan, adanya kepentingan-

kepentingan bersama dan saling ketergantuugan antarrakyat dan negara-negAra

anggota ASEAN yang terikat secara geografis, tujuan bersama dan nasib bersama.

Negara-negara ASEAN dipersatukan oleh hasrat dan keinginan bersama untuk
hidup di kawasan yang me6iliki perdamaian abadi, keamanan dan stabilitas,

perrumbuhan ekonomi yang berkelaniutan, keseiahteraan bersama dan kemaiuan

sosial, serta memaiukan kepentingan, cita-cita dan aspirasi bersama. Dengan

Piagam ini negara-negara ASEAN menyepakati untuk meniamin pembanguDan

berkelaniutan yang bermanfaat bagi generasi-generasi sekarang dan mendatang,

menempatkan keseiahteraan dan penghidupan yang layak, serta kemakmuran
rakyat sebagai pusat proses pembentukan komunitas ASEAN.

TINGKATAN INTEGR.AST EKONOMI DAN KEDAUTATAN NEGARA

Integrasi ekonomi terbagi meniadi dua tingkatan yang berbeda.eT Pertama, integrasi

da1rg[,al(shallml inusration),berariperianiian tersebut hanya mengenai pengurangn

tarif dan kuota. Aturan-aturan dibuat pada level masing-masing negara, dengan

syarar diberlakukan pelayanan nondiskriminasi(4ton-ilisoimhaingffqmea)rctlrradap
mitra asing. Kedua, integrasi mendalam (dccp intzsration), yaitu perianiian dengan

lingkup yang lebih luas dari sekadar mengurangi hambatan tarif dan kuota. Pada

tipe ini terdapat kebiiakan umum bagi negara-negara anggota di kawasan.

Jika dilihat dari sisi kontribusi negara terhadap organisasi internasional, baik

regional maupun universal, ini akan terkait dengan kedaulatan nasional neglrra

anggota. Kasus yang paling menarik berkaitan dengan masalah konstitusi dan

integrasi regional saat ini adalah Uni Eropa. Dari seiumlah organisasi regional

yang ada di dunia ini, memang uni Eropa adalah contoh paling sempurna. IJni
Eropa menapaki seiarah yang tidak selalu mulus. Pada tahun 1950-an, teriadi
perdebatan seru mengenai kedaulatan negara di Inggris berkaitan dengan

keanggotaannya di Komunitas Eropa (Euroqean Communiry). Keinginan dan

hasrat untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah salah satu faktor yang

menyebabkan Inggris enggan bergabung dengan UE pada waktu itu-e8 Inggris

tidak dapat menerima badan supranasional UE, dikaitkan dengan negara-negara

Persemakmurafi (Cornmonu)eahh), keanggotaan di EFTA (European Ftee Tiade

Associ.ation), dan sistem harga petani, yang memperkenankan adanya harga yang

e7 OECD, Regional Integration and Intenwl Refms in the Mediterranmnlrea, Sebastian Dessu and Ahko

Siva (eds), 1995, hlm 102
% MiroslavNJovanovic,EuropeanEcomie hwgration:LimitsandProspect,London:Routledge, 1997'

hlm. ll



lebih tinggi di uE daripada di Inggris. Namun, akhirnya Inggris meniadi anggota,

lima belas tahun setelah terbentuknya UE. Pada waktu itu, perekonomian Inggris

tidak berkembang dengan kecePatan yang memuaskan dibandingkan dengan

kondisi perekonomian negara-negara anggota UE lainnya'

Peningkatan pesat ini ternyata berasal dari akses terhadap Pasar yang terbuka

lebih lebar. Banyak pihak yang khawatir, Inggris akan punah atau hilang ketika

gabung dengan EU karena dalarn Perjaniian Roma (the Tieaty Rom4) sebagai

perjaniian terbentuknya EU menggambarkan sebuah pelanggaran terhadap

supremasi negara-negara anggota. Tidak seperti perjanfian internasional pada

umumnya, Perianjian Roma ini sangat khusus karena mengambil sebagian besar

kewenangan pengambilan keputusan dari negara-negara penanda tangan, seperti

empat kebeb asan (four freedons) dalam komunitas, yaitu bebas pergerakan orang,

iasa, barang, dan modal yang diatur dalam pasal 3 (c) tentang penghapusan

hambatan-hambaran perdagangan. Dalam praktek uE, yang terefleksi dalam

purusan-purusan Mahkamah Eropa ata]uthe Eutopean court of Justice (ECJ), yang

ada adalah pemindahan kedaulatan (a transfet of sottaeipty) dari negara-negara

anggota kepada organisasi UE- Hal ini dapat dilihat pada putusan kasus Cos'a

o ENEL (1964) dan oan Gend. zt Loss (L963)Je Namun, putusan ini menyatakan

bahwa negara-negara anggota sebetulnya bukan memindahkan kedaulatan ke UE,

melainkan mereka menerapkan kekuasaan kedaulatan tersebut melalui UE' Dalam

hal ini, negara-negara anggota mendelegasikan kekuasaannya kepada uE.l00

Selain itu, menurut Krasner, tidak seperti perianiian internasional

konvensional, negara-negara anggota UE telah menciptakan institusi-institusi

supranasional yang dapat mengeluarkan putusan yang tidak dapat ditentang

oleh negara anggota,lor seperti Mahkamah Eropa (tlu Europan curt of Jtstice)'

Komisi Eropa (the European commission), dan Dewan Menteri (the council of

Ministerc). Pada kasus ini, Krasner berargumerr bahwa negara-negara anggota

telah "mendelegasikan" kekuasaan kedaulatan mereka kepada sebuah lembaga

eksternal. Putusan-putusan Mahkamah Eropa mempunyai sifat"direct ffict" dan

"supremaqi'di dalam sistem yudisial nasional, meski doktrin ini tidak pernah

diatur secara eksplisit atau terang-terangan di dalam perianiian apapun oleh negara-

negara anggota Uni Eropa. Praktik doktrin ini merupakan bukti dari hilangnya

kedaulatan nasional.
Sedangkan menurut Trachtman, sebetulnya kedaulatan nasional itu tidak

pernah hilang karena apa yang dilakukan negara-negara anggota uE adalah

se Case 6/64 Costa u ENEL t 1964l ECR 5S5 dzn Case 26162 Van Gend en Loos [1963] ECR t

roo J6[n Bel! The Birth of European Consritutional Order-Book Review,Intaaatioaal and Comparatioe

Lar Quanerly, 51.2. (475), (2002)
ror Stephen D Krasner, Sovereignty, Foreign Policy,20 (2O01)' hlm' 28
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mengalokasikan kembali (reallocau) kedaulatan nasional mereka kepada UE.l02

Dia melihat kedaulatan sebagai alokasi dari kekuasaan dan tanggung iawab. Dia
juga menganggap bahwa kedaulatan adalah kualitatifbukan kuantitatif, seperti

yang diklaim para pengamat kontemporer selama ini. Dengan pandangan ini
dia menganggap, UE sebagai penerima kekuasaan dan tanggung iawab akan

menialankan kekuasaan dan tanggung iawab tersebut lebih efektif. Hampir senada

dengan Trachtman, Jackson berargumen, kedaulatan yang dipraktekkan sekarang

ini meruiuk kepada pertanyaan tentang alokasi kekuasaan mengambil keputusan

(altocation of dccbion-mahins Pauer) di antara berbagai tingkatan institusi.lo3Namun

agak berbeda dengan Trachtman, Jakson membagi kekuasaan tersebut meniadi

dua tingkatan: vertikal dan horizontal. Pada tingkat vertikal, alokasi kekuasaan

pengambilan keputusan antara badan nasional dan internasional. Pada tingkat
horizontal, alokasi kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan bergabung dalam organisasi regional, negara-negara mengorbankan

kedaulatan mereka sebagai bagian dari perjaniian-perianiian yang mereka buat.loa

Dalam sejarah ekonomi, merupakan sesuatu yang waiar dan umum bahwa negara-

negara menawarkan kedaulatan ekonomi mereka untuk mendapatkan kemudahan

atau konsesi sebagai imbalannya. Sebagai contoh, Amerika Serikat memberikan

hak perikanannya kepada Kanada. Dengan cara ini, negara-negara dapat ikut
serta dalam perianjian ekonomi dengan negara lain tanpa memedulikan tentang

kedaulatan negara. Kemudian, apa yang sesungguhnya teriadi pada proses

perjaniian integrasi ekonomi adalah para pihak bernegosiasi mengenai hak

berdaulat mereka dari dua arah dengan bebas. Mereka dapat saia berkompromi
mengenai posisi tawar mercka(bargaining positbn). Artinya, salah satu pihak ingin
menawar sesuatu, kemudian ada harga untuk hal itu. Ketika berbicara masalah

kedaulatan dan regionalisasi, sebaiknya dibedakan atrtara kedaulatan ekonomi dan

otonomi politik. Pada umumnya, institusi regional yang bersifat supranasional akan

lebih bagus diterapkan pada bidang ekonomi daripada bidang politik. Dengan kata

lain, negara cenderung lebih mudah mengorbankan kedaulatan ekonominya kepada

lembaga supranasional daripada otonomi politiknya.

r0z Joel P Trachtman, Reflections on the Nature of the State: Sovereignty, Power and Responsibility,

20 Can - U. S. L J. 399 (199 4)
lo3 John H Jackson, The Great 1994 Sovereignty Debate: United States Acceptance and Implementation

of the Uruguay Round Result, dala m Polities, Vafues and Functions: International Lau in the 21th Century,

Esays in Honour of Professor lau6 Henkin,l.l. Charney D.K. Anton, M.E. O'Conell (eds), Kluwer Law

International, 1997, hlm 149 - 176, Meskipun tulisannya tentang WTO, namun beberapa pendaPatnya

relevan untuk masalah regionalisme
roa Gary N Horlick, Sovereignty and International Trade Regulation,2O Can-US. LJ.57 (1994)



ASEAN DAN KONsENsUs

Sejak berdirinya ASEAN, organisasi ini bekerja mengacu pada mekanisme

konsensus negara-negara anggota. Mekanisme konsensus ini berasal dari cara

pengambilan keputusan yang digunakan masyarakat Indonesia, yaitu musyawarah

a"., *rf"U,. Prinsip inilah yang kemudian diusung ke level regional. Banyak kritik
yang diafukan kepada ASEAN berkaitan dengan mekanisme konsensus ini karena

prog... yang dicapai ASEAN menjadi lambat' Bahkan, ada yang mengatakan

bahwa kecepatan kemaiuan yang dicapai ASEAN seiring seialan denSan kecepatan

kemajuan negara anggota ASEAN yang paling lambat (thz slmtest menbet). Karena

dengan dasar konsensus ini, tidak ada hal-hal yang akan secara formal disetuiui

ASEAN hingga semua anggota benar-benar menyetuiuinya. Jadi, meski hanya satu

negara yang tidak setuiu atas suatu usulan program perfaniian keriasama, maka

usulan tersebut tidak dapat terwuiud dalam suatu perianfian'

Akan tetapi, konsensus merupakan trade mark ASEAN karena konsensus

adalah salah satu ASEAN lwall yangtelah dipraktikkan selama bertahun-tahun.

Berbeda dengan uni Eropa yang mengacu pada pengambilan suara terbanyak

sehingga suara satu negara tidak akan dapat menggagalkan terbentuknya suatu

perjaniian keria sama regional. Meskipun banyak mendapatkan kritik keras,

ASEAN tetap bersikukuh mempertahankan konsensus sebagai mekanisme dan

prinsip aasar ASEAN. Hal ini dipertegas lagi di dalam pasal 20 Piagam ASEAN

yang mengatur mengenai pengambilan keputusan yang mengatakan, sebagai

prinsip dasar, pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada konsultasi

dan konsensus. Jadi, pengambilan keputusan di ASEAN harus dilakukan dengan

konsensus. Dengan begrtu, semua negara anggota akan mempunyai rasa memiliki

keputusan yang telah dihasilkan dan berkewajiban untuk menialankan hal-hal

yang telah diputuskan bersama. Keputusan yang dihasilkan bukan merupakan

t.p.r,rr", satu atau dua negara anggota saia, melainkan merupakan keputusan

bersama. Selain itu, mekanisme konsensus sesuai dengan kultur negara-negara

anggora ASEAN. Dengan mengacu pada konsensus, terbukti selama 40 tahun

asfaf.f tetap bertahan dan berhasil menciptakan suatu kawasan yang dapat

dikatakan bebas konflik. Misalnya, ASEAN telah berhasil menyelesaikan konflik

Indochina/Kamboia sehingga konflik itu tidak melebar ke seluruh kawasan'

Bahkan, ASEAN telah diakui sebagai organisasi regional yang terkemuka dan

dapat diseiaiarkan dengan Uni Eropa.

Jika tidak dicapai suatu konsensus kesepakatan, KTT yang akan menentukan

bagaimana suatu keputusan terrentu dapat diambil (pasal 20 ayat 2). Ketentuan

pengambilan keputusan dengan konsensus dan penyerahan keputusan kepada KTT

tidak boleh mempengaruhi cara-cara pengambilan keputusan yang tertuang dalam

instrumen-instrumen hukum ASEAN yang relevan. Ketika teriadi pelanggaran

atau ketidakpatuhan terhadap Piagam, maka masalah itu harus diruiuk kepada
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,.1.: KTT untuk diputrnkan. Berkaitan dengan pelaksanaan dan prosedur pengambilan

keputusan, Piagam menyatakan bahwa tiap Dewan Komunitas ASEAN wajib

menentukan aturan pelaksanaannya masing-masing. Berkaitan dengan komitmen
ekonomi, formula untuk panisipasi yang fleksibel-termasuk ntmusan ASEAN
minus X-dapat diterapkan apabila terdapat konsensus untuk melaksanakan.

Jika dikatakan bahwa ASEAN hanya mengacu pada konsensus sebagai

satu-satunya proses pengambilan suara, ini tidak seratus persen benar- Secara

evolusi, ASEAN iuga menerapkan praktek pemungutan suara dalam pengambilan

keputusan. Artinya, ASEAN tidak kaku dalam menerapkan mekanisme konsensus

tersebut. Hal ini dilandasi oleh kesadaran bahwa proses pengambilan keputusan
(decision making process) suatu organisasi merupakan suatu hal pokok yang harus

diperhatikan agar organisasi tersebut berfungsi secara efektif, dan mengingat
era globalisasi dewasa ini membutuhkan suatu mekanisme yang responsif untuk
mengimbanginya.

Negara anggota ASEAN sadar bahwa konsensus tidak akan selamanya bisa

berialan dengan baik, karena dalam prosesnya mernbutuhkan waktu lama dan

memerlukan figur seorang pemimpin yang dihormati untuk menuiu tercapainya

kata sepakat. Padahal, dalam sepuluh tahun terakhir ini telah teriadi pergantian

kepala pemerintahan di hampir semua anggota ASEAN. Seperti Lew Kuan Yew,

Soeharto, dan Mahathir Muhamad yang telah digantikan dengan orang-orang

baru. Selain itu, dalam era yang sudah mendunia ini, semua hal membutuhkan
gerak cepat, ditambah kepentingan masing-masing anggota sudah sangat berbeda

satu sama lain. Inilah yang mendorong ASEAN berubah, terbukti pada tahun-

tahun terakhir ini, ASEAN telah memberikan wacana baru dan mempraktikkan
mekanisme pengambilan suara dengan metode yang lain, tidak terbatas pada

konsensus saia. Sebagai contoh, ASEAN mengembangkan'flcxiblc consennts'yang

pada prinsipnya tidak membutuhkan suara bulat seluruh negara anggota. Di
samping itu, ASEAN juga telah mengembangkan formula sepuluh minus satu (rez

minus one formula), yang semula berasal dari formula's* minus one' ketika ASEAN
masih beranggotakan enam negara. Dengan formula ini, memungkinkan suatu

program dapat dilaniutkan dengan hanya (enam) atau sembilan anggota yang

setuju, di mana negara anggota yang lain dapat menyusul iika kondisinya telah

memungkinkan. Dengan demikian, semua program keria sama tidak terhambat

hanya karena tidak adanya konsensus dari semua negara anggota- Namun harap

diingat, mekanisme pengambilan suara selain konsensus ini hanya diterapkan
terbatas pada masalah-masalah ekonomi saia, dan sepaniang kebiiakan organisasi

tidak merugikan kepentingan negara anggota yang tidak setuiu- Untuk masalah-

masalah politik, ASEAN masih tetap mengacu pada konsensus- Hal ini dapat

dipahami karena masalah politik berkaitan langsung dengan kedaulatan negara

anggota.
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Pada pertemuan Komisi Tingkat TinCCi (KTT) ASEAN tahun2003,High-
Lnel Task Force lntegrasi Ekonomi ASEAN merekomendasikan bahwa untuk
masalah-masalah ekonomi hendaknya negrua anggota menggunakan konsensus.

Namun apabila konsensus tidak dapat dihasilkan, negara anggota ASEAN dapat

menggunakan prosedur lain untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.

Selain itu, direkomendasikan juga untuk membedakan prosedur pengambilan

keputusan di badan-badan yang ada di ASEAN. Sebagai contoh, masalah yang

berkaitan dengan kebijakan harus ditangani Menteri Ekonomi ASEAN (AEM),

AF|A Council atauASEAN furuesanentArea (AIA) Couad. Masalah-masalah teknis

yang sifatnya operasional, dapat diserahkan kepada pejabat yang lebih rendah,

seperti Senior Economic Ofricial Meeting (SEOM) suatu badan yang terdiri atas

pefabat senior di bidang ekonomi di bawah menteri. Masalah-masalah seperti

ini iuga dapat diselesaikan oleh berbagai komite atau badan pekerja yang ada di
ASEAN.

Dengan mempraktikkan prosedur pengambilan keputusan sesuai rekomendasi

ini, keputusan final di ASEAN akan iauh lebih mudah dan cepat dicapai. Hal
yang sama fuga telah dipraktikkan \7TO yang tidak mempergunakan mekanisme

konsensus pada semua kasus. Artinya, diperbolehkan adanya voting iika konsensus

tidak tercapai.
Hambatan yang paling utama terletak pada ketetapan untuk mempertahankan

konsensus sebagai proses pengambilan keputusan organisasi. ASEAN menladi

berjalan lambat karena sangat menyita waktu. Memang, konsensus telah

memberikan solusi bagi ASEAN selama ini, karenaproses ini dapat mengakomodasi

berbagai kepentingan negara anggota, menciptakan keseimbangan antara

kepentingan nasional masing-masing negara anggota dan kepentingan regional,

serta yang terpenting konsensus dapat memberikan solusi yang tidak konfrontatif
bagi negara anggota dalam mencapai persetuiuan bersama. Kini saatnya bagi

ASEAN untuk mempertimbangkan untuk memakai sistem pengambilan keputusan

yang lain, seperti keputusan mayoritas Qnaimity tore), untuk mempercepat proses

pengambilan keputusan sehingga dapat melancarkan jalan bagi ASEAN untuk

mencapai tujuannya, yaitu membentuk suatu komunitas ekonomi yang terintegrasi

(integrated economi.c mmmunity), dan mampu bersaing dengan blok ekonomi lainnya,

seperti NAFTA dan Uni EroPa.

PIAGAM ASEAN BAGI MASA DEPAN ASEAN

Pada awal tahun 2000-an negara-negara angSota ASEAN bersepakat untuk

mengaktualisasikan tuiuan-tujuan ASEAN sesuai dengan perubahan dan

perkembangan politik dan ekonomi-khususnya di Asia Tenggara dan dunia

pada umumnya. Sesuai dengan Deklarasi Bali Concord II 2003 negara-negara

anggota ASEAN bermaksud membentuk Komunitas ASEAN (ASEAN Community)
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yang terdiri atas riga pilar, yakni Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN
(ASEAN Politbal Secuity Communty), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN
Econonic community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN socio-
Cubural Community).

Setelah lebih dari 40 tahun eksis, pada Desember 2007,paraKepala Negara
dan Pimpinan Negara-Negara ASEAN menandatangani piagam ASEAN yang
diklaim oleh beberapa pihak sebagai puncak pencapaian ASEAN. piagam ASEAN
terdiri dari Prearnble, 13 Bab, 55 pasal, dan 4 lampiran. para pemimpin ASEAN
setuiu bahwa Piagam ASEAN berisi ketentuan-ketentuan yang sifatnya lebih
mengikat dibandingkan dengan deklarasi-deklarasi yang ada serama inr, yang
bersifat longgar dan kurang mengikat secara hukum.los Dengan adanya piagam
ASEAN ini, semua anggota akan terikat dan waiib mematuhi ketentuan-ketentuan
yang disepakati. Setahun kemudian, Piagam telah diratifikasi semua negara
ASEAN dan mulai berlaku pada 15 Desember 2008, setelah sekretaris Jenderal
ASEAN menerima dokumen ratifikasi yang terakhir dari rhailand.lo6 piagam ini
adalah refleksi perialanan ASEAN selama 40 tahun ini, dalam beberapa hal piagam
menggambarkan perkembangan dan kerja sama internal di antara negara-negara
ASEAN serta dunia. Selain itu, Piagam iuga berisi tuiuan-tuiuan bersama yang
ingin dicapai ASEAN di masa depan. Struktur dan prinsip ASEAN difabarkan
berikut di bawah ini.

STRUKruR DAN PRINSIP PTAGAM ASEAN

Struktur Piagam ASEAN terdiri atas:
Pembukaan
Bab I : Tirjuan dan Prinsip
Bab II : Status Hukum
Bab III : Keanggoraan
Bab IV : Badan
Bab V : Entitas yang Berhubungan dengan ASEAN
Bab VI : Kekebalan dan Hak Istimewa
Bab VII : Pengambilan Keputusan
Bab VIII : Penyelesaian Sengketa
Bab IX : Anggaran dan Keuangan
Bab X : Administrasi dan Prosedur

r05 Koesrianti, Analisa Kekuatan Mengikat Piagam ASEAN dan perkembangan
Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Analisa Kekuaran Mengikat piagam
ASEAN, Yuridika, Vol. 26 Nomor I Jan-April 20ll
106 Piagam ASEAN Mulai Berlaku Bulan Depan, Suara Merdeka,16 Nopember 200g, lihat htto://
m.suaramerdeka.com/index.ohp/read/news/2008/l l/16/I7579



Bab XI
Bab XII
Bab XIII

Lampiran I
Lampiran2
Lampiran 3

Lampiran 4

: Badan Kementerian Sektoral ASEAN
: Entitas-Entitas yang Berhubungan dengan ASEAN
: Bendera ASEAN
: LambangASEAN

Prinsip-prinsip yaug terdapat dalam Piagam ASEAN.
l. Semua prinsip dasar (fundane*al principles) yang terdapat dalam Deklarasi,

perianfian-perjanjiao, konvensi-konvensi, concords, traktat, dan instrumen-
instrumeu ASEAN lainnya.

2. Seluruh negara-negara anggota ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-
prinsip berikut ini:
a. Penghargaan kepada kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas

wilayah, dan identitas nasional semua negara anggota ASEAN.
b. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan

perdamaian, keamanan, dan keseiahteraan regional.

c. Menahan diri dari tindakan agresi, ancaman, penggunaan kekerasan,

dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak konsisten dengan hukum
internasional.

d. Bertumpu pada penyelesaian sengketa secara damai.

e. Prinsip nonintervensi terhadap urusan internal negara-negara anggota

ASEAN.
f. Menghormati hak setiap negara anggota lain untuk memimpin keberadaan

negara nasionalnya bebas dari campur tangan, penggulingan, dan paksaan

dari luar.
g. Meningkatkan konsultasi pada masalah-masalah serius yang dapat

mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN
h. Taat padarub of lau, good gotnnwzca, prinsip demokrasi, dan pemerintahan

konstitusional.
i. Penghargaan kepada kebebasan atau hak dasar, peningkatan dan

perlindungan hak-hak asasi manusia, dan peningkatan keadilan sosial (socrzl

justice).

i. Meniuniung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum

humaniter internasional, yang disetuiui negara-negara anggota ASEAN.

k. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun, termasuk

pemanfaatan wilayah-baik dilakukan negara anggota ASEAN, negara

non-ASEAN, atau subfek bukan negara manapun, yang dapat mengancam

kedaulatan, integritas wilayah, atau stabilitas politik dan ekonomi regara-
negara anggota ASEAN-

l. Penghormatan atas perbedaan budaya, bahasa, dan agama masyarakat
ASEAN dengan menekankau pada nilai-nilai bersama dalam spirit
persatuan dalam keanekaragaman.

m. Hubungan keluar dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan
titik pusat ASEAN dengan tetap secara aktifberpandangan keluar, inklusif,
dan nondiskriminatif.

n. Taat pada ketentuan-ketentuan perdagangan multilateral dan rezim yang
berdasar aturan ASEAN (ASEAlfs rules-based regimes) untuk implementasi
efektif dari komitmen ekonomi pengurangan progresif dengan penghapusan

semua hambatan untuk integrasi ekomomi regional, dalam ekonomi
berdasar pasar

Jika dilihat, prinsip-prinsip yang ada dalam Piagam ASEAN merupakan
penegasan kembali atas prinsip-prinsip yang tercantum dalam berbagai deklarasi,
concord, dara communique yang dikeluarkan ASEAN sebelumnya.

STRUKTUR ORGANISA$ 
'VTENURT'T 

P1AGAIYI ASEAN

Di antara lembaga-lembaga yangada di dalam struktur organisasi ASEAN diatur
dalam Bab IV: Organ, pasal 7-15, terdapat beberapa lembaga baru bentukan
Piagam ASEAN, yaitu:
a) Dewan Komunitas ASEAN (ISE{N Community Councik)
b) Badan Kementerian Sektoral (ASEAN Seaoral Ministqial Bodics)

c) Komite rJflakil Tetap ASEAN (Committee of Permanent Representatitns to
ASEAN)

d) Badan Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN Human Rights Body)
e) Yayasan ASEAN Q4SEAN Foundation)

Lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, namun diperinci tugasnya,
meliputi KTT ASEAN (ASEAN Sumnit), Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN
Coadinattng Council) dikenal sebagai AMM, Sekretaris Jenderal ASEAN (Sectenry-

General of ASEAN) dan Sekretariat ASEAN (ASEAN Secretariat), serta Sekretariat
Nasional ASEAN (ASEAN National Seoetariat). Selain itu, Piagam ASEAN iuga
mengatur tentang entitas yang berhubungan dengan ASEAN (pasal 16). Dalam hal
ini, ASEAN dapat melibatkan entitas-entitas yang mendukung Piagam ASEAN,
terutama tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya. Daftar entitas ini terdapat dalam
Lampiran 2 Piagam, yang terdiri atas parlemen, organisasi-organisasi bisnis,
lembaga-lembaga penelitian dan akademik ASEAN, organisasi-organisasi
masyarakat madani yang terakreditasi, dan para pemangku kepentingan di ASEAN

: Identitas dan Simbol
: Hubungan Eksternal
: Ketentuan Umum dan Penutup
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lainnya. Aturan pelaksanaan dan kriteria keterlibatan entitas-entitas ini diatur

oleh Komite \$7akil Tetap ASEAN atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN.

Lampiran 2 ini dapat diperbarui oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atas rekomendasi

dari Komite Wakil Tetap ta1pa meruiuk ketentuan mengenai Amandemen dalam

Piagam. Lembaga-lembaga baru ini merupakan tuntutan yang ada dalam Piagam,

seperti Dewan Komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga lembaga yaitu Dewan

Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN,

dan Dewan Komunitas sosial Budaya ASEAN. Demikian pula dengan Badan

Kementerian Sektoral yang bersqma-sama dengan peiabat tinggi yang relevan, dan

badan-badan subsider (seperti yang terdapat dalam lampiran I Piagam), tugasnya

membanru Dewan Komunitas ASEAN. Masing-masing negara anggota ASEAN

mengangkat seorang u?'akil Tetap untuk ASEAN dengan gelar duta besar yang

berkedudukan di Jakarta dan secara kolektif meniadi Komite Wakil Tetap yang

tugasnya mendukung keria Dewan Komunitas ASEAN dan Badan Kementerian

Sektoral ASEAN.

Komisi Hok Azosi Monusio Anttlr Pemerinnoh ASEAN

(ASEAN lntergovemmenldl Commission olau I/,CHR)

Lembaga baru bentukan Piagam ASEAN lainnya adalah Komisi HAM Antar

Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergooemmental Commission on Human Rightsl

AICHR) yang dibentuk pada KTT ke 15 ASEAN di cha-Am Hua Hin, Thailand

pada 2009. Hal ini merupakan amanar dari pasal 14 Piagam ASEAN. AICHR

dibentuk selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN terkait dengan

peningkatan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental. Badan

ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang ditentukan dalam pertemuan para

Menteri Luar l.Iegeri ASEAN. Jika dilihat struktur organisasi Piagam ini, struktur

organisasi ASEAN bertambah gemuk sehingga menambah luas rantai desentralisasi

kelembagaan di ASEAN. Hal ini agak disayangkan, bukannya bertambah ramping,

struktur organisasi ASEAN malah bertambah lebar. Satu segi positif struktur

kelembagaan dalam Piagam ASEAN ini adalah adanya lembaga yang sama sekali

baru, seperti AICHR ini.
Hal ini merupakan terobosan cukup berani, mengingat selama ini negara-

negara anggota ASEAN terkesan alergi terhadap perbaikan dan peningkatan HAM
di kawasan. Bahkan pada awal berdirinya, topik ini selalu dihindari karena sudah

masuk pada urusan internal masing-masing negara. Jika adapelanggaran HAM di

salah satu negara anggota, ada kecenderungan negara-negara anggota lainnya untuk

tidak melakukan intervensi pada masalah tersebut. Misalnya, pelanggaran HAM
Myanmar oleh iunta militer, yang melakukan penahanan rumah atas pemimpin

partai oposisi.
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AICHR merupakan sebuah badan konsultatif antarpemerintah ASEAN dan
menladi bagian integral dalam struktur organisasi ASEAN. AICHR merupakan
lembaga HAM di ASEAN yangbersifat menyeluruh dan bertanggung iawab untuk
peningkatan dan perlindungan HAM di kawasan. AICHR mempunyai mandat
yaitu: (l). Membentuk ASEAN Human Rights Declaration; (2). Meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang HAM; (3). Mendorong peningkatan kapasitas

negara-negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan kewaiiban HAM
secara efektif; (4). Memperkuat norma-norma HAM di ASEAN; (5). Mendorong
keikutsertaan negara anggota ASEAN pada berbagai instrumen HAM
Internasional; (6). Mendorong dialog dan konsultasi serta keria sama di antara

negara anggota ASEAN yang melibatkan institusi nasional, internasional, dan
pemangku kepentingan lainnya; (7). Memberikan masukan dan bantuan teknis
untuk Badan Sektoral ASEAN, dan (8). Melaporkan semua kegiatan kepada
ASEAN Foreign Ministers Meeting.

Dalam melaksanakan tugasnya secara kelembagaan AICHR merupakan
subordinat dari ASEAN Foreign Ministers Meeting. Dalam Terms of Reference of
AICHR dikatakan bahwa ASEAN Foreign Ministers Meeting dapat menugaskan

AICHR untuk melakukan kegiatan khusus dan mengadakan pertemuan tambahan

apabila diperlukan. AICHR melaporkan kegiatannya kepada ASEAN Foreign
Ministers Meeting. Salah satu capaian penting dari AICHR adalah dengan

diadopsinya ASEAN ffuman Rights Declaration (AHRD) pada KTT ASEAN
ke-21 melalui Phrcm Penh Sutemcnr on the Adoption of the ASEAN Human Rights

Dedaration. Dalam dokumen ini ditegaskan bahwa implementasi dari AHRD akan

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM universal. Ke depan, AHRD
ini akan diiadikan sebagai dasar atau sumber inspirasi bagi berbagai dokumen/
perianjian HAM ASEAN.

Negara-negara anggota ASEAN sudah meratifikasi beberapa Konvensi
Internasional tentang hak azasi manusia misalnya ICERD, ICCPR (beserta

Protocolnya), ICESCR, CEDA'$(, CAT dan lain-lain yang digambarkan pada tabel

di bawah ini.lo7

107 pr,. per April 2013, lihat LBH Jakarta - American Bar Association Rule of Law Initiative
(ABA ROLI), Memperkuat Sistem Hak Azasi Manusia ASEAN melalui Adookui Huhum, Pelatihan
Advokasi Hukum Asia Tenggara hrtp://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/asean/
aba_roli_asean_strengthening_human_rights_system_through_legal_advocacy_indonesian_10I 3.

authcheckdam.pdf> (dikuniungi ZlZl 2Ol4)



Tabel 5.1 Status ratilikasi Iastrument HAM oleh Negara Anggota ASEAN (LBH Jkt
_ABAROLI)
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Ratifikasi Konvensi-Konvensi Internasional bidang HAM oleh negara-negara

anggora ASEAN tidak ban-vak berarti jika tidak dapat diimplementasikan di wilayah

,,.g"o masing-masing. oleh karena itu, dalam mendukung pemaiuan perlindungan

hak azasi manusia di wilayah negara-negara anggota ASEAN, maka negara-negara

anggora ASEAN telah membentuk lembaga-lembaga yang terkait dengan pemaiuan

danlerlindungan HAM tersebut seperti dalam tabel berikut ini.lo8 Terlihat bahwa

lembaga-lemb aga yangterbentuk bervariasi di masing-masing negara'

Tabel5.2.Lembaga-lembagayangterkaitdenganpemaiuandanperlindunganHAM(LBH
Jkt- ABA ROLI)
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Te.Lait d6n96n p*maiGi d3il pP'lindudgan H&k Asri

108 Laporan UpR atas negara-negara anggora ASEAN dan Human Rights Resource Centre,'Rule

of Law for Human Rights in the ;SEAN Region: A Baseline Study', Mei 2011, terkutip dalam LBH

Jakarta-ABA Roli,.IDid

1 10 ASEAN: Seiarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan

Pada level regional terkait dengan pemaiuan dan perlindungan HAM tersebut,

ASEAN mempunyai mekanisme yang secara struktur diputuskan di KTT sebagai

lembaga tertinggi di ASEAN. Sistem hak asasi manusia ASEAN dalam struktur
orsanisasi^'"Tr:::,:'ni::::::"'.:"::ditawahini':oe

Gambar 5.2 Grafik Organisasi ASEAN (LBH Jkt - ABA ROLI)

toe Ibid
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PENYEIISAIAN SENGKEIA MENURUT PUIGAIYI ASEAN

Negara-negara anggota ASEAN waiib menyelesaikan sengketa mereka dengan cara

damai dan tepat waktu melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi. Negara anSgota

yang bersengketa dapat menyelesaikannya dengan menggunakan jasa-iasa baik'

Lorrriti"ri, atau mediasi dalam batas waktu yang disepakati' Ketua ASEAN atau

sekjen ASEAN dalam kapasit as secara ex-ffiio dapat memberikan jasa-iasa baik'

konsiliasi, atau mediasi atas permintaan negara-negara anggota yang bersengketa-

Sengketa-sengketayangterkaitdenganinstrumen-instrumenASEAN
tertentu, waiib diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur

seperti yang diatur dalam instrumen-instrumen yang dimaksud. Sebagai contoh,

iii".eolt i" tersebutberkenaan dengan AFT& maka sengketa harus diselesaikan

dengan instrumen yang ada dalam perianiian AFTA' Namun, untuk sengketa

yang tidak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan instrumen ASEAN

wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan TAC (Traktat Persahabatan dan

Keriasama di Asia Tenggara) dan aturan pelaksanaannya. Sengketa yang berkenaan

dengan penafsiran atau-penerapan perianiian-perianiian ekonomi ASEAN, waiib

diselesaikan sesuai dengan Protokol ASEAN terrtarrg Enhanced Dispute Senbnent

Mechanism 2004. Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ini telah

dikeluarkan Protocol to the ASEAN Chart$ on Dispute semlement Mechanbm pada

2010. Mekanisme yang diatur adalah mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan

arbitrase yang merupakan aturan pelaksanaan dari Piagam ASEAN'

Piagammemberikankemungkinanpembentukanmekanismepenyelesaian
sengketa yang repat, termasuk arbitrase yang dibentuk untuk sengketa yang

berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN dan instrumen-

instrumen ASEAN yang lain. untuk sengketa yang tidak terselesaikan, maka

sengketatersebutwajibdirujukkeKTTuntukdiambilkeputusannya.Selain
-aigr,r, mengenai prosedur, cara-cara, dan pembentukan mekanisme

penyeles"ian sengketa yang berkenaan dengan penafsiran dan penerapan' Piagam

iuga mengatur mengenai kepatuhan negara-negara anggota terhadap temuan'

rekomendasi,ataukeputusanyangdihasilkandarimekanismepenyelesaian
sengketa.HalinidiserahkankepadaSekretarisJenderalASEANyangdibantu
oleh Sekretariat ASEAN atau lembaga ASEAN lainnya yang dituniuk. Mereka

harus memberikan laporan kepada KTT mengenai hal ini. Selaniutnya' Piagam

jugamengaturmengenainegarayangterkenaakibattindakanketidakpatuhan
(non-compliance) dapatmembawa masalah tersebut kepada KTT untuk dimintakan

keputusarrnya.Selainiturnegara-negaraanggotamasihdiberikanhakuntuk
menggr.nrkan penyelesaian secara damai yang terdapat dalam pasal 33 (1) Piagam

PBB atau instrumen hukum internasional yang lainnya'

KERJA SAIUUA

NEGARA.NEGARA ASEAN
DI BIDANG EKONOMI

Stabilitas ekonomi dan pembangunan di negara-negara ASEAN pada akhirnya
disadari bersama oleh negara-negara ASEAN merupakan faktor penting bagi

terciptanya keamanan dan perdamaian kawasan. Dengan kata lain, keamanan

dan perdamaian di ASEAN hanya dapat dicapai dengan kekuatan ekonomi dan
peningkatan taraf hidup rakyat melalui keriasama ekonomi' Artinya, keriasama

di bidang ekonomi dapat menfadi pilar utama untuk menciptakan Komunitas
ASEAN (ASEAN Community) yang lebih matang dan solid. Inilah yang tertuang

dalamASEAN Vision 2020, ketika para Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN
menandatangani Bali Concord II di Bali pada tahun 2003 bersepakat untuk
membentuk sebuah Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Pada KTT ASEAN XII,
Cebu, Januari 2007, ASEAN sepakat untuk memaiukan pembentukan Komunitas
ASEAN pada tahun 2015. Jadi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi
merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain.

KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOTYII

Ada beberapa alasan rasional yang melatarbelakangi negara-negara ASEAN
melakukan kerjasama yang lebih erat di bidang ekonomi.

1. Pasar bersama ASEAN (Preferential Tiade Anangement, Free Tiade Area,

single market) akan mendorong perkembangan industri dan perdagangan

intraregional.
2. Dengan keriasama ekonomi, perusahaan-perusahaan di ASEAN akan

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan biaya produksi yang lebih
rendah.

3. Mendorong investasi baru dalam proyek-proyek industri yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan seluruh pasar ASEAN.

4. Memaksa perusahaan-perusahaan untuk lebih efisien melalui kompetisi yang

tinggi di pasar regional.
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KeriasamaekonomiyangpertanameliputiemPatieniskeriasama:
l. Keria sama dalam bidang komoditas dasar, terutama panSan dan energi.

2. Keria sama untuk mendirikan proyek industri skala besar ASEAN.

3. Keria sama dalam liberalisasi perdagangan intraregional'

4. Melakukan pendekatan bersama atas masalah komoditi interuasional dan

masalah-masalah ekonomi dunia lainnya (AEM tahun 1975)

Pada periode tahun 1967-1980-an, kemaiuan ekonomi murni berdasarkan

kemaiuan per negara, tidak ada link ke ASEAN. Preferensi hanya meliputi barang-

barang yang terbatas jumlahnya, tidak mencakup barang-barang dengan tarif
tinggi. Fokus kerfa sama ekonomi periode ini adalah perdagangan preferensi, usaha

p"t*g"r, (ioint oennnes),dan skema pelengkap (complemmution sclwmc)'rr0

l. Prefercntial Trading Arrangemenfs (PTAI

. Ditandatarigani Pada tahsn1977

. Tuiuan: untuk mendorong adanya keria sama regional yang lebih dekat melalui

perluasan perdagangan intraregional
. Preferensi tarif dinegosiasikan di antara negara-negara anggota melalui

kelompok negosiasi tarif preferensi atau the TariffPtefetences Negotiatins Group

of COTT (Committce on Tiade and Toutism)

. Rekomendasi akhir preferensi tarif disampaikan kepaCa AEM untuk

mendapatkan persetuiuan.

PTA dirancang untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN melalui

pemberian preferensi tarif. Dengan cara ini, akan ada penuruuan hambatan

perdagangan pada seiumlah produk yang terpilih' Namun sayang, baru pada tahun

l987,negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk secara signifikan memperluas

cakupan keria sama PTA ini.
PTA meliputi tukar menukar preferensi tarif (the exchange of atiffprtqmces);

pengaruran pembelian cadangan keuangan (the prm:ision of purchaw fmarce il?port)

dan kontrak-kontrak kuantitas fangka paniang(long-term ryantity connoAs); preferensi

pembiayaan oleh agen pemerintah (lrocurement Treferences by gouanmeg asencies);

penghapusan hambatan 11ontarif (thcdismant@ of non-taiffbaffiers). Namun, dalam

prat<titnya, yang berhasil dicapai hanya pertukaran preferensi tarif.- 
Hambatan yang dihadapi PTA adalah pertukaran preferensi tarif dilakukan

melalui negosiasi dengan negara anggota lain atau dengan cara penawaran secara

uo Koesrianti, The Development of the ASEAN Trade Dispute Settlement Mechanism: From

Diplomacy to Legalism, Unpublished Desertasi, Faculry of Law, UNS$[' 2005' hlm 53 - 68
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s€pihak, dan dilakukan produk per produk sehingga memakan waktu lama- Selain
itu, pendekatan ini cenderung mubazir karena banyak melakukan pengisian produk
yang tidak perlu, sejumlah besar produk ditawarkan namun tidak ada artinya,
karena produk-produk tersebut tidak diperdagangkan atau karena varian dari
produk yang sama. Misalnya, mesin ketik dengan tipe yang berbeda.

Buktinya, iumlah yang diberikan MOP (Margins of Preferences) sangat
sedikit, hanya 2.6 persen dari total yang ditawarkan. Sejumlah produk yang
ditawarkan tidak diperdagangkan negara-negara ASEAN, seperti pengeruk saliu
dan reaktor nuklir. Kemudian, beberapa produk yang ditawarkan kepada negara
produsen produk tersebut, seperti kayu dan karet. Memang, beberapa produk
sudah mempunyai tarif nol. Ironisnya, masing-masing negara anggota ASEAN
mengeluarkan seiumlah besar produk dari perjanjian PTA untuk melindungi
industri domestik mereka.

Perkembangan keria sama ekonomi ASEAN sangat lambat karena masing-
masing negara anggota mempunyai filosofi dan strategi yang berbeda, terutama
pada awal-awal berdirinya ASEAN. Singapura selalu memimpin suatu strategi
dagang yang liberal yang berorientasi keluar (liberal outward-oriented), sedangkan
Indonesia dan Filipina merupakan negara anggota yang sangat protektifterhadap
industri domestik. Akibatnya, PTA tetap hanya menjadi liberalisasi perdagangan
yang parsial, yang terbatas pada produk-produk tertentu yang terseleksi, dan hanya
menghasilkan perluasan perdagangan yang terbatas.

Alasan kegagalan PTA yang lain adalah alasan politis. Semua negara anggota
ASEAN adalah negara yang baru merdeka dan negara yang sedang berkembang.
Negara-negara anggota ASEAN baru mencoba untuk mandiri dan menfuniung
tinggi kedaulatan nasional. Pada umumnya, negara anggota ASEAN lebih memilih
untuk mendorong investasi yang menghasilkan barang-barang ekspor, bukan
kebijakan yang mengarah pada inwardJooking untuk mengganti barang impor
sehingga dapat mengintegrasikan ekonomi mereka dengan ekonomi global.

2. Jenis-ienis perioniion ekonomi yong loin meliputi:llI
a. ASEAN Industrial Projects (AIP)1976.

b- ASEAN Industial Complementation (AIC) scheme atau the Brand to Brand
Comple mentatioz (BBC) I 98 1.

c. ASEAN IndustialJoint-Ventures (AIJY) Scheme 1983

d. Enhunced Preferential Tiading Atangemcnt 1987

rrr Koesrianti, ASEAN Dispute Settlement Mechonism: form Diptomacy to Legolism, Disertasi, (2OO5), h.
67. (unpublished)
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Kerja sama ekonomi ASEAN pada awal terbentuknya ASEAN berialan

sangat lambat, bahkan bisa dikatakan gagal. Ada beberapa permasalahan umum

yang dihadapi dalam keria sama ekonomi ASEAN pada waktu itu, yaitu sebagai

berikut;
a. Prosedur birokrasi yang berlebihao.(ucessioe buteaunatic procedures)-baik pada

tingkat ASEAN mauPun nasional.

b. Kurangnya komitmen untuk mengimplementasikan skema keria sama

ekonomi.
c. Tuiuan awal keria sama ekonomi ASEAN bersifat sederhana dan tetap

berlangsung samPai tahun 1992.

d. Tidak ada keterlibatan pihak swasta dalam proses pengambilan keputusan pada

tingkat regional.
e. Tidak ada keinginan politik (poldalca I will) dati negara-negara ASEAN.

Selain hal-hal tersebut di atas masih terdapat alasan-alasan lainnya yang

antara lain sebagai berikut.
. Masing-masing negara anS8ota ASEAN menurut seiarahnya merupakan negara

yang berhasil sebagai negara pedagang, bukan karena bergabung dengan

ASEAN.
. ASEAN hanya merupakan sebuah wadah kerja sama (frameuork) untuk

menjaga stabilitas regional dan menciptakan suatu suara tunggal dalam

menyelenggarakan hubungan eksternal dengan dunia luar'
. Deklarasi ASEAN merupakan suatu sarana untuk mengadakan kerja sama di

bidang sosial, budaya, dan masalah-masalah ekonomi, dan yang terpenting

untuk menciPtakan Perdamaian.

ASEAN didirikan di tengah ancaman komunis demikian mencekam,

dan negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama berkeinginan untuk

membasmi komunis. Karena itu, tidak mengherankan iika tufuan utama ASEAN

adalah memelihara perdamaian di kawasan. ASEAN dibentuk sebagai forum

netral di mana para pemimpin negara-negara ASEAN dapat membicarakan

dan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Misalnya,

konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan konflik Sabah antara Malaysia-Filipina.

Saat awal berdirinya, hanya sedikit kemajuan yang dapat dicapai berkenaan

dengan liberalisasi perdagangan intraregional ASEAN karena beberapa alasan'

perrama, ASEAN lebih memfokuskan pada konflik-konflik politik di antara

negara-negara anggota dan konflik lainnya, seperti konflik Vietnam dan Kamboia

(pada waktu itu kedua negara ini belum menjadi anggota ASEAN). Kedua, ASEAN

memberikan program bantuan rehabilitasi bagi para pengungsi dan korban perang

lndochina menyusul berakhirnya perang Vietnam. Ketiga, ASEAN dengan negara

lainnya menuntut penarikan pasukan asing di Kamboia'
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3. ASEAN Ftec Tmde Arco (AFTAI

Sudah meniadi kebiasaan di ASEAN apabila ASEAN setuju pada sebuah proyek
kerjasama, maka mendeklarasikan terlebih dulu, sedangkan perincian detil kerja
sama kesepakatan tersebut akan disusulkan kemudian. Oleh karena itu, Hadi
Soesastro meniuluki AFTA sebagai Agree First Thlk A7t6.uz Perjaniian AFTA
merupakan keputusan politik tingkat tinggi, dan setelah itu baru akan secara
terperinci diiabarkan di masing-masing negara yang bertanggung iawab atas
pelaksanaannya. Ketiadaan pengaturan secara terperinci sebagai panduan bagi
implementasi AFTA sangat kentara di awal pelaksanaan AF-TA. Kenyataan ini
meniadi kekuatan sekaligus kelemahan. Menjadi kekuatan karena dengan jalan

demikian memungkinkan teriadinya konsensus yang menekankan keielasan
komitmen negara-negara. Meniadi kelemahan karena masih banyak sekali aturan
dan hal-hal yang harus dipikirkan dan dikembangkan lagi serta disepakati bersama.
Sebagai contoh, untuk memberikan panduan yang jelas dan terperinci tentang
pelaksanaan skema CEPT, negara-negara ASEAN telah menyepakati sejumlah
perjanjian terkait dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas tersebut.

Perianjian AFTA ditandatangani di KTT Singapura tahun 1992. Terdapat
tiga dokumen perjanfian yang mengatur AFTA ini, yaitu:
. SingaporeDeclaration
. The Fratnczpmk Agreenwt on E rlancing ASEAN Ecottotttic C@Pratian (Frameuak

Agreement)
. Agreement on the Common Effectioe Preferential Tbiff Scherne (CEPI'-AFT:A

Agreernent).

ASEAN menyepakati AFTA dengan suatu motif, yaitu kesadaran negara-
negara ASEAN bahwa ASEAN telah dipinggirkan atau paling tidak ASEAN
merasa akan terpinggirkan dengan dibentuknya organisasi regional di belahan
dunia lain, di Eropa terbentuk Uni Eropa atauEuropean Union (EU),113 sedangkan
di Amerika terbentuk NAFTA ataa North Ameican Free Tiade Agreement yarrg
anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.ll4

rr2 Hadi Soesastro, Accelerating ASEAN Economic Integratbn: Mooing Beyond AFTA,2 Economic
tlforking Paper Series no. WPE 091, Centre for Strategic and International Studies, 17 Maret 2005.
rr3 John Ravenhill, Economic Coop?ra,iof, in Southeast Asia: Changing Incentiaes,35 Asian Survey
850 1995, h. 852. Pada tahun 1992, Uni Eropa mendeklarasikan pembentukan Pasar Tunggal Eropa
(European Single Market) yang dilaksanakan pada awal 1993 merupakan tahapan penring bagi integrasi
ekonomi Uni Eropa waktu itu, lieaty on EU, Maastricht Treaty, 7 Februari 1992.
rr4 NAFTA terbentuk 7 Desember 1992, North Ameican Free Tiade Agreement beuueen the Gooernment

of the United State, the Gooernment of Canada, and the Gooernment of the United Mexican Srates, preamble
Piagam, Ralph H Folsom, Michael W Gordon dan fohn A Spanogle, Jr (eds), Handbooh of NAFTA
D'upute Settlement,l998,lihat iuga Koesrian;ti,the Deoelopment of the ASEAN Tiade Dispute Settlement

Mechanism: From Diplonacy to l*galism,Disertasi, (2005), h.61.
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Dengan adanya organisasi regional tersebut, sebagian besar porsi
perdagangan dan investasi dunia akan mengalir ke Amerika Utara dan Eropa

Barat. Investor asing akau tidak tertarik lagi untuk menginvestasikan modalnya di
Asia Tenggara.lts Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk
mewujudkan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN dalam wakru 15 tahun.

AFTA akan ditempuh dengan ialan menurunkan tarif sampai 0-5 Persen untuk
produk-produk yang masuk dalam skema CEPT. Ada dua program penurunan

tarif, yaitu falur cepat Aast track) dan jalur normal (normal tack)-
. Jalur cepat berlaku pada 15 produk, yaitu pulp, tekstil, minyak sayur, bahan

kimia, obat-obatan, pupuk, plastik, kulit, karet, semen, gelas dan keramik, batu-

batuan dan perhiasan, elektronik, dan furnitur.
. Jalur normal dibagi menladi dua tahap: Pertama, produk yang sekarang dengan

tariflebih dari 20 persen harus diturunkan meniadi 20 persen dalam tempo 5-8

tahun, dan sampai 0-5 persen dalam tempo 7 tahun setelah itu. Kedua, produk

dengan tarif di bawah 20 persen harus diturunkan meniadi 0-5 persen dalam

tempo l0 tahun.

Selain dua program tersebut, skema CEPT juga mengenalprogramexclusion

/isr untuk melindungi produk yang dianggap sensitif, yang dapat dikecualikan

karena iumlahnya kecil dan bersifat sementara. Skema CEPT iuga menerapkan

fle of origin (asal barang) sebesar 40 persen, yaitu produk yang harus mengandung

muatan 40 persen berasal dari negara-negara ASEAN atas dasar perhitungan nilai

tambah.

Perubohon JodwolAFIA

Time frame untuk pembentukan AFTA dikurangi dari 15 ke 10 tahun sehingga

sebuah kawasan perdagangan bebas secara penuh dengan tarif 0-5 persen

dijadwalkan (pada waktir itu) akan terealisasi Pada tahun 2003. Percepatan ini
dimaksudkan untuk segera meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai lokasi

produksi untuk pasar global.ll6 Karena AFTA dibentuk untuk meningkatkan

daya saing internasional kawasan Asia Tenggara, bukan untuk membentuk suatu

pasar regional yang tertutup berdasarkan suatu skema substitusi impor'll7

rr5 Deborah A Haas, Out of Others Shatluns: ASEAN Mooes tmtad Greatu Regbnal Coopuation in the

Face of the EC and NAFTA, g American University Journal of International Law & Policy, 809, (1994),

h.8tt.
l16 Hadi Soesastro, CSIS, 'Dari Perdagangan Bebas meniadi Pasar Tunggal ASEAN', dalam ASEIN

Menamp Masa Depan: 40 tahun ASEAN, Direktorar Jenderal Keriasama ASEAN Departemen Luar

Negeri RI, (2007), h. 35.
\7 Jbid.
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Namun, pada tahun 1998, untuk mengatasi dampak krisis kanangan, ASEAN-
6 menyepakati jangka waktu ini dipercepat meniadi 2002. Untuk anggota ASEAN
(CLMV) yang bergabung dengan ASEAN tahun 1995-1999 juga harus ikut
perjaniian AFTA, tetapi diberi waktu pencapaian lebih lama daripada ASEAN-6.

Dewqn AFIA

Komite yang menangani bidang ekonomi berada di bawah Menteri Ekonomi
ASEAN (ASE/IN Economic Minister atau AEM). Sedangkan khusus untuk AFTA
dibentuk Dewan AFTA(AFTA Council). Kemudian dibawa}.AF/|/ Council ini ada

Direktur Jenderal dan Senim A.fftciab Meerrzgs, serta bebetapa lYorhing Gtoup, yaitu
kerjasama industri (hd*tttial cooperation), Hak Kekayaan Intelektual (Intellccual
Property Coopruion),Usaha Kecil Menengah (Small Methan Enterynise), Organisasi
Perdagangan Dunia(WTO) dan beberapa komite yaitu implementasi CEPT untuk
AFTA, iasa(seruices), standar dan kualitas, date-ASEAN Task Force.

Dengan skema CEPT-AFTA, negara-negara ASEAN harus menghapus

hambatan tarif dan nontarif untuk semua produk manufaktur, termasuk barang-
barang modal (capital goods), dan produk pertanian olahan agriculntal
products). Aturan asal barang untuk perianiian skema CEPT-AFTA (CEPT-
AFTA ROO) disusun untuk menentukan asal barang untuk mendapatkan tarif
khusus menurut skema CEPT. Selain itu, CEPT-AFTA ROO iuga menentukan
prosedur verifikasi atas produk ASEAN. Untuk produk-produk pertanian yang

tidak diproses (unprocessed agrbuhural producx) ditempatkan pada smsitioe /i.sr dan

diperlakukan berbeda menurut Procokol (Protocol on the Spcial Arangement for tfu
Sensitbe and Highly Sensitioe Products).

Selengkapnya struktur kelembagaan AFTA Council diuraikan di bawah rnr.

A. AFTACouncil
l. Directors-General of Customs

a. Expert Committee on Customs Matters
b. ASEAN Coordinators of Customs Training Centers

2. Senior Economy Officials Meeting
a. lVorking Group on Industrial Cooperation

i. ASEAN-MITI Economic and Industrial Cooperation Committee
(AMEICC) on automotive

ii. AMEICC Chemical
iii. AMEICC Electronics
iv. AMEICC Textile and Garment

b. \florking Group on Intellectual Property Cooperation

a. Expert Group on Paten (Expert Group on Patent)

b. Expert Group on Trade Mark (Expert Group on Trade Mark)



c. Working GrouP on SME
i. AMEICC - Supporting Industries and Rural Industry

d. ASEAN Vorking GrouP on VTO
i. coordinating committee on the Implementation on the GEPT for

AFTA(CCCA)
ii. Coordinating Committee on Services (CCS)

iii. Air TransPort
iv. Business Services
v. Construction
vi. Financial Services

vii. MaritimeTransPort
viii. Telecommunication
ix- Tourism

B . ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ)

a. Working Group on Mutual Recognition Arrangement (MRA)

b. \UTorking Group on Regulation and Accreditation

c. \7'orking Group on tandards and Conformity Assessment

d. \tr7orking GrouP on Information
e. tWorking Group on Legal Metrology
f. Product \Torking Group on Cosmetic

g. Procluct \Torking Group on Pharmaceutical

h. Product \7'orking Group on Electro technical)

i. E - ASEAN Task Force

i. E-ASEANVorkingGrouP
ii. Sub-\Torking Group on Certification Authority
iii. Sub-\Torking Group on Funding
iv. Sub-ttrTorking Group on Legal Infrastructure

Copoion AFIA

Sebagai hasil perianjian AFTA yang berlaku sejak 1993; 99,65yo produk telah

cliturunkan tarifnya meniadi 0-5 persen sebagai kisaran tarif untuk anggota

ASEAN-6, dan98,96Yoproduk mempunyai tarif 0-5 persen untuk negara anggota

ASEAN yang baru.ll8 Pada 2006, hampir semua produk di ASEAN-6 sudah masuk

dalam inclusion list (lL). Hanya beberapa produk yang masuk dalam senrithse list

(SL), termasukunprocessed agdculture prodzcr. Terdapat beberapa barang termasuk

dalam general exclusion /rsr (GEL).

Pada tahun 2010, semua produk yang terdapat dalam IL sudah dikenakan tarif

nol persen, sedangkan produk yang berada dalam SL dipindahkan ke IL dengan

rr8 ASEAN Selayang PandanS, Edisi ke-20, 2012' hlm 33
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tarif 0-5 persen. Untuk negara-negara CLMV, semua produk yang masih berada

dalam EL sudah dipindahkan ke IL, dan semua tarifsudah dieliminasi pada tahun
2015 dengan fleksibilitas sampai tahun 2018.11e Namun demikian, penurunan dan
penghapusan tarif di ASEAN bukan lagi meniadi masalah terpenting dan urgen
untuk dilaksanakan dalam meningkatkan perdagangan dan akses pasar. Tantaogan

pelaksanaan AFTA yang lebih besar terletak di hambatan nontaril bukan terletak
pada hambatan tarif lagi.l2o

Setelah adanya AFTA, meskipun perdagangan intra-ASEAN masih tetap

berkisar arnara20-25 persen, namun tingkat pertumbuhan perdagangan ASEAN
secara keseluruhan meningkat yang mencapai 20-30 persen per tahun. Kawasan

ASEAN merupakan kawasan ekonomi terbuka yang pertumbuhannya tergantung
pada pasar global, bukan pasar regional. Sehingga dengan adanya AFTA, kawasan

ASEAN menjadi kawasan yang menarik bagi investor asing dan produksi
dunia.l2r

4. The Roodmop for the lnlegrution of ASEAN (RlA)

Pada bulan Agustus 2003, berdasarkan ASEAN Vision 2020, negara-negara

anggota ASEAN setuju untuk membentuk sebuah roadmap integrasi pasar

keuangan (ftnancial market) yang Dantinya akan membentuk suatu pasar bersama

ASEAN (ASEAN common market) pada 202O. Tahapan yang ditempuh adalah
mengembangkan, meliberalisasi, dan mengintegrasi pasar modal di kawasan untuk
suatu kebebasan bergerak bagi barang, jasa dan modal. Negara-negara ASEAN
ingin mengubah kerja sama ekonomi meniadi integrasi ekonomi. Dalam upaya

menuiu ke arah integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, telah dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut;

o. Penghopusqn don Penurunon Torif

Modalitas penghapusan dan penurunan bea masuk, ASEAN rnenggunakan
pendekatan cakupan produk dalam Inclusion List (IL), Tbmporary Exclusion List
(TEL) dan SercitioelHighly Sensitbe Lrsr (ST).

Pada tahun 2002, untuk produk yang tercakup pada IL ASEAN-6, bea

masuknya telah diturunkan dan saat ini berkisar antara 0-5 persen. Khusus untuk
negara-negara anggota ASEAN baru, penurunan bea masuk tersebut mempunyai

tte lbid.
120 lbid.
r2r Nimnual Piewthongngam, Strengthening and De4vning ASEAN Economic fnkgration through the

ASEAN Free Trade Area: Legal Aspecx of the Implzmeatation of AFTA, (2010), Dieital Common, Theses

and Dissertations, Paper 3, h.34.
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batas waktu yang berbeda. Vietnam melakukan pengrunan bea masuk ini pada

tahun 2006, Laos, dan Myanmar tahun 2008, dan Kambofa tahun 2010. Selain itu,

disepakati bahwa bea masuk akan meniadi 0 persen pada tahun 2010 untuk seluruh

produk IL dari ASEAN-6, dan tahun 2015 untuk negara-negara GLMV, namun

dengan fleksibilitas samPai 2018-

Ada beberapa kesepakatan antara negara-negara ASEAN, yaitu cakupan

produk manufaktur yang terdapat dalam TEL harus ditransfer ke IL dengan batas

waktu yang berbeda, yaitu untuk ASEAN-6 (tahun 2000), Vietnam (tahun 2003),

Laos dan Myanmar (tahun 2005), dan Kamboia (tahun 2007). Demikian juga

untuk cakupan produk pertanian yang belum diproses yang terdapat dalam TEL

harus ditransfer ke IL bagi ASEAN-6 (tahun 2003), vietnam (tahun 2006), Laos

dan Myanmar (tahun 2008), dan Kamboia (tahun 2010). Selain itu, disetufui iuga

bahwa produk pertanian yang belum diproses (seperti beras) yang terdapat dalam

SL ditransfer ke IL pada tahun 2010 untuk ASEAN-6, tahun 2013 untuk Vietn"m,

tahun 2015 bagi Laos dan Myanmar, serta tahun 2017 bagi Kambofa

Berdasarkan uraian di atas, ada tahapan-tahapan penurunan tarif yang

dilakukan secara berrahap dan tiap anSgota ASEAN mempunyai batas waktu yang

berbeda: antara ASEAN-6 dan negara-negara CLMV. Pembedaan batas waktu ini

dilakukan mengingat adanya perbedaan tingkat perkembangan di antara negara

anggota ASEAN, yaitu antara anggota yang lama dan yang baru'

b. Penghopuson Homboton Nontorif

Program penghapusan Non-tariff Barriers (NTB) atau Non-Taiff Measures

Nrml seiat aitanaaranganinya MOU oz standstill and Rollback on Non-Tariff

Badcrs among ASEAN Countries di Manila, tahun 1987, NTBAITM pun mulai

dilaksanakan. Namun, negara-negara anSgota ASEAN sepakat untuk menghapus

NTB/NTMpadakurunwaktutahun2008-20l0.Dalammewuiudkanpenghapusan
NTM, pada tahun 2004 dan 2005 ASEAN telah menerbitkat danbase on ASEAN

NTMs dan ukuran-ukuran tertentu yang digolongkan pada hambatan perdagangan'

Program kerja secara definitif untuk menghilangkan hambatan nontarif saat ini

sedang dirundingkan di Sekretariat ASEAN'

c. Fosilitosi Pendogongon

Dalam rangka meningkatkan perdagangan, ASEAN telah melakukan kebiiakan

fasilitasi perdagangan sebagai berikut untuk mempermudah dan mempercepat arus

perdagangan barang dalam rangka mendukung proses pembentukan Masyarakat

Ekonomi ASEAN;
i. Harmonisasi tata aturan penentuan tarif (tariff nomenclature) dengan

penyeragaman sistem klasifi kasi tarif'
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ii. ASEAN telah menandatangani Protocol-l Desig:ration of Transit Transport
Routes and Facilities. Implementasi Protocol dimaksudkanuntuk memfasilitasi
transportasi barang di kawasan dan tidak merintangi akses serta pergerakan

kendaraan pengangkut barang tersebut di kawasan.
iii. Penyederhanaan dan penyelarasan prosedur pemeriksaan kepabeanan

melalui:
a. AS EAN S inele lmnn@, @S ly) dan N ational S inglc MndotD (NS I.@, mulai

beroperasi pada akhir tahun 2008 di negara-negara ASEAN-6 dan tahun
2012 di negara-negara CLMV;

b. Pengimplementasian Green Lane Systetn untuk produk-produk CEPT
yang dilaksanakan pada tahun 2006 dan2007;

c. Mengembangkan petuniuk implementasi untuk anggota ASEAN yang
[6lrrrn mssisdi anggota WTO unnrk memenuhi kewaiiban !flTO Ageeneru
on Custorfls Valuation. ASEAN Cusnms Valuation Gaide (ACYG) telah
dipublikasikan pada tahun 2004;

d. Penyederhanaan dan mengharmonisasi bentuk deklarasi kepabean. Benruk
standarlSEl N Customs Declaration Document yangberisi 48 parameter
informasi untuk impor, ekspor, barang-barang dan sarana transportasi
telah diimplementasikan pada bulan Desember 2005;

e. Penyelarasan standar dan pengembanga n Murual Recogn'itbn Arangement
(MRA) di berbagai sektor. ASEAN telah mengidentifrkasikan lima sektor
MRA, yaitu elektronik dan peralatan elektronik, peralaun telekomunikasi,
kosmetik, farmasi, serta makanan siap saji. Untuk sektor elektronik dan
peralatan elektronik, peralatan telekomunikasi, serta kosmetik telah
diimplementasikan dengan tingkatan yang berbeda. Sedangkan untuk
sektor farmasi masih dalam proses pengembangan. Sementara itu, upaya
menuiu penyelarasan peraturanlkebutuhan teknis dalam berbagai sektor

iuga telah diialankan.

5. ASEAN Trade in Goods Agtemenl (ATIGA)

Berkaitan dengan perdagangan barang ini, ASEAN telah menyepakati mengenai

ASEI|N Tiadc in Goods Agreement (ATIGA). Hal ini dilandasi kesadaran bahwa

untuk menuiu terbentuknya Komunitas ASEAN diperlukan pendekatan yang

holistik dan lebih terintegrasi. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN
yangberkaitan dengan perdagangan barang kedalam suatucomryhensizpfranettmh,
meniamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGA mendukung
pencapaian tujuan ASEAN sebagai a singlenwrket and productbn base beserta arus
bebas pergerakan barang pada 2015 ketika terbentuknya Komunitas ASEAN.
ATIGA akan meningkatkan transparansi, kepastian dan meningkatkat AFTA-
rules-based system yang merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis
ASEAN.



ASEAN Trade in Goods Agreerunt (ATIGA) merupakan capaian penting yang

mengkodifikasi dan penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidang perdagangan

barang yakn i Agreemat on Commm Effeaioe Prefaential Tariff Sch.eme fo tlu ASEAN
Free Tiade Area (CEPT-AFTA,1992), Mutual Recognition Anangement (MRA,
L998),e-ASEAN (2000), Sektor Prioritas Integrasi QO04), dan perianiian ASEAN
Singtc lYindou) (AS\f, 2005) Khusus untuk pengurangan/penghapusan tarif dan

hambatan non-tarif internal ASEAN, ATIGA menetapkan bahwa penghapusan

seluruh tarif atas produk dalam kategori Inrlusion List (IL) pada I Januari 2010 bagi

ASEAN-6 dan20l5-2018 bagi ASEAN-4 (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam

- CLMV), serta penghapusan hambatan non tarifpada l Januari 2010 bagi ASEAN-

5, l Januari Zll2baetFilipina, dan 2015 bagi CLMV. ATIGA ini merupakan salah

satu capaian ASEAN di bidang intergrasi perdagangan barang yang berlaku seiak

17 Mei 2010. Hasil dari ATIGA yaitu pada 2010 telah dilakukan penghapusan

tarif bagi seluruh produk dalam inclusion list (tarif 07o) untuk ASEAN-6 dan

untuk ASEAN CLMV diproyeksikan akan tercapai pada 2015. Indonesia telah

meratifikasi ATIGA melalui Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2010. Terkait

dengan perianiian bebas perdagangan barang di ASEAN, maka terdapat beberapa

standard and conformance, yang harus disepakati oleh negara-negara anggota

ASEAN. Terkait hal ini Indonesia iuga telah meratifikasi ASEAN Agreement

on the Hdrtnonized Eleetical and Electonic Equipment Regulamry Regime melalui

Peraturan Presiden RI Nomor 79 Thhun 2010 dan telah mengimplementasikan

ASEAN Ct1;totns Directioe seiak I Januari 2011. Terkait dengan kebijakan persaingan

usaha (competition poliq) telah disusun ASEAN Regbnal Guidelines on Competition

Poliqt (Guitlelines) and tha Handbook on Competition Policy dan l-aus in ASEAN for
Buincss (Handbook) yang tujuannya untuk memberikan informasi dasar mengenai

substansi dan prosedur undang undang persaingan usaha yang berlaku di masing-

masing negara anggota ASEAN. Untuk perlindungan konsumen telah diresmikan

website resmi untuk consumer protection pada Mei 2012 dalam pertemuan

ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) ke-5 di Bali dengan website

address: www.aseanconsumer.org. \Tebsite resmi ini berisi tentang informasi yang

berkaitan dengan perlindungan konsumen dari negara-negara anggota ASEAN dan

disediakan mekanisme pelaporan dan tuntutan ganti rugi untuk produk-produk

yang berasal dari negara anggota ASEAN.

rHE ASEAN l?,IllEgfMENf AREA (AIA)

Pada tahun 1998, ASEAN telah memiliki Framezoork Agreement onthe ASEAN
Inz;estment Area (AlA)untuk mewuiudkan bebas arus investasi yang menyetuiui

pengurangan dan penghapusan peraturan yang merintangi aliran investasi sesama

negara anggota ASEAN. Kemaiuan pelaksanaan bidang ini dapat dilihat antara

lain, pada tahun 2003, negara ASEAN-6 telah memberlakukan national teatment
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kepada investor ASEAN untuk sektor Eranufaktur. Tahun 201Q ASEAN-6 dan

Kamboja menyetujui unnrk memberikan national ffeatmcnt di sektor pertanian,

perikanan, kehutanan, tambang, dan fasa. Pada tahun 2010, negara-negara CLMV
juga melakukan hal yang sama untuk sektor manufaktur, dan sektor lainnya pada

tahun 2013 untuk Vietnam dan 2015 untuk Laos dan Myanmar.
Perjanjian lfilayah Investasi ASEAN Qhe ASEAN Inoestment Area Agreonmt)

merupakan jalan lain yang ditempuh ASEAN untuk kerja s,ima ekonomi kawasan

yang ditandatangani pada tauggal 7 Oktober 1998. Tuiuan perjanfian ini adalah

membentuk wilayah investasi ASEAN menuiu ke arah arus bebas untuk investasi
(free mm;ement of inztestmenr) dalam bentuk Investasi Asing Langsung atat Foreign

Direct Inoestmen (FDI). AIA merupakan sebuah wilayah yang memiliki kondisi
sebagai berikut:
a. Terdapat program keriasama ASEAN di bidang investasi yang akan mendorong

naiknya nilai investasi negara-negara ASEAN dan non-ASEAN.
b. Perlakuan prinsip national treatment diperpanjang sampai 2010 bagi investor

ASEAN, dan bagi semua investor sampai 2020, dengan beberapa pengecualian
yang ada dalam perianiian.

c. Semua sektor industri terbuka bagi investor ASEAN sampai 2010 dan bagi

seluruh investor sampai tahun 2020 dengan pengecualian yang ada dalam
perianjian.

d. Kalangan pebisnis mempunyai peran yang lebih besar dalam upaya kerja sama

berkaitan dengan investasi dan kegiatan perdagangan di ASEAN.

e. Terdapat kebebasan arus modal, tenaga keria terampil dan profesional, serta

teknologi di antara negara-negara anggota ASEAN.

Program AIA mengikuti alur logis integrasi ekonomi dengan menghapus

hambatan investasi dan mendukung aliran ekonomi untuk masuk ke kawasan.

Perjanjian AIA mengikat negara-negara anggota ASEAN karena dalam perianjian
disebutkan bahwa perianiian akan berlaku 6 bulan setelah ditandatangani. Sebuah

dewan setingkat menteri iuga telah dibentuk, yaituASEAN Inztestment Area Countil
(AIA Council) yang bertugas untuk mengawasi implementasi perianiian. AIA
meningkatkan mengalirnya investasi untuk masuk kawasan ASEAN dengan cara

membuat kawasan ini meniadi sebuah kawasan yang terbuka, bebas, dan kompetitif
bagi para investor. Inti program AIA adalah liberalisasi investasi yang lebih besar

untuk produk manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangarl, serta

iasa yang terkait dengan sektor-sektor ini.
Di bawah perianjian ini, negara-negara anggota ASEAN berkewaiiban, antara

lain untuk:
. Menerapkan tindakan dan program yang adil dan saling menguntungkan;
. Menjamin adanya transparansi dan konsistensi terkait dengan penerapan dan

interpretasi hukum investasi, peraturan-peraturan, dan prosedur administrasi



untuk menciptakan dan menfaga rezim investasi yang dapat diprediksi
(predirtablc);

. Memberikan fasilitas dan dukungan serta proses liberalisasi untuk mendukung
kondisi yang lebih bebas dan transparan;

. Melakukan tindakan untuk meningkatkan jumlah investasi.

Kewajiban-kewaiiban ini meniadi standar kepatuhan atas isi perfaniian-baik
secara regional maupun nasional. Untuk menerapkan kewaiiban-kewaiiban tersebut,

negara-negara anggota ASEAN harus melaksanakan program pengembangan

dan implementasi secara bersama seperti yang tercantum dalam Schedules I, II
dan III yang meliputi program keriasama dan fasilitasi (cooperation andfaciliution
programs)rprogram peningkatan dan kesadaranQnomotian and cuareness ptugratns),

dan program liberalisasi (liberalizatbn programs).

Masing-masing negara anggota berkewaiiban dengan segera membuka seluruh

sektor industri untuk kepentingan investor ASEAN dan menerapkan prinsip

natbnal treatmcnt pada seluruh sektor industri dan kebiiakan-kebifakan yang akan

mempengaruhi iklim investasi yang tidak terbatas pada: pendaftarau, pembentukan,

akuisisi, ekspansi, manaiemen, operasionalisasi, disposisi investasi, dan perlakuan

terhadap investasi. Setiap investor sebenarnya berpotensi memperoleh manfaat

dari Perianjian AIA, asal memenuhi syarat sebagai investor ASEAN. Definisi
investor ASEAN adalah seseorang yang memenuhi persyaratan kewarganegaraan

dan pemilikan saham dari negara anggota di mana investasi tersebut dilakukan.
Artinya, lika sebuah perusahaan multinasional di negara anggota ASEAN telah

memenuhi persyaratan kewarganegaraan dan kepemilikan saham, maka akan

mendapatkan keistimewaau sebagai perusahaan nasional di negara tersebut.

Sebagai investor ASEAN, mereka mempunyai akses yang lebih baik terhadap sektor

industri dan ekonomi yang ditawarkan negara-negara anggotzl ASEAN. Selain itu,
mereka mendapatkan perlakuan sebagai investor nasional (naional teattnent) dan

transparansi-termasuk kemudahan akses informasi dan kesempatan berinvestasi.

Negara-negara ASEAN akan membuat rezim investasi yang lebih konstruktif,
lebih liberal dan kompetitif sehingga investor-investor ASEAN akan mendapatkan

biaya berinvestasi yang lebih rendah. Namun, perlakuan khusus yang ditawarkan

Perjaniian AIA terdapat pengecualian-pengecualian,yaituTanpotary Exclusion List
(TEL} Sensitizte titr (SL), dan General Excegtbn List (GEL).

TEL berisi industri dan investasi yang sementara tertutup untuk peluang

investasi dan tidak ada pemberian national treatment, tetapi akan dicabut setelah

jangka waktu terrentu. SL berisi industri dan investasi yang tidak terkena kebifakan

pencabutan, yang akan ditiniau Dewan AIA dalam iangka waktu interval. GEL
berisi industri dan investasi yang tidak dapat diberlakukan tindakan investasi dan

pemberlakuan natbnal neatment karena alasan keamanan nasional, moral publik,

dan perlindungan kesehatan publik atau lingkungan.

Perianiian AIA telah diperluas meliputi produk manufaktur, pertanian,
pertambangan, sektor kehutanan dan perikanan, dan iasa yang terkait dengan

sektor-sektor ini. Dewan AIA akan melakukan tinjauan atas TEL setiap dua tahun
sekali dan SL pada interval yang dilakukan secara berkala untuk memastikan
bahwa tujuan perjanjian AIA tercapai. Sampai saat ini, Dewan AIA telah
melakukan peninjauan perkembangan AIA secara berkala sebanyak delapan kali
pertemuan.AlA mengupayakan penyaluran investasi langsung (direct inoestment)

masuk ke dalam dan di antara negara-negara ASEAN dengan ialan meniadikan
kawasan ASEAN sebagai wilayah yang terbuka, liberal dan kompetitif bagi iklim
investasi dengan memberikan naional treatmcnt kepada investor ASEAN. Dalam
prakteknya, perfanjian IAI ini telah menarik masuknya FDI ke dalam kawasan

sebagai sumber utama pembangunan ekonomi kawasan. Selama tahun 1990-1997,

tingkat kecepatan tahunan FDI ke ASEAN rata-rata meniadi 40 persen-dengan
komposisi FDI Malaysia, Myanmar dan Vietnam lebih dari 50 persen.

Negara-negara ASEAN tetap melaniutkan kebiiakan-kebiiakan ekonomi-
baik secara individual dan kolektif-untuk lebih meliberalisasi rezim investasi
sehingga akan tercipta suatu kawasan yang kompetfuif dan menarik untuk menanam

investasi. Kebijakan-kebiiakan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:
. Kebijakan seratus persen kepemilikan saham asing (foreign-equrry oznrcrship)

di bidang manufaktur teknologi tineei (high tech marurfacurind dan industri
untuk keperluan ekspor (export-orbnud industics) yang dilakukan oleh Brunei
Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

. Seratus persen kepemilikan saham asing perusahaan perdagangan di bidang
perkulakan (u,tholesale) dan eceran (retail), dan bank-bank yang terdaftar
(Indonesia).

. Penghapusan bea masuk untuk barang-barang modal impor untuk proyek yang

digunakan untuk menaikkan investasi (Laos).
. Membuka kemungkinan untuk memiliki tanah sendiri dengan sedikit

pengecualian (Malaysia).
. Penghapusan pajak perusahaan selama tiga tahun bagi proyek investasi pada

semua sektor dan pemberian keistimewaan bebas bea impor untuk bahan
mentah pada semua investasi industri untuk tiga.tahun pertama keriasama
(Myanmar).

. Pembukaan sektor reral dan distribusi barang serta sektor konstruksi domestik
swasta kepada perusahaan asing (Filipina).

. Penawaran paket penurunan biaya bisnis dan 30 persen insentifpaiak investasi

bagi proyek industri dan industri jasa yang terseleksi (Singapura).
. Membolehkan pengampunan pajak atas impor bahan mentah untuk mendorong

investasi dan proyek-proyek yang berlokasi di daerah pegunungan atau daerah

terpencil untuk iangka waktu operasional lima tahun (Vietnam).
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ASEAN telah menyepakati ASEAN Comprehensive Investment Agreemeut

(ACIA) pada Pertemuan ke-40 AEM Agustus 2008 di Singapura. ACIA merupakan

penyempurnaan atas kesepakatan investasi ASEAN sebelumnya, yaitu AIA dan

hruesmorc Guarantee Agreetwtt (IGA). ACIA bertujuan unmk menciptakan kawasan

investasi yang liberal dan transparan, memuat empat pilar keria sama investasi

yang terdiri atas: liberalisasi, proteksi, fasilitasi, dan promosi. Dasar ACIA adalah

prinsip keterbukaan atau transparansi, perlakuan yang sama, dan internationd
best practices. ACIA berlaku seiak 29 Maret 2012 seiring dengan adanya notifikasi

seluruh anggota ASEAN kepada Sekretaris Jenderal mengenai Endorsement of the

Reservation Lists of ACIA of Ten ASEAN Member States. ASEAN iuga sepakat

tentang Forum to Promote ACIA for Investors and Business People dalem bentuk

ASEAN Investment Forum (AIF) dan ASEAN Business and Investmell $rrmpit
(ABIS) pada November 2011.

Bebos Arus tnveslosi Menurut AEC Blueprint

Rezim investasi yang bebas dan terbuka adalah cara tepat untuk menaikkan

kompetisi kawasan ASEAN yang dapat menarik investasi asing (FDI) sekaligus

sebagai investasi intra-ASEAN. Mengalirnya arus investasi baru dan reinvestasi

akan menaikkan dan meniaga perkembangan dinamika ekonomi ASEAN.

Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan tujuan dari integrasi ekonomi pada 2015.

Komunitas ASEAN akan ditandai dengan karakteristik kunci sebagai berikut:

a. Pasar tunggal dan basis produksi

b. Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif
c. Kawasan pembangunan ekonomi yangadil

d. Kawasan yang sepenuhnya terintegrasi dalam ekonomi global'

Keria sama investasi ASEAN dilaksanakan melalui kerangka keriasama AIA,

sedangkan perlindungan investasi dilakukan di bawah perfaniian yang terpisah,

yaitu Perianjian ASEAN bagi Penempatan dan Perlindungan Investasi 1987 (the

ASEAN A$eement for the Promotion and Protection of Inoestment) atau biasa disebut

sebagai AS EAN Inzsesnnent Guarantee Agreement (IG A)'

Menurut AEC Blueprint, di bawah AIA, seluruh industri (manufaktur,

pertanian, perikanan, kehutanan, dan sektor pertambangan dan penggalian,

dan bidang iasa yang terkait dengan lima sektor ini) harus bersifat terbuka dan

diberikan natbnal treatment kepada investor-baik pada tahap pre-pendirian dan

posl-pendirian, dengan beberapa pengecualian seperti tertera dalam TEL dan SL

negara anggota. Daftar TEL akan berakhir berdasarkan pada periode waktu yang

disepakati. Meskipun SL tidak mempunyai periode waktu untuk berakhir, tahapan

ini akan direzsieut secara periodik.
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Untuk meningkatkan integrasi regional dan meniaga kawasan investa$i

yang kompetitif, baik AIA dan ASEAN IGA akan direview- Tuiuanuya, untuk
mewuiudkan perianjian investasi yang lebih komprehensif yang harus selalu

melihat ke depan, dengan rencana-rencana, ketentuan, dan kewajiban yang lebih

baik, serta dengan melihat praktek internasional untuk menaikkan kepercayaan

investor kepada ASEAN. The ASEAN Comprehensioe lrutestmznt Agreemen, (ACIA)

yang dibentuk berdasarkan AIA do. ASEAN IG& akan meliputi pilar-pilarberikut
ini:

perlindungan investasi (Inztestment Protectbn):, memberikan perlindungan yang

lebih baik kepada seluruh investor dan investasi mereka di bawah perianfian yang

komprehensif. Untuk mewuiudkannya, ASEAN perlu memperkuat ketentuan-

ketentuan berikut ini:
a. Mekanisme penyelesaian sengketa investor negara.

b. Pemindahan dan repatriasi modal, keuntungan, deviden, dan sebagainya'

c. Ketentuan yang transparan mengenai ekspropriasi atau penyitaan dan

kompensasi
d. Perlindungan dan keamanan penuh

e. Pemberian kompensasi bagi pihak yang kalah dalam persengketaan.

Fasilitasi dan kerja sama (facilintion and coopaatba): aturan, regulasi, kebiiakan,

dan prosedur investasi yang lebih transparan, konsisten dan terprediksi dengan

cara:
a. Harmonisasi, selama dimungkinkan, kebifakan-kebiiakan investasi untuk

mencapai industri yang saling melengkapi dan integrasi ekonomi;
b. Perampingan dan penyederhanaan prosedur untuk permohonan dan

persetuiuan investasi.

Peningkatan dan kesadara n (Protwtion and anareness): meniadikan ASEAN sebagai

kawasan investasi yang terintegrasi dan iejaring produksi. Untuk mewujudkan hal

ini, maka harus diambil langkah-langkah berikut ini:
a. Menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk meningkatkan seluruh bentuk

investasi dan kawasan baru yang terus berkembang;

b. Meningkarkan invesrasi in6a-ASEAN, khususnya investasi dari ASEAN-6

kepada negara-negara CLMV;
c. Menciptakan industri saling melengkapi dan iefaring produksi di antara MNC

di ASEAN;
d. Menciptakan misi gabungan investasi yang fokus pada klaster regional dan

iefaring produksi;
e. Memperluas manfaat kerjasama industrial ASEAN selain AICO skim untuk

mendorong klaster regional dan ieiaring produksi;



..,

f. Pembentukan sebuah iejaring perianiian bilateral yang efektif untuk
menghindari paiak ganda di antara negara-negara ASEAN.

Liberalisasi (Liberalisation): liberalisasi yang progresif terhadap rezim investasi

negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai investasi yang bebas dan terbuka
pada 2015 dengan cara:
a. Perbaikan perlakuau nondiskriminasi, termasuk natioilal teattnent dan I{FN

teatmznt kepada para investor ASEAN dengan pengecualian yang terbatas,

memperkecil, dan iika memungkinkan, menghapuskan pengecualian-
pengecualian tersebut;

b. Mengurangi, fika memungkinkan, menghilangkan hambatan-hambatan masuk

bagi investasi terhadap sektor-sektor prioritas integrasi;

c. Mengurangi, jika memungkinkan, menghilangkan pembatasan investasi dan
halangan-halangan lainnya-termasuk persyaratan-persyaratan kinerla.

Pengembongon Usoho Kecildon Menengoh (UKM)dolom ASEAN

Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis
seiak tahun L995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-

Badan UKM ASEAN (ASEAN Vorking Glvup on Small and Medium-size Enu4nises

Agencies, ASEAN- SMEWG). Pada 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi

pengembangan UKM dan disepakati bahwa pada tahap awal keriasama ASEAN di
bidang UKM akan terfokus pada sektor manufaktur. Kemudian disahkan ASEAN
Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014 pada Pertemuan

AEM yang ke-36 di Jakarta pada 20O4 yang tuiuannya adalah untuk meniamin

adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing dinamis, dan

inovatif dalam rangka menuiu integrasi ekonomi ASEAN.
Sektor UKM merupakan pilar ke-3 dari Komunitas Ekonomi ASEAN telah

menjacii prioritas dalam rangka Pembangunan Ekonomi yang merata (Equitable

Economic DetselopmentlEED). Capaian penting dari ASEAN-SME\U7G antara lain
pengesahan ASEAN Frameuorkfor Equitable Economic Deoelopmmr pada KTT ke-

19 ASEAN serta mandat dari para pemimpin untuk menyelenggarakan ASEAN
Forum terkait dengan financial inclusion termasuk international remittances, dan

penyelenggaraan ASEAN SME Fair, conference dan Joint Consultation antara

ASEAN SME Advisory Board dan AEM pada tahun 2012-luga telah diresmikan

Directory of Outstanding ASEAN SMEs 2011 yang mencakup lebih dari 800 UKM
di ASEAN dan dapat diakses di website ASEAN dan di website instansi UKM di
tiap-tiap negara anggota.
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ASEAN FR,/fiAilORK AGREEMENr ON SERWCES (AFA5I

ASEAN membentuk kerjasama di bidang iasa (seruices). Sektor iasa mempunyai
peranan penting dalam perekonomian negara di samping sektor barang, mengingat

sektor iasa menyumbang sekitar 40-50o/o dari Product Domestic Bruto (PDB)

negara-negara anggota ASEAN. Selain itu sektor iasa dari waktu ke waktu
merupakan sektor yang paling cepat pertumbuhannya. Dari pertimbangan tersebut,

maka ASEAN mengesahkan LSEAN Frameuork Agreemeu on Setuices (AFAS) pada

tahun 1995 untuk mengakomodasi terwuiudnya aliran perdagangan bebas dalam

bidang jasa di kawasan ASEAN. Aliran perdagangan bebas dalam bidang lasa

adalah salah satu elemen penting Komunitas Ekonomi ASEAN, yang nantinya

tidak akan ada restriksi atau hambatan dalam memberikan iasa dan mendirikan
perusahaan lintas negara dalam kawasan, setelah memenuhi persyaratan tertentu

dari negara setempat. Dalam upaya meliberalisasi perdagangan jasa, diharapkan

tidak ada bach-loading committnents dan kemudahan atau fleksibilitas harus

sepersetuiuan dari seluruh negara anggota. Dalam mewuiudkan aliran perdagangan

bebas dalam bidang fasa pada 2015, ASEAN iuga melakukan pengakuan kualifikasi
para profesional dengan tujuan untuk mendukung perpindahan mereka di kawasan.

Kebiiakan-kebijakan yang diambil ASEAN dalam mewuiudkan hal tersebut

meliputi hal-hal berikut ini;
. Menghilangkan seluruh hambatan perdagangan iasa untuk empat sektor sebagai

prioritas jasa, yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan dan pariwisata

sampai dengan tahun 2010, dan lima sektor prioritas, iasa logistik pada tahun

20t3.
. Menghilangkan seluruh hambatan perdagangan iasa pada sektor-sektor lainnya

pada 2015.
. Melakukan liberalisasi dalam jangka waktu yang beraturan setiap dua tahunan

sampai dengan 2015, yaitu 2008,2010, 2012,2014, dan 2015.
. Menetapkan target yang teriadwal iumlah minimum subsektor yang baru tiap

kali putaran: l0 subsektor pada 2008, 15 subsektor pada 2010, 20 subsektor pada

2014 dan 7 subsektor pada2}ll,yang didasarkan klasifikasi dunia dalam GATS
wTo.

. Seperangkat komitmen yang terjadwal untuk setiap putaran menurut parameter

berikut ini;
o Tidak ada hambatan untuk moda I dan 2, dengan pengecualian berkaitan

dengan alasan-alasan ketentuan nasional (misalnya keamanan publik)
yang harus diperjaniikan oleh seluruh negara anggota atas dasar kasus per

kasus.

o Memperkenankan keikutsertaan saham asing tidak kurang dari 51 persen

pada 2008, dan 70 persen pada 2010 untuk empat sektor iasa prioritas; tidak
kurang dari 49 persen pada 2008, 5l persen pada 2010 dan 70 persen pada



2013untukiasalogistik;daoddakkurangdai4gpersenpada20018,5l
persen pada 2010, dan 70 persen pada 2015 untuk sektor iasa lainnya'

o Menghapus batasan akses pasar secara progresifuntuk moda 3 pada20l5.

. Menentukan parameter liberalisasi untuk pembatasanil$tionril treatmertrmoda

4danpembatasaukomitmenhorizontaluntuktiapputaranpada2009.
. Menyelesaikan kompilasi dari hambatan-hambatan jasa pada Agustus 2008'

Saat ini masih diupayakan pembahasan mengenai penghapusan batasan-

batasan untuk seluruh subsektor bidang iasa yang meliputi moda I (cmss M*
supply) dan moda 2 (consumption abroad)' Untuk moda 3 (commetcial presence)

p".tlrip"rl modal asing ditargetkan sekitar 70 persen dapat dicapai pada tahun

)OtO. fr.g", dan f adwal liberalisasi mod a 4 (tnooemertt of nannal prson) dan batasan-

batasan pada moda 3 diharapkan dapat dicapai pada waktu yang tidak terlalu

lama.
Sebagai tindak laniut dari AFAS maka telah dibentukcootdilwtingcomminee

on seruices(ccS) untuk men]rusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi

iasadalamkerangkaAFAS-saatinikerangkaAFASmencakupdelapansektor'
yaitu: iasa angkutan udara dan laut, bisnis, konstruksi, telekomunikasi, pariwisata,

i.rrrrg"rr, kesehatan, dan logistik. Adapun prinsip, strategi dan modalitas untuk

liberalisasi iasa ditufukan untuk mewujudkan bebasnya arus perdagangan jasa

ASEAN dalam rangka pembentukan komunitas ekonomi terintegrasi' Integrasi

perdaganganjasainidilakukandenganmengacupadacetakbiruKomunitas
Ekonomi ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan AEC pada 2015' ASEAN telah menetapkan

lima dari dua belas sektor prioritas integrasi barang dan iasa yang diliberalisasi,

yaitu: kesehatan, pariwisaia, e-ASEAN (teknologi informasi dan komunikasi)'

logistik, dan transportasi udara.l22 Adapun target penghapusan hambatan dalam

p"I.d"g"rrg"r, bidang iasa pada empat sektor prioritas bidang jasa yaitu: perhubungan

,,a",,, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata adalah tahun 2010. Penghapusan

hambatan pada sektor logistik ditargetkan pada 20|3, dan untuk semua bidang

iasa akan bebas dari semua hambatan pada 2015 pada saat Komunitas ASEAN

terbentuk.Masing-masingsektorprioritastelahdilengkapidenganpetakebi|akan
(roadmaps) sendiri-sendiri yang merupakan kombinasi dari inisiatif khusus dengan

inisiatifyang lebih luas secara lintas sektoral, seperti langkah fasilitas perdagangan'

Indonesia sendiri telah meratifikasi perjaniian payung, yaitu ASEAN Frameuork

Agreement on the Prioity Inagration sectors dan protokol-protokol perubahannya

melalui Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2009 tanggal ll Juni 2009'

r22 ASEAN Selavang Pandang Edisi-2O' 201Z'hlm37

ASEAN telah meningkatkan beberapa keriasama di bidang fasa, yaitu iasa

pariwisata, iasa teknologi dan informasi, jasa logistik, iasa angkutan udara, dan iasa

keuangan. Di bidang iasa pariwisata telah disepakati Mz anl Rerognition Artangetwnt

(MRA) di bidang profesi pariwisata pada Januari 2009 dan ASEAN Titttrism Stmngic

P/az (ATSP) 21ll-2015 sebagai kdlaniutan da1j Roadmap for iweerution of fwristtt
Secror (RITS) yang berakhir pada 2010. Dikembangkan iuga standar pariwisata

ASEAN dengan proses sertifikasi yang memungkinkan para profesional pariwisata

bekeria di negara-negara anggota ASEAN dan memungkinkan penguniung

melakukan perjalanan di seluruh negara anggota ASEAN dengan coreztnon oba-

Untuk sektor teknologi dan informasi telah disahkan ASEAN ICT Marterplan

2015 (AIM 2015), yang merupakan rencana komprehensif bagi pelaksanaan program

dengan target dan iadwal yang telah ditetapkan. AIM menetapkan empat sasaran

utama: 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai mesin pertumbuhan

untuk negara-negara anggota ASEAN; 2. Pengakuan untuk ASEAN sebagai pusat

TIK global; 3. Peningkatan kualitas hidup rakyat ASEAN; 4. Kon6ibusi terhadap

intergrasi ASEAN.
Terkait dengan lasa logistik ini ditulukan untuk dapat memangkas beban

logistik sebagai bagian dari biaya produksi. Dengan demikian, maka ASEAN

akan meniadi kawasan yang kompetitif dan menjadi penghubung perdagangan

internasional. Jasa logistik ini mencakup liberalisasi pada subsektor antara lain:

maritime cargo, handling sentices, storage and warehousing serubes, courier sentices,

maritime transport setoices, ruil fretght ,tarrsport sensices, road fteight ttan$)ort senites,

fasilitas perdagangan dan bea cuka i, la:ryristbs facilitoti.on, danmeningkatkan investasi

dan infrastruktur transportasi multi-moda' Dalam rangka persiapan liberalisasi

sektor logistik ini, Kementerian Perdagangan RI telah membuat sebuah cetak biru
liberalisasi. Demikian iuga Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian RI
menerapkan National SinAle lhnnnt (NSV) yang mensinergikan keriasama seluruh

instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan,

Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. \flebsite NS\fl Indonesia dengan alamat: http://www'insw'go'id'
untuk jasa angkutan udara telah ada upaya liberalisasi yang dilakukan

ASEAN sehingga nantinya akan meniadikan kawasan Asia Tenggara sebagai

kawasan yang mudah di akses dengan biaya efisien sehingga akan mendukung

ASEAN connectiztity, baik antar negara-negara ASEAN sendiri maupun antara

ASEAN dengan negara di luar ASEAN. Pada subsektor ini telah disepakati

ASEAN Strategic Tiansport P/az (ASTP) 2}ll-2015 dikenal iuga sebagai Brunei

Action Plan (BAP) 2OL|-2O15. Saat ini ASTP meniadi acuan dalam menyusun

langkah strategis dan prioritas dalam meningkatkan konektivitas kawasan sesuai

dengan Master Plan on ASEAN Connectizsity (MPAC). Sesuai mandat yang ada

dalam ASTP tersebut, visi keriasama transportasi udara ASEAN adalah menuiu

terciptanya ASEAN Single ADiatian Market (ASAM) untuk mendukung tercapainya
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Komunitas Ekonomi ASEAN 20L5 yallg di dalamnya berisi berbagai isu global

seperti masalah keamanan dan keselamatan peoerbangan serta isu lingkungan.

Pada jasa keuanga n Minbteriot Undorstgnding on ASEAN Coo7uaion in frnarce

yang relah ditandatangani oleh para Menteri Keuangan di Thailand pada tahun

1997 merupakan acuan kerangka kerjasama bidang keuangan yang meliputi bidang:

keuangan dan perbankan, pzlsar uaqg dan modal kepabeanen, asuransi, perpaiakan,

dan pengembangan SDM sektor keuangan. Pada tahun 2007 disepakati untuk

meniadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya saing tinggi
yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan negara-negara

anggota ASEAN yang menetapkan empat prioritas kunci yaitu: a). Pengembangan

pasar mordal yang lebih terintegrasi dan liquid; b). Dukungan yang lebih besar

bagi liberalisasi sektor keuangan; c). Pengembangan pembiayaan infrastruktur;

d). Keria sama di bidang perpaiakan-

Mutuol Recognition Arongements di bidong ioso

Muual Recognition Anangements (MRA) ini merupakan kesepakatan negara anggota

ASEAN untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, dan

pengalaman tenaga profesional negara-negara anggota ASEAN. Dalam konteks

ini, MRA digunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga profesional

antarnegara-negara ASEAN khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap

mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Termasuk dalam kesepakatan

tersebut adalah pertukaran bestpractices dalam standar dan kualifikasi. Manfaat

dari MRA ini bagi negara-negara anggota ASEAN adalah adanya pengurangarr

biaya (penghematan), kepastian akses pasar, peningkatan daya saing, dan aliran

perdagangan yang lebih leluasa. Saat ini telah disepakati delapan MRA di bidang

iasa yaitu: L- MRA on Engineering serttices; 2. MRA on Nursing sentices; 3. MRA on

Architectural Serttices; 4. Frametttork Arrangementfor Murual Recognition on Suroqing

Qualification; 5. MRA on Touism Professional; 6. MRA oft Accountoncy smtices; 7.

MRA on Medical Practitbners; 8. MRA on Dental Practitbnen'

Komunitos Ekonomi ASEAN

Sefak china bergabung meniadi anggota \7TO pada bulan Desember 2002,

Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) atau ASEAN Economic community (AEC)

muncul sebagai urgensibaru.l23 ASEAN menyadari bahwa mereka harus meniadi

kawasan perdagangan bebas, karena pasar global saat ini tidak lagi ditandai dengan

isu-isu tarif dan perlindungan tarif karena ini sedang dihapus dalam proses

12, Lihar di<http://www.wto.orglenglish/thewro-e/minist-e/min03-e/min03-e.htm> dikuniungi

2vo9lz0r2.
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liberalisasi global dan regional. Selain itu, adanya tekanan regionalisme yang

kompetitif dari dunia bagian lain, seperti pengenalan mata uang lsnggal di Uni
Eropa pada tahun 2002, dan perluasan Uni Eropa yang berkembang dari 15 meniadi

25 negaru pada tahun 2004, dan meniadi 27 negara dengan masuknya Bulgaria

dan Rumania pada tahun 2007. Perkembangan ini dapat mengubah keseimbangan

kekuasaan antara Asia dan Barat. Dengan demikian, ASEAN harus mengernbangkan

strategi baru untuk mempertahankan keunggUlan komparatif agar dapat bersaing

dengan blok ekonomi yang ada di berbagai belahan dunia lain.

Proposal AEC telah dibahas dan didiskusikan oleh berbagai institusi,
seperti Instituu of Southeast Asian Studies (ISEAS),/4S&4 N Institutes of Stategb and

Int*national Studies (ASEAN-ISIS), dan Sekretariat ASEAN. Proposal tersebut
juga mendapatkan masukan dan saran-saran dari Dewan Penasihat Bisnis ASEAN
(ASEAN Business Adoisory council) karena negara-negara ASEAN mengakui
penringnya masukan dari kalangan pebisnis bagi integrasi ekonomi yang lebih

besar. Bukan hanya itu, Komisi Eropa (The European Commission) iuga membagi

pengalaman dengan ASEAN mengenai pengalaman Uni Eropa berkaitan dengan

integrasi ekonomi regional mereka. Dengan adanya AEC, persaingan di antara

negara-negara ASEAN diharapkan akan rumbuh dengan baik sehingga dapat

memperbaiki iklim investasi dan mempersempit dan mengurangi kesenjangan di
antara negara-negara ASEAN. AEC iuga merencanakan suatu pasar tunggal dan

basis produksi yang meniru gaya integrasi ekonomi Eropa pada era tahun 1970 yang

ditandai dengan adanya perdagangan bebas atas barang, iasa, investasi dan modal

pada tahun 2015. Tirjuan akhirnya adalah menciPtakao sebuah kawasan ekonomi

ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif.
Dengan membenruk AEC, maka akan mempunyai implikasi bagi institusi

ASEAN dan kalangan praktisi sekaligus. Misalnya, berkaitan dengan penerapan

dan kepatuhan pada perianiian ASEAN, penyelesaian sengketa, koordinasi

kebijakan nasional, mandat dan kapasitas Sekretariat ASEAN, dan sumber daya

yang tersedia untuk tuiuan ASEAN.
Meskipun ketiga pilar Komunitas ASEAN sama kedudukannya dan sama

penring bagi perkembangan ASEAN sebagai komunitas regional, AEC adalah

pilar yang paling signifikan karena melalui pilar ini suatu komunitas ekonomi

yang benar-benar menyatu akan diwujudkan dan manfaat ekonomi akan dapat

dihasilkan. Gagasan AEC telah dimulai ketika ASEAN mendeklarasikanASEAN
Vision 2020 yang secara tegas mengarah pada penghapusan semua hambatan dalam

perdagangan barang dan iasa, investasi, serta pengurangan hambatan dalam arus

modal dan tenaga keria terdidik.
Sebetulnya integrasi ekonomi telah dimulai seiak 1997, yaitu pada

KTT di Kuala Lumpur di mana negara-negara ASEAN memutuskan untuk
mentransformasikan dan mengubah ASEAN meniadi organisasi yang stabil, adil
makmur dan kawasan yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi



yang meningkat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan disparitas sosial

ekonominegara.negara",,ggo.,.Halinitertuangda|amASEANlruion2020.Yisi
ini baru mulai terlaksana ketika para kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN

menandarangani Bali concord II di Bali pada tahun 2003 yaD,g menyatakan

bahwa mereka bertekad uotuk membentuk sebuah Komunitas ASEAN QESE/IN

community) untuk meniamin perdamaian abadi, stabilitas dan kemakmuran

bersamadi kawasan pada tahun 2o2o.rz4 AEC dimaksudkan untuk mewuiudkan

ruiuan akhir iutegrasi ekonomi di ASEAN, sedangkan ASCC akan memastikan

bahwa tenaga keria ASEAN akan dipersiapkan dan dimanfaatkan untuk

mendukung integrasi ekonomi dengan SDM yang pendidikan tinggi' pelatihan'

ilmupengetahuandanpeogembanganteknologi,penciptaanlapangankeriadan
pertindungan sosial. Bali Coucord II iuga menekankan Pentingnya fundamental

L".p"g"og pada prinsip non interferensi dan konsensus dalam kerlasama ASEAN

aan uaaro regional tetap terikat bersama dalam suatu kemitraan pembangunan

yang dinamis dan komunitas yang peduli' Oleh karena itu' Bali Concord II
menandai awal dari transformasi ASEAN dari kerangka antar pemerintah meniadi

kerangka masyarakat yang sama, dalam beberapa hal seperti Uni Eropa'

AECdimaksudkanuntukmewuiudkanintegrasiekonomiASEAN,
yaitu tercapainya kawasan Asia Tenggara yang aman dengan tingkat dinamika

pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi dengan cara pengentasan

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tinggi untuk mencapai kemakmuran yang

merata dan berkelaniutan. AEC mempunyai empat karakteristik utama yaitu: lnsar

tunggaldanbasisproduksi,kawasanekonomiyangberdayasaingtinggi,kawasan
denganpembangunanekonomiyangmeratardankawasanyangterintegrasipenuh
d"rr!"r, Lkor,omi global (lihat Gambar 5.2-). Empat karakteristik tersebut termuat

dalam cetak biru AEC-

Gambar6.lAECdanempatkarakteristiknya(DirektoratJenderalKeriasamaASEAN
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012)

r2a Lihar Declaration of ASEAN Concord II (Bali concord II) 2003, di <http://www'asean'org/news/

item/declaration-of-asean-concord-i!baI!concord-ii> dikunlungi 04/08/013'

136 ASEAN: Seiarah Konstitusi dan Integrasi Kawasan

2. CETAK BIRU KOMUNTTAS EKONOMI ASEAN (AEC BIUEPR MD

Didasari keinginan untuk mencapai dinamika ekonomi lebih tinggi, keseiahteraan

yang berkelaniutan, pertumbuhan dan perkembangan ASEAN yang terintegxasi,

maka negara-negara ASEAN mendeklarasikanAEC Blueprinr. Untuk itu, ASEAN
perlu mempunyai sebuah kerangka kerja sama institusional dan identitas sah,

seperti tercantum dalam Piagam ASEAN, dengan meletakkan sistem-sistem yang

didasarkan pada ketentuan-ketentuan (rtles-based systems) untuk mewuiudkan
terbentuknya AEC pada 2015.

Pada 20 November 2007, para Kepala Negara dan Pemerintahan negara-

negara ASEAN mengadakan pertemuan di Singapura dalam rangka menandai

ulang tahun ASEAN yang ke-40 dan KTT XIII. Pada tanggal itu telah
ditandatangani Deklarasi Cetak Biru LEC(AEC Blueprinr) yang isinya antaralain:
negara-negara anggota ASEAN mengadopsi Cetak Biru AEC harus berpegang dan

mengimplementasikan AEC pada tahun 2015.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN mengidentifikasikan langkah-

langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai

komitmen yang diperinci dengan sasaran dan target waktu yang jelas- Target

waktu tersebut terbagi dalam 4 (empaQ fase yaitu 2008-ZOO9,20LO'20L1,2OL2-2O13,

20L4-20L5.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN memiliki empat karakteristik
utama, yakni untuk mewuiudkan ASEAN sebagai:

1. Pasar tunggal dan basis produksi, dengan lima elemen utama yaitu: (i) aliran
bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran bebas

tenaga keria terampil, dan (iv) aliran modal yang lebih bebas. Di samping

kelima elemen tersebut, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup 2 (dua)

komponen penting lainnya, yaitu Sektor Integrasi Prioritas (Sectors InUgation

PriontylPlS) dan keria sama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan enam elemen utama,

yaitu: (i) kebiiakan persaingan usaha, (ii) perlindungan konsumen, (iii) hak atas

kekayaan intelektual (HKI), (iv) pembangunan infrastruktur, (v) perpaiakan,

dan (v7) e-commerce.

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dengan 2 (dua) elemen

utama yaitu: (i) pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), dan (ii)
inisiatif integrasi ASEAN (Inisiatizte fm ASEAN Integration IIAI) -

4. Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global, dengan dua elemen

utama, yaitu: (i) pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar kawasan, dan

(ii) peningkatan partisipasi dalam faringan pasokan global.

Keempat karakteristik di atas memiliki kaitan erat dan saling memperkuat

satu sama lain. I-Intuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis
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produksi, ASEAN harus memiliki daya saing ekonomi yang tioggr, baik secara

individu antar negara ,n ir^maupurrsebagai kawasan dalam persaingan dengan

kawasan atau negara t"io]"urrtl.rt *.o.iptakan kawasan yang berdaya saing tinggi,

kesenjanganpembangunanantarnegaraanggotaharusdiperkecilsehinggasetiap
individu negara "rrrroi" 

ASSAN memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang

setara.Pencapaianatasketigahaltersebutsangatdiperlukanunrukmeniadikan
ASEAN sebagai kawasan y"og si"p terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi

global.
Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN iuga memuat pedoman umum yang

dituangkan dalam iadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing

karakteristik utama KEA' Unluk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN'

ASEAN waiib melaksanakan kebiiakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi

yang terbuka (open),betwawasan ke luat (wrutard-looking)'inklusif (izrlasizre)' dan

berorientasip"a"p",",(,,rket-drfulm)sesuaidenganaturan.aturanmultilateral
serta memPerhatikan p"'U"a""" tingkat pembangunan dan kesiapan masing-

masing negara 
^nggo,iASEAN 

melalui penerapan formulasi ASEAN minus X'

Selain itu, ASEAN fr,,t" p"tt't' terhadap iistem berdasarkan aturan hukum (nrles-

basedrystems)"grrpt'n"t"'handanimplementasikomitmen-komitmenekonomi
dapat berialan efektif'

Deklarasi iuga menugaskan pada para menteri yang terkait' yang dibantu

oleh Sekreta.i"t aSeAN, intuk mengimplementasikat AEC Blueprint ini' dan

melaporkan perkembangannya kepadal'ara pemimpin Kepala Negara dan

Pemerintahar, ,.""t" 
-"iuter, 

metatui Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN

(courcit of tlu ASEAN Ecinomir cot.nunity).cetak biru ini mempunyai sasaran dan

kerangka waktu,"rg i"i" dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta

fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya untuk mengakomodasi kepentingan

seluruh negara anggota ASiaN' Selaniutnya pada KTT ke 13 ASEAN di Singapura

telah disepakati peta kebiiakan (roadmap) untuk mencapai AEC tersebut' Dalam

mengukur p".t.^U"t'g"t' p"tt"p"i'n AgC 2015' telah disusun mekanisme yang

dinamakan AEC Scorecard'

Pada Pertem,,"' Agm Rereat ke-16 di Putra Jaya' 27-28 Februari 2010' atas

rekomendasi Gugus fugas Tingkat Tinggi mengenai Integrasi Ekonomi (Hieh lzuel

Task Force on Eco**lii"ie";dHLTF-EI)'AEM menyetuiui usulan ERIA terkait

dengan penai"*r, "*'oJt 
AEC Scorecard'yakni meliputi fasilitasi dan liberalisasi

investasi, fasilitasi pttd'g""g"t (khususnya menyangkut efektivitas bea cukai

termasuk i*pt.*.rrt"ri.N'ota|*t sneb lyhdowlNsv ilanASEAN Sinelz ly/indaul

As$,transportasi J"" ;"'" logistik' Di samping itu' ERIA iu-ga diminta untuk

memfokuska., t"iirr"v" padalangkahJangkah yang dapat_ dimplementasikan

Qmplementable *roru,,') d^nhasil-hasil yang memiliki dampak tinggi (high impact

outcomei),r".," *."rti'U**'i isu-isu terkaitdengan standardisasi dan kesesuaian

(standads and cordormanca), dan sektor iasa yang mendukung terhadap peningkatan

kualitas z{EC S corecard.

Terkait dengan capaian AEC Scaecad, Indonesia merupakan satu-satunya

negtra anggora ASEAN yang telah memformalkan cetak Biru Komunitas Ekonomi

ASEAN ke dalam perangkathukumnasional melakui Inpres Nomor 52008. Namun

demikian, Indonesia mendapatkan capaial terendah dalamAEC Scorecard untuk

periode 2008-2009 dibandingkan dengan oegara-negara anggota ASEAN lainnya.

Urutan capaian AEC Scorecard periode 2008-2009 adalah Singapura (93,52y4,

vietnam (92,53%o), Malaysia (90.65%0), Thailand (89olo), Brunei Darussalam (8596V4,

Kamboia (84 26%Q,Laos(83,49olo), Philipina (81,14%o) dan Indonesia (80,387o).Sampai

pada akhir implementasi AEC Scorecard tahap II (2010-2011) total scorecard ASEAN

secara kolektif adalah 67,4o/o.r2s Perincian pencapaian tiap-tiap negara sebagai

berikut: Singapura (82,2yo),Malaysia (81,8yo), Thailand (19,4VA, Viemam (79'4%o)'

Brunei (779W, Filipina (77,l%A,Myanmar (76,9), Indonesia (75,87o), Laos (74'6)'

danKamboia(74,4%).126UntukmemantaupencapaianAECscorecardtersebut
pemerintah Indonesia telah menerbitkan Inpres nomor 11 tahun 2011 tentang

Pelaksanaan Komitmen cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2011.

Tohopon-Tohopon lntegrusi Regionol

sebelum merlbahas mengenai tingkat integrasi AEC, akan diberikan gambaran

mengenai tahapan integrasi regional yang ada selama ini. Dalam kaiian teori

pe.dagangan internasional dikenal beberapa tahapan integrasi ekonomi regional'
-st.*" 

integrasi yang baku, ditiniau dari sisi kedalaman integrasinya terdiri

dari.r27

l. preferential tade agreemeru (PTA);

2. free trade area (FTA);
3. customunion (CU);

4. ingle market;
5. monetary union;
6. political union.

l2s ASEAN Selayang Pandang, Edisi 20' 2012, hlm 3l
126 Ibid
127 Bryan Mercurio, .Should Australia continue negotiating Bilateral Free Trade Agreements? A

Practical Analysis" (2oo4) 27 (3) Unioenity of Neu South vales Lau Journat 6,67, hlm 667; Louis F

Del Duca, Teaching of European community Experience for Developing Regional organizations,

ll Dickinsott Journai of Internarional Law 485 (1993), hlm 490-492; Myung Hoon Choo, Dispute

Seulement Mechanisms of Regional Economic Arrangements and Their Effects on the rJrorld Trade

organization, 13 Temple Intemational & comparatioe Laus Journal 253 (1999), hlm 255; lihat iuga

Koesrianti, Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) 2015: Integrasi Ekonomi Berdasarkan

Komitmen tanpa Sanksi, 1- au Reairu,Yol. XIII No.2 Hal 187-341, November 2013
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Tahapanintegrasiekonomiregionalinibersifatberieniang,dimulaidengan
yang paling sederhana yaitu Prefaotial Tiade Anangemeflt (PTA) sampai dengan

v""gp"ri"gkomprehensifyaituPoliticat(Jnion.TahapPengaturanPreferensi
i.targ""g"t (Prderential Tiadc Anangement) t\ent}akan kerangka keria sama dsd

sekelompokDegarayangmengizinkanimporbarangdarinegarapenaudatangan
dengan preferensi dengan tingkat tarifyang lebih rendah dari yang dikenakan pada

impor barang dari negara ketiga. Negara-negara anggota mendapatkan preferensi

-.rrorra perianiian preferensial ini yang membedakan terhadap negara non-

anggota. Dengan demikian dalam tahapan ini teriadi perlakuan diskriminasi tarif

terhadap negara bukan anggota.

Pada Kawasan Perdagangan Bebas(free trade arealFTA) merupakan keriasama

antar negara anggora yang menyepakati kawasan sebagai pasar terbuka bagi negara-

negara 
"rrggoa". 

Pada tahapan ini, negara-negara bersepakat unruk mengurangi atau

menghilangkan bea cukai, paiak, dan tarif antara negara penandatangan. Namun,

-rrih di-rrrgkinkan setiap negara anggota untuk mempertahankan tarif negara

sendiri terhadap negara ketiga. Dengan kata lain, tarif di antara negara-negara

anggota adalah nol, meskipun tarifeksternal terhadap negara ketiga dapat berbeda-

beda di antara negara-negara anggota'

Sementaraituuntuktahapansnmunion(C|J),merupakankombinasiantara
FTA dan tariftunggal atau tariffseragam dari organisasi' Pada tahap ini negara-

negara anggota masing-masing di samping menghilangkan tarif di antara mereka,

oai"r"-oag"aa penandatangan membentuk tarif seragam (common toriff)yangsama

besarnya terhadap negara-negara bukan anggota'

Dalamtahapanpasartungga|(singlemarket)negara-negaraanggotasetuiu
menghilangkan tarif internal dan membentuk tarif umum (corumontoffi di antara

mereka.Disampingitu,negara-negarajugasetujuuntukmenghilangkanhambatan
non-tarif internal(non-tariffbanins)bagi pergerakan bebas sumber-sumber daya'

Tahapaninimerupakansebuahpasartungga|(aunifiedeconomi'cmarket).
Sebagai catatan, yang dinamakan hambatan-hambatan nontarif (non-tariff

baniers)meliputi bentuk fisik, fi skal, dan halangan-halangan teknik'

. Fisik: pengawasan pada batas negara atas barang dan orang' Misalnya' pos

p.nlagaan bea cukai kontrol imigrasi, dan dokumen-dokumen administrasi.

. Fiskal: karena ada beberapa perbedaan palak tidak langsung. Misalnya, paiak

pertambahan nilai atau Value Added hres (VAT), dan penghapusan palak di

antara negara-negara anggota'
. Teknik: misalnya, regul^si produk dan standar-standar yang berbeda pada

masing-masing negara anggota'

Sedangkantahapanmatauangtunggal(MonetaryUnion)adalahsebuah
tahapan yang mengatur negara-negara anggota menggunakan alat bayar yang sama

dalam kawasan. Pada tahap ini, maka negara-negara anggota harus mempunyai
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kebiiakan keuangan yang baik dan harmonis diantara mereka sendiri.Mereka iuga
harus mempunyai institusi dan mekanisme untuk mengatur kebiiakan fiskal ini
dalam organisasi regional mereka.

Tahapan terringgi adalah Political (Jnian pada tahapan ini Negara-negara

anggota setuiu untuk menggabungkan pemerintahan mereka, baik legislatif,

militer, diplomatik, judisial, administratif dan hubungan dengan negara asing.

Sebagai contoh adalah: lJni Eropa/European (Jniort (UE) telah menginiak tahap

ini dengan membentuk Tieaty AmsUrdanx yang merubah Tieaty Moastricht yang

menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan

Eropa (European Citizettship), kebiiakan luar negeri dan keamanan bersama, dan

perubahan-perubahan institusional.l2s
Dalam lingkup ASEAN khususnya iika dikaitkan dengan AEC sebagai salah

satu komunitas dari Komunitas ASEAN (ASEAN CommuniSt), Negara-negara

ASEAN belum menetapkan tingkatan integrasi yang jelas. Dalam rumusan yang

disepakati oleh para kepala negara dan pemerintahan ASEAN, tujuan dari AEC

adalah untuk menciptakan'a singb market and production base'.Ini dapat diartikan

sebagai integrasi penuh, kecuali dalam bidang keuangan dan moneter yang masih

merupakan kewenangan negara anggota.

Berkaitan dengan AEC sebagai bagian dari Komunitas ASEAN, belum

menetapkan tingkatan integrasi yang ielas. Dalam rumusan yang disepakati
para Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN, tujuan AEC adalah untuk
menciptakan sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Ini dapat diartikan sebagai

integrasi penuh, kecuali dalam bidang keuangan dan moneter yang masih meniadi

kewenangan negara anggota.

Terdapat dua tingkatan integrasi regional yang dapat dipilih ASEAN,

seperti yang ditawarkan Hew dan Soesastro: pertama, AEC merupakan FM-
plus, yairu suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan tarif nol ditambah

beberapa elemen pasar bersama. Misalnya, arus bebas modal dan tenaga terdidik.l2e

Pendekatan ini didasarkan pada tingginya tingkat perbedaan antara negara-negara

anggora ASEAN, maka tidak mungkin diterapkan tarif tunggal bersama (common

external taiff) seperti pada kawasan kesatuan pabean (cusam union). Kedua, AEC

l2s Treaty Amsterdam ditandatangani tahun 1997 dan berlaku (enter into force) tahun 1999; Treaty

Amstrerdam mengubah dan menomor ulang(renumbered) Treaty Roma sebagai perianiian pendirian

UE; pada 2001 negara-negara atrggoia UE menandatangani Treaty Nice yang merombak struktur

organisasi setelah anggota UE berkembang. Saat ini negara anggota UE beriumlah 28 negara.

Lihathttp://europa.eu.int/abc/treaties/index-en.htm atau http://eurooa.eu/about-eu/countries/member-

countries/
l2e Denis Hew dan Hadi Soesastro, Realizing the ASEAN Economic Community by 2020: ISEAS and

ASEAN Approaches,ASEAN Eeonomic Bullztin,vol}O. No. 3, (2003), hlm.292-296,terkutip diari Hadi

Soesastro, Dari Perdagangan Bebas meniadi Pasar Tunggal ASEAN, dalam Dirien Keriasama ASEAN

Departemen Luar Negeri,lSEz{ N Menatap Masa Depan: 40 tahun ASEAN,hlm4l
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sebagaiCommonMarket-Minus,yaitubentukakhirintegrasiekonomiASEAN
paaazozoadalah berupa pasar bersama dengan menetapkan suatu bidang tertentu

sebagai integrasi yang teUin dalam dengan waktu yang lebih lama dan tidak

,1" iot""""1iro.iro Ini merupakan pasar bersama dengan pengecualian yang

disepakati bersama.
RencanadiwuiudkannyaPasalTunggalASEAN2015diharapkandapat

meningkatkan daya tawar (ba'gaini'ng Poition) kawasan Asia Tenggara dalam

kancah-perdagangan global. Menurut Zainuddin Djafar, kecenderungan globalisasi

sekarang lni iiaat terletak pada meningkatnya kuota perdagangan antarnegara

secara bilateral, namun meniigL"my" arus lalu lintas perdagangan antarkawasan'l3l

Selanjutnya,pasarbersema(commonmarhct)dapatmendorongterciptanyaefisiensi
produksi,peningkatanproduktivitasdandayasaingprodukekspor,sertainovasi-
inovasi baru yang komPetitif.

Mekonisme Penyelesoion Sengketo Dogong ASEAN

MekanismepenyelesaiandagangdiASEANdiaturdalamsebuahprotokol.Protokol
ini mengatur mekanisme p.nyei"sriao rengketa yang mengacu kepada penyelesaian

sengketi pada DSU \7TO. protokol ASEAN mengenai Perbaikan Mekanisme

renyelesaian Sengketa atau ASEANProtocol on Enhanced Dispute settlement

Mechanism(DsM)ditandatanganipadatahun2004(selaniutnyadisebutProtokol
Enhanced) merupakan p"oy"*p.r.ttaan dari protokol sebelumnya sekaligus

menggantikarrrry",y"itofrototot1996(thelgg6PromcolonASEANDispute
SettlementMechazisz).Protokolinidibentukdengantuiuanuntukmenyelesaikan
sengketa dagang di antara negara-negara anggota ASEAN' Protokol Enhanced

berlaku seiak ditandatangani negara-negara aoggota ASEAN pada?9 November

2004. Dibandingkan a.rrf* proiokol yang ada sebelumnya, penyelesaian sengketa

dalam Protokol Enhanced ini lebih bersifat legal daripada diplomasi'

Konsep don PrinsiP'PrinsiP Ulomo

DenganProtokolEnhancedini,penyelesaiansengketadanperselisihanyangadadi
antaraanggota.anggotanegaraasraNdiharapkandapatdiatasidenganlebihbaik.
Dengan begitu, rkrn t...i!t, rasa damai dalam lingkungan yang adil' demokratis'

dan harmonis. Hal ini sangat krusial bagi ASEAN yang negara-negara anggotanya

terkait secara mendasar-baik dari sisi geografis' visi maupun tujuannya'

tro Jbid.
r3r l6ilgddin Diafar, piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menulu Integrasi Rerional?,lurnal

Huhumlnternasional (Indonesian ;o.tt""l ofi"tt'national LayIJIL) Vol'6 Nomor 2 Januari 2009'

Adapun prinsip uulum yang dipakai dalam protokol ini, yaitu prinsip

penyelesaian sengketa secara damai. Jika negara anggota ASEAN mempunyai

sengketa dengan negara anggota lain, maka ialan pertama yang harus diambil

adaiah menyelesaikan secara damai agar tercipta keharmonisan, kedamaian, dan

stabilitas keamanan dalam kawasan-

Protokol Enhanced ini terdiri atas 21 pasal dan 2 lampiran. Lampiran

pertama berisi perjaniian-perfanjian yang tercakup dalam protokol ini yang terdiri

dari 46 Perianiian ASEAN. Protokol menyatakan, perianiian yang tercakup dalam

protokol tidak terbatas pada lampiran pertama, melainkan juga meliputi perianiian

asgaN bidang ekonomi yang akan dibentuk di masa datang. Lampiran kedua

berisi mengenai prosedur bekerlanya panel yang dibentuk oleh SEOM'

Prosedur Peneropon

Protokol Enhanced ini hanya berlaku bagi penyelesaian sengketa atas perjaniian-

perjanfian ASEAN yang terdapat dalam lampiran pertama dan perlanlian ekonomi

asnaN yang dibentuk di masa datang. Dalam Protokol ini ditetapkan lembaga

Seniar Economics Oftiak Meeting (SEOM) sebagai lembaga yang akan membentuk

sebuah panel. Selain itu, SEOM iuga memiliki kewenangan untuk mengangkat

para panelis, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan temuan dan

rekomendasi dari Panel dan Badan Banding dan semua hal yang telah diputuskan

unruk menangguhkan konsesi dan kewaiiban lainnya yang diatur dalam perjaniian

yang terkait. Protokol ini akan berlaku jika para pihak yang bersengketa membawa

,..r!t.," mereka kepada SEOM. Di samping itu, para pihak memiliki hak untuk

menyelesaikan sengketa di forum lain, sepanjang para pihak belum membawa

masalah tersebut kepada SEOM.
Panel bentukan SEOM inilah yang nantinya akan menyelesaikan sengketa

dagang yang teriadi antara negara-negara anggota' Pada tahap pertama, negara

anggota yang bertikai terlebih dulu mengaiukan permohonan konsultasi kepada

SEOM. Konsultasi ini berkait dengan implementasi, interpretasi, atau penerapan

semua perianiian yang tercantum dalam lampiran 1 Protokol. Sebelumnya, negara

yang bertikai diharapkan dapat terlebih dahulu melakukan cara-cara damai untuk

menyelesaikan sengketa dagang mereka, yaitu melalui mediasi, konsiliasi, dan

penyelesaian sengketa secara damai yang jangka waktunya diserahkan kepada

para pihak. Sekretaris Jenderal di luar perannya sebagai peiabat ASEAN atau

kapasitusrrya di ASEAN dapat membantu para pihak dalam proses mediasi,

konsiliasi, dan proses penyelesaian sengketa damai lainnya'

Jika upaya-upaya penyelesaian tersebut telah selesai dan tidak membuahkan

hasil, para pihak dapat mengaiukan permohonan kepada sEoM untuk membentuk

sebuah Panel. Pembentukan Panel ini diadakan dalam iangka waktu maksimal 45

hari setelah permintaan pendirian Panel secara tertulis diterima SEOM. Para pihak
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yang bersengketa dapat saia menuangkan dalam kesepakatan tentang pembennrkan

sebuah panel yang nantinya berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan

sengketa mereka iika penyelesaian secara damai tidak berhasil'

Panel yang dibentuk sEoM berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus

tersebut dan kaitannya dengan Perjaniian ASEAN yang ada dalam Protokol 2004

atau perianfian ASEAN lainnya yang terkait, waiib memberikan penilaian yanS

seobiettif mungkin terhadap perselisihan tersebut. Kemudian, Panel bertugas

uutuk membuat ternuan dan rekomendasi atas kasus terkait'

Dalam proses ini, Panel berhak untuk mencari informasi dan saran serta

masukan dari saksi ahli yang diperlukan untuk menghasilkan temuan-temuan

yang adil. Temuan dan rekomendasi Panel akan berbentuk laporan yang diberikan

t p"a. SEOM dalam iangka waktu enam puluh hari dari tanggd pembentukannya.

Jangka waktu ini dapat diperpanjang sepuluh hari dalam kasus tertentu Kemudian,

rekomendasi ini akan disahkan sEoM dalam iangka waktu tiga puluh hari, kecuali

para pihak yang bersengkera memberitahu akan banding atau SEOM berketetapan

berdasar konsensus untuk tidak mengesahkan laporan tersebut'

Apabila lebih dari satu negara menyatakan keberatan atas kebiiakan ekonomi

,r.g"r" 
"rrggota 

lainnya, dan meminta dibentuk Panel, maka hanya akan dibuat

satu panel yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, jika ternyata telah

dibentuk lebih dari satu panel, maka orang yang sama akan menjadi panelis dalam

masalah tersebut.
Apabila ada negara anggota ASEAN bertindak sebagai negara ketiga dalam

sengketa yang berkepentingan dalam masalah yang muncul tersebut, maka

kepentingan itu harus diperhitungkan dalam menyelesaikan sengketa. Negara

pihak ketiga ini mempunyai hak untuk menerima pemberitahuan dan berhak

untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Panel'

Bqdon Bonding

Jika para pihak yang bertikai merasa tidak puas, mereka dapat mengaiukan

t"rraing. Badan Banding ini dibentuk oleh AEM. Badan Banding terdiri atas tuiuh

orang yang akan bertugas selama empat tahun yang bisa dituniuk kembali untuk

satu kali masa jabatan. Tiga dari tujuh orang tersebut akan memeriksa sengketa

yang didasarkan pada pertimbangan rasional seperti yang diatur dalam prosedur

tata kerja Badan Banding. Laporan dari Badan Banding akan disahkan SEOM

dan harus diterima para pihak tanpa syarat, kecuali berdasarkan konsensus Badan

Banding tidak akan mengesahkan laporan tersebut. Hal ini harus dilakukan dalam

langka waktu tiga Puluh hari.

Peloksonoon don Pengowoson Rekomendqsi

Dalam laporan mereka, baik Panel maupun Badan Bandi.& Eencantumkan saran-

saran kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan hasil temuan dan rekomendasi
dari Panel maupun Badan Banding. Berkait dengan pelaksanaan rekomendasi
tersebut, SEOM mempunyai kewaiiban untuk mengawasi semua hasil putusan
perkara-baik pelaksanaan maupun penangguhannya. SEOM juga mempunyai
kewenangan untuk melihat apakah rekomendasi dari Panel dan atau Badan
Banding telah dilaksanakan oleh negara pihak yang bersengketa.

Kompensasi, ganti rugi, penangguhan atau kewajiban lainnya diberikan
apabila temuan dan rekomendasi dari laporan Panel dan Badan Banding tidak
dilaksanakan dalam iangka waktu 60 hari atau iangka waktu yang ditentukan para

pihak. Jika salah satu pihak keberatan atas putusan yang diiatuhkan, negara dapat
membawa masalah ini kepada lembaga arbitrase. Arbitrase ini bisa dilakukan oleh
para panelis dari Panel yang menangani perkara tersebut, atau para arbiter yang

ditunjuk Sekretaris Jenderal ASEAN dan harus sudah terbentuk dalam iangka
waktu 60 hari.

Adapun fangka waktu semua proses ini, dari konsultasi sampai dengan
banding, terhitung 315 hari. Jangka waktu ini kurang lebih sama dengan jangka

waktu yang ada dalam I7'TO DSU, yaitu 12 bulan untuk sengketa yang memakai
proses banding dan 9 bulan untuk masalah yang tidak banding. Dapat disimpulkan
bahwa dibandingkan dengan Protokol 1996, Protokol Enhanced ini lebih meniamin
sebuah sengketa dapat diselesaikan dengan cara objektif dan tanpa memihak.
Intinya, SEOM menggunakan cara pengambilan keputusan yang secara otomatis
dapat menyelesaikan sengketa antarnegara anggota ASEAN karena Protokol
Enhanced mengatur mengenai aturan konsensus nregatif (legatfue cozsezszs) untuk
pembentukan panel, pengesahan laporan Panel dan Badan Banding. Dengan
menjalankan prosedur ini, semua proses akan mengikuti iangka waktu yang telah
ditentukan dengan ketat.

BAU CONCORD I
Pada saat Bali Concord II dideklarasikan, para pemimpin ASEAN berkomitmen:

'ASEAN berkomitnen untuk memperdalnm dan memperluas integrasi ekornmi

internal dan hubungan dengan ekonomi dunit untuk meztujudkan Komunitas
Ekonomi ASEAN yang solid, pragmatis dan stategi terpadu."

Dalam rangka menuju AEC, ASEAN harus melakukan hal-hal berikut:
membentuk mekanisme dan kebiiakan baru untuk memperkuat implementasi
rancangan ekonomi yang sudah sdx-1q1mgsuk perdagangan bebas ASEAN
(AFTA), kerjasama ASEAN di bidang ]asa (ASEAN AFAS), dan kawasan

investasi ASEAN (//l), mempercepat integrasi ekonomi di sektor-sektor prioritas,
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memfasilitasi pergerakan kalangan bisnis, tenaga kerja ahli dan terlatih' dan

memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN-termasuk perbaikan mekanisme

penyelesaiansengketauntukmenjaminpenyelesaiansengketayangcepatdan
mengikat secara hukum.

Khusus di bidang ekonomi, para pemimpiu ASEAN sudah sepakat untuk:

a. Membentuk suatu kawasan ekonomi ASEAN yang stabil' mempunyai daya

saingmelaluipenciptaansuatukondisiyangterdapatarusbarang,jasa,modal,
serta investasi Yang bebas.

b. Komunitas ASEAN harus meniadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis

produksi.
c. ierwuiudan komunitas ekonomi yang terintegrasi dilakukan melalui langkah-

langkah penurunan tarif dan keria sama'

Untuk mewuiudkan Komunitas Ekonomi ASEAN, para Kepala Negara dan

Pemerintahan iuga sudah menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan

targetpencapaiannya.Keputusantersebuttelahditetapkanpadapertemuandi
vieoti",,e, Laos, pada tahun 2004. Kesepakatan ini selaniutnya disebut Vicatiane

Action Programme (YAP). Dengan VAP ini diharapkan akan:

a.Mempercepatinisiatifkerjasamaekonomiyangtelahadadantarget-targetyang
telah ditetapkan pada tahun 2010 atau sebelumnya;

b.Menghilangkansetiaphambatanterciptanyakebebasanarusbarang,iasa,dan
tenaga terlatih Pada tahun 2010;

c. Menlembangkan dan melaksanakan langkah-langkah serta kondisi yang

memungkinkan agar ASEAN meniadi sebagai pasar tunggal dan basis

produksi untuk ll sektor prioritas pada tahun 2010' LangkahJangkah tersebut

meliputi:
.MeningkatkandayatarikASEANsebagaituiuaninvestasi
. Mempercepat liberalisasi perdagangan barang

. Meningkatkan fasilitas usaha dan perdagangan

. Mengurangi biaya transaksi perdagangan

' Meningkatkan Perdagangan lasa

' Meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah

MenurutrancangankegiatanAEC,negara-negaraASEANtelahmenetapkan
1l sektor prioritas (kemudian ditambahkan satu sektor, yaitu logistik sebagai

sektorke-12)untukpercepatanintegrasiekonomimenujupasartunggaldanbasis
produksi sebagai Permulaan Yaitu:

l. Produk berbahan dasar kaYu

2. Otomotif
3. Produk berbahan dasar karet
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4. Tekstildanpakaian
5. Produkpertanian
6. Perikanan
7. Elektronik
8. e-ASEAN(ICT)
9. Produk kesehatan
10. Pengangkutan udara
11. Pariwisata.

Pada awal-awal integrasi disepakati kesebelas sektor tersebut yang merupakan
prioritas (elewn piarity secans) dengan koordinator sebagai berikut: produk kayu dan
industri otomotif(koordinator Indonesia), produk karet dan industri tekstiVpakaian
(koordinator Malaysia), produk pertanian dan industri perikanan (koordinator
Myanmar), e-ASEAN dan industri kesehatan (koordinator Singapura), industri
elektronik (koordinator Filipina), dan industri pengangkutan udara dan pariwisata

(koordinator Thailand). Jadi, setiap negara ditunjuk menjadi koordinator integrasi
berbagai sektor tersebut. Ini merupakan kombinasi dari kekuatan ekonomi nasional

negara anggota ASEAN demi kemaiuan keriasama regional, memberikan fasilitas
dan memajukan investasi sesama negara ASEAN (intra-ASEAN), memperbaiki
kondisi nasional untuk menarik dan merangsang adanya kegiatan manufaktur di
kawasan, mengadakan program-program di ASEAN, dan mengembangkan produk
madeinASEAN.

Rancangan AEC juga meliputi tahapan-tahapan untuk mengintegrasikan
sektor iasa, memberikan keleluasaan kepada para pebisnis dan pariwisata di
kawasan dan memperkenalkan kebiiakan baru untuk memperkuat kelembagaan

ASEAN. Salah satu kebiiakan tersebut adalah Protokol 200d untuk meniamin
implementasi seluruh keria sama ekonomi ASEAN dan mempercepat pembentukan

mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota.

Langkah pertama untuk mencapai integrasi ekonomi, ASEAN harus melaksanakan

dan mengimplementasikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh thc H;gh l-@el Task

ForceovASEAN Economic Integratian (HLTF), yang terdapat dalam lampiran Bali
Concord II. HLTF memberikan rekomendasi sebagai. berikut:
l. Percepatan keriasama ekonomi yang telah berfalan
2. Membuat inisiatif dan kebiiakan baru
3. Memperkuatkelembagaan
4. Memperkuat dan memperpaniang keria sama pengembangan dan teknik.

Selain itu, HLTF iuga merekomendasikan review setelah setahun
implementasi dan menugaskan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menyerahkan

dan melaporkan laporan tahunan pada Pertemuan Menteri ASEAN atau the



ASEAN Ministerial Meaing (AEM). Berkaitan dengan penguatan kelembagaan,

HLTF merekomendasikan proses pengambilan keputusan yang cepat dan

ramping, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan kebiiakan hendaknya

diselesaikan oleh AEM,.I4 FTA Council, atauAIA Couttcil,sedang masalah-masalah

yang sifatnya teknis atau operasional dapat diselesaikan dan diputuskan oleh SEOM

dan berbagai komite atau kelompok keria. HLTF iuga menetapkan kembali bahwa

AEM sebagai koordinator semua kegiatan integrasi ekonomi ASEAN dan masalah-

masalah keria sama. Jika semua rekomendasi HLTF diimplementasikan, maka

ini akan memperielas pertanggungiawaban lembagaJembaga yang ada di ASEAN

sekaligus mencegah tanggung iawab yang bertabrakan dan tumpang tindih antara

berbagai lembaga tersebut. HLTF iuga merekomendasikan konsensus sebagai

proses pengambilan keputusan. Namun iika negara anggota ASEAN tidak dapat

mencapai kata sepakat dalam konsensus, maka proses pengambilan keputusan lain

dapat dipergunakan dengan catatan: proses itu diambil untuk mempercepat proses

pengambilan keputusan.

I. Penyetesoion Sengketo Menurut Boli Concord ll

Adanya kelemahan pada Protokol 1996 dan adanya keputusan untuk membentuk

AEC pada 2015, maka kebutuhan untuk membentuk sebuah mekanisme

penyelesaian sengketa dagang menjadi hal yang mendesak bagi ASEAN, YanB

"k"r, 
,o"*p"rkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ada. Untuk itu,

Bali concord II mengusulkan agar ASEAN memakai rekomendasi yang dibuat

HLTF tentang Integrasi Ekonomi ASEAN. Rekomendasi ini berkaitan dengan

pembentukan sistem yang efektif untuk meniamin pelaksanaan yanS layak dari

seluruh kesepakatan ekonomi ASEAN dan untuk mempercepat penyelesaian

sengketa dagang yang timbul. Sistem baru ini terdiri dari tiga tahapan mekanisme

penyelesaian sengketa yaitu: advis hukum (an adoisory),konsultasi (conslUtioe), dan

aaiuaiusi (adjudicatory). Negara-negara anSgota ASEAN luga setuju untuk merwisi

mekanisme penyelesaian sengketa yang ada agar dapat mengeluarkan keputusan-

kepurusan yang bersifat mengikat dan berdasarkan pada pertimbangan hukum

untuk sengketa dagang intra-ASEAN.
Menurut rekomendasi HLTF mekanisme itu terdiri atas emPat institusi,

yaitu ASEAN Legal Unit, Konsultasi ASEAN untuk Perdagangan dan Investasi

atau ASEAN Consuhation to Soloe Tiade and Inoestment.Isszes (ACT), Lembaga

Pengawasan Kepatuhan ASEAN arau ASEAN Compliance Moniarins Bdl (ACMB)

ataulsEdN Compliance Board (ACB), dan Peningkatan Mekanisme Penyelesaian

Sengketa ASEAN Qhc EnhancedASEAN DSM). Empat institusi ini secara bersama-

sama dirancang untuk mewadahi perbedaan-perbedaan di antara negara-negara

anggota sekaligus sektor swasta. Jika sebuah sengketa biasanya diselesaikan

*,rt"i a"ti tahap advis hukum, kemudian tahap konsultasi, dan berakhir di tahap

adfudikasi, maka rekomendasi HLTF tidak mewaiibkan alur mekanisme seperti ini.
Dengan kata lain, negara-negara anggota ASEAN atau para pihak dalam sengketa

boleh memilih tahap yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa mereka. Selain itu,
para pihak tidak perlu melalui tiap-tiap tahapan secara berurutan, namun mereka

dapat memilih ACB atau langsung menuiu ke tahap tLe Elih4n&n ASEAN DSM
setelah masalahnya ditangani ASEAN Legal Unit atau dapat langsung menuiu

tahap penyelesaian di Lembaga Konsultasi ASEAN untuk menyelesaikan masalah

dagang dan investasi (ACT). Perhatikan flowchart di bawah ini.

NOTE:

-While 
resolution of disputes shold gpHaly adEnce lrom the adyisory stage to Lhs consr.{ta0re gage. ard irdly the

adljdrca0on stag€ as slwn in the tbilcMrt, llis is mt mandatdy. Coudnas my choose to md(e use o, ths @propnato
mechanisns as they wish.

^ Countrigsdonotnsdtogottroughthsfo[rBttpdssequentialy. AftersurfacingtheissuealeitlsthsASEANLegdUnitor
ACT. they can eithry go to the ACB d plceeddl4[y to the enhanced ASEAN DSM

- Upon mutual agrsement, inrclwd €ounttes shou6 sEage rn consulations or dail fiemseh€s o, the good offces of lhe

ASEAN Secretary General to engage in coflcutrent conciliaton and mediation processes at any nags

Gambar 6.2 Flowchart Mekanisme Penyelesaian Sengketa (ASEAN Website' 2005)

ASEAN Legol Unit lAdvi*ry Mxhanismsl

Pada tahun 2004 ASEAN membentuk sebuah legal udit di lingkungan Sekretariat
ASEAN untuk memberikan advis/nasihat hukum mengenai sengketa dagang.

Negara-negara anggota ASEAN dapat membawa masalah mereka ke lembaga ini
dan meminta advis. Lembaga ini akan memberikan interpretasi hukum dan advis

atas masalah-masalah perdagangan yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Advis ini murni bersifat nasihat dan sifatnya tidak mengikat. Para pihak dapat

membawa sengketa yang sifatnya operasional atau teknis ke ASEAN Legal Unit-
Kemudian, sengketa ini dapat diselesaikan melalui konsultasi bilateral. Dengan

demikian, kesalahan dan ketidaksepakatan yang ada dapat diatasi dengan segera

CONSULTAITVE STAGF

t.thod 3^

E tTsGdASEAN DsllASEAT{ complluc! BErrd

IIOTE:
- CMtries vrhich fsel tiat they

haE bmn rnJffed by actrons o,
apther countrY can choose to
s€age lhe ACB to lesolw th€
disptne at ths slage. or choos
lo skp this stage to go to tho
mhanced ASEAN DSM darecily.

ADJTjDGANON STACF

g|I|arEed ASEAN
DSM. mod€{ed der the
WTO DSM. will make
tirdnO decisim based
sdely on legd
considefdim .

tl0rodtt'

NOTE:
- The

AEEAN L.gd tlnlt

ASEAII Con.ultrion b

Ir.ulr lAgTl

NOTE:
- Opsrational Probhms should be

npsly resolwd a this stag€.
- lssiles can be fict surfacadto dthor

ASEAN Legal Unit tr ACT
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saatmasalahitumasihberadapadatahapawaltanpaharusmelewatimekanisme
penyelesaiansengketadiBadanPengawasKepatuhanASEAN(/4.sE,4NConpliance
uottitorhsBody)atauPeningkatanMekanismePenyelesaianSengketa(theEnlwrcd
ASEAN DSM).

Pada tahap ini, mengingat mekanisme bertujuan untuk menyelesaikan

sengketayangbersifatop*i*"tatauteknis,mekanismeinibisadikategorikan
seblgai busincss ficndb. 

-M"*"og, 
sengketa dalam banyak kasus pasti melibatkan

para pebisnis atau perusahaan sebagai pelaku perianiian dagang' Pada tingkat

regional ASEAN, kepentingan-kep"oiirrg"r, ini diwakili oleh pemerintah nasional

mereka. Dengan begitu, p"i" ptogo'"ha tidak perlu menunggu terlalu lama untuk

menyelesaikao proUl.m-p'oUtt* mereka' Prosedur ini perlu diadakan untuk

meogatasidengansegerasengketa.sengketayangmunculkarenasalahpenerapan
(nisinlication) perianiian perdagangan oleh lembaga administrasi di negara-negara

"rrgg*".Dengandemikian,kepercayaanparapengusahaataupebisnisterhadappeifanlian perdagangan ASEAN akan tetap teriaga'

lembogo Konsultosi ASEAN

Tahap selanjutnya adalah konsultasi' Tahapan ini meniru mekanisme SOLVIT

uni Eropa (thc EU SOLVIT nechanism). soLvIT atau Effecthte Problem soloin'g in

tlu Internal Marfter (SOLVIT) merupakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan

sengketaperdaganganinternalmarketsecaraefektif.Mekanismeinidibentuk
untukmembantuwargaEropadanparaPengusahaketikamereka.mempunyai
masalah karena salah penerapan aturan-aturan internal market oleh lembaga

administrasi di negaraanggot" Uoi E'op" lainnya' Komisi Uni Eropa membentuk

mekanisme penyelesaiai-sengketa yang berkait dengan komunikasi melalui

soLVIT ini tidak akan mehklukan duplikasi jaringan sehingga mekanisme ini

dapatmengatasikesenianganantaraekspektasidankenyataan.Caranyadengan
menyediakan p,r."t d"t" slcara online yang dapat digunakan bersama-sama oleh

negara-negara anggota UE'
Mekanismeinimerupakanonc-swaccessuntukmasalah-masalahlintasbatas

wilayahbagiparapenggunadenganmemberikaninformasi'advisdanpenyelesaian
masalahdenganielas'Problem-problemoperasionaldiharapkandapatdiatasipada
tahapan ini- Dengan demikian, kebiiakan ini akan mengurangi biaya' Biasanya

kalangan swasta lebih suka menyelesaikan problem-problem mereka secepatnya'

lebih-lebih problem operasional' Tahapan ini memerlukan keriasama lembaga-

lembaga pemerintahan agar sektor swasta dapat memangkas biaya-biaya yang tidak

perlu dan masalah op..:"rioo"l mereka dapat diselesaikan dengan cepat. Dalam

tahapan ini, masalah-masalah dapat dibawa ke ASEAN Legal Unit atau ASEAN

ConsuhationtoSohseTiadeandlnoestment'Isszes(ACT)'Denganbegitu'program-
programperdaganganakanmenjadilebihmenarikbagiinvestorasing-baik
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yang baru dan yang sudah ada- Secara automatis, perdagangan intra ASEAN dan

investasi yang masuk akan meningkat.
ACT ini diadakan di tiap-tiap negara anggota ASEAN- Ketika sebuah

perusahaan mengalemi masalah operasional, perusahaan yangbersangkutan dapat

mengajukan komplain ke ACT di negaranya. Lembaga ini akan menyelesaikan

masalah atau memberitahukan pada negara anggota ASEAN yang terkait untuk
menyelesaikannya dalam iangka waktu sebulan. Proses ini melibatkan kerja sama

lembaga-lembaga pemerintah yang menyediakan one-stoP access untuk masalah

lintas batas negara yang menggunakan pusat data online. ACT akan memberikan
informasi selelas-ielasnya, advis dan penyelesaian kepada pihak swasta dalam
menyelesaikan problem tersebut.

Untuk problem yang diselesaikan di negara tuan rumah, maka host ACT
akan mengarahkan problem tersebut kepada lembaga pemerintah dari negaranya

dan memastikan bahwa usulan solusi atas problem tersebut akan dikirimkan ke

individu atau perusahaan yang bersangkutan dalam iangka waktu 30 hari. Untuk
problem yang harus diselesaikan di negara anggota ASEAN lainrhost ACT akan

meneruskan masalah tersebut ke ACT negara anggota lain(I*adACZ). Lembaga

inilah yang akan bertanggung jawab untuk mengirimkan masalah tersebut

ke lembaga pemerintah yang berhak menangani di negara tersebut, sekaligus

memastikan solusi akan dikirimkan kepada individu atau perusahaan dalam fangka
waktu sebulan melahi Host ACT-

Jika misalnya sebuah masalah tidak dapat diselesaikan pada tahapan ini, para

pihak dapat meminta pemerintah untuk memindahkan masalah tersebut melalui
mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Untuk meminimalisir penundaan,

komunikasi antara host ACT dan lcad z{CI harus dilakukan secara elektronik.
Misalnya, database online yang dapat diakses seluruh negara anggota ASEAN.
Dengan demikian, mekanismepenyelesaian sengketa ASEAN ini dapat dikatakan
pro-kalangan pebisnis karena mekanisme ini dirancang sedemikian rupa untuk
menangani problem praktis yang muncul karena adanya perpindahan (barang, iasa,

modal) dan transaksi yang sifatnya lintas batas negara. Ketika problem ini teriadi,
diperlukan sebuah solusi yang efisien dan tepat sasaran. Jadi, solusi yang cepat atas

masalah merupakan sesuatu yang sangat Penting bagi kredibilitas pasar internal di
mata warga dan para pebisnis.

Mekqnisme Kepotuhon

Dalam mekanisme ini diatur mengenai pengawasan dan kepatuhan negara-negara

anggota atas putusan lembaga penyelesai sengketa. Apabila negara-negara anggota

ASEAN merasa bahwa mereka telah menderita kerugian karena tindakan salah

satu negara anggota ASEAN lain, mereka dapat membawa ke ACMB atau ACB.
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Namun, para pihak ini dapat melewati tahap ini, dan dapat langsung membawa

permasalahan mereka kepada panel yang dibentuk berdasarkan Protokol 2004-

ACMB atau ACB ini dibentuk dengan meniru pada Badan Pengawasan

Tekstil ataaTeniLe Moninring Botty (TMB) di v"To. Badan ini dibentuk untuk

mengawasi implementasi Perianiian mengenai Tekstil dan Baiu atautlwAgreemewon

Ti,nit ond. clothilry @TC) di vTo selama ada uruguay Round, yang berlaku pada

I Januari 1995. Para negara anggota \u[TO bertemu dan bernegosiasi pada putaran

uruguay mengenai Tekstil dan Baiu yang menghasilkan ketentuan-ketentuan yang

mengintegrasikan tekstil dan kain ke dalam aturan GATT. Perjaniian mengenai

tekstil dan pakaian ini ditandatangani pada 15 April 199d dalam satu kesatuan

dengan Manakesh Agreement yang membentuk urTO, sebagai Lampiran lA.

Tirfuan TMB adalah untuk mengawasi implementasi ATC dan mengadili

sengketa di antara negara-negara anggota. Lembaga ini bersifat semi yudisial

trya;-iuab;at), sebuah badan independen yang terdiri dari seorang chairman dan

seputut anggota TMB, yang menclapatkan tugas berdasatkan ad personarn bukan

mewakili negaranya. Badan ini memberikan laporan langsung kepada Dewan

untuk Perdagangan Barang (courcilfor Tiadc in Gooik). Pada pertemuan 27 Januari

1997, Dewan ini menegaskan bahwa para anggota TMB bertugas sebagai individual

yang netral bukan perwakilan pemerintah. Meskipun keputusan-keputusan badan

ini akan dibicarakan sebagai masukan bagi mekanisme penyelesaian sengketa

di ASEAN menurut Protokol 20O4, yang menyatakan bahwa sengketa akan

diselesaikan oleh sebuah panel, keputusan-keputusan tersebut tidak mengikat

secara hukum para pihak dalam sengketa'

Sebuah sengketa hanya dapat dibawa ke badan ini iika para pihak dalam

sengketa menyetujuinya. Negara-negara anggota yang tidak ingin menggunakan

ACMB setelah melalui tahap ACT, dapat langsung membawa perkara kepada

panel di ASEAN DSM. Dalam hal ini ACMB dapat dianggap sebagai fasilitator

implementasi perianjian ASEAN yang agak berbeda dengan proses adiudikasi

formal. Namun, tahapan ini tidak sama dengan tahap konsultasi pada proses

penyelesaiansengketamenurutASEANDSMyangterdapatdalamProtokolz004.
Dibandingkan dengan ASEAN DSM yang diatur dalam Protokol Enhanced,

mekanisme ini sifatnya tidak legal. Namun, seperti halnya dengan TMB di $rTo'

badan ini bersifat semi yudisial dengan tuiuan utama untuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan perlaniian-perjaniian yang tercakup dalam Protokol 2004.

Badan inimengg.rn akinpeer adjudication, dan seperti halnya ASEAN Legal Unit

atau ACT, badan ini menawarkan sebuah cara penyelesaian sengketa yang cepat

bagi negara-negara anggota ASEAN.

Menurut Bali Concord II, mekanisme penyelesaian sengketa saat ini sudah

siap-baik ASEAN Legal Unit, ACT, maupun ACB' Tuiuan semua institusi

ini adalah memberikan penyelesaian yang cepat atas sengketa dagang sebagai

mekanisme yang bersifat ramah bisnis (bzsinzss lricndly). Misalnya, ACT meniadi
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sebuah iaringan internet yang menangani problem-problem bersifat nonlegal yang
memberikan solusi terhadap komplain dalam waktu 30 hari. ACB iuga dibentuk
unnrk memberikan sebuah mekanisme adfudikasi di mana negara-negara anggota
ASEAN dapat menggunakan mekanisme solusi yang tidak bersifat hukum,
melainkan ber sifat gner pres sure.

KERJA SA}TA ASEAN DENGAN NEGARA IAIN
ASEAN telah membentuk perfaniian perdagangan bebas dengan beberapa Negara,
yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Korea, India, Australia, New Zealaod,
Amerika Serikat, Rusia, Canada dan Uni Eropa.

ASEAN - Jepong

Perianjian keriasama dengan Jepang sudah dimulai tahun 1977. Sebagai tindak
laniut perianiian ini dibentuk Pusat Promosi Perdagangan, Investasi, dan pariwisata
yang terkenal dengan ASEAN - Japan Centre (AJC). Bidang yang meniadi fokus
kerjasama antar lain: kontra terorisme, lingkungan hidup, penanganan bencana
alam, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan maritim, termasuk penanganan
baiak laut, dan pertukaran pemuda/masyarakat. Pada 2006 telah dibentuk
ASEAN-Jepang Integration Fund (JAIF), yang pada 2013 menyisakan mekanisme
pendanaan sebesar US$ 80 iuta untuk realisasi keria sama hingga 2015. ASEAN
yang populasi penduduknya mencapai 600 iuta jiwa dan pertumbuhan ekonominya
yang meningkat selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar tiga kali peningkatan
PDB serta terletak di jalur laut yang vital bagi Jepang meniadi pertimbangan
utama Jepang untuk tetap menjaga hubungan baik dengan ASEAN. Perdarnaian
dan kemakmuran ASEAN secara langsung terkait dengan perdamaian dan
kemakmuran seluruh kawasan Asia Timur, termasuk Jepang. Bagi Jepang ASEAN
wilayah kunci bagi strategi pertumbuhan. ASEAN adalah mitra dagang terpenting
kedua bagi Jepang dan tujuan investasi ke dua terbesar di Asia Timur. Kawasan
ASEAN telah meniadi basis dari 6800 perusahaan Jepang dan sekitar 120.000
ekspatriat Jepang yang menetap di ASEAN, sehingga ASEAN menjadi pilihan
utama liberalisasi perdagangan dan investasi bagi Jepang pada masa mendatang.
Sementara itu, hubungan ASEAN+3 (Jepang, China, dan Korea Selatan) dengan
niiai perdagangan sebesar US$ 678 miliar (2012) sangat membanru seiumlah nqara
di kawasan ASEAN dalam menghadapi geiolak pasar keuangan dunia dalam
kerangka keria sama Chiang May Muhilateral Initiatioe, yang merupakan inisiatif
kawasan dalam kerja sama currency sarag untuk mengurangi atau menghindari
krisis di kawasan fika terjadi krisis ekonomi seperti 1997. Dalam hal ini cadangan
devisa harus diperkuat dan Chiang May Initiatizse menyediakan cadangan yang
cukup memadai apabila teriadi krisis.
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Pada KTT ke-14 ASEAN Jepang dihasilkan komunikeJoint Declatation

for Enhancing ASEAN-Japan strategic Pattnership for Prospering Togetlw (Bali

Declaration) dar' ASEAN-Japan Plan of Aaim aoll- 2ol5 sebagai pedoman kerfa

sama politik dan keamanan, ekonomi perdagangan dan investasi, serta hubungan

sosiai budaya yang bermuara pada terbentuknya Komunitas ASEAN 2015.

Implementasi kerja sama dituangkan dalam berbagai mekanisme yang sudah

ada seperti.,4 SEAN Regional Foram (ARF), /SE4 N plus Thrce (AP'f)' Eest Asio

sumnit(EAs), danASEAN Defense Ministers' Meeting p/zs (ADMM Plus). Jepang

mendukungsepenuhnyaimplementasiMasterPtanonASEANComertitlity(MPAc)
yang disalurkan dalam bentuk oDA, hlbtic-Prioate Partnqship dan Japan Bat* fm

Intanntional C ooperation (JBIC).

Jepang juga mengeluarkan inisiatif )'ang dinamakanAsia Gataoojt'pada uhun

2O07 yingterdiri dari tiga kousep, yaitu: 1)' Toward an Open Japan; 2) Vorking

Togeiher Towards an Open Asia; 3). Respect for a Di'erse Asia.l3zPada tahun 2008

ditandatangani kesepakata nAgeemenr on Comprehercioe Economic Partn'qship anwng

Member Sntes of the ASEAN and Japan (AJCEP), yang menyepakati ketentuan

perdagangan barang (trade in goods) saia, sedangkan bidang investasi dan iasa

masih dalam proses perundingan karena pada perundingan AJCEP Maret2OL2

mengalami deadlock dan akan dilaniutkan di kemudian hari iika salah satu pihak

menerima proposal pihak yang lain' Di bawah program IAI' Jepang memberikan

bantuan pembanguna n sub regbtwl Greato Mekong dengan meningkatkan oflicial

Development Assistance (ODA) ke wilayah Mekong sampai 2010 dan kawasan

pertumbuhan Brunei Darussalam - Indonesia- Malaysia, Philipines- East ASEAN

Growth Area (BIMP - EAGA).

KTT ASEAN-Jepang, guna memperingati 40 tahun hubungan ASEAN-

jepang pada bulan Desember 2013 menghasilkan kesepakatan keria sama berupa

VisbnStatementonASEAN-JapanFriendshipandCooperatbnatauTok5nWbn.
Tokyo vision mempunyai arti strategis bagi kedua kawasan pada masa depan

berupa peningkatan: kerla sama keamanan dan stabilitas (paftner for peace dnd

stability), kesejahteraan (partner for prosperity),mutu kehidupar, (partner for quality of

life), dankerja sama dari hati ke hati (heart m heart panner)'

ASEAN - RePublik RokYotfiongkok

Keria sama ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dikukuh pada

tahun 1996 ketika RRT meniadi mitra wicara ASEAN meskipun secara informal

sudah dimulai 1991. Terdapat ll prioritas bidang keria sama yang disepakati yaitu:

pertanian, energi, informasi dan teknologi komunikasi' sumber daya manusia'

r32 ASEAN Selayang Pandang, Edisi2O, 2012, hlm 8l
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investasi bersama, pembangunan Mekong, transportasi, kebudayaan, pariwisata,
kesehatan publik dan lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya alam dan
energi. RRT merupakan mitra wicara ASEAN yang pertamakali menandatangani
TAC pada 2003. Sebagai landasan keria sama bidang politik dan keamanan adalah

Joint Declaration of ASE/IN and. China on Cooperation in the Ficld of Non-taditional
Sectrity Issaes 2002 danDeclaration on the Conduct of Patties in thc South China Sea
(DOC) 2002.

Pada bidang ekonomi dan perdagangan, perjaniian antara ASEAN dan
RRT dimulai sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute
Settlement Mechanism Agreement oleh Menteri bidang Ekonomi negara anggota
ASEAN dan RRT pada2004, serta Agreement on Services dan Second Protocol
to Amend the Framework Agreement ditandatangani pada 2007 di Cebu Filipina.
Perdagangan antara ASEAN dan RRT pada 2010 mengalami peningkatan sebesar

39,1%, yaitu dari US$ 81,6 Milyar (2009) meningkat meniadi US$ 113,5 milyar.
RRT merupakan tujuan ekspor kedua terbesar ASEAN yang besarnya 11,3olo total
perdagangan ASEAN dan ASEAN merupakan mitra dagang RRT terbesar ke-
empat yaitu 9,8%o total perdagangannya. Perjanjian kerfa sama di bidang ekonomi
antara ASEAN dan RRT dapat dikategorikan ekspansif karena pada 2009 para

menteri bidang ekonomi negara anggota ASEAN dan RRT telah menandatangani
Agreemeru on Imestment di Bangkok. Adaptntlu Protacol to Implement thc 2nd Package

of Specifu Commitmcns undcr the ASEAN-China Tiadc in Seruices Ageenent iuga
telah ditandatangani pada KTT ke-19 ASEAN di Bali pada November 2011.

Implementasi dari Free Trade Agreement antara ASEAN dan RRT sudah
dilakukan sejak I Januari 2010. Berkaitan dengan implementasi tersebut telah
dibentuk BIZ Portal yaitu ASEAN-China FTA Business Portal pada 2010 yang
berisi informasi penting tentang kerangka FTA ASEAN-RRT kepada para pelaku
usaha yang dapat dikembangkan menjadi e-commerce bagi transaksi bisnis antara
pebisnis ASEAN dan RRT. Kemudian pada 2011 disepakati Guidelines of the DOC
dan mendorong agar guidelines ini dapat terealisasi secara kongkrit berupa Code of
Conduct (CoC). Sebagai tindak laniut RRT membentuk ASEAN China Maritime
Cooperation Fund dengan dana sebesar US$ 479 juta. 133 Selain itu didirikan
ASEAN China Center (ACC) yang berfungsi sebagai pusat promosi keria sama

perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan antara ASEAN
dan RRT. Sebagai komitmen dalam keria sama dengan ASEAN, pada 2012 RRT
secara resmi membuka misi diplomatiknya untuk ASEAN dengan H.E. Mme Yang
Xiuping sebagai Duta Besar pertama.

133 ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke 20,2012, ibid
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Kerio ssms ASEAN - RePublik Koreo

Republik Korea telah meniadi mitra wicara ASEAN seiak 1991' Keria sama antara

as-snNdanRepublikKoreameliputibidangpolitikkeamanandanekonomi
perdagangan. Pada bidang politik keamanan antara lain terdiri dari: nonproliferasi

seniatapemusnahmassalrpromosiperlucutanseniatanuklir'penggunaanenergi
nuklir untuk tujuan damai, memerangi keiahatan internasional, HAM, tata kelola

pemerintahan yang baik, demokrasi, penegakan hukum dan penggunaan Six-Party

Thlks untuk mencapai perdamaian di Semenaniung Korea. Termasuk didalamnya

memerangiterorismeinternasionalyangdituanBkanda|amjobudcdardiorl.Republik
Korea telah mengaksesi TAc pada 2004 sebagai tanda keseriusan hubungan antara

Republik Korea dan ASEAN dalam bidang politik dan keamanan'

Di bidang ekonomi dan perdagangan, telah ditandatangani Franrutork

Agreement on comprehmsive Econonic coperation dan Dispuu settlettst Meclwnism

under the Frameutork Agreement on comprehenshte Economic Parnaship pada 13

Desember 2005 di KrJ" Lu*p,rr, Malaysia. Sehingga terbentuk ASEAN-R* of

I(orea Free Tiadc Ageemefi(AKFTA) secara resmi pada 1 Januari 2010 yangb€rtujuan

untuk memperkuat dan meningkatkan keria sama ekonomi dan perdagangan serta

investasidengancaraliberalisasiperdaganganbarangdaniasasertamenciptakan
uansparansi in estasi. Berturut-turut ditandatangani kerjasama Agreement on

TradeinGoods(2006),ASEAN-RepublilofKmeaAgreementonTiadcinSmlices
QooT)datlASEAN-RepofKoreaAgreemntonTiadeinltwestmat(2009).Seiakitu
,,il"i p.rd"g"ngan ASERN- Rep Korea meningkat secara signifikan' Tahun 2010

tercatat ada peningkatan perdagangan sebesar 3l'3o/o QO09-2010) dari US$ 74'7

miliarmenjadigS,lmiliar.Padatahunyangsamateriadipeningkatannilaiekspor
..to", 31,2o/o (darius$ 45 miliar meniadi us$ 53,1 miliar). Demikian iuga dengan

nilai investasi yang meningkat taiam sebesar l|,Jo/o dari semula US$ 1,4 miliar pada

2009 meniadi ifS$ :,S miliar pada 2010. Korea merupakan investor kee,pat terbesar

di ASEAN. PadaKTT ASEAN ke-19 201I ditandatanga ni second hotnol n Amend

TiadeinGoodsundgAKFTAyangbertuiuanuntukmemaksimalkankerangkakerja
sama AKFTA khususnya bidang perdagangan barang'

Pada bidang ,ori"l-b"d"ya disepakati bidang bidang sebagai berikut:

pendidikan, pertukaran orang dan budaya, keria sama konsuler' pengembangan

SDM, lingkungan dan perubahan iklim, serta penanggulangan bencana' Republik

Korea juga *"r"*"rk", program pertukaran pemuda dan penawaran beasiswa

baginegaraanggotaASEANmelaluiGlobalKoreascholarshipProgran.Pendanaan
t 
"ii" 

,"*, ASEAN - Rep. Korea berasal dari ASEAN-Republic of Korea Economic

CooperationFund,theASEAN-RepofKoreaSpecialCooperationFund(SCF)'
dan Future Oriented Cooperation Proiect (FOCP) Fund' Duta besar Rep' Korea

untuk ASEAN adalah H-E' Mr Baek Seong-taek untuk misi diplomatik untuk

ASEAN yang diresmikan pada 29 Oktober 2012'
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Kerio somo ASEAN- lndia

India telah menjadi mitra wicara ASEAN pada 1995 setelah sebelumnya telah
menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada 2012 diperingati ASEAN-
India Commemorative Summit yang menandai 20 tahun hubungan kerja sama

(Commemorative Year). Keria sama ASEAN - India meliputi: bidang perdagangan,

investasi, peagembangan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi
informasi, dan hubungan antarmasyarakat. Komitmen kerjasama ASEAN- India
dituangkan melalui penandatanganan: ASEAN - India Partncrship for Peace,

Progress and Shared Prosperity dan PIan of Actbn to Implement thc ASEAN - Innia
Partnership for Peace, Progress and Shared hosperity (PoA) pada KTT ke-3 ASEAN-
India di Vientiane (Laos) tahun 2004. Bidang kerja sama meliputi bidang politik,
ekonomi dan sosial budaya. Komitmen India diberikan melalui ASEAN - India
Cooperation Fund dan ASEAN Development Fund yang digunakan untuk
membiayai berbagai proyek keria sama. India juga telah mengangkat duta besarnya

untuk Indonesia yang merangkap untuk ASEAN. India telah mengaksesi TAC dan
menandatangani Deklarasi Bersama ASEAN-India untuk keria sama memerangi
Terorisme Internasional dan Penanganan Keiahatan Transnasional.

Di bidang ekonomi telah ditandatangani Fratneutork on Comprehensioe

Economic Cooperation beween ASEAN and India yang ditandatangani oleh Kepala
Negara/pemerintahan ASEAN-India pada Oktober 2003. Kesepakatan tersebut
diikuti dengan penandatangatanASEAN-India Tiade in Goods Agrznunr pada 2009

yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010. ASEAN-India Trade in Goods Agreement
mencakup liberalisasi sekitar 90olo produk yang diperdagangkao di ASEAN dan
India termasuk produk yang dikategorikan sebagai'special produa' seperti minyak
sawit, kopi, teh hitam, dan merica. Sekitar empat ribu tarif akan dihapus pada 2016.

Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan, karena India dengan penduduk

1,2 miliar merupakan pasar potensial bagi produk ASEAN khususnya lndonesia.

Nilai perdagangan Indonesia-India meningkat secara tajam yaitu sebesar 94,1%o

selama periode 2009 - 2011. Penanaman modal dari India iuga meningkat, tahun
2010 tercatat senilai US$ 8,9 luta meningkat meniadi 41,9 juta pada 20ll dengan
jumlah 58 proyek. Pada 2011 padaKTT ASEAN-India ke-9 diberlakukan ASEAN-
India Free Trade Agreement (AIFTA) for Trade in Goods dan sepakat perlunya

dibentuk AIFTA for Services and Investment.

Kerio somo ASEAN - Austroliq/New Zeolqnd

ASEAN dan Australia memulai kerja sama seiak 1974, sedangkan dengan New
Zealand setahun setelahnya. Keria sama dengan Australia diawali dengan
pembentukan ASEAN-z4rutralia Consulwth;e Meeting (AACM), selain itu ASEAN
dan Australia juga membangun dialog di berbagai forum sepertiASE/lN Regbnal



ForutnrASEAN- Australia Forum dan berbagai kelompok lainnYa di bidang

f.rd"g"og"o, investasi, telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan' industri dan

teknologi, lingkungan hidup serta kebudayaan' Dengan New Zealand keria sama

diawalidenganpembentukanASEtti{_NeulZealandDihwucRelotiol'spada|975.
'Seiak itu banyak keria sama yang dilakukan khususnya dalam kerangka bantuan

Selandia Baru untuk roeoiojt"tt* pembangunan sosial, ilmu pengetahuan, dan

teknologi.Hubuoganke-it'a",,dilakukanmelaluimekanismeyangada,antaralain
ASEAN-Na@ Zealattd Ministprial Me'eting (pertemuan para Menteri Luar Negari)

yang membahas isu politik, keamanan, ekonomi dan pembangunan' Kemudian ada

ASEAN-NarlZ*nlandDiatoeueyangmerupakanpertemuanrutinyangmembahas
secara mendalam kerjasama Lidang politik, ekonomi dan fungsioual. Forum yang

lainadalahASEAN_NezoZeutmdloirrtMalagementConuttittedlnARFsertaEAS.
KeriasamaantaraASEANdenganAustraliadanNewZealandditun|ukkandengan
aksesi Australia dan New Zealand atas TAC pada 2005'

Keria sama ekonomi dan perdagangan antara ASEAN dengan Australia

dan New Zealandsemakin jelas ketika ditandatangani perianiian FTA ASEAN-

AustraliadanNewZealand(ASEAN_z4zstraliaNetoZealandFreeTiadeAreal
AANZFTA)padaKTTke-l4diHuaHin,Thailand2TFebruari200g,yangberisi
pengurangan tarifsecara bertahap yang dimulai pada 1 Januari 2010' Perlaniian

ini fika dilihat dari substansinya memuat elemen yang lengkap karena mencakup

perdagangan barang, ped"g""g"n iasa, investasi' iasa keuangan' telekomunikasi'

electronb commercerm;ement of 
'*a'ot 

p'oo", hak kekayaan intelektual' persaingan

usaha, dan keria sama ekonomi' Kesepuluh negara anggota ASEAN telah

bergabung dengan FTA ini pada 10 Januari 2012' Berdasarkan data Kementerian

n rl"g".r!"r, Indonesia terdapat surplus atas perdagangan dengan Australia (sebesar

US$ 145,3 juta pada 2010 dan IIS$ 405,4 iuta pada 2011)' Namun hal ini tidak teriadi

pada perdagangan dengan New Zealand'

Kerio strmo ASEAN - Uni EroPol3a

KerjasamaASEAN_UniEropaSecarainformalsudahdimulaiseiakl9T2
kemudianSecaraformaldimulaitahunlgTTdenganpembentukankeriasama
perdagangan, ekonomi, dan teknis, serta pembentukanJoint Coo7eration Committee

OCC) yang bertugas .r,,tuk -e"g"*asi keria sama tersebut' Terdapat dua skema

dalamkerjasamaASEAN-UEyaitu:Tians-RegiotullEU.ASEANTiadeInitiatioe
(TREATI) untuk bidang perdaga"g'n dan investasi yang diluncurkan tahun 2003'

dan Regional EU - AS{AN Dialogue Insmrment (READI) yang disepakati tahun

2005 untuk bidang non-perdagangan'

r34 ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke 20' 2012' hlm 103
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Perianiian FfA astara ASEAN dan UE merupakan keria sama antarorganisasi

internasional regional sehingga menggunakan pendekatan rcgiott-to-rcgion appoach
dengan mempertimbangkan tingkat perekonomian masing-masing nEgara anggota

ASEAN. Negosiasi perianiian FTA diluncurkan pada 4 Mei 2007 pada pertemuan

AEM-EU Trade Consubations di Brunei Darusallam melalui Joint Ministerial
Stateme* on thc Iannch of tlu ASEAN-EU FTA Nesotiario?Lt. Untuk menindaklanjuti
pertemuan tersebut, maka dibenttk Joint Commince on ASEAN-EU Free Tiade

Agreemeru (JCAEFTA) untuk melakukan negosiasi FTA yang dilakukan pertama

kali pada 19-20 Juli 2007. Pada pertemuan JCAEFTA yang ke-7 pada 4-9 Maret
200% dibahas tentang beberapapending matters dalam negosiasi ASEAN-EU atas

hal-hal berikut: lambatnya proses negosiasi, perbedaan tingkat ambisi antara
negara-negara ASEAN dan UE, dan isu Myanmar. Dalrm pertemuan tersebut
Australia menyatakan keengganannya meneruskan negosiasi iika Myanmar ikut
serta dalam proses negosiasi. Beberapa solusi ditawarkan antara lain: ASEAN
minus x formula, dan negosiasi secara bilateral sebagai building D/ocl ASEAN-
EU FTA. Pada pertemuan ke-1l AEM-EU Trade Commissioner tanggal I April
2012 di Phnom Penh, Kamboja, pihak UE kembali menegaskan bahwa UE akan
melakukan pendekatan secara bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN
sebagai fondasi pembentukan FTA antarkawasan, meskipun kondisi perekonomian

kawasan Asia tenggara menunjukkan keadaan stabil dibandingkan dengan kondisi
Eropa yang mengalami kontraksi ekonomi dan sedang dalam taraf mengembalikan
kepercayaan pasar.

Sedangkan untuk kerja sama pembangunan ASEAN-Uni Eropa dilakukan di
bawah EC-ASEANRegional Indicatioe Prcgramme (RIP) 2007-2010, dengan fokus
sebagai berikut:r35
1. ASEAN-EU Programme on Immigration and Border Management;
2. ASEAN-EU Cooperation on Statistic;
3. EC-ASEAN Intellectual Property Rights Cooperation Programme (ECAP)

III;
4. ASEAN Civil Aviation Cooperation Project;
5. Enhancing Economic Partnership/Support to ASEAN - EU Free Trade

Agreement (FTA) Negotiations Processl serta

6. Support to EU-ASEAN Sectoral Dialog (READI).

Disepakati bahwa kerfa sama ASEAN-UE difokuskan untuk mendukung
pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Dalam pilar politik-keamanan,
UE mendukung upaya perbaikan dan perlindungan HAM di kawasan dan
penyelenggaraan ASEAN-EIJ lVmhshop on Preztentizte Diplomacy and Internatianal

r3s ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke - 20, 2012, hlm 104
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Peace Mdiutianpada oktober 20u di Bali sedarSkan dalam pilar ekonomi, ASEAN

dan uE telah menyelesaikan kerangka tvork Plan of ASEAN-EU hogratn'me for

Regional.Inregrationsupport,rl(APRISII)padaDesember2010'sebagaibentuk
dui<ungan Uf kpaaa aSSAN,maka dibentuk ASE AN Regional InwgrationSug*rt

ftonttte EU (ARISE) atauz{ SEAN kononic lwegratim Support'

DalamkeriasamaASEAN-EUkhususnyauntukpenguatankeriasama
pelaku bisnis di ASEAN dan UE, maka dibentuk forum pertemuan ASEAN_

EU Business Sutwnit (AEBS). Forum ini merupakan forum tingkat tinggi untuk

parapelakuusahadanpemerintahuntukmeningkatkanhubunganperdagangan
antara negara-nega." ASEAN dan UE, sekaligus melihat peluang bisnis dan

investasi di kedua belah pihak. AEBS telah diadakan dua kali, di Jakarta pada

2011 yang dihadiri oleh 260 pelaku usaha dari UE dan 300 pelaku usaha ASEAN

dan pertemuan kedua dilakukan di sela-sela pertemuan KTT ke-20 pada April

2Ol2 diPhnon Penh. Pertemuan AEBS menghasilkan sejumlah rekomendasi

yang salah satunya menginginkanfotmulategion-regbn dihidupkan lagi' Secara

keseluruhan,keduap.,*-o"''AEBStelahmenghasilkanpemahananbersama
mengenaiperlunyapeningkatanhubungankeriasamamelaluiBtoBcontactdan
P n P conuct.

Kerio somo ASEAN Plus Three (ARtltso

Keria sama ASEAN Plus Three (APT) sudah dimulai seiak 1997 waktu terjadinya

krisis ekonomi Asia. Keria sama ini melibatkan tiga negara mitra ASEAN, yaitu

Jepang, Republik Korea dan RRT' Ketiga negara ini telah mengaksesi TAC'

y"i" nnf n ada 2003 dan Republik Korea dan Jepang pada 2004' Bidang kerfa

samaAPTmencakupbidangperdagangan,investasi,keuangandanperbankan.
Selain itu, bidang ffansfer t"t.,otogi, telematika, e.commerce, industri, pertanian,

UKM,pariwisata,pengembangan-growthareas'jeiaringduniausaha'daniptek'
Keria sama ApT iuga 

"mencakup 
uiaang ekonomi dan monerer yang terdiri dari

manaiemen risiko, makro ekonomi, monitoring tegionalcapinl/oar, memperkuat

sistem keuangan dan perbankan, Serta reformasi arsitektur keuangan internasional.

Sampai dengan bulan November 2011, terdapat 26 bidang keria sama di bawah

kerangkakeriasamaAPTmelalui66mekanismepertemuansetiaptahunnya.
SalahsatuhasildarikerjasamaAPTyangpentingadalahChiangMai

Initiatil:eMultilateralizatinn(CMlM)pad'aZ4Maret2010.CMIMantaralainberisi
skemabilaterulszoapAnangelnentantatanegaraAPTgunamembantulikuiditas
keuangan di kawasan sehingga diharapkan krisis keuangan di kawasan dapat

dihindari.DengandibentukdanacadangansebesarUs$l20miliar,makaskema

CMIM dipakai sebagai safety nct bagi likuiditas keuangan ASEAN. Skema ini
diberlakukan di kawasan yang menuniukkan komitmen kuat dari negara-negara

' di kawasan agar tetap bertahan dari guncangan krisis ekonomi eksternal. CMIM
merupakan skema keria sama yang nyata dari kerja sama APT, mengingat latar
belakang terbentuknya APT adalah krisis ekonomi Asia pada waktu itu, dan APT
telah berhasil membantu mencegah teriadinya kembali krisis keuangan di kawasan.

Pada20l2 dengan pertimbangan kondisi perekonomian global yang kurang stabil,
maka pertemuan para Menteri Keuangan APT memutuskan untuk meningkatkan
dana CMIM menjadi US$ 240 miliar untuk meniaga stabilitas ekonomi wilayah.

Selain itu, ASEAN iuga telah menyepakati diberlakukannya ASEAN + 3

Macroeconomic Research Office (AMRO) untuk mengawasi dan menganalisa
ekonomi regional, mengimplementasikan pertukaran aliran dana, serta membuat
keputusan-keputusan yang efektif bagi CMIM. Mulai 2011 AMRO digunakan
sebagai unit pemantau kineria ekonomi dan keuangan di kawasan yang salah satu

tugasnya adalah early dcuction of risk dat eff*tioe decision-making of the CMIM.
Para pemimpin APT iuga mengharapkan agar Asian Bond Markct Forum (ABMF)
dan Credit Guarantee and Inoestmmt Facility (CGIF) dapat dikembangkan untuk
memperkuat sistem perekonomian kawasan.

Berkaitan dengan ketahanan pangan di kawasan, maka pada 7 Oktober 2011

ditandatangani perianiian ASEAN Plus Three Emergenry Rice Reserve (APTERR)
yang digunakan untuk meniaga ketersediaan beras saat keadaan darurat dalam
kerangka keriasama APT. Kerangka ini akan dikembangkanbagi komoditas lainnya
dalam rangka meniamin ketahanan pangan di kawasan- Dalam keria sama

APT ini Indonesiamengusulkan beberapa rancangan kerjasamauntuk dikembangkan

meliputi, (1) ekonomi dan keuangan yaitu investasi, perdagangan, dan keuangan; (2)

ketahanan pangan dan energi; (3). Konektivitas, teruuuna dalam kaitannya dengan

pembangunan infrastruktur; (4) kesehatan; dan (5) perdamaian, keamanan, dan
stabilitas kawasan, termasuk pula memerangi kejahatan lintas batas.

Eost Asio Summit

East Asia Summit (EAS) dibentuk pada 2005 dan terdiri dari 18 negara yang

berada di kawasan Asia Timur yaitu l0 negara-negara ASEAN, Australia, RRT,
India, Jepang Republik Korea, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Rusia. EAS
merupakan forumleaden-lcd summit dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak

(diaingforce) dalam kemitraan dengan negara-negara anggota lainnya. Secara rinci
tujuan dan prinsip-prinsip EAS termuat dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang
pembentukan EAS tahun 2005 sebagai berikut:r37

I37 Ibidr36 Ibid
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1. The EAS is a forum for dialogue on brmd strategic, polical and economic issues

of common-interest and concern with the aim of promoting peace, stability and

economic prosPeritY in East Asia;

2. The EAS's efforts to Promote community building in the region will be

consistent with and reinforce the realization of the ASEAN Community;

3. The EAS will be an open, inclusive, tnrnsparent and outwardJooking forum.

Bidang kerja sama EAS yang semula hanya lima bidang prioritas telah

berkembang meliputi: finansial, energi, peodidikan, isu kesehatan global, penyakit

menular, penanggulangan bencana, konektivitas (ditambahkan ketika KTT
ke-6 EAS), lingkungan hidup dan perdagangan yang ditambahkan kemudian'

Peningkatan kerja sama EAS ketika dilakukan penandatanganan Ha Noi

Declaration on the Commemoration of the Fifth Anniversary of the East Asia

Summit. Pada KTT EAS ke-6 2011 di Bali, Amerika Serikat dan Rusia menyatakan

bergabung. Dalam KTT tersebut dibahas isu-isu regional dan internasional yang

or.rrdrrkrr.rg upaya teriaganya keamanan dan stabilitas serta pemaiuan ekonomi di

kawasan Asia Timur. Pada KTT ke-6 tersebut dihasilkan selumlah dokumenyaitu

sebagai berikut:
i. Declaration of the EAS on tlu Pincipbs for Mutually Beneficial Relntions yang

merupakan panduan bagi tata hubungan antar negara di kawasan berdasarkan

prinsip-prinsip yang telah disepakati.

ii. Declnration of the 6th East Asia summit on ASEAN Connectiztity yang akan

memperkuat MPAC di tingkat regional ASEAN dan Master Plan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)'

iii. Innorcsian^*rtalian Papa: A haaicotAwoach to Enhm& Region&l c@N@ion

on Disaster Rapid Response yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan keria

sama dalam pengelolaan dan penanganan bencana; emergency rapid response'

termasuk aleTt eafly uaming systemi serta upaya pemulihan dan rekonstruksi

pascabencana melalui mekanisme yang telah ada di ASEAN

Kerio sqm<l Ekonomi Sub'Regionol ASEAN

Pelaksanaan Kerja sama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untuk

mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan

ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur'

pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri'

Hal ini untuk membangun sub-wilayah pertumbuhan di beberapa titik kawasan'

Dengan adanya sub wilayah pertumbuhan ini maka bisa memadukan kekuatan

danpotensi-potensitiap-tiapwilayahyangberbatasansehinggamenjadiwilayah
pertumbuhan yang dinamis. Keria sama ekonomi sub regional, atau disebut iuga

segitiga pertumbuha n (grawth triangle) atau wilayah pertumbuhan (grvusth area),
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merupakan salah satu bentuk keterkaitan (lb*aye) ekonomi antardaerah di nqara-
negara anggota ASEAN (wilayah dari lebih dari satu negara) yang memiliki unsur

internasional.
Dalam konteks ASEAN, sesuaidengatAgmdafor Greata konomic Inagaim'

pembentukan KESR didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam pembangunan

wilayah.Dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul untuk pembangunan

gro@th areas ini maka dibentuk kerangka pengembangan keriasama seperti
pembentukan ASEAN Meftong Basin Deoelopnwfi CooPerarioz. Kawasan keriasama

ekonomi sub-regional ASEAN terdiri dari:
a. BIMP-EAGA yaitu Kawasan Pertumbuhan ASEAN bagian Timur: Brunei

Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina East ASEAN Growth Area;

b. IMT-GT yaitu Segitiga Pertumbuhan yang berada di Indonesia, Malaysia dan

Thailand.

Kowosqn Pertumbuhon BITYIP'EAGA: Brunei, lndonesiq, Moloysio,
don Fiilipino

Pembentukan \Tilayah Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA)yaitu untuk
menghubungkan daerah Filipina Selatan dengan \Tilayah Timur Indonesia dan

\trilayah Timur Malaysia disampaikan pertama kali oleh Presiden Philipina, Fidel

Ramos pada bulan Oktober 1992. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada

PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Soeharto. Ide tersebut disambut

dengan baik dengan ditandatanganityaAgreed Minutes pada pertemuan tingkat
menteri di Davao City, Filipina, 26 Maret 1994. BIMP EAGA tersebut diikuti
oleh empat negara di kawasan timur ASEAN yaitu Brunei Darussalam, lndonesia
(Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara), Malaysia (Sabah,

Serawak, dan Labuan), dan Filipina (Mindanao dan Palawan).

Pembentukan keria sama BIMP-EAGA ini ditujukan agar investor lokal dan

asing berminat untuk menginvestasikan modalnya di kawasan timur ASEAN

sehingga kawasan ini bisa lebih berkembang. Tuiuan pembentukan BIMP-EAGA
adalah mengembangkan keria sama sub regional antara negara-negara anggota

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sub kawasan tersebut.

Prioritas kerja sama ini meliputi transportasi udara dafr laut, perikanan, pariwisata,

energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga

keria. Untuk melibatkan pihak swasta secara aktif telah dibentuk forum khusus

Easr ASEAN Business Council (EABC) di Davao City 15-19 November 1994.

Pembagian area kerja BIMP-EAGA digolongkan dalam beberapa chtster, yaitu:

cluster bid1ng transportasi dan pembangunan infrastruktur yang membawahi air

linkages, sea linkages, telekomunikasi dan konstruksi dengan Brunei Darussalam

sebagai koordinator; Chtsterbidaog sumber daya alam yang terdiri atas agro-infutst46

perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup serta energi, dengan Indonesia sebagai



koordinator; clustzr pariwisata, dengan Malaysia sebagai koordinator; dan' clustet

UKM dan finansial dengan Filipina sebagai koordinator'

PertemaalBIMP--EAGASummitke.3diCebupadatanggalLzlaluariao0T
menghasilkan sebuah Jo im satemcnt for 

",BIMP-EAGA 
Summit yang intinya

"or"I" 
lain menyepakati BIMP-EAGA Roailmap to Deoelopment yang meliputi

percepatan percrapatflagsti1 projectsrpembuatan danbase perdagangan' investasi

t p".i*i."a". Hal iersebui akan selaras dengan inisiatif AEC dan bertuiuan untuk

mlmaiukan proses integrasi ASEAN; menyepakati peningkatan keterlibatan pihak

swasra untuk berpartisipasi pada BIMP-E AGA Business council; menggerakkan

sektor uKM bekeriasama dengan ADB serta meningkatkan peran pemuda dalam

kerjasama sosial budaya, riset, olahraga, dan pendidikan' Pada BIMP-EAGA

summit ke-g pada + aprir 2al2 y'lng diselenggarakan di Phom Penh cambodia

yang merupak"n ""ar"-dari 
KTT ASEAN ke-20 menyepakati Blue Print BIMP-

EAGA 2OL2-2016 (lima tahun) yang merupakan program untuk meningkatkan

kerja sama kawasan.

bl Segirigo Pertumbuhon: lndonesio, Moloysio don Thoilond (mf-Of1

PembentukanSegitigaPertumbuhan(Gml:thTiianglz)IMT.GTsudahdimulaise|ak
Julilgg3.Keriasamasegitigapertumbuhaninimelibatkandgaprovinsilndonesia
]akni Sumatera lJrara, 1""t, a"r, Sumarera Barat; empat negBra bagian Malaysia

yaituPerak,Penang,Kedah,PerlisdanempatbelasprovinsiThailandSelatan'
ke4" ,"-a pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan

ekonomi dan memperlancar arus perdagangan, investasi, pariwisata, dan iasa,

serta membuka peluang pemanfaat'n sumber daya alam dan sumber daya manusia

secaraoptimaldiwilavahperbatasannegaratersebut.Mekanismekerjasama
IMT-GT terbagi atas dua tingkatan, yaitu Sidang Peiabat Tingei (Senior Oftcials

Meeting-SoM)danBusinessCouncilMeeting(BcM).SoMterdiriataspeiabat-
peiabai tinggi pemerintah dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan

beberapa anggota teras BCM' Sedangkan BCM terdiri dari pengusaha-pengusaha

yang terlibaidalam kegiatan IMT-GT. SOr!1 melakukan pertemuan setahun sekali

dengan didahului p"r,l"*.,,tt BCM' Hasil pertemuan BCM kemudian dilaporkan

ke SOM.
Pada KTT ke-2 IMT-GT diadakan bersamaan dengan KTT-12 ASEAN di

Cebu yang menghasilka rfoint Statement of the ?,IM"I-GT Sunmit yang intinya

"rr,rr"l"i.rpenetapanIMT-GTRoadmapforDeuelapment200T'20lfdanpenetapanempatIMT-GTEconomicConi-don(exten-dedSongkhla-Penang-Medan,Straitsof
Malocco,Banda Aceh-Palembang, Dumai-Melaka); mendorong penguatan peran

Swasta dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerfasama IMT-GT; dukungan

penguatan institusional IMT-GT; dan dukungan peran ADB dalam IMT-GT'

KERJA SAN/A ASEAN
DI BIDANG POLITIK
DAN KEAUUANAN

Pada mulanya, ASEAN dibentuk dengan tuiuan politis, yakni menciptakan

perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Hal ini bisa dimaklumi,
karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara yang baru

merdeka dan tidak ingin diiaiah kembali. Bisa dibilang, perdamaian dan stabilitas

kawasan meniadi syarat mutlak untuk pembangunan. Kesadaran inilah katalis

yang menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

seiring berjalannya waktu, keriasama bidan politik dan keamanan ini
berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan ASEAN dan negara-negara

anggotanya. Misalnya, menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir,

mencegah tindak terorisme, dan mencegah tindak kriminal transnasional- Dengan

demikian, keria sama di bidang politik dan keamanan ini akan menciptakan

kawasan yang lebih kondusif untuk melakukan keria sama di bidang ekonomi

untuk meningkatkan keseiahteraan negara-negara anggota. Inilah pilar pendukung

yang menguatkan integrasi ekonomi ASEAN.

KAWASAN DAMAI, BEBAS DAN NETRAT

Ketentuan tentang Kawasan Damai, Bebas dan Netral atauZoru of Peace, Freedom

and NeutraliSt (zoPFAN) rercanrum dalam Deklarasi.Kuala Lumpur 1971,138 yang

intinya ASEAN akan berusaha untuk menciptakan suatu kawasan yang damai,

bebas dan netral di Asia Tenggara, bebas dari segala bentuk campur tangan pihak

luar. Pada tahun 1976, ZOPFAN secara resmi disepakati sebagai kerangka keria

sama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Selain itu, ZOPFAN iuga disepakati

138 ZopFAN lihat di http://www-asean.org/news/item/treaty-on-the-southeast-asia-Duclear-weaDon-

free-zone
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sebagai kerangka keriasama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di

kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik'

zoPFANmerupakantataperilakuyangmengaturhubunganantarnegara
dikawasandandengan.,"g"."-o"g",adiluarzotrLa.|3gZoPFANmerupakau
kesepakatanbersamauntukmelakukanpengekangandirisecarasukarelademi
menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas' 11-"i dan netral-baik sesama

negaraauggotamaupundengankekuatanluar_khususnyakekuatan-kekuatan
utama dunia (maiot Pouqs),yaitu Amerika Serikat' Jepang dan China' Konsep

zoPFAN ini semacam melibatkan negara-negara majmpouters secara konstruktif

dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan'

ZOPFAN mengandung tiga tingkatan hubungan yang meliputi:

1. Hubungan antarnegara dalam kawasan

2. Hubungan antara negara kawasan dengan major pouers

3. Hubunga n antara major Poufrs di Asia Tenggara'

Pedoman pelaksanaan ZOPFAN ciirumuskan sebagai berikut;

l.BerdasarkanPiagamPBB(UNCharter)'DeklarasiBandunglg55'Deklarasi
Bangkok 1967,dan Deklarasi Kuala Lumpur 1971'

2.Salingmenghormatikemerdekaan,kedaulatan,persamaan,integritasteritorial,
dan identitas nasional semua negara di kawasan dan di luar kawasan'

3.Setiapnegaraueuasmeniat"ok"=np.m".intahannegaranyatanpaintervensi
eksternal, subversi, atau ancaman'

4.Tidak.,,,o.."*oortangan(nott-intrference)terhadapurusandalamnegeri
negara lain.

5. Menahan diri untuk mengundang atau memberikan persetujuan kepada

kekuasaan eksternal untuktehkukan intervensi terhadap masalah-masalah

domestik atau regional negara-negara penanda tangan'

6.Berkomitmenmelakukanpenyelesaianperbedaandansengketadengancara-
cara damai sesuai dengan Piagam PBB'

7. Menolak parrggrrrr""t' L'"'*"" atau kekerasan dalam hubungan internasional'

g. Menahan diri menggunakan pasukan berseniata untuk tuiuan apapun dalam

menialankan tt,,Uti?"" inter-nasional' kecuali untuk pembelaan diri sesuai

dengan Piagam PBB-baik secara individual atau kolektif'

9'Tidakmelibatkandiridalamkonflikkekuasaandiluarzonadanikutserta
dalam persetuiuan apapun yang tidak konsisten dengan tuiuan-tuiuan zona'

10. Meniadakan arau men-olak pangkalan militer negara asing di dalam wilayah

negara-negara zo'ra'

l3e Direkrorar Keriasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, ASEAN Selayang Pandang, Edisi

l% 2010, hlm 39 - 41
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11. Melarang penggunaan, penyrmpanan, pengiriman, atau percobaan seniata

nuklir dan komponennya dal"m zona.

12. Memiliki hak untuk melakukan perdagangan dengan negara atau agen

internasional manapun, terlq>as dari perbedaan sistem sdsio-politik.

13. Memiliki hak menerima bantuan untuk memperkuat ketahanan nasional,

kecuali bila ada persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak konsisten dengan

tujuan-tuiuan zona.

14. Melaksanakan keria sama regional di antara tregara-negara zona secara

efektif.

Memang, selak awal ASEAN sudah menentukan status pangkalan-pangkalan

militer asing yang ada di negara anggota, meski waktu itu hanya bersifat sement€ra.

Artinya, penghapusan atau penghentian pangkalan militer asing tersebut
diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara anggota. Ketentuan ini dipatuhi oleh

negara-negara yang mempunyai pangkalan militer di negaranya, seperti Filipina,
Thailand, dan Vietnam.

Pangkalan militer AS di Ctark (Angkatan Udara) dan Subic Bay (Angkatan

Laut) yang terdapat di Filipina, serta Udorn dan Sattahip (keduanya berada di
Thailand) harus ditutup, meskipun penutupan pangkalan-pangkalan militer ini
menimbulkan dampak keuangan bagi kedua negara sebagai sekutu AS pada era

SEATO. Demikian pula pangkalan militer milik Uni Soviet di cam Ranh Bay,

Vietnam.
Selama 40 tahun usia ASEAN, kawasan ini telah bersih dari pangkalan-

pangkalan militer asing. Inilah keberhasilan ASEAN, meski ancaman dan

tantangan di bidang politik dan keamanan belum sepenuhnya terkendali, potensi-

potensi konflik masih membayangi langkah ASEAN-baik itu konflik bilateral,

regional, maupun global. Faktor inilah yang membedakan ASEAN dengan Uni
Eropa yang sampai saat ini masih mempertahankan eksistensi NATO.

TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJASAMA

Traktat Persahabatan dan Keriasama atau Treaty of Amity and Cooperation
(TAC) ini merupakan instrumen penting dalam upaya mewuiudkan ZOPFAN
dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara. TAC
ditandatangani oleh lima Negara pendiri ASEAN tahun 1976, sebagai cerminan

komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk mematuhi dan melaksanakan

prinsip-prinsip dasar TAC. Kemudian Brunei gabung pada 7 Januari 1984 dan

meratifikasi TAC pada 6 Juni l98Z disusul oleh Vietnam yang menerima (acceded)

TAC pada 22!uli 1995 dan merarifikasi TAC 30 Mei 1995, Laos menerima TAC 29

Juni 1992 dan meratifikasi 17 Juli 1996, Myanmar menerima TAC 27 Juli 1995 dan

merarifikasinya 10 Juli 1996, dan Cambodia menerima TAC 25 Januari 1995 dan



meratifikasi 25 luli 1995. Selain itu, TAC telah ditandatangani negara-negara lain

yang bukan anggota ASEAN dan organisasi internasional yaitu:lao

1. Papua Nugini (5 Juli 1989)

2. China (8 Oktober 2003)

3. India (8 Oktober 2003)

4. Jepang(2Juti2004)
5. Pakistan (2 Juli 2004)

6. Korea Selatan (27 November 2004)

7. Rusia (29 November2004)
8. SelandiaBaru (25 Juli 2005)

9. Mongolia (28 Juli 2005)

10. Australia (10 Desember 2005)

11. Prancis (20 Juli 2006)

12. Timor Timur (13 Januari 2007)

13. Bangladesh(1 Agustus2007)

14. Srilanka (1 Agustus 2007)

15. Korea Utara (24 Juli 2008)

16. Uni EroPa (23 Juli 2009)

17. Amerika Serikat (23 Juli 2009)

18. Kanada (23 Juli 2009).

Bali Concord I menyatakan, negara-Degara anggota dengan spirit solidaritas

ASEAN harus secara eksklusifbersandar pada proses penyelesaian secara damai

atas segala perbedaan inrraregional. Kemudian, difabarkan iuga dalam pasal 2 TAC

yang u"risipenghindaran cara-cara kekerasan dan bertekad untuk menyelesaikan

p"Ga""r, Jan sengketa di antara rnereka dengan cara damai. Lebih laniut Bab IV

TAC mengatur mengenai penyelesaian sengketa di Asia Pasifik'

cara-cara penyelesaian secara damai yang diatur dalam TAC, pasal l0

misalnya menyatakanr "Tiap-tiap negara anggota dilarang dalam bentuk atau cara

"prp.r., 
ikut dalam kegiatan apapun yang dapat disebut sebagai ancaman terhadap

,i"bitir". politik dan ekonomi, kedaulatan, atau integritas teritorial anggota

lainnya.,, TAC lebih menekankan pada pemakaian negosiasi yang bersahabat

daripada bentuk ancaman atau kekuatan seniata dalam menyelesaikan sengketa di

antara mereka (pasal 13 TAC). TAC menggunakan mekanisme lfigh council, sebuah

badan yang terdiri aras seluruh perwakilan dari sepuluh negara anggota ASEAN

ditambah dengan negara non-ASEAN yang secara langsung terlibat dalam sengketa

tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 14 TAC (yang telah diubah dalam Protokol I,

rao Lihar Tabel Ratifikasi oleh Sekretariat ASEAN <http://www'asean'org/ratification'pdf>

diktniungi 23 I 02 I 2012.
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Manila 15 Desember L987, Rules of Procdure nomor 3, ymg diadopsi pada 23 Juli
2001 di Hanoi).

Tugas High Council ini adalah memutuskan apakah sengketa atau situasi
tertentu mengganggu keamanan dan harmoni kawasan regional. Jika negpsiasi
gagal, High Concil bertugas memberikan rekomendasi kepada para pihak yang

bersengketa untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa yang cocok.

Misalnya iasa-jasa bai\ mediasi, penyelidikan, atau konsiliasi. Dalam hal ini,
Iligh Courcil dapat menawarkan diri untuk memberikan iasa-fasa baik kepada
para pihak yang bersengketa. Jika para pihak setuju, Iligh Council bisa bertindak
sebagai komite mediasi, penyelidikan, atau konsiliasi dari sengketa tersebut (Pasal

15 TAC).
Namun, TAC ini masih memiliki kelemahan. Pertama, pasal 14 dan 15 TAC

tidak akan berlaku bila para pihak tidak setuiu. Dengan demikian, salah satu
pihak dapat menghalangi pemberlakuan mekanisme penyelesaian sengketa ini.
Karena sifatnya yang non-mandator-y, lmLaka TAC akan digunakan hanya iika ada

perubahan rzindset politik negara-negara anggota untuk menerapkan penyelesaian

sengketa secara objektif. Jika tidak, maka solusi sengketa y:rng mengancam dan
dianggap akan mengganggu keamanan dan harmoni kawasan akan bersifat politis.
Kedua, tidak ada mekanisme arbitrase dan pengadilan/tribuual. Pada dasarnya
jasa-iasa baik, mediasi, penyelidikan, dan konsiliasi adalah mekanisme penyelesaian

sengketa, bukan dalam kerangka hukum (nonJegal). Inilah mekanisme yang

mendukung secara langsung negosiasi yang bersifat politis. Keengganan ASEAN
untuk menggunakan mekanisme penyelesaian yang mengikat secara hukum ini
dapat ditelusuri dari karakteristik ASEAN-uqt yang digunakan ASEAN selama

ini. Semua cara penyelesaian sengketa yang ada pada TAC harus bersifat konsensus.

Hal ini dikarenakan real politik berasumsi bahwa pengadilan internasional dan
arbitrase tidak dapat'dikontrol' oleh pemerintah (negara-negara anggota). Ketiga,

fika dilihat dari ketentuan pasal 14 Rules of Procedure yang menyatakan bahwa

negara non-ASEAN dapat menjadi peniniau (obseruer)pada pertemuanlligi Courcil

,dan mereka dapat melihat bahkan dapat berbicara (dengan seizirl High Council)
pada pertemuan tersebut. Karena bukan negara anggota ASEAN, kehadiran mereka

dikhawatirkan dapat melihat keburukan ASEAN, dan itu akan tidak baik bagi
ASEAN. Intinya, masalah intern regional sebaiknya diselesaikan dalam mekanisme

regional.
Dengan demikian, sepertinya TAC tetap tidak akan pernah digunakan

ASEAN. Namun, pasal 17 TAC menyatakan bahwa negara-negara anggota dapat

menyelesaikan sengketa mereka dengan meruiuk pada pasal 33 (1) Piagam PBB
yang mengatur tentang penyelesaian secara damai, setelah negosiasi yang dilakukan
gagal.
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KAWASAN BEBAS sEruATA NUKUR DI ASEAN

Negara-negara anggota ASEAN menandatangani Perianiian Kawasan Bebas

SeniataNukliratalsoutheastAsiaNuclaar-lZeapotlFreeZonc(SEANvFz)di
Thailandpada15Desemberlgg5dauberlakupadatahunlgg6.Perianiianini
merupakao.tindaklanjut,dariDeklarasizoPFANyangditandatanganidiKuala
Lumpur pada tahun tfif' fotioy", dengan Deklarasi ini ASEAN mendukung

keamananwilayaho"g","-otg"t'dikawasandemitercapainyakeamanandan
perdamaian dooi" r"""r" kesJluruhan'l4lDengan penandatanganan SEANIVFZ

ini, ASEAN Eenyatakan kembali pentingaya meniaga perdamaian dan- keamanan

dunia dengan ialan -"t'""g"h proliferasi senjata nuklir' Namun ASEAN tidak

bisa berdiri seodiri, SSAN:Irf2 memerlukan dukungan negara-negara seniata

nuklir(Nucleartyeaptssuus),yaituAmerikaSerikat,China,Inggris,Prancis
,dan Rusia. Selain itu, ferianiian ini bertujuan untuk melindungi kawasan Asia

Tenggara dari pencemai"" iingrt"ng"n dan bahaya yang disebabkan oleh sampah

radio aktif dan bahan-bahan Lerbahaya lainnya' Perianiian ini merupakan cara

strategi sistematis a"" a.r"r"r, dalam mewuiudkan kawasan Asia Tenggara sebagai

kawasan bebas seniata-nuklir dan terbebas dari segala senjata pemusnah massal

lainnya sekaligus ,rr.rrJoroo, universalisasi conprehcnsioe Nuclear Test Ban Tieaty

(CTBT) di kawasan.la2

Perianjian SEAN\VFZ berlaku di wilayah daratan' landas kontinental' dan

ZEE dario"r"."-."g"." anggota' Perlaniian ini tidak menghalangi hak-hak yang

dipunyai negara anggota sJ-"g"im"oa diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982

(ttwCorumtinlonthcl-autofthcSeal98Z),xpertikebebasandilautlepas,haklintas
damai,haklintaskepulauan,atauhaklintastransitataskapaldanpesawatterbang
sepaniang tetap to^irt* J.ogan Konvensi Hukum Laut 1982. Perianiian ini tidak

membatasi rr"g*" rr,gr*t""I"t menggunakan energi nuklir untuk tuiuan damai'

khususnya,rrrtuk ^.rri,,gkatkan 
ekonomi dan sosial (pasal 4) di bawah pengawasan

IAEA dan sesuai dengln pedoman dan standar yang ditentukan IAEA untuk

melindungi t r.t 
","rr, 

J""'-"minimalkan blhaya nuklir terhadap iiwa dan harta

sesuai dengan Paragraf 6 pasal III Statuta IAEA'143

Dalam perianiian'SEANIUIFZ ini negara anggota dilarang untuk

mengembangkan,memproduksiataumemperoleh'memilikiataumemilikikontrol

Ial Koesrianti' Pengaturan HukumlnternasionaltentangSeniataNuklir,lrrrfrel,MaialahllmuHukum

Yui d ika, F akultas Hukum Unair, Vol.23. No.3, September - Desember 2008

142 Direktorat Keriasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, ASEAN Selayang Pandang Edisi

ke- 2O,2012,}:.1m24
la3Koesrianti'PerandanFungsiBadanEnergiAtomlrrternasional(IAEA):PemanfaatanNuklir

untuk Tuiuan or-"i fp..u"t"e;""" pirN ai lnqgilyl' a nihet' Maialah Ilmu Hukum Ywtuliha'

f"t,rt,", ff,rt,rrn Unair, Vol'24, No'I, Januari - April 2009
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atas seniata nuklir, dan memiliki stasiun atau mengangkut seniata nuklir dengan

cara apapun, serta mengUii atau menggunakan seniata nuklir. Selain itu, ffryara-

negafir ASEAN tidak diperbolehkan melakukan atau menganiurkan negara lain

membuang limbah segala ienis radioaktif ke laut atau atmosfer di kawasan.

Perianjian menetapkan untuk membentuk sebuah komisi untuk SEANVFZ
ini. Semua negara aDggota ipsofacn merupakan anggota dari komisi, yang dalam

hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara atau wakilnya,

yang disertai pefabat pengganti dan penasihatnya. Adapun fungsi dari komisi ini
adalah untuk mengarvasi pelaksanaan Perianiian ini dan memastikan kepatuhan

terhadap ketentuan organisasi. Dengan demikian, penerapan perianiian ini dan

ketaatan negara anggota akan dipantau oleh komisi.

Selain Komisi, dibentuk iuga Komite Eksekutif sebagai badan tambahan

(subsidiaty orgaa) dari Komisi. Adapun tugas Komite ini adalah sebagai berikut:

a. Memastikan pelaksanaan tindakan-tindakan verifikasi sudah dilakukan sesuai

dengan ketentuan sistem pengawasan (control rystem) yang diatur dalam pasal

10.

b. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan klarifikasi dan misi
pencarian fakta.

c. Membentuk tim pencari fakta.
d. Mempertimbangkan dan memutuskan hasil pencarian fakta dan melaporkannya

ke Komisi.

Perianiian sEAN\rrFZ ini menerapkan sisrem pengawasan untuk tuiuan

verifikasi kepatuhan dari negara anggota atas kewaiiban mereka terhadap isi

Perianjian (pasal 10). Sistem pengawasan ini terdiri atas:

a. Sistem pengawasan IAEA
b. Laporan dan pertukaran informasi
c. Permintaanklarifikasi
d. Cara dan prosedur misi pencarian fakta (fact-finding).

untuk itu, komisi dapat membuat perfaniian dengan IAEA atau organisasi

internasional lainnya untuk memudahkan pelaksanaan sistem pengawasan ini
sehingga menjadi lebih efisien. Jika teriadi pelanggaran oleh salah satu negara

anggora, maka terdapat tindakan remedial Semedial rneasures). Jika ada negara

anggora yang melakukan pelanggaran, maka negara tersebut diberikan kesempatan

dalam waktu yang cukup untuk mengambil langkahJangkah yang perlu agar

kembali mematuhi sepenuhnya isi perianiian dan melaporkan kepada Komite

Eksekutif tentang langkah-langkah yang telah diambil atau akan diambil.

Jika negara tersebut gagal atau menolak untuk patuh terhadap perfanlian,

maka Komite akan meminta Komisi untuk mengadakan pertemuan dengan alasan
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keadaandaruratdanmengambilsegalamacamtindakanuntukmengatasimasalah
tersebut-termasuk melalorkan kepada IAEA' Dewan Keamanan dan Maielis

Umum PBB bila situasinya sangat membahayakan perdamaian dan keamanan

internasional.
Perjaniianinitidakmembukakesempatanreservasi,tetapimemungkinkan

adanya amandemen atau perubahan atas usul negara anggota. Selain itu, perianiian

ini dapat direoieut r.potoh tahun setelah berlaku' Sengketa yang timbul karena

adanyaperbedaaninterPretasitentangketentuanperianiianiniharusdiselesaikan
deugrn"ar"damai.Jikadalamiangkawaktusebulantidakmenemukanialan
keluar,parapihakyangbersengketadapatmembawamasalahtersebutkebadan
arbitrase atau ke Mahkamah Internasional (pasal 21)'

ASEAN DAN TERORISME

Terorisme telah menfadi problem bagi beberapa negara ASEAN-terutama

Filipina, Indonesia, dan Myanmar' Kelompok teroris menimbulkan ancaman

terhadapketertibaninternalnegara-negaraanggota'menyulutsentimenkelompok
separatis, dan melakukan perdagangan seniata gelap' Negara-negara anggota

ASEAN, seperti Filipina, leUitr suta menangani ancaman teroris dengan pola

keria sama dalam negeri.
Misalnya, Filipina menganggap Kelompok Abu Sayyaf sebagai sebuah grup

teroris internal. Sebagaimana ait*noi, c*p Abu Sayyaf atautlu Afu Sasrlof Cttortp

(ASG) telatr melakukan serangkaian pengeboman' pembunuhan' penculikan' dan

p"-"i"r"., untuk mendirikan iegara Isram di wilayah yang berpenduduk mayoritas

IslamdiMindanaoBaratdanKepulauanSuludisebelahSelatanFilipina.Pada
tahun 2000, kelompok ini meluaskan iaringan operasinya ke Malaysia ketika

menculik warga asing di duaresortyang berbeda'

Pascatragedi 11 September 2001 yang mengundang perhatian seluruh dunia'

teroris meniadi masalah yang mendesak. Serangan ini telah mendorong pentingnya

upaya-upaya konkret d", toopt"tif lintas batas negara untuk mengakhiri ancaman

terhadap kemanusiaan. Kefaiatan teroris, seperti halnya baiak laut, merupakan

hostiihumanigeneris-ancamanterhadapkeamanandomestik,regional,dan
internasional.

Pada28September200l,DewanKeamananPBBmengeluarkanResolusi
1373, menyatakan bahwa tindakan-tindakan serangan teroris tersebut merupakan

ancamanterhadapperdamaiandankeamananinternasional.DewanKeamanan
PBBmenyerukankepadaseluruhnegarauntuksegerabekeriaSamamencegahdan
menumpastindakan.tindakanterorisme.KawasanAsiaTenggarameniadipusat
perhatianduniakarenaposisigeografinyastrategisdantempatduanegaradengan
penduduk muslim terbe'at di dunia berada' yaitu Malaysia dan Indonesia'

Menanggapi tragedi 1l Septembet 2fi)l ini, selain negara-negara anggota

ASEAN secara individual mengecam serangan teroris, ASEAN pada t2 September

2001 mengeluarkan sebtah Joint Ministeial Stateffient on Int"eraational Terrorlrnt,

mengeclm peristiwa l1 September di New York dan Vashington DC. Pernyataan

tersebut menggarisbawahi keinginan negara-negara ASEAN untuk memperkuat

kerja sama dalam memberantas teroris di seluruh dunia. Mohammed Bolkiah,

sebagai Ketua Komite Tetap ASEAN, menulis surat kepada Sekretaris Negara

AS Colin L Powell pada 13 September 2001, mengecam seluruh tindakan teror
dan mengaiak keria sama yang lebih dekat dengan AS dan seluruh negara untuk
memberantas terorisme.

Dalam Joint Communiqui yatg dikeluarkan ASEAN pada AMM tentang

keiahatan transnasional (the AMMTC) pada 11 Oktober 2001, negara-negara

anggota berkomitmen untuk meningkatkan keria sama dalam kerangka hukum
nasional mereka dan mengadakan keria sama di antara negara-negara ASEAN
untuk memberantas terorisme. Terorisme menjadi musuh semua negara karena

mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Apalagi karakter tindak keiahatan

teroris ini dapat teriadi di lebih dari satu negara dan tidak memedulikan korban

sipil.
Sebagai bentuk pemberantasan terhadap tindakan terorisme, negara-negara

ASEAN mengeluarkan Deklarasi tentang Aksi Bersama Melawan Terorisme
pada 5 November 2001. Deklarasi ini merupakan iawaban atas Resolusi DK PBB

nomor 1269, dikeluarkan pada 19 Oktober 199% yang isinya mengaiak seluruh

negara di dunia untuk melakukan keriasama untuk mencegah dan melawan

tindak terorisme-baik secara bilateral maupun multilateral. Dalaln Deklarasi

tersebut, ASEAN berkomitmen untuk melawan, mencegah dan menumpas seluruh

bentuk tindakan terorisme sesuai dengau Piagam PBB dan hukum internasional-
terutama dengan melihat seluruh Resolusi PBB tentang terorisme. Negara-negara

ASEAN menyatakan, selain meniadi ancaman dunia, terorisme merupakan

ancaman stabilitas regional.
Secara khusus, pasal I mqettietp dan memperkuat mekanisme nasional untuk

memberantas terorisme. Kemudian, kesepakatan ini dituangkan dalam.r{SEr{N
lYmk Programme ta Implemmt the ASEAN Plan of Action to Combat Tiansnatianal

crfuu'yang diadopsi negara-negara ASEAN pada tahun 2002.Prognm ini berisi

tindakan-tindakan utama dalam kerfasama memberantas terorisme, di antaranya

kerjasama dalam pemberian informasi, kerja sama antara penegak hukum,
peningkatan kapasitas, serta membuka kerja sama ekstra-regional, seperti dengan

Jepang dan china. Selain itu, ASEAN iuga membentuk kerangka keria sama dalam

menangani masalah terorisme secara kesinambungan dengan membentuk rlze

ASE/IN Ministarc Meeting on Tiaranationai Crime (AMMTC) danthe Senim Offtcials

Meeting on Tiansnational Crima (SOMTC).
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Dalam pasal 2 lebih laniut meminta Degara-negara anggota ASEAN

menunfukkan solidaritas pada upaya PBB untuk menrunpas teroris dengan cara

melakukan penandatanganan atau ratifikasi lebih awal atas seluruh konvensi

antiteroris yang relevan termasuk ttu Intcrnational Conoention for the Suppr*sion

of the Financing of Tetrorism- Ada sebanyak 125 negzra yang menandatangani

konvensi ini, dan ada 16 negara di antaranya telah meratifikasi. Enam negara-

negara ASEAN telah menandatangani konvensi ini, yaitu Indonesia (24 September

ZO0t), famUoia (11 November 2001), Myanmar (12 November 2001)' Filipina (16

November 2001), singapura (18 Desember 2001), dan '.fhailand (18 Desember 2001)'

Berikut adalah tabel daftar keikutsertaan negara-negara ASEAN pada Konvensi

tentang Terorisme.

Tabel 7.1 Keikutsertaan Negara-Negara ASEAN dalam Konvensi Terkait Terorisme

KeteranganThbel:R:RatificationlRatifikasi;A:Accessionl&ksesi;S Sigwtoryfltnda

Nama-nama Konvensi Terorisme pada Tabel 7'l':
I. conoentian of offerues and ca.tain other Ac* Commined on Boatd Aircraft (14

September 1963, TokYo)

il.CorruentinnfortheSuppressionoftlnlaufulseizureofAiruaft(l6Desember1970'
the Hague)

ill. Conomrian for the supprasion of unlaufut Ac* Agailut tlu safety of ciail Aoiation

(23 Septembet 197 l,Montreal)
ru. conzsenti.on on the Preoention and Punishment of crime (14 Desember 1973, New

YorD
V Conoentbn on the Preoention and Punishment of Cime against Intemational$t

Protected,Persons,IncludingDiplamaticAgears(l4Desember1973,NewYork)
Vl.IntenmtbnalConomtionagainsttheTbkingofHostages(lTDesemberl9T%New

YorD

tangan

No Negara II m lv v vt vll vlll lx

1 Brunei Darussalam R/A rVA BVA A A A BVA

2 Kamboia R/A R/A R/A R/A s

3 Indonesia B/A BYA RYA s s

4 Laos R/A R/A R/A

5 Malaysia RYA WA R/A s

5 Myanmar R/A R/A R/A R/A A s

7 Filipina FYA IVA R/A A A R s S s

8 R/A R/A R/A R/A s

9 Thailand R/A R/A R/A R/A s

10 Vietnam R/A R/A R/A R/A
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WI. Protocol fm the Supptession of Unlauful Aas of Wolorce at Airports Smting
Intqnational CioilAoistian (24 Februari 1988, Montreal)

WII. Inuraatianal Coruentian for thc Suryession of Teffoist Bombings (15 Desember
1997, New York)

IX. Internatbnal Conoention for the Suppression of the Fbuncing of Tenmism (9

Desember 1999, New YorD

Akhirnya pada tahun 2OO7, negara-negara ASEAN menandatangani
ASEAN Conoention on Counter Tbnorism yang dilakukan pada KTT ke-12 di
Cebu, Filipina.l# Konvensi ini merupakan kerangka keria sama regional negara-

negara ASEAN dalam menghadapi, mencegah, dan menekan kejahatan teroris
di kawasan Asia Tenggara Selain itu, konvensi dimaksudkan untuk mempererat
kerja sama antarlembaga penegak hukum di negara-negara ASEAN dalam rangka
memberantas terorisme. Konvensi ini tidak mendefinisikan tindakan terorisme,
tetapi merujuk pada definisi dan pengertian terorisme yang terdapat di berbagai
konvensi antiterorisme internasional yang ada, yaitu:
a. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure ofAircraft 1970.

b. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil
Aviation 1971

c. Convention on the Prevention and Punishement of Crimes against
Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 1973

d. International Convention Against the Taking of Hostages 1979

e. Convention on th Physical Protection of Nuclear Material 1979

f. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving
International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation 1988

g. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime
Navigation 1988

h. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed
Platforms Located on the Continental Shelf 1988

i. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997
j. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

1999

k. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
2005

l. Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
2005

144 ASEAN Convention on Counter Terrorism, lihat www.unodc.ors/pdf/ASEAN Convention on

Counter Terrorism.doc (dikunjungi 23110/2013)



m. protocol of 2005 to the C.onvention for the Suppression ofUnlawful Acts Against

the Safety of Maritime Navigation 2005

n. houcol of Z00S n thc Protocoifo tlu Suppressim of Ua.laudul Acs Agahst tlw Scfetll

of Fixed. Platforms Locaud ontha Continenwl 5W200S

Bagi negara anggota yang belum 6sniadi pihak dalam konvensi-kouvensi

tersebut, dapat menyert"k"o p-..ry"t"an bahwa konvensi tersebut tidak berlaku

Uagi negaranya dalam konteks perianiian ini' Namun' Pernyataan tersebut

dianggaptidakberlakulagiketikanegaratersebutmeniadibagiandarikonvensi
antiterorisme Yang dimaksud'

Selanjutnya konvensi menyatakan' konvensi tidak berlaku bagi tindak

terorisme yang:

a. teriadi dalam satu wilayah negara

b. tersangka dan korban merupakan warga dari negara tersebut

c. tersangka ditangkap di wilayah negara tersebut

d. tidak ada negara l"in y"ng memiliki dasar untuk melaksanakan yurisdiksinya

terhadap keiahatan terorisme berdasarkan konvensi ini'

Prinsip-prinsip utama ASEAN yang dianut konvensi ini' yaitu Persamaan

kedaulatan, integrasi wilayah, serta nonintervensi. Artinya, negara-negara ASEAN

dalam memberantas teroisme tidak boleh melaksanakan yurisdiksinya di wilayah

negara lain. Selain pri*ip-pti"tip ASEAN' konvensi ini iuga menganut prinsip-

prinsip hukum umum yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Perlakuan adil: bahwa orang yang telah ditangkap berdasarkan konvensi

ini berhak mendafatkan perlakuan adil, sesuai dengan hal-hal yang diatur

dalamhukumhakasasi*a,,osi".Selainitu,diaturpulamengenaihakorang
tersebutuntukdipertemukandenganperwakilannegaranya.

b.PrinsipTeritorialitas:bahwanegarapesertakonvensimemilikikewenangan
untukmelaksanakanyurisdiksinyaberkaitandengantindakanterorismeyang
teriadi di wilaYahnYa'

c. Prinsip Nasionalitas Aktif: bahwa negara peserta konvensi memiliki

kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negaranya

yang menjadi tersangka pelaku tindak kejahatan terorisme'

a. irirrsip Nasionalitas pasifi bahwa negara peserra konvensi memiliki kewenangan

untukmelaksanakanyurisdiksinyaterhadaptindakpidanaterorismeyang
merugikan warga negaranya ataupun aset-asetnya'

Dalam Konvensi ini negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati

bidang keria sama berikut:

a. Pencegahan tindak terorisme, termasuk pemberian peringatan kepada negara-

negara lain mengeuai adanya dugaan tindak terorisme.
b. Mencegah pemakaian wilayah negaranya untuk tuiuan pemberian fasilitas

pendanaan, serta perencanaan tindak terorisme terhadap negara penanda

tangan lainnya.
c. Pemberantasanpendanaan tindak terorisu-^e.

d. Pencegahan pergerakan teroris dengan melaksanakan pengawirsan yang efektif
di perbatasan.

e. Melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan serta pelatihaa dan
kerjasama teknis.

f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka
pemberantasan terorisme, termasuk meningkatkan dialog antar dan
intraagama.

g. Meningkatkan kerjasama intelifen dan pemberian informasi.
h. Meningkatkan riset/penelitian dalam mencari cara pemberantasan terorisme.
i. Mengadili para tersangka pelaku tindak terorisme.

Konvensi ini memerintahkan Negara Peserta Konvensi untuk mengambil
semua langkah yang diperlukan, termasuk menyusun hukum nasional, untuk
memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diatur dalam Konvensi Antiterorisme
diatur sebagai tindak pidana dalam hukum nasional-terutama tindakan yang

ditujukan untuk mengancam/mengintimidasi masyarakat, atau menekan
pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu.

Konvensi iuga mengatur mengenai hak dan kewaiiban dari Negara Peserta.

Adapun kewaiiban Negara Peserta meliputi hal-hal berikut ini;
a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan

yurisdiksinya terhadap tindak terorisme yang teriadi di wilayahnya atau di atas

kapal yang berbendera negaranya, atau di dalam pesawat udara yang didaftarkan
di negaranya.

b. Mengambil langkahJangkah yang diperlukan untuk melaksanakan yurisdiksinya

terhadap tindak terorisme yang dilakukan oleh warga negaranya.

c. Jika Negara Peserta Konvensi tidak melakukan ekstradisi, maka negara ini
wajib melaksanakan proses hukum terhadap tersangka pelaku tindak terorisme
yang ditemukan di wilayahnya.

d. Memperlakukan tersangka pelaku tindak terorisme secara adil sesuai dengan

hukum nasional dan hukum internasional.
e. Melakukan penyelidikan iika mendapat informasi bahwa tersangka pelaku

tindak tercrisme berada di wilayahnya.
f. Menginformasikan Negara Peserta Konvensi lainnya apabila warga negaranya

telah ditangkap dengan tuduhan tindak terorisme.

1
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g. Menginformasikan Sekretaris Jenderal ASEAN dan negara lain yang
- 

berkepentingan setelah menangkap tersangka pelaku tindak pidana terorisme.

h. Apabila hendak memberikan status pengungsi kepada seseorang, makaNegara

Peserta wajib mengkaii secara saksama berdasarkan hukum nasional dat hukum

internasional bahwa orang tersebut tidak pernah terlibat dalam tindak pidana

terorisme.
i.Memberikanbantuanhukumyangseluas-luasnyakepadaNegaraPeserta

lainnyasehubungandeuganpenyelidikanterhadapsuatutindakterorisme.
j.Menunjuksuatulembagasebagaipusatkoordinasidalamrangkamenialankan

kerjasama yang diatur dalam Konvensi ini'
k. Menjaga kerahasiaan dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh

Negara Peserta lainnYa.

Hak-hak yang dipunyai oleh Negara Peserta Konvensi adalah sebagai

berikut:
a. Melaksanakan yurisdiksinya terhadap tindak terorisme yang merugikan warga

negaranya,atauasetyangdimilikiolehpemerintahnya(termasukkedutaan).
b. Melaksanakan yurisdiksinya terhadap tindak terorisme yang dituiukan

untukmemaksanegaranyamelakukansuatuatautidakmelakukansesuatu
tindakan.

c.Melaksanakanyurisdiksinyasehubungandengantindakterorisneyang
dilakukanolehseseorangyangtidakberkewarganegaraan,namunbertempat
tinggal di wilayah Negara Peserta tersebut'

d. Menerima informasi dan menguniungi warga negaranya yang ditangkap atas

tuduhan tindak Pidana terorisme'

HalpentinglainnyayangdiaturKonvensi:penetapanbahwasemuatindak
pidana rerorisme *".oi"t"r, tindak pidana yang dapat dikenakan ekstradisi dan

iidrk drp", dikecualikan dengan memasukkannya sebagai keiahatan politik. Selain

itu, apabila timbul sengketa yang berkaitan dengan interpretasi atau pelaksanaan

Konvensi ini, maka diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi

anrara para pihak dalam sengketa melalui ialur diplomatik (z4SEzqN lvay),atatcara

penyelesaian sengketa lainnya yang disetului oleh pihak yang bersengketa' Sesuai

i"og"., ketenruan piagam ASEAN, maka sengketa dapat diselesaikan melalui

arbiirase (pasal 25) rta' dite.uskan ke KTT ASEAN (ASEAN Sumrair)' Selain itu'

para pihak dapat menggunakan mekanisme yang ada di Piagam PBB' misalnya'

melalui Mahkamah Internasional'
Ketentuan penting lainnya, yaitu pasal 12 yangmeruiuk padaASEAN Tteaty

on Mutual Legal Assisince in Criminal Matters 2004 yang mengatur mengenai

tindakan saling memberikan bantuan antarneSara anggota dalam masalah-masalah
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pidana untuk mewujudkan semua ketentuan yang ada dalam Konvensi. Selain itu,
ada dua perianjian yan€f terkait dengan pemberantasan terorisme, di antaranya

ketentuan-ketentuan kerjasama pertukaran informasi intelijen serta pelaksanaan

pelatihan bagi para peoegak hukum di negara-negara ASEAN dalam menghadapi

tindak terorisme. Pertama, MOU dengan China, yu1;,Memorandttmof UndetsUndittg

Bentem the Gooernments of thp Member Countrics of thc Association of Southeast Asian

Nations (ASEAN) and tfu Gooannent of thc Peaplc\ Rqtblir of Chitw on Coopqaiott

in the Field of Non-yadiional Seatrity Issue Q004). Kedua, ASEAN-Uzired Statas of
Amaica Joint Declaration for Cooperation to Combat Iruernatbnal Terorbm 2002.

FORUM REGIONAL ASEAN

Bentuk keriasama politik lainnya yang dilakukan oleh ASEAN adalah ARF
(ASEAN Regional Forum) yang dibentuk oleh negara-negara yang berada di
kawasan Asia Pasifik, yang struktur organisasinya dibentuk dengan mengacu

pada model yang diterapkan NATO (Eropa). ARF dibentuk sebagai forum untuk

saling tukar pandangan dan informasi tentang masalah-masalah politik dan

keamanan-baik regional maupun internasiond. Adapun sasarannya adalah untuk
membantu dalam memupuk upaya salingpercaya melalui terciptanya transparansi

serta mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan dan konflik di kawasan Asia-

Pasifik dan sekitarnya.
ARF yang dibentuk pada Juli 199d merupakan suaru forum multilateral bagi

seluruh anggota ASEAN dan mitra wicara(diabgue partnns) atas masalah-masalah

keamanan, dan telah terbukti meniadi mekanisme yang sangat berguna untuk
membawa Amerika Serikat, Rusia, dan China dalam suatu forum multilateral

untuk membicarakan masalah-masalah keamanan regional. ARF meniadi sebuah

keriasama politik yang penting karena ARF merupakan satu-satunya forum di luar

PBB yang dihadiri kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat, China, Rnsia,

Uni Eropa, dan Jepang. Memang, ARF ini bersifat informal atau tidak bertumpu

pada perianiian tertulis atau perubahan kebiiakan, tetapi ini lebih mencerminkan

Asian Wast. Asian IVay merupakan suatu cgra pandang politis yang memiliki unsur-

unsur antara lain: (l). Memandang penting adanya kontak individual antarnegara;

(2). Adanya landasan rasa saling percaya dan mengupayakan terciptanya kebiasaan

berdialog dan berkonsultasi di antara peserta. (3). Menerapkan prinsip'at a peace

comforuble m all' dan prinsip konsensus.
Dalam lingkup ARF terdapat tahapan proses keriasama yang dilakukan oleh

negara-negara yang tergabung dalam ARF. Proses kerjasama ARF terbagi dalam

tiga tahap:
. Confidence Building Measrzres (CBMs)
. Preoentioe Diplomacy (PDC)
. Conflict Resol:ution (CR) mechanism.



Pada pertemuan ARF 2005 di vientiane, disepakati bahwa ARF akan

melangkah ke tahap kedua sambil tetap melaksanakan tahap pertama- Pada tahap

transisi ini, ARF menerapkan strategi kombinasi cBMs-PD. ARF mengalami

perkembangan yangberartibila sudah sampaipada fase mekanisme resolusi konflik

(conf linrcsofutionmethanivn).

Sloge t: Confidence-Building Measutes (GBMs)

Tahap I ARF ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
. Dialoguc ott securi4t perceptioru
. Defence ?ublications such as lVhiu papas
. Participati.on in (JN Conoetttional Atms Register

. Enhanced contacts and exclwnga

Stoge lt: Prevenlive DiPlomocY

Pada tahap II ini, yaitu tahap Prunmtioe Diplomaqt, ARF mengembangkan tata

cara yang terdiri atas:
. Etthanced role fm the ARF chairman
. A registu of eq)erts m eminent Tnnons
. Annualsecuity outhok
. Volunary background briefing onregbnal

Adapun hasil yang dicapai oleh ARF selama ini adalah sebagai berikut:
. Meniadi forum utama di kawasan Asia-Pasifik yang membahas masalah-

masalah politik dan keamanan
. Meningkatkan kenyamanan(comfortabiliD di antara para peserta' Misalnya,

kesediaan china untuk berdialog tentang masalah Laut China selatan dalam

ARF.

Selain itu, ARF dapat mengatasi masalah-masalah sulit dan sensitif seperti:

. pertemuan Menteri dari ARF tahun 1998 (Ministerial Meeting)

memperbincangkan renrang uii nuklir (the nuclear resrs) yang dilakukan India

dan Pakistan
. Pada tahun 1999: membicarakan masalah Kepulauan Spratly'

Komunil,os Polilik Keqmonon ASEAN (ASEAN Politicol Security
Communiry/APSC)

Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Conmunity I
APSC),la5ini diusulkan Indonesia pada bulan Juni 2003 untuk mengatasi masalah-

masalah keamanan di kawasan dan pertikaian-pertikaian dalam kerangka ASEAN
daripada menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bilateral. Peaggunaan

istilah ini semula bernama Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security

CommunitylASC) kemudian diubah meniadi Komunitas Politik-Keamanan
sebagaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemakaian istilah baru ini didasari
pengertian bahwa keria sama ASEAN di bidang ini tidak terbatas pada aspek-

aspek keamanan semata. APSC mempunyai tugas untuk membawahi keria sama

di bidang politik dan keamanan di dalam wadah yang formal sehingga negara-

negara anggota ASEAN dapat hidup tenteram dan damai deugan sesama dan

dapat berdampingan dengan yang lainnya di dunia dalam suatu lingkungan yang

demokratis dan harmonis.
Di samping itu, para negara anggota setuiu untuk menggunakan proses

penyelesaian sengketa secara damai untuk menyelesaikan pertikaian intraregional
dalam menfaga keamanan negara sebagai suatu yang fundamental dan saling
berkaitan satu sama lain sebagai negara tetangga yang terikat pada kesamaan

geografis, visi, dan tuiuan. Negara-negara anggota ASEAN iuga setuju bahwa

ASEAN harus mendasarkan diri pada Piagam PBB dan priusip-prinsip
hukum internasional dan meniuniung prinsip-prinsip ASEAN, seperti prinsip
nonintervensi, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, keAhanan nasional

dan regional, penghormatan pada kedaulatan nasional, penolakan ancaman dan
penggunaan seniata, serta penyelesaian perbedaan dan sengketa secara damai.

APSC mengakui adanya hak berdaulat dari negara anggota untuk mengatur
kebiiakan-kebiiakan luar negeri dan pertahanan dan keamanan negara mereka

karena adanya hubungan yang sangat erat antara realitas politi\ ekonomi dan

sosial, menuju suatu prinsip keamanan yang komprehensif sesuai denganz{SEz4N

Visinn 2020.

APSC ini bukanlah pakta pertahanan (defence pact), aliansi militer (military

alliance),atau suatu gabungan kebiiakan luar negeri (a'jointforeignNiqD. Di bawah

ASC, negara-negara anggota dapat melaniutkan semangat solidaritas dan keriasama

regional sekaligus menjalankan hak negara anggota untuk meniaga eksistensi

nasional, yang bebas dari intervensi pihak luar terhadap masalah-masalah dalam

negeri mereka. APSC ini dibentuk untuk memperkuat kapasitas nasional dan

regional dengan mempergunakan institusi dan mekanisme ASEAN yang sudah ada

lat Lihat di htto://www.asean.org/communities/asean-oolitical-security-community
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untuk mengatasi masalah-masalah terorisme (t"enorism)rWrdagangan obat terlarang

Qhu.S trofftckindrperdagangan otang(trafftckittg in posons),dan keiahatan-keiahatan

lintas batas negara lainnya, serta untuk meniamin kawasan ASEAN yang bebas dari

seniatapemusnahmassal@leaponsofma.ssdcstruction).APSC|ugamelakukankerja
sama maritim dan perang melawan terorisme, natnun tidak meliputi keriasama

militer, aliansi, dan pakta pertahanan.

Negara-negaraASEANmenyatakan,TACadalahkodeetikutamabagi
negara-negara di kawasan dan bagi anggota-anggota ASEAN Regional Forum

(ARF) sebagai forum utama dalam membahas kerjasama politik dan keamanan, dan

merupakan-peran ASEAN yang lebih besar dalam melanjutkan keriasama dengan

ARF. Komisi Tinggi (Hish couwil) TAC merupakan instrumen pokok APSC.

Selama ini, TAC telah menjad i semacam benchmatk yartg meniaga perdamaian dan

keamanan di kawasan AsiaPasifik. Sampai saat ini TAC telah ditandatangani oleh

18 mitra wicara ASEAN, salah satunya Jepang'

Dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi' politik' dan keamanan

internasional global, ASEAN mampu mengoordinasikan posisi secara bersama-

samasepertikonflikdiTimurTengah,isunuklirlrandanKoreaUtara,isu
terorisme, serta isu-isu lainnya. Pengembangan keamanan dalam arti luas ini

diimplementasikan dalam zona bebas seniata nuklir Asia Tenggara (SEANVFZ)

dan perianiian persahabatan dan keria sama (TAC), forum regional ASEAN (ARF)'

konierensi tingkat tinggi Asia Timur (EAS), dan komunitas keamanan ASEAN

(ASC).

Jepang menandatangani TAC pada Japan-ASEAN Commemorative Summit'

Desember2003diTokyomengikutiie|akChinadanlndiayangtelahlebih
dahulu menandatang"oi Tac pada KTT ke-g ASEAN di Bali oktober 2003-

Penandatanganan TAC oleh china, India, dan Jepang serta mitra wicara lainnya

mempunyai nilai strategis bagi kawasan' Dalam hal ini' mitra wicara ASEAN

tersebutharusmematuhiprinsip-prinsipyangtertuangdalamTAC.Keputusan
China, India, dan Jepangmenandatangani TAC mempunyai nilai historis bagi

keberhasilan diplomasi Indonesia dan ASEAN dalam mencapai cita-cita kawasan

Asia yang lebih stabil. Penandatanganan TAC oleh Jepang misalnya, dapat dinilai

sebagai pengakuan politik dan kepercayaan hubungan kedua belah pihak serta

aufungan Jepang terhadap ASEAN atas peran utama di Forum Regional ASEAN

(ARF). Penandatang"rr"t irri iuga dukungan Jepang terhadap Bali Concord II
sebagai kebifakan untuk mencapai komunitas ASEAN berdasarkan keria sama

potitik, ekonomi, dan sosial-budaya' Dengan hubungan ASEAN-Jepang yang

semakin intensif, ASEAN diharapkan dapat melakukan peran regionalnya di

kawasan.
Padaprinsipnya,konsepAPSCadalahASEANmempergunakancara-cara

non-kekerasa n Qon-coercioe means) dalammenyelesaikan konflik regional sehingga
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timbul keinginan untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN pada tahun
202O. Latar belakang keinginan ini adalah adanya hubungan yang erat antara
ekonomi dan keamanan. Sebagai bagian dari rencana kegiatan APSC, pada bulan
Februari 2004 pada pertemuan pefabat tinggi dari kesepuluh anggota ASEAN
Indonesia mengusulkan pembentukan sebuah Pasukan Perdamaian ASEAN
(A S E A N Peacehc eping Fmce).

Cetok Biru Komuniros Polirik Keomonqn ASEAN

Konsep Cetak Biru APSC disusun berdasarkan ke- sepakatan KTT ASEAN ke-13

tahun 2007 di Singapura untuk menggantikan VAP 2004-2010. Konsep tersebut
telah disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand tahun 2009, dan dituangkan
dalam Deklarasi Cha-am, Hua Hin, tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (Cha-
am,Ilua Hin Declaration on thc Roadmap fm tlu ASEAN Cotnmunity).

APSC tersebut terdiri atas tiga karakteristik:
1. Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama (A Rules-based

Community of Shared Values and Norms) terdiri atas 2 elemen dan dijabarkan
dalam 58 tindakan.

2. Sebuah \$Tilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung Jawab
Bersama untuk Keamanan Menyeluruh (A Cohzsioe, Peaceful, Stablo ond Rarilient
Region uith Shared Responsibility for Comprehensbe Searrity) terbagi dalam 6
elemen dan 71 tindakan.

3. Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dale- Dunia yang Semakin
Terintegrasi dan Saling Bergantung (A funamic and Ounpad Looking Regiat
in an Increasingllt Inugrated and Interdependent lYorW) yang dijabarkan dalam 3

elemen dan 8 tindakan.

Semuanya itu diimplementasikan oleh 6 Badan Sektoral di ASEAN yakni
sebagai berikut:
l. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Forergr Ministers Meeting/

AfuIM) dengan instansi yang bertanggung f awab (focal poirx) Kementerian Luar
Negeri.

2. Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defense Ministen Meeting/
ADMM) dengan focal point Kementerian Pertahanan.

3. Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ASEAN Lau Ministers Meeting/
AIIIIYMM) denganfocalpoizl Kementerian Hukum dan HAM.

4. Pertemuan Tingkat Menteri urusan Kejahatan Lintas Negara (ASEAN
Ministerial Meeting on Transnational CrimelAMMfC) dengan focal point
Kepolisian RI.

5. Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) dengan focal point
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI.

.:
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6'KomisiKawasanBebasSeojataNuklirAsiaTbnggara(Southeast,4siaaNuclear
trueapon.FreehneCommixionlsEANV/FZ)deryanfocdlpoi,ltKementerianLuar
Negeri.

KeriasamadalamkerangkaAPSC,sebagaimanatermuatdalamcetak
birunya,dielaborasilebihspesifikdalamkerjasamabidangpolitik,keamanan,
dan hukum y"og -"o""kui spektrum yang luas dari permasalahan tradisional

dan nonuadisional, a"ri up"y" "'tuk 
memaiukan tata kepemerintahan yang baik

(good gooerntncel, menatiani masalah terorisme' menanggulangi bencana alam'

dan memberantas koruPsi.

a. Keria sama Bidang Politik mencakup:

1. memaiukan pemerintahan yang baik;

2. memajukan prinsip-prinsip demokrasi;

3. memajukan kedamaian dan stabilitas kawasan;

4. meniamin implementasi SEAN\YFZ dan Rencana Aksinya;

5. memaiukan kerja sama maritim ASEAN;

6.mewu|udkanresolusikonflikdanpenyelesaiansengketasecaradamai;
7. memperkuat sentralitas ASEAN; dan

S. mema;utan hubungan dengan pihak eksternal'

b. Keria sama Bidang Keamanan mencakup:

1) pencegahan konflik/upaya-upaya membangun kepercayaan (Confidence

Building Measures ICBM) ;
2) penguatan Proses ARF;

3)penangananisukeamanannon.tradisional(bajaklaut,perompakanterhadap
k"p"l, pembaiakan dan penyelundupan' dll)'

4)penguatankerjasamaASEANdalampenangananbencanadantanggap
darurat;

5)pemaiuantransparansidanpemahamanmengenaikebiiakanpertahanan
dan PersePsi keamanan'

c. Kerja sama Bidang Hukum mencakup:

l) pencegahan dan pemberantasan korupsi;

2) pemaiuan dan Perlindungan HAM;
3) pengembangan pengaturan hukum untuk memerangi narkotika;

+i p"-U..rr,rkan keria sama penanganan keiahatan lintas batas;

5) peratifikarirn ut", Konvensi ASEAN tentang KontraiTerorisme (ASEAN

C onzsention on C ounter Tenorisrn) ;
6) pembentukan kerja sama dalam isu ekstradisi; dan

7)peratifikasianTraktattentangBantuanHukumTerkaitMasalah-masalah
Kriminalita, ii,""'v on Mutuot Legal Assistance in Criminal Mattersl

MII|T).

KUAHATAN IRANSNAiIONAI.

Menurut Joint communiqu6 AMM ketiga pada Tranmatioml crirne (AMMTC)
tanggal 1l Oktober 2001, keiahatan transnasional mdiputi terorisme, perdagangan

obat terlarang, (itlicit drW ttafficking), penyelundupao seniata (atms smuggling),

pencucian aalgQnonqt taundring), bajak laut (sea tiraq), kefahatan dunia maya

(qbet ofuw), dan perdagangaa orang (traffuking in pwsotts)-

Perdagaugan obat telah meniadi masalah yang mendesak untuk ditanggUlangi

di ASEAN. PBB telah memperingatkan bahwa penutupan perbatasan Afghanistan,

menyebabkan terhentinya status Afghanistan sebagai negara penyalur opium

tingkat dunia sehingga penyelundup obat terlarang di Asia sepertinya memilih
target thc Golden Tiiangle, yaitu Burma, Thailand dan Laos, untuk melakukan

kegiatan penyelundupan obat terlarang.
Namun, dengan adanya keria sama intel antara Cina dan negara-negara

ASEAN, seperti Laos, Myanmar, dan Thailand, membuat para pedagang obat lebih

sulit menyelundupkan obat melalui Cina dan Thailand ke negara-negara ketiga.

Bukti menunjukkan bahwa wilayah etnik Cina Myanmar di daerah Va merupakan

pusat produksi opium dan methamphetamine. Junta militer yang memimpin

Myanmar dituduh terlibat dalam penyelundupan obat tersebut. Indonesia dan

Malaysia juga bekeria sama lebih dekat lagi untuk menumpas penyelundupan

seniata oleh kelompok militan domestik. Seniata-seniata ini ditujukan untuk
dikirim kepada para militan di Ambon.

Adapun struktur organisasi ASEAN yang menang:rni kefahatan transnasional

terdiri atas: ASEAN Minirterial Meeting on Tians-national Crbruyang terdiri atas dua

Senim afftcial Metting (SOM) yairu ASEAN Smior Afftcial Meaing on Tians-national

CimedatASE/lN Senior Officials Meeting on Drugs. SOM on Trans-national Crime

terdiri atas satu.dd-hoc Expert Grcup Meeting on Vo* Progtammcdan delapanrosft

force yaitu (Monq l-aundcring,Tiafficking in Petsons, Arms Smuggling, Sea Piracy,

Cyber Crime, Interrutianat Economic Cime, Illicit Drug Tiafftcking dan satu badan

Research. Sedangkan Senior Officials Meeting on Drugs terdiri atas beberapa

working group, yaitu Preztenthte Education, Tieatment and Rehabilitation, Lau)

Enforcmwnt dan Research. Selain itu terdapatASEAN - China Cooperatioe Operatbn

in Response n Dangerous Drugs yang terdiri atas Task Force on Advocacy, Task Force

on Demand Reduction,Task Force on Lazl Enforcement danTask Force on Ahernatioe

Deoelopmcnt.
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KE RJASAUUA N EGARA. N EGARA
ASEAN D! BIDANG SOSIAT

DAN BUDAYA

Rancangan kegiatan Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah wajah ASEAN.
Bukan hanya tergambar dale- materi kegiatan keriasama, tetapi iuga terlihat pada
luasnya konstituen yang terlibat di luar pefabat resmi pemerintahan. Tentu, di era
globalisasi dan integrasi regional, tantangan-tantangan sosial dan budaya meniadi
semakin kompleks dau saling bergantung saru sama lain. oleh karena itu, ASEAN
harus memberikan perhatian terhadap tantangan-tantangan ini dengan pendekatan
yang berpusat pada masyarakat Qrcoplc-ceatred approach), dan dengan melibatkan
secara penuh semua iaringan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikiarykolaborasi inter-sektoral, melibatkan organisasi-organisasi
masyarakat sipil, dan hubungan publik-privat dalam kegiatan-kegiatan regional
menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada sebelas macam pertemuan tingkat
menteri di ASEAN yang membahas bidang sosio-budaya untuk memberantas
kemiskinan, meningkatkan keseiahteraan sosial, renaga kerja, pendidikan,
kepemudaan, kesehatan, pengelolaan bencana, menanggulangi masalah asap,
lingkungan hidup, informasi, budaya dan seni.

Lembaga sektoral ASEAN ini melaksanakan program kerianya dan menialin
kerja sama dengan seiumlah mitra wicara, organisasi internasional lainnya,
masyarakat sipil, LSM, dan sektor swasta. Seiumlah kegiatan sudah pernah
dilakukarS di antaranya studi regional, riset dan teknol'ogi, program pengembangan
pembangunan kapasitas, berbagi informasi dan pengalaman, membentuk kerangka
kerja regional, program pertukaran pelaiar, pengembangan database online,
membangun iejaring dan peningkatan kesadaran publik terhadap perkembangan
dan keria sama regional.
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BERBAGAI MACA'N BIDANG KER.JA SA'YIA SOSIAL DAN BUDAYA

ASEAN

Keria sama sosial dan budaya ASEAN ini sangat diperlukan karena sosialisasi

ASEAN di negara-negara anggota ASEAN sendiri masih terbilang minim-

Akibatnya, banyak yang belum mengenal dengan baik, apa ASEAN dan apa

tuiuannya, apa yang sudah dan belum diupayakan ASEAN dalam meningkatkan

kesejahieraan masyarakat. Untuk itu, ASEAN merancang banyak program dan

proyek bidang sosial budaYa.

Jika dilihat dari struktur kelembagaan organisasi ASEAN, bidang kerja sama

sosiai dan budaya ini berada di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri negara-

negara ASEAN atau ASEAN Ministcrial Meeting (AMM). Ada beberapa komite

yaog berada di bawah AMM yang masing-masing menang;ani bidang yang berbeda-

beda.
A. Pengembangan Bidang Sosial (Social Detxlopment) terdiri atas:

l. ASEAN Ministeial Meetine on Yourt (AMMY)

2. ASEAN l-abour Ministeial Meeting (ALMM)
3. ASEAN Health Ministctial Meenw (AHMM)
4. ASEAN Ministers Responsiblefor Social lVelfare

5. ASEAN Expetts Group on Disasur Managernent

6. ASEAN Sub-Commineeon lVomett

7. ASEAN Sub-Comminee on Educatiott'

Untukmenyiasatidampakglobalisasidanliberalisasiperdagangan,ASEAN
terus melakukan kegiatan yang menekankan pada tenaga ketia (labour) dan

lapangan keria (em4lolttnpzr)-termasuk menyiapkan pekerla di kawasan ASEAN

"j", d"p", mengambil kesempatan dan manfaat globalisasi' Tuiuan ASEAN

adalah mengadopsi pendekatan yang menyeluruh (integrated approach) sebagai

perlindungan sosial dalam membantu dan mendukung para pekerja mengatasi

perubahan-perubahan restrukturalisasi industri'

untuk menjaga agar keahlian dan kemampuan para pekeria tetap relevan

dengan kebutuhan perubahan industri, dan membuka kesempatan seluas-luasnya

seluruh potensi SDM ASEAN, beberapa proyek diadakan guna meningkatkan

keahlian- para pekeria ASEAN dan memfasilitasi mobilitas pekeria di ASEAN.

ASEAN telah bekeria sama dengan ILO melakukan riset tentang implikasi AFTA

dan liberalisasi perdagangan lainnya terhadap buruh dan lapangan keria' Selain

itu, Sekretariat ASEAN melakukan penyesuaian prioritas proyek dengan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di bawah ASEAN-UNDP Partnership Facility, Komite

pendiaitan ASEAN (thc ASEAN Commiaee on Educatbn), dan Jeiaring Universitas

ASEAN ala|J the ASEAN (Jniz;ersity Nerulorh (AUN) bersama-sama melakukan

kegiataa berkesinambungan secara regional untuk meniugkatkan kepedulian,
solidaritas, dan identitas ASEAN.

Komite Pendidikan ASEAN juga menyelenggarakan program-program
lainnya, di antaranyapernrkaran siswa SMU sesama negara ASEAN dengan negara

tuan rumah secara bergiliran. Pada tahun 2003 dan20o4lalu, yang meniadi tuan
rumah adalah Indonesia dan Filipina. Kegiatan lainnya, Olimpiade Maternatika
dan Ilmu Pengetahuan ASEAN yang bernriuan untuk meningkatkan pembangunan

bermasyarakat di antara para pemuda ASEAN, yang diadakan secara bergiliran
di antara negara-negara ASEAN. Sedangkan Jeiaring Universitas ASEAN
mengoordinir pelaksanaan 18 kegiatan yang dilakukan di antara sesama negara
ASEAN dan negara mitra wicara (dialogue prtflq). Lembaga ini bertuiuan untuk
meningkatkan kepedulian regional dengan mendirikan program pascasarjana

ASEAN Studies dengan dukungan dariASEAN Foutdation. Selain itu, diadakan
pertukaran mahasiswa yang difasilitasi oleh tlu AUN Educatonal Forum dan thc

AUN Distinguished Schobrs Programme. Proyek ini luga memberikan beasiswa
kepada mahasiswa AUN setiap tahunnya. Universitas-universitas yang ikut dalam
proyek ini adalah Universitas Malaya, Universitas Nasional Singapura, Universitas
Brunei Darussalam, Universitas Sains Malaysia,danDe La Sallc Unfunrsity-Selain
itu, Universitas Burapha dan Universitas Chulalongkorn iuga memberikan beasiswa

kepada mahasiswa dari negara-negara CLMV, sedangkan Universitas Filipina
memberikan beasiswa kepada mahasiswa ASEAN.

KERJA SAMA ASEAN BIDANG UNGKUNGAN

Keriasama ASEAN di bidang lingkungan hidup diarahkan untuk menciptakan'?
cban and green ASEAN zpith fully esublishetl w*hanisms for susuirubb deoelopment to

eawre tlu prouctbn of the reginn\ emtironmant, tlu sustainabiliry of its aarural resources,

and the high quality of ffi of its peoph". Dalam kerangka kerja sama ASEAN bidang
lingkungan di bahas pada ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME)
yang didirikan pada 1981. Untuk pemantauan dan harmonisasi upaya pelestarian
lingkungan di antara negara-negara ASEAN, dibentuk ASEAN Senior O{Iicials
on Environment (ASOEN) pada tahun 1989. Adapun masalah pencemaran lintas
negara ditangani oleh ASEAN Ministerial Meeting on Haze (AMMH) yang
struktur organisasinya seperti berikut ini:.dSE){N Ministerial Meetiag on Haze
(AMMII) dengan sebuah plau sebagai acuan keria sama, yaitu Tlu ASEAN Co-
opution Plan on Tiansboundary Pollutbn yang terdiri atastansboundary atnopheric
pllaion, transboundary mooement of hazardous zoastes dan tansboundary shipborne

pollutbn
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l. ASEA T Ministefiol filer;futg on Haze (ArvlftlHl

Kabut asap merupakan masalah lingkungan tahunan yang teriadi di setiap musim

panas. Kabut asap ini timbul karenabanyaknya kebakaran hutao di Sumatera dan

t(alimx11s11. Tidak hanya itu, pembakaran sampah secara terbuka, emisi industri,

dan kendaraan di Malaysia iuga ikut menyumbang 6agedi polusi asap ini- Banyak

yang mempertanyakan, siapa yang harus bertanggung iawab atas teriadinya polusi

asap dengan segala dampaknya yang tidak baik-

Sepertinya perdebatan ini tidak akan menemukan iawaban yang sesuai karena

rumitnya persoalan, namun ada satu segi positif di balik peristiwa ini, yaitu polusi

asap seakan meniadi katalis yang menyadarkan masyarakat ASEAN bahwa apa

yang teriadi di satu negara, maka akan mempengaruhi negara lainnya- Contohnya,

polusi asap tidak memandangbataswilayah negara. Untuk menanggulangi polusi

asap, dibentuklahlSEZlN Haze Tirlmical Task Fotce (HTTF) yang terbagi atas dua

kelompok kerja, yaitu:
1. $Torking Group on Regional Fire Fighting Arrangements (SRFA) for Borneo

2. rWorking Group on Regional Fire Fighting Arrangements (SRFA) for

Sumatera.

Pada Juni 2002, semua neBara anggota ASEAN menandatangani perianfian

polusi Asap Lintas Negara (Transbozndary Haze Pollurrloz). Setelah diratifikasi enam

negBra auggota ASEAN, r,aitu Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singai2ura,

Thailand, dan vietnam, perianiian ini mulai berlaku pada 25 November 2003.

Inilah titik kulminasi upaya konkret dan intensif secara regional atas polusi asap .

yang sudah berlangsung seiak 1998.

Per|anjianinimerupakankesepakatanASEANyangmengikatSecara
hukum (lesail.y binding) dan berlaku bagi semua negara anggota. TIu Uniut Nations

Eruironmmt hogramrne ltelyatakan, perjaniian ini menfadirulcntodelglobal untuk

mengatasi masalah-masalah lingkungan lintas negara. Perianfian ini merupakan

salah satu tonggak Qnilestones) yang pernah dibuat ASEAN'

Perianjian ini mencoba melembagalan dan meningkatkan kerja sama-

kerja sama yang telah ada di bawah thc Regional Haze Action PIaz (RHAP) dan

menyediakan sebuah kerangka hukum untuk mendukung keriasama regional dan

internasional dalam rangka mengatasi problem polusi asap lintas negara secara

lebih efektif.
Dengan kata lain, perianiian ini mengharuskan negara-negara anggota

ASEAN untuk melaksanakan, antara lain sebagai berikut:

l. Tindakan-tindakan legislatif dan administratif untuk mencegah dan mengawasi

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan ladang yang

dapat menyebabkan polusi asap lintas negara'

2. Tindakan bersama-baik nasional maupun regional-untuk menginteusifkan
kerja sama regional dan internasional untuk mencegah, mengukur dan
memonitor polusi asap lintas negara yang berasal dari kebakaran ladang dan
hutan..

Perianjian Asap ASEAN (thc ASEAN Haze Agreement) in:ga mewaiibkan
pembentukan sebuah Pusat Koordinasi Pengendalian Polusi Asap Lintas Negara
(the ASEAN Coordinating Cmtte for Tiansboundary Ha* Pollation Conttol) untuk
memfasilitasi kerja sama dan koordinasi dalam mengelola dampak kebakaran
ladang dan hutan-khususnya polusi asap yang berasal dari api.

2. lhe ASEAN Coprution'Han on Ttsnsboundory Pollution

Pada Juni 1995, para Menteri Lingkungan ASEAN (the ASEAN Minbtas for the

Enoironment) berkumpul di Kuala Lumpur untuk membahas konsep kesatuan
ekosistem (the one eco-S,steti coflcept). Tuiuan pertemuan ini adalah menyusun
sebuah kerangka keriasama untuk mengatasi polusi lintas batas negara. Adapun
hasil dari pertemuan tersebut, para menteri setuju untuk mengadopsi rencana
Keriasama ASEAN tentang Polusi Lintas Batas Negara (thc ASEAN Co-operation
Pbn on Tiansboundary Polluiott) atau disebut sebagai the ASEAN Co-operation Plan
atauthe Plan.

Dalam penerapannya, Tlu Plan ini akan berdampak kepada p:rra pengusaha

yang beroperasi di kawasan ASEAN. Bagi perusahaan swasta Jrang ikut mendukung
program ini, mereka akan diberikan insentif. Sedangkan mereka yang melanggar,
akan dikenakan denda. Untuk itu, hukum nasional negara anggota akan
mencanturnkan aturan mengenai tanggung gugat dan meningkatkan kerjasama
antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengeliminasi polusi lintas batas

wilayah.
The Plan ini terbagi atas tiga bagian, yaitu Polusi Asap Lintas Batas

(Tiansboundary Atmosphnic Pollution), Pergerakan Limbah Berbahaya Lintas
Negara (Tiansboundary Mowment of Hazardous lVastes), dan Polusi Kapal Lintas
Negara (Tiansboundary Shifume Pollutroz). Meskipunthe Plan pada awalnya hanya
menyoroti tiga bidang ini, namun di kemudian hari dapat dikembangkan dalam
bentuk polusi yang lainnya.

Polusi Atmosfer lintos Botos

Bagian pertama dari the Plan mengatur mengenai polusi atmosfer lintas batas

negara (Tiarcboundary AttnoEheric Pollutbn) yang tujuannya adalah menentukan asal

mula dan penyebab insiden polusi asap-baik lokal maupun regional, mencegah

terjadinya polusi asap dengan memanfaatkan teknologi suara, mengembangkan
dan mengimplementasikan rencana penanganan respons keadaan darurat nasional
dan regional.
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Seperti telah diielaskan dalam strategi iangka pendek' the PIan akan

menghentikanpolusiatmosferlintasbatasne8arayangterfokuspadapencegahan
kebakaranhutanyangdisebabkanmanusia_baiksebagaiakibatkegiatan
pembabatanhutanuntukladangpertanianmaupunproyektransmiyasirncr.tan
merekomendasikan sistem deteksi difi (earb-a&fldnd dan peneriunan pasukan

ke lapangan untuk mendeteksi dan mencegah kebakaran hutan. The Plan iuga

_"ogoroik"o suatu jaringan komunikasi yang dirancang untuk berbagi informasi

selama terjadi asap, dan melarang pembakaran biomass'

Sedangkan sebagai strategi iangka paniang, thc Plan akan menerapkan

prakrik zero-burning kepadaseluruh sektor ekonomi dengan memberikan bantuan

i"r"og"r, yang menarik dari agen penyandaug dana dan upaya-upaya pendidikan'

Untukmengimplementasikanstrategiinirnegara-negaraanggotaASEANharus
mendirikan pusat poin Nasional (Natianat Foeal Points) untuk mengurus kegiatan-

kegiatan antipolusi, dan memperluas tugas the ASEAN Specblized Meuorobgical

cente dengan mengembangkan model transportasi ramah lingkungan untuk

mengurangi penyebaran polusi asap'

Selainitu,ASEaNakanmengembangkanindekskualitasairrata-ratadan
mengharmoniskan teknik percontohanL/sampling kualitas udara, mengembangkan

sistel rata-rata bahaya apiregional, membentuk sebuah sistem untuk keria sama

memerangi kebakaran t rrt".r, a".r memperluas petan the ASEAN Instinu of Forest

Managementuntukmemberikanpelatihanmanajemenkebakaranhutan.

Pergerokon Umboh Berbohqo Lintos Negoro

BagiankeduadarithePlaninimengaturmengenaipergerakanlimbahberbahaya
linias batas negara (the Transboundary Mooement of Hazardous lYaste)' Artinya,

mencegahdanmengawasiperpindahanlimbahberbahayalintasbatasnegara
secara ilegal. Karena itu,the phnmendorong semua negara-negara ASEAN untuk

segera mengaksesi the Basel Conomtbn'

Untuk rnengawasi limbah berbahaya, negara-negara anggota ASEAN

harus membenruk Pusat Poin Nasional (Nationat Focal Points) di masing-masing

negarauntukbekeriasamamelawanpolusi,dansalingbertukarinformasi
,".i"rr,r. Misalnya, daftar limbah berbahaya dan prosedur Pengawasan atas

pergerakannya. Kegiatan lainnya meliputi program pelatihan mengenai

petg.tol"rn limbah berbahaya, dan pengembangan aturan hukum nasional untuk

*.rrg"*rrl pengelolaan limbah berbahaya di masing-masing negara ASEAN dan

penyebaran nYa keluar negeri.

Polusi Kopol Lint'os Negoro

BagianketigadarithePlaninimengaturmengenaipolusikapallintasbatas
(trinsboundary shipborne pollution) dan memberikan kewenangan pada negara-
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negara agggota ASEAN untuk mengembangkan mekanisme dan prosedur

untuk memperkecil polutan dari kapal-kapal dan prosedur penerapagnya. Untuk
itu, ASEAN akan bekerla sama Pusat Poin Nasional (National Focal Poi*) di
masing-masing negara, mengimplementasikan the An SpiA R35pnse Action Plan,

meratifrkasi Konvensi MARPOL, dan bekeria sama dalam tindakan penegakan

hukum.
The Plan iuga menyatakan bahwa negara-neBara anggota ASEAN harus

meminta partisipasi sektor swasta untuk mengurangi polusi kapal dan melatih

anak buah kapal untuk memperkecil polusi ini. Kegiatan lainnya meliputi
partisipasi dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan lembaga regional maupun

internasional.
Perianiian lingkungan lainnya, yaitu the raised ASEAN Declaration

on Heriuge Parhs yang meliputi sepuluh negara ASEAN, yang melindungi 27

wilayah sebagai taman warisat (turitage par[s). Selain itu, terdapat kerangka kerla

sama mengenai kota ramah lingkungan di ASEAN dan rencana strategis iangka
panjangASEANuntuk mengelola sumber daya air.

KTRJASA'YI/A ASEAN BTDANG SAINS DAN IEKNOTOGI

Keria sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditangani oleh ASEAN

Committee on Science and Technology (ASEAN-COST) yang didirikan pada 1978.

Struktur organisasi dari ASEAN-COST mempunyai badan tertinggi yaituASEAN

Miniswiol M?rting on Scicrce and Tbchnologt. Kemudian di bawahnya terdapat Senior

Ofrcials Meeting on Scicnte and Tbchruhgt yang terdiri atas Conmittee on Scbnre and

Tbchnologt (COST) yang terbagi dalam beberapa stb-comtnittee:

l. Sub-committee on Food Science and Technology

2. Sub-comrnittee on Marine Science

3. Sub-committee on Microelectronics and Information Technology

4. Sub-committee on Material Science and Technology

5. Sub-committee on Biotechnology
6. Sub-committee on Non-Conventional Energy Research

7- Sub-committee on Meteorology and Geophysics

8. Sub-committeeon S&T Infrastructure and Resources Development.

Selain itu terdapat ASEAN-China Joint Science and Technologit Commitee,

ASEAN-India lVorking Group on.S e 4 ASEAN-Rusia lvuking Group on S€sT'

ASEAN-EC Joint Cooperation Committee on S€tT, Editmal Adztisory Panel, Exccutfute

Committee ASEAN Sciznce and Technologt lf,/eek dan Managemznt Committee ASEAN

Science Fund.
Adapun tujuan kerja sama di bidang ini adalah untuk meningkatkan

kemampuan dan iumlah tenaga ahli ASEAN di sektor Ilmu pengetahuan dan
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teknologi (IPTEK), mendorong alih teknologi, memberikan dukunean dan bannnn

dalam pengembangan aplikasi tetnuan dan riset. COST meruPakan perangtat

dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana strategi ASEAN di bidaag

IpTEK yang mengacu kepada ASEAN Plan of Action on science and Technology

(APAST). Pertemuan dalam bidang IPTEK ada dua yaitu ASEAN Ministerial

Meeting on Science and Technology (AMMST) dan Informal ASEAN Ministerid

Meeting on Science and Technology (IAMMST). Pertemuan ini dilaksanakan

secarabergantiar setiap tahunnya. Diharapkan untuk isu IPTEK, AMMST s€bagai

pembuat keputusan tertinggi dalam kerja sama ASEAN, memiliki peran strategis

dalam mendukung ASEAN Connectivity dan dalam pembentukan Komunitas

ASEAN 2015. Dalam bidang IPTEK ini telah dikeluarkan lGabi initiathx yang

memiliki delapan falur sebagai acuan keria samanya yaitu:

a. ASEAN Innovation for Global Market;
b. Digital Economy, New Media and Social Networking;

c. GreenTechnology;
d. Good Security;
e. Energy Security;
f. I[ater Management;
g. Biodiversity for Health and Wealth;

h. Science and Innovation for Life.

KER,JA SA'YIA ASEAN BIDANG MAKANAN, PERTANIAN,

DAN KEHI'TANAN

Kerja sama dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan berada dalam

lingkup tang8ung iawab ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF).

AMAF itu sendiri terdiri atas ASEAN Ministaial Meeing on AgrictLute and Fotary

(AMA| dan Smior Officials Meetingfor ASEAN Ministqinl Meeting onAgricdute

and Forestry 6OM-AMAF). Beberapa working group yaitu: lYorking Group ott

Fisheries, lfiorking Grcup on Liztestock, lVorking Group on Crops, llotk|ng Gtoup on

Agricuhural Cooperatfuses, lfiorking Group on Agricuhural Tiaining and Extension,

tYorking GrouP on Halal Food.

Selain itu terdapatAd-hoc Experts group on IYTO issues in Agriculrute dan Task

Force for ASEAN Tbchnical Assbtance Programme in Agriculure, Fisherics and Fmxry

for I*ast Dantaped Regions in ASEAN. Juga ada beberapa yang masih dalam lingkup

kerja sama bidang makanan, pertanian dan kehutanan, yaitu llorking Group on

Food lrradiation, ASEAN-Mekong Basin Deoelopment cooperaion, ASEAN Fmd

Secuity Reserae Board, ASEAN-Asian Vegetables Research and Danebpment Centre

(AVRDC) Regbnal Neruorkfor Vegaable Research and Deoelopment. Keria sama ini

iuga mempunyaisenirn Officiats on Foresny (ASOF) yang di bawahnya terdapat:

l- ASEAN Etprt Grwp on Hertal Mdicine Plants,
2. kpts lYor*ing Group on Conoention on lternatimal Tiade on hdanga"n Spedes

(crTES),
3. Task Force for tlu Corceruaan of Ediblz-Nest Swiftlets

a. Experts Group on Research and Development in Forest Products
b- Experts Group on Criteria & Indicator for Sustainable Forest Management
c. Joint Comminee on ASEAN Cooperation & Ioint Approaches in Agdculture

and Forest Producs Promotion Schemes

d- National Focal Point Vorking Group/Industrial Clubs (Carrageenan,
Rubber, Forest Products) ; Five Commodities: (Frozen Chicken, Frozen
Prawn, Canned Pineapple, Tapioca, Canned Tuna); Cocoa; Vegetable Oils;
Pepper; Coffee; Tea; Peas and Beans.

Di samping kerja sama bidang makanan pertanian, dan kehutanan tersebut
di atas, ada beberapa perkembangan utama dari keria sama ini yaitu:Ketahanan
pangan yang terdir atas: ASEAN plus Three Emergency Rice Reserve; ASEAN
plus Three Comprehensive Strategy on Food Security and Bioenergy Development;
ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture; Resolution and Plan of Action
on Sustaninable Fisheries for Food Security in the ASEAN Region towards 2020.

BUDAYA DAN INFORIYTASI

Komite Budaya dan Informasi ASEAN(Committee on Cubure and Information)
merancang program-program untuk meningkatkan kepedulian ASEAN meouiu
peningkatan identitas regional dan solidaritas di antara masyarakat ASEAN.
Komite ini berada di bawah arahan dari struktur organisasi tertinggi, yaitu ASE 4N
Ministen Responsible for Information dan Senior Offuials Meeting on Infonnatbn.
Komite ini iuga melaksanakan program yang bertufuan mengenalkan dan
meningkatkan kepedulian terhadap ASEAN. Misalnya, the ASEAN Quiz, ASE/-N
Radb Programme, danASEAN TV Neus Project yang disiarkan oleh AsiavisionQhe
Asia-Pacifu Broadcasting Union) dan the EBU (thc European Broadcasting Unbn)-
Semua ini dipergiat menuju ke arah pengembangan kepedulian identitas regional,
rnenciptakan Komunitas ASEAN yang kuat, serta mengenalkan ASEAN di luar
kawasan.

Berkaitan dengan hal ini perlu digarisbawahi tentang mandat yang dinyatakan
dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yaitu:

ASEAN harus memelihara bakat dan meningkatkan interaksi di kalangan
sariana ASEAN, penulis, seniman, dan praktisi media untuk membantu
melestarikan dan mempromosikan keragaman warisan budaya ASEAN, selain
mengenalkan identitas regional dan menumbuhkan kesadaran masyarakat
ASEAN.
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Selain itu, mengenalkan identiusrqiond bisa dilakukan di semuakegiatan

ASEAN, terutama peningkatan dan pendalaman kerja sama regional dalam bidang

seni dan budaya dan seni. Ada beberapa bidang keria sama fungsional yang ruang

lingkupnya berada di bawah koordinator ASEAN Economic Ministss (AEM)

yaitu:

A. Kerio Soms ASEAN Bidong Tronsportosi

ASEAN menganggap penting untuk meningkatkan koneksitas infrastruktur dan

komunikasi sebagai faktor yang mendukung realisasi Komunitas Ekonomi ASEAN

atau ASEAN Econonic Community (AEC)- Dalam ll prioritas sektor Komunitas

Ekonomi ASEAN, dua di antaranya adalah transponasi udara dan pariwisata Keria

sama maritim dimasukkan sebagai salah satu bidang keria sama untuk menuiu

pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atat ASEAN Seatrity Conmunity

(ASC). Adapun struktur organisasi keriasama ASEAN bidang transportasi terdiri
atas (l). ASEAN Tiansport Minburs Meetias Wf M) yang merupakan organ tertinggi

di bidang transportasi. Kemudian di bawa ATM ada Seniot Tianspon Offtcials

MeaiW (STOM). Bentuk kerja sama bidang transportasi sifatnya sektoral, yaitu

menyesuaikan pada kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN agar supaya

efektif and efisien. Berikut adalah badan di Kemenlu setelah ,rrr1s1 [idang keria

sama transportasi, yaitu:
l. Special Vorking Group on Singapore-Kumning Rail Link Profect

2. STOM-NTOs Cruise Working GrouP

3. ASEAN-India !$florking Group on Transport and Infrastructure
4. ASEAN-CER Informal Consultation
5. Transport Facilitation \forking Group

6. Air Transport \tforking Group
7. LandTransport Vorking GrouP

8. Maritime Transport rWorking Group.

B. Kerio Somo ASEAN Bidong Telekomunikosi

A. ASEAN Tblccommunication Ministen Meeting (TELMIN)
l. ASEAN Telecommunication Regulators Council (ARTC)

2. ASEAN Telecommunication Senior Officials Meeting (TELSOM)

a. \(orking Group on ASEAN Informaton Infrastructure
b. \florking Group on Capacity Building Programme

c. r$7'orking Group on Universal Access and Digital Divide
d. \tr7orking Group on Intra ASEAN Trade and Investment

e. rtrflorking Group on Internet

C. Keriosomo ASEAN Bidong Energi

1. ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE)
2. ASEANCentre for Energy(ACE)
3. ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)

A. Senior Officials Meeting on Energy (SOME)
1. Heads of ASEAN PowerUtilities/Authorities (HAPUA)
2. EE&C-SSN - Energy Effrciency and Conservation sub sector Network
3. AFOC-ASEAN ForumonCoal
4. SOME-METI Consultations

KOmUNTAS SOSTAL BUDAYA ASEAN (AsEAN sooto CULruR,tr
comiluNrrvAsccl
Pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Socio Cuhural
Community (ASCC) ini diusulkan Pemerintah Filipina. Dengan asumsi,masyarakat
harus dibangun di atas agenda sosial, karena kemiskinan dan ketimpangan
dapat merusak potensi integrasi ekonomi secara utuh.l46 Selain itu, ASCC ini
berfungsi untuk mengantisipasi dampak sosial dari integrasi ekonomi dengan
mempromosikan kelestarian lingkungan hidup dan identitas ASEAN. ASCC sangat

dibutuhkan ASEAN sebagai suatu organisasi yang berpenduduk lebih 500 iuta
iiwa dan bersentuhan dengan masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan
kependudukan. Misalnya, pendidikan (education), pengangguran (urcmployment),

penccgahan penyakit infeksi (infeniorlr diqsr),kerusakan lingkungan (aarizontttcntal

dcgodatbn), dan polusi lintas batas Degara (nans-bound.ary pollutbn).
Pilar ini sesuai dengan tuiuan ASEAN yang tercantum dalam ASEAN

l4sbn 2020 untuk Asia Tenggara, terikat dalam kemitraan sebagai komunitas
masyarakat yang peduli dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan
seluruh entitas masyarakat-terutama perempuan, pemuda dan masyarakat
lokal, serta meningkatkan standar hidup masyarakat yang kurang mampu dan
masyarakat pedesaan. Hal ini iuga digariskan dalam Deklarasi ASEAN Concord
I tahun 1976. Selain itu, ASCC akan berusaha agar selalu tersedia angkatan keria
ASEAN dan masyarakat mendapatkan manfaat dari integrasi ekonomi dengan

menyediakan banyak SDM-baik yang berpendidikan dasar atau tinggi, pelatihan,
pengembangan ilmu dan teknologi, penciptaan lapangan keria, dan perlindungan
sosial.l4T

16 Press Release, the Philippines Departmetrt of Foreign Affairs,24 September 200d lihat <http://
www.dfa.gov.ph I newsl prl pr2004lsep/pr596.htm> dikunlungi 9/l l/2004.
r{7 Salbiah Said and Openg Onn,'ASEAN Seels Historic Bali Concord ll' Beraam (Kuala Lumpur),
7 Okrober 2003.
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a

Masalah-masalah lain yang termasuk lingkup dari ASCC adalah kqiatan-
kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan pemafuan kdudayaan ASEAN
sebagai budaya warisan yang sangat beragam dengan cara merDpertemukan
para ahli, penulis, artis, dan praktisi media untuk memperkenalkan ideotitas

regional dan menggali kepedulian mereka terhadap ASEAN. Singkatnya, tuiuan

ASCC adalah menangani masalah sosial dan budaya yang timbul di wilayah
yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian dan keamanan

ASEAN.I48 Ada enam elemen ASCC, yaitu pembangunan SDM, keseiahteraan dan
perlindungan sosial, keadilan sosial dan hak, memastikan kelestarian lingkungan
hidup, membangun identitas ASEAN, dan mempersempit gcp pembangunan-l4e

Pencapaian dari ASCC ditempuh dengan ASCC blueprint.lso

148 A sgrement of director-general for Asia, Pacific and Africa at the Indonesian foreign ministry,

Makarim Wibisono, 'Historic step toward regional integration', Cfttza Dcrly 8 Oktober 2003.

rae Department of Foreign Affairs, Indonesian Government, Isu-isu di Otganivsi Regiorral ASEAN

(Trans: Issues in the ASEAN), paper presented in Lokakarya Indonesia dan PBB: Diplomasi Indonesia

di DK PBB,Iakarta, 16 Desember 2008.
r50 ASEAN Socio Cultural Community Blueprint lihat <http://www.asean.org/archive/5187-l9.pdf>
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